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Kata Pengantar

Sejarah dan pendidikan adalah dua aspek yang sangat erat berkaitan. Sejarah dalam 
dunia pendidikan secara khusus memiliki peran sentral dalam upaya menumbuhkan 
kesadaran kebangsaan, nasionalisme, cinta tanah air dan kebinekaan di Indonesia. 

Pendidikan kesejarahan juga memiliki peran strategis dalam memperkuat memori 
kolektif yang mendasari rasa persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai sebuah bangsa 
yang multietnis. Untuk itulah, sejak lama sejarah hadir di setiap jenjang pendidikan kita. 
Sejarah memberikan penguatan dan penyegaran ingatan kolektif kita sebagai sebuah 
bangsa besar yang dibentuk dengan proses yang panjang.

Selain pendidikan kesejarahan, sejarah pendidikan di Indonesia juga menarik untuk 
didiskusikan. Sebelum kolonialisme datang, masyarakat Nusantara sesungguhnya telah 
memiliki beragam sistem pendidikan tradisional. Misalnya pesantren, sejak dahulu 
pesantren telah memiliki sistem pendidikan tradisional seperti halaqoh, sorogan, dan 
wetonan. Kemudian ketika kolonialisme datang barulah diperkenalkan sistem klasikal. 
Dan secara perlahan, sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mulai mengadopsi 
pola-pola pendidikan Barat.

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan di Indonesia rupanya 
tidak hanya diampu oleh pemerintah saja. Para tokoh dan organisasi juga turut andil 
dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti Sumatera Thawalib, Boedi Oetomo, 
Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Taman Siswa dan berbagai organisasi lainnya.  

Pada tahun 2019, Jurnal Abad sebagai wadah publikasi hasil penelitian sejarah 
mutakhir, dalam Volume 03 Nomor 1 tahun 2019, memfokuskan pembahasan pada tema 
historiografi pendidikan di Indonesia. Dalam jurnal edisi ini terhimpun sepuluh artikel 
hasil riset mutakhir yang membahas tentang penulisan sejarah pendidikan di Indonesia. 
Kesepuluh artikel dalam jurnal ini telah dipresentasikan dalam Seminar Sejarah Nasional 
(SSN) pada tanggal 3-4 Desember 2018 yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Gadjah Mada. Selain itu, sepuluh artikel ini juga telah melalui seleksi ketat 
oleh mitra bestari yang merupakan sejarawan yang pakar dalam bidangnya. 

Kami berharap penerbitan jurnal Abad Volume 03 Nomor 1 ini mampu menghadirkan 
temuan baru historiografi pendidikan di Indonesia. Semoga penerbitan jurnal ini dapat 
membuka cakrawala yang lebih luas lagi tentang bagaimana pendidikan sejak dahulu 
diselenggarakan di Indonesia, hal ini penting sebagai inspirasi dan referensi bagi para 
penyelenggaran pendidikan, pendidik, para pemangku kepentingan dan masyarakat luas 
pada umumnya.

Triana Wulandari
Direktur Sejarah
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Perdamaian:
Corong Pendidikan Thawalib School Padang Panjang Tahun 1929

Fikrul Hanif Sufyan
STKIP Yayasan Abdi Pendidikan, Jl. Prof M. Yamin Kota Payakumbuh

Email: ik02011980@gmail.com/fikrulhanifsufyan@gmail.com

ABSTRAK – Majalah Perdamaian menjadi pilar penting Sumatra Thawalib Padang Panjang untuk 
menyuarakan pentingnya pendidikan di awal 1929. Terbitnya majalah ini, menjadi awal peralihan 
Thawalib yang awalnya identik dengan pergerakan Kuminih (Komunis), menjadi sekolah non politik. 
Meskipun, Perdamaian menegaskan dirinya hanya menyuarakan pendidikan, dalam beberapa rubrik tetap 
menunjukkan penolakannya terhadap kebijakan ordonansi guru dan sekolah Islam. Dengan demikian, 
perlu dibicarakan, bagaimana akhir majalah berideologi Kuminih di Padang Panjang? Dan bagaimana 
strategi redaktur dalam menyuarakan pendidikan dan perasaan anti kolonial pada pembacanya? Tulisan ini 
disusun berdasarkan metode sejarah, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk membingkai strategi redaktur dalam mengemas isu-isu pendidikan dan kesadaran 
anti kolonial, dan kritik terhadap elit Minangkabau. Januari 1927 menjadi titik terendah dan gagalnya 
perlawanan Kuminih di Sumatra Barat. Setahun kemudian Thawalib School susah payah mengembalikan 
eksistensinya sebagai sekolah Islam modernis yang disegani di Sumatra. Untuk menegaskan institusinya 
terbebas dari Kuminih, pada Januari 1929, Hoofdbestuur Sumatra Thawalib sebagai penanggung jawab 
Perdamaian, mengusung warna berbeda dalam memberitakan persoalan pendidikan kepada pembacanya. 
Mulai dari pentingnya pendidikan untuk anak bangsa, fungsi guru di sekolah, hingga mengulas pepatah-
petitih Minangkabau. Ordonansi guru hingga pengadilan terhadap guru-guru Thawalib yang dituduh 
melawan kebijakan pemerintah, juga turut menjadi titik perhatian majalah Perdamaian. 

KATA KUNCI – Perdamaian, Redaksi, Pendidikan, Ordonansi.

ABSTRACT – Perdamaian Magazine became an important pillar of Sumatra Thawalib Padang Panjang 
to voice the importance of education in early 1929. The publication of this newspaper, which became 
the beginning of Thawalib’s transition which was originally synonymous with the Kuminih (Communist) 
movement, became a non-political school. Although, the Perdamaian affirmed that he only voiced 
education, in some rubrics he still showed his rejection of the teacher ordinance policies and Islamic 
schools. As such, it needs to be discussed, what is the end of the ideological newspaper Kuminih in Padang 
Panjang? And what is the editor’s strategy in voicing education and anti-colonial feelings for his readers? 
This paper is based on historical methods, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. 
The purpose of this study was to frame the editor’s strategy in packing issues of education and anti-colonial 
awareness, and criticism of the Minangkabau elite. January 1927 became the lowest point and the failure of 
the Kuminih resistance in West Sumatra. And, a year later Thawalib School struggled to restore its existence 
as a respected modernist Islamic school in Sumatra. To assert that his institution was free from Kuminih, in 
January 1929, Hoofdbestuur Sumatra Thawalib as the person in charge of Perdamaian, carried a different 
color in preaching the issue of education to his readers. Starting from the importance of education for the 
nation’s children, the function of teachers in the school, to review the Minangkabau sayings. The teacher 
ordinance to the court of Thawalib’s teachers who were accused of opposing government policy also 
became the focus of the Perdamaian newspaper.

KEYWORDS – Perdamaian, Editorial, Education, Ordinance.
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PENDAHULUAN

Pergolakan di tubuh Sumatra Tha-
walib Padang Panjang pada kurun 
waktu 1923-1927, berakhir tatkala 

guru dan murid-murid yang berideologi 
Kuminih yang terlibat dalam Peristiwa Si-
lungkang segera diringkus oleh veldpolitie 
dan PID Sumatra Barat. Dua tahun laman-
ya, sekolah Islam modernis ini membenahi 
konflik laten di tubuhnya, sampai Januari 
1929 mereka telah menyatakan diri bersih 
dari sisa-sisa Kuminih dan menerbitkan 
majalah Perdamaijan (baca: Perdamaian). 

Ada hal yang menarik dari perubahan 
sajian artikel yang diterbitkan oleh majalah 
yang digawangi hoofdbestuur Sumatra 
Thawalib. Pertama, terjadi perubahan ha-
luan, yang awalnya berbau politik, kemu-
dian hanya terkonsentrasi mengupas soal 
seputar pendidikan saja. Kedua, pimpinan 
redaksi ingin menegaskan, bahwa mereka 
telah berlepas diri dari pengaruh Kuminih, 
dan ingin melewati trauma politik, yang 
secara langsung “menghancurkan” kredi-
bilitas Thawalib Padang Panjang. 

Perubahan-perubahan yang terjadi 
dalam Perdamaian, memang berbanding 
terbalik dengan tiga majalah yang pernah 
hadir di sekolah tersebut. Pada 1918, keti-
ka pertama kali berdiri, Thawalib telah me-
nerbitkan Al-Munir Al-Manar. Majalah ini 
bertuliskan Arab Melayu, dan lebih fokus 
mengupas persoalan fiqh, akhlak, ibadah, 
dan sedikit persoalan pendidikan, dan 
politik. Majalah yang dipimpin Zainud-
din Labay el-Yunusi (pimpinan Diniyah 
School Padang Panjang), menjadi bacaan 
wajib siswa Thawalib, bahkan menjadi 
perbincangan hangat di kelas debat untuk 
sore harinya (Yunus, 1976; Hamka, 1958; 
Daya, 1995).

Lima tahun pasca membesarnya Tha-
walib, muncul dua majalah yang berh-
aluan politik. Berbeda dengan majalah 
sebelumnya, Djago! Djago! dan Peman-
dangan Islam justru membawa perubahan 
baru dalam tubuh Thawalib. Ideologi Ku-
minih yang dikumandangkan Haji Achmad 
Chatib gelar Datuk Batuah–seorang guru 
agama dan pembantu redaktur Al-Munir 
Al-Manar telah menggemparkan pengurus 
Thawalib. Ia mempropagandakan ideologi 
yang dikemas dari Karl Marx, selanjutnya 
disintesakan dalam Islam dan budaya Mi-
nangkabau lewat surat kabar Pemandan-
gan Islam. Segera majalah berisi empat 
halaman itu beredar luas di kalangan guru 
agama dan siswa-siswa Thawalib (Sufyan, 
2017). 

Djago! Djago! adalah surat kabar lain-
nya yang masih berhaluan Kuminih dan 
digawangi oleh Natar Zainuddin –seorang 
blasteran Padang-India (Njala, 14 Novem-
ber 1926; Kahin 1996: 25; Mc.Vey dan 
Benda, 1966: 101). Bila Pemandangan 
Islam lebih bernuansa Islam modernis-Ku-
minih, Djago! Djago! menunjukkan warna 
Kuminih yang progresif (Sufyan, 2017). 
Pemandangan Islam dan Djago! Djago! 
meski hanya berumur dua tahun saja, pas-
ca ditangkapnya Haji Datuk Batuah dan 
Natar, telah memberi edukasi politik dan 
pergerakan untuk guru dan siswa Tha-
walib, terutama memunculkan kesadaran 
sebagai anak bangsa, lepas dari belenggu 
penjajahan, menyuarakan protes, dan lain 
sebagainya. Sepanjang kurun 1925-1927 
tidak ada catatan yang menunjukkan ke-
beradaan pers lainnya di Thawalib Padang 
Panjang, pasca dibredelnya Pemandangan 
Islam dan Djago! Djago! karena dituduh 
melanggar pasal karet Persdelict. 

Jurnal Sejarah
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Empat tahun vakum, pada Januari 
1929 muncullah pers Perdamaian. Ki-
sahnya bermula dari 21 Januari 1928 –ke-
tika pertemuan di Parabek Fort de Kock, 
yang dihadiri delegasi Thawalib Padang 
Panjang, memutuskan untuk mendirikan 
lembaga pendidikan guru, mempelajari 
masalah kurikulum dan untuk menerbitkan 
pers (baca: Perdamaian) (Noer, 1996: 59). 
Perubahan besar terjadi dalam edisi per-
dananya. Hampir seluruh artikelnya bicara 
mengenai pendidikan. Tidak lagi terdapat 
bahasa yang provokatif, bernuanasa protes, 
“menghina” pemerintah Hindia Belanda, 
menyuarakan perlawanan terhadap ketida-
kadilan, dan lain sebagainya. Justru, baha-
sa yang diusung bernuansa moderat, seak-
an ingin meminggirkan dirinya dari dunia 
pergerakan. Memang di beberapa artikel, 
Perdamaian menampilkan suara protes 
terhadap kebijakan Ordonansi guru dan se-
kolah Islam. 

Perubahan konten artikel dalam Per-
damaian ini, tentu menarik untuk dikaji. 
Untuk mendalaminya, ada beberapa item 
pertanyaan yang diajukan, bagaimana akh-
ir majalah berideologi Kuminih di Padang 
Panjang? dan bagaimana strategi redak-
tur dalam menyuarakan pendidikan dan 
perasaan anti kolonial pada pembacan-
ya?. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah 
menganlisis akhir majalah berideologi Ku-
minih di Padang Panjang, dan menganal-
isis strategi redaktur dalam menyuarakan 
pendidikan dan perasaan anti kolonial pada 
pembacanya. 

Studi pendahuluan yang telah dilaku-
kan, terutama untuk Perdamaian, belum 
ada yang menulis. Namun, bila dihubung-
kan dengan keberadaan Thawalib Padang 
Panjang, pers yang hadir sebelum 1929, 

dan pergerakan Kuminih di Sumatra Barat, 
sudah banyak yang menulis. Abdul Fadhil 
(Lontar, vol.4 No.2 Juli-Desember 2007) 
dalam Transformasi Pendidikan Islam di 
Minangkabau menganalisis tentang berdi-
rinya Sumatra Thawalib yang bermula dari 
gerakan surau. Namun, dalam tulisannya 
Fadhil tidak menyinggung hadirnya Per-
damaian. 

Meimunah S. Moenada (Sosial Bu-
daya, Vol.8 No.01 Januari-Juni 2011) da-
lam Surau dan Modernisasi Pendidikan di 
Masa Hindia Belanda menjelaskan diaspo-
ra Thawalib sejak 1918, yang bermula di 
Padang Panjang, kemudian segera menye-
bar di Parabek, Batusangkar, Maninjau, 
Padang, Pariaman, dan lain-lain. Dalam 
tulisannya Moenada tidak menyinggung 
adanya Perdamaian. 

Fikrul Hanif Sufyan (2017) dalam 
Menuju Lentera Merah, memaparkan 
mengenai pertumbuhan Sumatra Thawalib 
sejak 1918, lima tahun kemudian diikuti 
dengan pesatnya gerakan Kuminih yang 
dirintis Haji Datuk Batuah cs hanya dalam 
kurun waktu satu bulan. Namun, sama hal-
nya dengan tulisan terdahulu, juga tidak 
menyinggung keberadaan majalah Perda-
maian. 

Untuk menelaah Surat Kabar Perda-
maian diperlukan kerangka analisis yang 
digunakan untuk melihat keunikan da-
lam proses sejarah. Istilah press (Inggris) 
atau pers (Belanda) yang berarti menekan 
(pressing) karena mesin cetak menekan 
kertas untuk memunculkan suatu tulisan. 
Secara harfiah pers adalah mencetak dan 
penyiaran yang tercetak atau publikasi 
yang dicetak (printed publication).

Secara garis besar perkembangan pers 
dimulai dari masa Kolonial Belanda dan 

Vol. 03 | No. 1 | Juni 2019
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sebagai daerah jajahan, pers hanya dipe-
runtukkan untuk kalangan Eropa saja. Kali 
pertama majalah resmi dicetak tahun 1744, 
yakni Bataviache Nouvelles. Selanjutnya, 
perkembangan pers Melayu-Tionghoa ma-
sif beredar, terutama di Jawa dan Sumatra, 
dan sedikit di Kalimantan dan Sulawesi. 
Bila dilihat dari periodisasinya, Perda-
maian pada dasarnya masuk dalam kate-
gori pers masa Pergerakan Nasional.

Surat kabar Perdamaian termasuk da-
lam sejarah pers –merupakan informasi ha-
rian yang dikirimkan dan dipasangkan ke 
ruang publik, berupa isu negara dan berita 
lokal dalam kurun waktu tertentu (Kun-
towijoyo, 2003). Pers nasional menurut 
Triwardani (Ilmu Komunikasi, Vol. 7, 
2,Desember: 187-208) memiliki sejarah 
panjang sebagai institusi pemberdaya mas-
yarakat serta alat perjuangan bangsa. 

METODE

Tulisan ini menggunakan metode sejarah 
yang meliputi empat tahapan, yaitu heuris-
tik, kritik sumber, analisis sintesis (inter-
pretasi), dan penulisan (Kartodirjo 1993). 
Tahap pertama, adalah heuristik. Heuris-
tik merupakan tahap pencarian dan peng-
umpulan sumber-sumber sejarah. Sumber 
yang digunakan dalam tulisan ini berupa 
sumber tertulis, sumber lisan, dan artefak. 
Sumber-sumber tertulis meliputi arsip, baik 
yang diproduksi oleh pemerintah kolonial 
Belanda maupun pemerintah Indonesia. 
Sumber lain yang dapat digunakan adalah 
majalah dan majalah baik yang terbit pada 
masa pemerintahan kolonial Belanda, teru-
tama yang berkenaan dengan Perdamaian. 
Sumber-sumber majalah Perdamaian, su-
rat kabar lain, dan arsip kolonial Belanda, 
diperoleh dari Perpustakaan Nasional RI, 

Arsip Nasional, serta Pusat Dokumentasi 
dan Informasi Kebudayaan Minangkabau 
(PDIKM) Padang Panjang. 

Tahap kedua adalah kritik sumber, 
yang dapat dibagi atas kritik ekstern dan 
intern. Kritik ekstern dilakukan untuk men-
cari otentisitas arsip dan dokumen yang 
sudah didapatkan. Kritik intern dilakukan 
terhadap isi dokumen yang otentik terse-
but untuk mendapat validitas data yang 
dikandungnya. Kritik ektern terhadap do-
kumen, berupa majalah, arsip, dan lainnya 
dilakukan cross check dengan informasi 
yang diberikan oleh informan yang lain, 
sehingga validitas informasi yang diber-
ikan dapat teruji. Kritik terhadap sum-
ber-sumber yang penulis peroleh, baik be-
rupa majalah Perdamaian, surat kabar lain, 
dan arsip diseleksi berdasarkan tema, akur-
asi tahun dan tempat, dan lainnya. 

Tahap ketiga adalah analisis dan sin-
tesis data (interpretasi). Fakta yang diper-
oleh, baik dari sumber tertulis maupun 
sumber lisan dianalisis dengan menggu-
nakan analisis prosesual dan struktural 
(Lloyd 1993). Analisis prosesual digu-
nakan guna menemukan akhir keberadaan 
media pers Kuminih dan awal perkemban-
gan Perdamaian. Selain itu, dalam analisis 
ini juga dipakai melihat pengaruh mun-
culnya Perdamaian terhadap dunia pendi-
dikan dan keberadaaan Thawalib. Analisis 
struktural digunakan untuk menganalisis 
perubahan-perubahan besar yang terjadi 
dalam majalah di Sumatra Barat, terutama 
Perdamaian yang berhubungan dengan 
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pe-
merintah kolonial Belanda. Tahap keempat 
yaitu tahap penulisan (historiografi). Penu-
lisan berbentuk sejarah pers dengan obyek 
penelitian majalah Perdamaian. 

Jurnal Sejarah
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PEMBAHASAN

Sumatra Thawalib merupakan kelanjutan 
dari Surau Jembatan Besi yang hadir un-
tuk menyuarakan gerakan Islam modernis 
di Padang Panjang. Adalah Syekh Abdul-
lah Ahmad yang awalnya mengelola surau 
tersebut, kemudian digantikan oleh saha-
bat karibnya bernama Syekh Abdul Karim 
Amrullah (Haji Rasul). 

Sebelum berganti nama menjadi Suma-
tra Thawalib, Haji Rasul intensif melaku-
kan pengajian yang diikuti oleh ratusan 
orang jamaah. Dua orang murid terbaiknya 
senantiasa mendampingi, yakni Zainuddin 
Labay El-Yunusi (kelak mendirikan Dini-
yah School) dan Haji Achmad Chatib gelar 
Datuk Batuah (perintis Kuminih). Kedua 
murid ini, sama cerdas dan tajam pe-
mikirannya. Hanya saja, Haji Datuk Batu-
ah lebih unggul. Ia pernah berguru dengan 
Syekh Ahmad Chatib al-Minangkabawi–
yang notabene adalah imam besar Masji-
dil Haram, guru KH. Ahmad Dahlan, KH. 
Hasyim Asy’ari, beberapa Kaum Muda di 
Sumatra Barat.

Benda (1960) menuturkan, pertemuan 
dengan Natar Zainuddin telah mengubah 
mindset Haji Datuk Batuah, untuk meng-
adopsi Komunisme dalam bingkai ajaran 
Islam. Setelah mengalami proses dialekti-
ka dengan laki-laki blasteran India-Padang 
dan Haji Miscbach, Haji Datuk Batuah 
segera mempropagandakan Kuminih –buah 
pikiran yang ia peras dari Komunisme sed-
erahana ala Marx, ajaran Islam, dan fal-
safah hidup Minangkabau. Pada Novem-
ber 1923, ia memproklamirkan berdirinya 
Sarekat Rakyat, yang dalam kurun waktu 
seminggu telah merekrut ratusan orang 
di sekitar Padang Panjang (Blumberger, 

1935; Beckmann dan Thomas, 1985).
Singkatnya, Asisten Residen Padang 

Panjang kewalahan dengan gerakan protes 
yang dibangun Haji Datuk Batuah cs, baik 
lewat debating club, Bufet Merah, pers Pe-
mandangan Islam, Djago! Djago!, Doenia 
Achirat, maupun melalui aktivitas Sarekat 
Rakyat. Untuk membumikan ideologi Ku-
minih, Haji Datuk Batuah menggandeng 
dua orang guru Thawalib, yakni Arif Fadil-
la dan Djamaludin Tamim. 

Residen Sumatra Barat dan Asisten 
Residen Padang Panjang cemas, dengan 
besarnya pengaruh Haji Datuk Batuah cs, 
terutama dalam menggalang massa melalui 
pengkaderan, maupun openbaar vergader-
ing. Asisten Residen Padang Panjang pun, 
tidak kehilangan akal. Ia berkolaborasi 
dengan Kepala Nagari Koto Laweh Datuk 
Basa, untuk meringkus Haji Datuk Batuah 
cs dengan berbagai delict aduan.

Redupnya Komunis di Sumatra Barat

Pasca diringkusnya Haji Datuk Batuah dan 
Natar Zainuddin, Gubernur Jendral van 
Limburg Stirum menengarai api Kuminih 
di Sumatra Barat akan padam. Malah seba-
liknya, gerakan anti kolonial makin mem-
besar. Dilihat dari agresivitas kiri jelang 
peristiwa Silungkang 1927, memang cuk-
up tinggi. Namun, dilihat dari kesolidan 
organisasi antara Sarekat Rakyat dan PKI 
di tahun 1925, justru berbanding terbalik. 
Perpecahan di tubuh “merah” sudah tam-
pak, ketika putusan CC PKI Desember 
1924 untuk melebur SR ke PKI Cabang 
Padang, tidak dipatuhi oleh Arif Fadhilla 
dan Djamaluddin Tamim. 

Padahal, pada Februari 1925 menun-
jukkan anggota Sarekat mencapai 840 
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orang. Sebuah pencapaian yang luar bia-
sa, mengingat tokoh-tokoh Sarekat Rakyat 
menjadi incaran PID dan Asisten Residen. 
Seluruh anggota Sarekat Rakyat tersebar 
di 12 daerah masing-masing: Koto Laweh 
(101 orang, 26 di antaranya perempuan), 
Solok (79 orang), Payakumbuh (21 orang), 
Sungai Sarik Pariaman (110 orang), Lu-
buk Basung (114 orang), Silungkang (25 
orang), Fort van der Capellen (24 orang), 
Fort de Kock (54 orang), Muara Labuh (24 
orang), Sawahlunto (49 orang), Kacang 
(25 orang), Tikalah (28 orang), dan daerah 
lainnya 6 orang (Benda and Mc.Vey, 1960: 
106; Khan, 1993).

Memasuki akhir 1925, riak yang ter-
jadi dalam pergerakan merah telah diata-
si. Sejak masuknya seorang pimpinan SR 
Arif Fadhilla dalam PKI Cabang Padang, 
menandai aktivitas Kuminih kembali 
menggeliat. Sejak bergabungnya Fadhilla, 
ia mengintensifkan pengenalan kemba-
li ruh keislaman dalam gerakan ‘merah’, 
melalui selebaran-selebaran ke groep, 
Aceh, Tapanuli, dan Jambi (Schrieke, 
1928: 155).

Bahkan, pasca guncangan 1926, mer-
eka ikut menampung sumbangan untuk 
korban gempa Padang Panjang, meski 
dua orang pimpinan SR, Arif Fadhilla dan 
Datuk Mangkudum Sati ditenggarai men-
gorupsi sumbangan gempa (Tamim, 1954: 
143). 

”Kesimpulan saja memang kedua-
duanja ini adalah manusia palsu dan 
memang uang Rakjat sebanjak 31,000 
(tiga puluh satu ribu rupiah) ini adalah 
ditangan mereka berdua sampai hari 
hancurnja PKI pada 1 Januari 1927.” 
(Tamim, 1954: 143).

Peristiwa Silungkang merupakan pun-

cak gunung es dari pergerakan Kuminih di 
Sumatra Barat. Peristiwa Januari 1927 itu 
hanya efektif di Silungkang, Muara Kala-
ban, Padang Sibusuk dan Tanjung Ampalu, 
namun tetap berakhir gagal. Gelombang 
bantuan militer akhirnya mematahkan per-
lawanan. Pandji Poestaka kemudian mem-
beritakan mudahnya perlawanan Januari 
1927 itu dipatahkan. Faktor penyebab keg-
agalan tetap bermuara pada kekuatan mas-
sa aksi yang tidak solid dan belum terlatih 
sehingga ketika Asisten Residen Sawah-
lunto yang dikawal tiga brigade veldpolitie 
mendatangi 30 orang perusuh di Silung-
kang, hanya satu orang saja yang melawan, 
kemudian ditembak mati (Pandji Poestaka 
tanggal 7 Januari 1927).

Rombongan veldpolitie sedang berfoto di atas 
punggung seekor gajah. Kekuatan veldpolitie yang 
berkedudukan di Sawahlunto inilah yang berhasil 
memukul mundur dan menggagalkan aksi massa 
1927. Sumber: media kitlv.nl

Meskipun revolusi gagal, pemerintah 
kolonial Belanda tetap saja terkejut dengan 
peristiwa itu (Bendera Islam tanggal 13 
Januari 1927). Veldpolitie masa itu berger-
ak cepat. Tanggal 12 Januari 1927 sekitar 
1300 orang ditangkap, kebanyakan berusia 
17-25 tahun. Dua puluh delapan hari pasca 
rusuh 1927, Gubernur Jendral Andries Cor-
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nelis Dirk de Graeff mengunjungi Sumatra 
Barat. Ia ingin melihat lebih dekat perkem-
bangan Pabrik Semen Indarung di Padang, 
perusahaan tambang batubara Sawahlunto, 
dan penyelesaian peristiwa 1927. Sesam-
pai di stasiun Muara Kalaban, de Graeff 
dijemput Contreleur Hoykaas, kepala Om-
bilin Steenkolenontginning Holleman, dan 
satu detasemen Veldpolitie.

“Tuan Besar (baca: de Graeff) ber-
tanya kepada Residen apa ada orang 
yang membantu polisi ketika ada 
rusuh. Wartena ditunjukkan. T.B 
menghampiri Wartena sambil mengu-
lurkan tangan, seraya berkata, besar 
hati kami dapat menjabat tanganmu. 
T.B memuji kecakapannya dan men-
gucapkan selamat kepada sekalian 
orang polisi.” (Pandji Poestaka tang-
gal 7 Januari 1927).

Pada Februari 1927 massa yang di-
tangkap mencapai 4000 orang. Baru pada 

28 Februari 1927 pemerintah kolonial be-
nar-benar mengamankan situasi. Ribuan 
orang yang ditahan, kemudian dihadirkan 
dalam peradilan massal. Sebagian dari 
mereka dijatuhi hukuman mati (Mailrap-
port 254/1935). 

Maret 1927 bisa dikatakan pergera-
kan Kuminih di Sumatra Barat lumpuh. 
Sisa-sisa kekuatan mereka–terutama dari 
kalangan siswa Thawalib yang melarikan 
diri, mencari perlindungan pada organisasi 
Islam modernis, salah satunya di Muham-
madiyah Cabang Padang Panjang. Suma-
tra Thawalib Padang Panjang di bawah 
pimpinan Engku Mudo Abdul Hamid 
Hakim –seorang murid terbaik Haji Ra-
sul segera mengembalikan nama Thawal-
ib –yang dianggap rusak pasca kegagalan 
peristiwa 1927 dan pergerakan Kuminih. 
Pada tanggal 21 Januari 1928, seluruh 
pimpinan Thawalib di daerah, mengiku-

Rel kereta api yang dirusak massa lebih dari 2 kilometer di Padang Sibusuk. Perusuh yang berjumlah 12 
dari 20 orang yang bersenjata kelewang mudah ditaklukan veldpolitie. Sedangkan 8 orang lainnya melar-
ikan diri. Sumber: tropenmuseum. 
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ti rapat yang menghasilkan tiga putusan 
penting, di antaranya menerbitkan pers 
(Noer, 1996: 57-59).

Perdamaian, Penyiar Pendidikan di 
Thawalib School Padang Panjang

Surat kabar Perdamaian merupakan su-
rat kabar terbitan Hoofdbestuur Sumatra 
Thawalib dan berkantor di Fort de Kock. 
Dibandingkan Pemandangan Islam, Dja-
go! Djago!, surat kabar Perdamaian ter-
bilang singkat terbitnya, yakni empat edisi 
dari 10 Januari sampai Maret 1929.

a. Perdamaian 10 Januari 1929: Menyu-
arakan Protes Ordonansi Guru dan Mem-
berita-kan Sumatra Thawalib

Edisi pertama majalah Perdamaian 
dirilis tanggal 10 Januari 1929. Majalah 
ini di edisi awalnya memberitakan protes 
terhadap Ordonansi Guru, memberitakan 
seputar Sumatra Thawalib yang membuka 
pendaftaran untuk siswa baru, dan seputar 
artikel singkat mengenai makna pendi-
dikan. 

“Engkoe Datoek Kajo dan Goeroe 
Ordonantie” adalah berita pertama yang 
diturunkan Perdamaian di halaman satu. 
Di depan Volksraad, Jahja Datuk Kayo 
di depan perwakilan rakyat ala Belanda 
itu, memprotes keras kebijakan yang tel-
ah dipatenkan pemerintah sejak 1925 itu. 
Datuk Kayo adalah tokoh masyarakat asal 
Koto Gadang Agam, yang memulai karirn-
ya sebagai pegawai Belanda. Dimulai se-
jak 1888, ia magang di kantor Residen 
Padangsche Bovenlanden, sebagai juru 
tulis magang di kantor Controleur Agam 
(1892-1895), dan Demang di Payakum-
buh (1915-1918), Padang Panjang (1919-

1928), dan anggota Volksraad (1927-1931) 
(Etek, Mursyid, Arfan, 2007). 

Meskipun telah lama bekerja den-
gan pemerintah Hindia Belanda, Datuk 
Kayo gelisah dengan kebijakan ordonasi 
guru yang banyak diprotes orang Minang. 
“Tuan voorzitter! Tatkala saja di Sumatra’s 
Westkust, ramai benar dalam kerapatan 
dibicarakan oleh guru-guru agama Islam, 
tentang maksud goeroe Ordonantie”. de-
mikian awal protes dari Datuk Kayo.

Datuk Kayo mengklaim, hampir 
seluruh peserta rapat asal Minang menyu-
arakan protes, mengapa para guru agama 
harus mengantongi izin dari pemerintah, 
untuk menyiarkan Islam?. Meskipun pe-
merintah berdalih, kebijakan itu untuk 
menjaga ketentraman negeri, dan mem-
batasi jumlah orang yang menyiarkan Is-
lam, tetap saja kebijakan itu dianggap 
menghina kualitas dan kredibilitas guru 
agama.

Selain itu, Datuk Kayo juga menyuara-
kan protes guru agama, karena pemerintah 
Hindia Belanda telah mencampuri inter-
nal pembelajaran agama Islam. Mereka 
juga menentang kebijakan register khusus 
kepada guru-guru agama Islam, yang tel-
ah mendaftarkan diri kepada pemerintah. 
“Bagaimana kebijakan pemerintah dalam 
menjalankan aturan Ordonantie ini terha-
dap guru-guru agama Islam di Minangka-
bau?” tanya Datuk Kayo di depan Volks-
raad. 

Dalam berita tersebut, juga dinukil 
openbaar vergadering 19 Agustus 1928 
yang dilaksanakan di depan Madrasah 
Djamil Djambek Bukittinggi. Pertemuan 
itu digelar sekolah dan guru agama Islam, 
yang memprotes kebijakan Ordonansi 
Guru. Dalam rapat umum itu dihasilkan 
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putusan, bahwa mereka akan mengutus 
dua orang untuk menyampaikan keberatan 
guru agama di Minangkabau di hadapan 
Dewan Gubernur Belanda (Perdamaian 
nomor. 1 tanggal 10 Januari 1929).

Edisi awal majalah Perdamaijan tanggal 10 Januari 
1929. Sumber: Koleksi PDIKM Padang Panjang.

Artikel “Sumatra Thawalib dan Seko-
lah-sekolahnya” diangkat oleh redaksi, un-
tuk menggambarkan suramnya perjalanan 
sekolah mereka, karena belum merasakan 
manfaat Hoofdbestuur, meskipun seko-
lah ini sudah berdiri di pelbagai daerah. 
Redaksi Perdamaian menulis, meskipun 
sekolah Sumatra Thawalib dan lulusann-
ya telah berdiaspora, namun mereka ingin 
Hoofdbestuur yang terbentuk seharusnya 
mampu mempersatukan seluruh lulusan 
dan membawa cita-cita dari Thawalib itu 
sendiri. 

“Kalau dimasa jang soedah – soedah, 
segala apa dalam kalangan S. Th beloem 
sempoerna (dipandang2 koerang baik) 
boekanlah karena disengadja begitoe sad-
ja, melainkan kelemahan dan kemiskinanja 
S. Th jang melahirkan nasib itoe.” (Perda-
maian nomor. 1 tanggal 10 Januari 1929).

Meskipun dalam artikelnya, redak-
si Pemandangan Islam hendak menunjuk 

kemunduran dari Sumatra Thawalib akibat 
dari membesarnya gerakan Kuminih dan 
peristiwa Silungkang 1927, namun mereka 
menghaluskan bahasanya dalam kalimat 
“Kalau dimasa yang sudah-sudah, segala 
apa dalam kalangan S.th...”. Jelas, redaksi 
sendiri tidak mau gegabah menuding bi-
ang keterpurukan mereka karena persoalan 
politik. Satu hal yang perlu dicermati, re-
daksi menginginkan siswa Thawalib yang 
berasal dari beragam suku, dan berlatar 
ekonomi kurang mampu itu, untuk menye-
laraskan cita-cita dan cinta mereka pada 
pengetahuan dan agamanya.

Artikel lainnya berjudul “Pendidikan” 
mengulas relasi antara anak bangsa dan 
pentingnya pendidikan, yang memba-
wa bangsa dalam berkemajuan. Pada ba-
gian pengantarnya, redaksi menulis den-
gan jernih, bahwa pendidikan pada masa 
pergerakan mempunyai arti penting, tidak 
saja untuk laki-laki saja, namun juga untuk 
kalangan perempuan.

“Datangnja kemadjoean kepada bang-
sa2 jang telah berkemadjoean boekanlah 
dengan semata2 peladjaran tinggi sadja, 
melainkan karena anak bangsa itoe, selain 
mendapat peladjaran tjoekoep diberi poe-
la pendidikan jang menoeroet kehendak 
zaman dan keadaan bangsanja masing2, 
maka pendidikan itoe sangat dioetamakan 
oentoek pensoetjikan, roh batinja dan me-
nimboelkan matjam2 kekoeatan anak2 
laki-laki perempoean; kekoeatan hati, ke-
koeatan pikiran, kekoeatan kemaoean, 
kekoeatan toeboeh dan lain2nja.” (Perda-
maian nomor. 1 tanggal 10 Januari 1929).

Selanjutnya, penulis juga meng-
hubungkan hadirnya Sumatra Thawalib 
juga tidak lepas dari misinya untuk menc-
erdaskan anak bangsa dan menguatkan 
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keimanannya. Pendidikan agama yang 
diutamakan dalam Sumatra Thawalib 
bertujuan agar pendidikan “Ketuhanan” 
memiliki dampak untuk majunya umat Is-
lam dan mampu memberikan bantuan ke-
pada kelompok sosial yang “papa”. 

Di akhir artikelnya, dengan jernih 
penulis menitip pesan kepada calon guru 
yang berasal dari Thawalib, agar mereka 
berhati-hati dalam mengajar, karena tugas 
utama mereka adalah mensucikan batin 
dari peserta didik, menghidupkan semangat 
mereka dan lain sebagainya. “Disini kita 
adjak poetra dan poetri bangsa kita jang, 
berdjabatan sebagai goeroe, soepaja sama 
berhati-hati melakoekan pendidikan oen-
toek mensoetjikan roh kebathinan anak2 
dan menghidoepkan soemangat baroe: 
agar mereka nanti dapat hidoep sempoerna 
sebagai manoesia jang hidoep dengan roh 
jang moelia.” (Perdamaian nomor 1 tang-
gal 10 Januari 1929).

b. Perdamaian 20 Januari 1929, masih 
bicarakan pendidikan dan protes Ordonasi 
Guru, dan kesalehan Raja Boris asal Bul-
garia

Dalam edisi keduanya, kembali re-
daksi melanjutkan tulisannya mengenai 
“Pendidikan” yang telah diulas sebelumn-
ya tanggal 10 Januari 1929. Penulis men-
gawalinya dengan sinergi antara pendi-
dikan dan kesempurnaan hidup manusia. 
Menurut redaksi, seorang yang terdidik 
akan merasakan hidup yang sempurna, 
mampu menyelesaikan pekerjaannya den-
gan mahir, baik pada masa perang, maupun 
dalam masa damai. 

Bahkan, menurut penulis, seorang ma-
nusia yang terdidik tubuhnya akan selalu 
kuat, akalnya bersih, dan tidak hilang akal 

ketika ia berhadapan dengan semua perso-
alan. Bahkan, redaksi menulis, “kelakoean 
dan tabiat, serta budi pekertinya baik, dan 
dapat bergaoel dengan sembarang manoe-
sia.”. Sehingga, penulis membagi ilmu 
pendidikan dalam dua aspek besar. 

Pendidikan tubuh, maksudnya agar 
mendidik tubuh sehat dan kuat.

Pendidikan akal, maksudnya adalah 
mendidik manusia dengan mendidik akaln-
ya dan menambah wawasan Ilmu Penge-
tahuan untuk menetahui hal-hal yang sulit 
dan rumit mengenai apa-apa yang ada di 
Alam ciptaan Tuhan ini.

Pendidikan akhlak, maksudya mendi-
dik manusia dari segi kelakuan dan seka-
ligus membersihkan tabiat dan tingkah 
laku manusia supaya agar lebih baik dalam 
berinteraksi dengan sesama (Perdamaian 
nomor. 2 tanggal 20 Januari 1929).

Edisi kedua majalah Perdamaijan tanggal 20 
Januari 1929, mengenai Soeara Islam dan Medjelis 
Raijat. Sumber: Koleksi PDIKM Padang Panjang.

Artikel berikutnya mengenai “Soeara 
Islam dan Medjelis Raijat”, merupakan 
lanjutan dari protes Datuk Kayo yang disu-
arakan di depan Volksraad. Datuk Kayo 
menegaskan, bahwa Guru Ordonansi tel-
ah diprotes oleh anggota dari Indonesia 
yang duduk di Dewan Rakyat. Suara-suara 
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protes itu, lanjut Datuk Kayo, harus segera 
direspon pemerintah dan meninjau kemba-
li Regeering Reglement yang telah ditetap-
kan. 

“Beberapa masalah jang orang haroes 
perhatikan tentang itoe ordonantie, dimana 
dalam ordonantie itoe banjak djoega orang 
jang salah faham atau beberapa mengertin-
ja maksoednja. Setengahnja menjangka 
bahwa ordonantie itoe bermaksoed “me-
maksa soepaja minta keidzinan lebih da-
hoeloe baroe mengadjar.” (Perdamaian 
nomor 2 tanggal 20 Januari 1929).

Iklan dari Soetan Marah Alam mengenai kalender 
Sumatra Thawalib yang dimuat dalam Perdamaian. 
Sumber: Koleksi PDIKM Padang Panjang.

Meskipun majalah Perdamaian um-
umnya ditujukan untuk kalangan muslim, 
namun dalam edisi keduanya, redaksi juga 
menyinggung kesalehan dari Raja Boris 
asal Bulgaria yang tunduk dan patuh kepa-
da Tuhannya. Artikel itu berjudul “Mentji-
um Salib”. Merujuk dari Pandji Poestaka 
No.101 Januari 1929, menunjukkan bahwa 
Perdamaian tidaklah ekslusif, dan meng-
hargai keberagaman. 

Tulisannya diawali dengan perbuatan 
Raja Boris yang meminta berkah Tuhan 
dengan mencium Salib, sebagai lambang 

tertinggi dalam agama Kristen. “Meminta 
berkat Toehan Baginda Boris, radja Boel-
gari, mentjioem salib jang dipegang oleh 
metropoliet (pendeta besar) di Sofio, ketika 
Baginda hendak memboeka persidangan 
baroe dari parlement keradjaan Boelgari.”. 
demikian Perdamaian tanggal 20 Januari 
1929 memberitakan ulang. 

Dalam bagian berikutnya, penulis 
mengingatkan bahwa kalangan muslimin 
seharusnya juga tidak kalah untuk menun-
jukkan kesalehannya. “Oemat Islam jang 
mengakoe bertoehan kepada Allah, kalau 
senantiasa tiap2 memoelai pekerdjaan, 
teroetama pekerdjaan jang besar2 ada 
mengingat toehannja Allah tentoe meno-
longnja.” Artikel ini setidaknya “menam-
par” kalangan muslimin yang sering 
melupakan eksistensi Tuhan di tengah kes-
ibukan pekerjaannya. Bahkan, dalam akhir 
artikelnya penulis menekankan, agar para 
pengulu sebagai pimpinan adat di tiap-tiap 
sukunya agar memulai rapat dengan nama 
Tuhan, dan menetapkan dirinya untuk ke-
benaran dan keadilan. 

c. Perdamaian 10 Maret 1929, bicara men-
genai Persatuan Kebangsaan Minangkabau

Persatuan Kebangsaan Minangkabau 
(PKM) tidak banyak diungkap dalam lem-
bar sejarah Minangkabau. Gagasan berdir-
inya PKM ini diduga kuat terjadi sebelum 
pembentukan Persatuan Muslim Indonesia 
(PERMI) yang membawa asas Islam dan 
Kebangsaan. 

Tidak ditemukan jejak-jejak tulisan 
mengenai waktu, tempat, dan siapa saja 
tokoh yang ikut mendirikan persyarikatan 
itu. Dalam artikelnya, Perdamaian edisi 
keempat tanggal 10 Maret 2009 membe-
ritakan, bahwa P.K.M. sudah memulai ak-
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tivitasnya untuk menyempurnakan aturan 
organisasi yang telah ditetapkan pemerin-
tah Hindia Belanda. 

Untuk mencapai tujuannya, melalui 
Perdamaian, PKM kembali mengingatkan 
kepada calon anggota yang ingin menjadi 
bagian organisasi, untuk sesegera mun-
gkin mengirimkan alamat dan biodatanya. 
“Karena djika sekiranja tidak ada orang 
jang mengirimkan adresnja, tentoelah tidak 
ada hasilnja soerat edaran jang disiarkan 
oleh pengoeroes P. K. M. itoe.”. demkian 
ungkap redaksi Perdamaian dalam edisi 
keempatnya. 

PENUTUP

Perdamaian merupakan lanjutan nafas dari 
Sumatra Thawalib yang sempat vakum 
sejak tahun 1925-1929. Sempat berjaya 
di masa awal dengan Al-Munir Al-Manar, 
kemudian dilanjutkan dengan majalah ber-
haluan Kuminih, yakni Pemandangan Is-
lam dan Djago! Djago!, majalah yang la-
hir di awal tahun 1929 tersebut, berupaya 
menghapus sisi kelamnya, setelah kegaga-
lan peristiwa Silungkang 1927 yang mem-
bawa dampak besar terhadap psikis orang 
Minangkabau. Tiarapnya gerakan Kuminih 
sejak Maret 1927 menandai kekosongan di 
tubuh Sumatra Thawalib. Gaya selingkung 
dan tata bahasa yang ditampilkan redaktur 
Perdamaian pun cenderung moderat, tidak 
lagi menampilkan protes keras, hinaan ter-
hadap pemerintah Kolonial Belanda, dan 
lebih banyak bicara mengenai pendidikan 
dan harapan mereka agar Ordonansi Guru 
segera dihapuskan. Besarnya biaya ce-
tak memasuki edisi keempat, merupakan 
satu-satunya sebab utama dari berhentinya 
majalah Perdamaian sebagai satu-satunya 
corong Thawalib Padang Panjang. 
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ABSTRAK – Pembelajaran sejarah di tingkat SMA/SMK yang hanya menggunakan buku teks dapat 
menyempitkan pemahaman siswa terhadap peristiwa masa lalu. Pembelajaran sejarah lebih terfokus 
pada peristiwa-peristiwa penting maupun tokoh-tokoh besar. Paper ini bertujuan untuk menggali sejarah 
tematik di setiap daerah di Jawa Timur yang berisi peristiwa unik dan belum terekam dalam buku teks 
sejarah. Dalam paper ini penulis memaparkan berbagai contoh kajian sejarah dengan tema-tema tertentu, 
seperti sejarah orang miskin (gelandangan, pengemis, dan prostitut), kerajinan rakyat (entrepreneurship), 
kearifan lokal dan budaya, serta polusi (permasalahan lingkungan). Dengan adanya tema baru historiografi 
ini siswa dapat berpikir kreatif dan kritis untuk melihat bahwasannya masa lalu itu tidak hanya berbicara 
hal-hal besar tetapi hal terkecil pun juga pernah terjadi. Penulis mengajak para pengajar untuk membantu 
peserta didik membayangkan bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu lebih kompleks dan unik melebihi 
sejarah yang tertulis di buku teks. Tulisan ini berusaha memantik para pengajar maupun pendidik sejarah 
untuk menulis tema baru historiografi sesuai daerahnya masing-masing. Historiografi tersebut kemudian 
dapat dijadikan bahan ajar pendukung bagi pembelajaran sejarah di SMA/SMK se-Jawa Timur.

KATA KUNCI – Historiografi, pembelajaran sejarah, sejarah tematik, SMA/SMK

ABSTRACT – High school students tends to be less critical in understanding the past through learning from 
history textbooks. Historical learning is more focused on important events and major figures. This paper 
aims to explore the thematic history in each region in East Java with its unique events and has not been 
recorded in historical textbooks. This paper presents various examples of historical studies with certain 
themes, such as the history of the poor (homeless, beggars, prostitutes), folk crafts (entrepreneurship), 
local wisdom and culture, as well as environmental problems. Students could think more creative and 
critical to those new themes that history not only exploring the big events but also the minor events in the 
past. It led teachers to help students to learn what happened in the past are more complex and unique than 
the history written in the textbook. This paper seeks to encourage lecturers and historical educators to write 
new historiographic themes according to their respective regions. It can be used as supporting teaching 
material for historical learning in high school throughout East Java.

KEYWORDS – Historiography, historical learning, thematical history, SMA/SMK

PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia pada paruh kedua 
abad ke-20 masih didominasi penu-
lisan sejarah politik. Historiografi le-

bih menekankan pada sistem politik, perang, 
sistem pemerintahan, peristiwa besar, bio-
grafi orang-orang besar, dan sebagainya. 
Walaupun Begawan sejarah Indonesia Sar-
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tono Kartodirdjo pada tahun 1960an mulai 
memperkenalkan social-scientific history, 
sejarah dengan menggunakan pendekatan 
ilmu-ilmu sosial (Kartodirdjo, 1993), na-
mun pada perkembangannya hanya sedikit 
golongan yang dapat mengikutinya. Hal 
ini juga tidak dapat dilepaskan dari pen-
garuh kekuatan politik pemerintah Orde 
Baru pasca 1960an. Urusan pendidikan 
dan ilmu pengetahuan memang tidak dapat 
dilepaskan dari pengaruh politik. Hal ini 
dapat dilihat pada campur tangan pemerin-
tah dalam Seminar Sejarah Nasional tahun 
1970. Pemerintah sejak saat itu mengambil 
alih peran pendidikan dan pengajaran seja-
rah nasional (Tirta, 2017:116; Ngabiyanto, 
dkk, 2019).

Berbicara tentang historiografi dan 
pembelajaran sejarah di Indonesia dewasa 
ini tidak dapat dilepaskan dari pendekat-
an “Sejarah Nasional”, “Sejarah Global”, 
dan “Sejarah Lokal”. Pada konsep yang 
pertama, sejarah harus sesuai dengan versi 
pemerintah dan membahas peristiwa-peris-
tiwa penting di lingkup nasional. Konsep 
yang kedua lebih pada pendekatan tentang 
sejarah berbagai hal di dunia, sejarah ten-
tang konektifitas antarwilayah, dan sejarah 
tentang integrasi bangsa (Tirta, 2017:109). 
Kedua konsep tersebut kemudian mendapat 
kritik dari sejarah lokal. Seringkali peris-
tiwa kecil maupun permasalahan kecil di 
berbagai daerah di Indonesia luput dari 
perhatian sejarawan. “Kita sering lebih ce-
pat tahu apa yang jauh di sana dibanding 
dengan apa yang terjadi di sekitar lingkun-
gan hidup kita” (Hariyono, 2017:160).

Namun, dalam dua dekade terakhir 
ini mulai berkembang berbagai jenis his-
toriografi baru di Indonesia dengan ber-
macam-macam pendekatannya. Seperti 

sejarah perempuan, sejarah kehidupan 
sehari-hari, sejarah lingkungan, sejarah 
kuliner, dan sebagainya. Hal itu terjadi 
karena para sejarawan Indonesia mulai 
berusaha menulis sejarah yang tidak men-
jenuhkan. Selama ini sejarah hanya ber-
cerita masa lalu orang besar dan peristiwa 
penting saja. Padahal yang terjadi di masa 
lalu tidak hanya itu. Masa lalu berisi hal 
yang kompleks mulai dari peristiwa besar 
hingga peristiwa kecil, bahkan peristiwa 
yang tidak penting sekali pun. 

Meski demikian, jika dihubungkan 
dengan kondisi pembelajaran sekolah saat 
ini penulis merasakan keprihatinan intelek-
tual. Hingga saat ini pembelajaran sejar-
ah di Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 
(SMA/SMK) masih belum menampakkan 
tema-tema baru dalam khazanah sejarah 
Indonesia. Walaupun sudah ada kurikulum 
baru yang diterapkan (Kurikulum 2013 
dan Kurikulum 2013 Revisi), tapi materi 
pembelajaran sejarahnya masih tetap sama 
mengikuti materi-materi sebelumnya. Se-
jarah Indonesia hanya dipelajari dan dih-
afalkan sesuai dengan urutan tahun demi 
tahun. Seperti halnya buku babon Sejarah 
Nasional Indonesia (SNI), peristiwa yang 
dijelaskan juga sama, yaitu perkembangan 
sosial dan politis Indonesia sejak jaman 
purba hingga jaman kontemporer. Tentu 
saja bahan ajar yang digunakan bersumber 
dari buku teks yang diproduksi dan dikon-
trol oleh pemerintah (Purwanto, 2006).

Hal ini dapat mempersempit pandan-
gan peserta didik terhadap sejarah karena 
dari dulu yang dipelajari hanya masalah 
politik. Walaupun Kurikulum 2013 Revisi 
yang mencakup literasi informasi dan ket-
erampilan abad 21 sudah diterapkan, tapi 
kenyataannya masih belum mampu menge-
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mas pelajaran sejarah di sekolah-sekolah 
secara menarik. Pada dasarnya, Kurikulum 
2013 Revisi untuk pelajaran sejarah hanya 
cenderung memperbarui metode dan me-
dia pembelajaran. 

Bertitik tolak dari fenomena tersebut 
maka pembelajaran sejarah tematik sangat 
penting untuk diajarkan ke peserta didik di 
lingkup SMA/SMK. Sejarah tematik yang 
dimaksud misalnya, kajian sejarah daerah, 
sejarah kontroversial (Ahmad, 2016), seja-
rah lingkungan, sastra sejarah, sejarah IP-
TEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan 
Seni), sejarah kehidupan sehari-hari (Pur-
wanto, 2006), dan sebagainya. Berbagai 
varian sejarah tersebut diharapkan dapat 
menambah pengetahuan peserta didik dan 
juga dapat menjadikan mereka belajar ber-
pikir kritis terhadap peristiwa masa lalu di 
negeri ini.

Banyaknya peristiwa unik di masa lalu 
pada setiap daerah yang belum dapat dire-
presentasikan dan dijelaskan kepada siswa 
merupakan fokus utama dari penulisan pa-
per ini. Oleh karena itu melalui paper ini 
penulis berusaha mengajak pembaca, khu-
susnya para pengajar dan pendidik sejar-
ah untuk memproduksi historiografi tem-
atik sesuai dengan daerah masing-masing 
di lingkup Jawa Timur. Tujuannya untuk 
menambah khazanah bahan ajar sejar-
ah dalam proses pembelajaran sekolah di 
tingkat SMA/SMK di Jawa Timur. 

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini 
adalah metode sejarah. Dengan melakukan 
pembacaan secara teliti terhadap beberapa 
sumber tertulis seperti majalah, surat kabar, 
dan beberapa literatur pendukung, penulis 

menelaah secara kritis kondisi pembelaja-
ran sejarah di tingkat SMA/SMK di Jawa 
Timur. Selain itu, untuk membuat tulisan 
ini menjadi lebih menarik, penulis meng-
gunakan sumber-sumber on line berupa 
berita dan foto-foto masa lalu terkait se-
jarah tematik yang bisa dikerjakan oleh 
sejarawan dan para guru sejarah. Penulis 
melakukan proses kritik sumber, menu-
liskan gagasan, dan menawarkan cara baru 
untuk menghasilkan bahan ajar penunjang 
buku teks sejarah di tingkat SMA/SMK.

PEMBAHASAN

Kondisi Pembelajaran Sejarah di 
Tingkat SMA/SMK

Pembelajaran sejarah di tingkat SMA/
SMK tidak dapat dilepaskan dari kuriku-
lum yang berkembang pada setiap periode-
nya. Saat ini yang tengah diberlakukan yai-
tu Kurikulum 2013, dan kemudian menjadi 
Kurikulum 2013 Revisi. Dalam kurikulum 
tersebut terdapat pengurangan jam untuk 
pelajaran sejarah di SMA, bahkan yang 
di tingkat SMK pelajaran sejarah hanya 
diberikan dalam 1 semester. Hal ini nan-
tinya akan menjadi kacau dan sejarah yang 
diajarkan pun hanya semakin minim. Se-
lain itu, substansi yang ada di dalam buku 
teks Kurikulum 2013 juga masih tidak ban-
yak perubahan dari yang sebelumnya. Ma-
sih tetap menceritakan peristiwa-peristiwa 
penting dan cenderung melibatkan orang-
orang besar di negeri ini.

Permasalahan sejarah dalam kuriku-
lum pendidikan selalu menjadi perdebatan 
antara pemerintah dan golongan akademisi. 
Sekali lagi, ini dapat dilihat dari perbedaan 
interpretasi yang dilakukan oleh sejarawan 
pemerintah (official historian) dengan se-
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jarawan akademis (academic historian). 
Bahkan interpretasi antarsejarawan ak-
ademis pun juga berbeda satu sama lain 
(Hasan, 2018:xxi). Hal ini berarti sejarah 
akan mempunyai banyak versi. Sementa-
ra pemerintah hanya menyukai versi yang 
tunggal agar peserta didik tidak bingung 
akan kebenaran peristiwa di masa lalu itu. 
Pertanyaannya, apakah langkah pemerin-
tah dalam kurikulum tersebut sudah tepat? 
Dan apakah langkah itu dapat membuat pe-
serta didik berpikir kritis?

Selanjutnya yaitu permasalahan buku 
teks sejarah. Buku teks yang beredar di 
lingkungan pendidikan dasar, menengah, 
hingga pendidikan tinggi bersumber dari 
buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) Ji-
lid 1-6 tahun 1975, 1982, dan dimutakhir-
kan tahun 2008. Buku tersebut merupakan 
proyek buatan Orde Baru, yang mana pada 
saat itu peristiwa-peristiwa dalam buku 
SNI hanya berdasarkan perspektif dari pe-
merintah (Suwignyo, 2014:117). Sebagai 
sumber pembelajaran sejarah, pemerintah 
memproduksi buku teks dengan semangat 
objektivitas yang tinggi sehingga peristiwa 
masa lalu direpresentasikan dalam urutan 
fakta yang kronologis dan kaku. Buku teks 
sejarah menceritakan peristiwa demi peris-
tiwa sedangkan unsur manusia menjadi 
kurang penting. Bahkan seringkali meng-
abaikan muatan pendidikan karakter dari 
seorang tokoh dan dari setiap peristiwa 
masa lalu itu. 

Contohnya yaitu buku teks sejarah un-
tuk siswa SMA/SMK kelas X yang mencer-
itakan peradaban Nusantara jaman Prase-
jarah, lalu dilanjutkan penjelasan tentang 
kekuasaan politis kerajaan-kerajaan besar 
di Nusantara (Kemdikbud, 2014). Padahal 
di masa lalu periode itu tidak hanya kekua-

saan politis yang berlangsung, tetapi juga 
kondisi sosial-ekonomi rakyat yang mem-
bentuk jaringan sosial dan sistem ekonomi 
tertentu. Hal yang serupa juga terjadi pada 
buku teks sejarah untuk kelas XII (lihat 
gambar 1). Pembahasannya juga cend-
erung politis berdasarkan periode penguasa 
tertentu, dari tahun 1940an hingga setahun 
sebelum buku ini diterbitkan (Kemdikbud, 
2015). Belum ada tema baru dan perspektif 
baru yang terlihat dalam buku teks terse-
but. Aktivitas masa lalu yang berhubungan 
dengan peristiwa penting dan tokoh pent-
ing menjadi ciri utama yang tidak bisa dit-
inggalkan oleh pemerintah.

Sampul buku teks sejarah kelas X dan XII Kuriku-
lum 2013 Revisi. Sumber: google.com

Seperti yang diungkapkan Hasan 
(2018:xxi), keberadaan pelaku sejarah da-
lam buku teks hanya diwakili dengan nama 
dan kegiatan fisik mereka, seperti kegiatan 
pertemuan, rapat, pengerahan massa, pen-
angkapan, pembuangan, pemenjaraan, dan 
melakukan kegiatan politik. Identitas mer-
eka, perasaan, ide dan pemikirannya, serta 
gagasannya masih absen dalam penulisan. 
Padahal unsur-unsur tersebut sangat pent-
ing untuk mengembangkan wawasan ke-
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bangsaan dan pengembangan kehidupan 
kebangsaan di masa kini dan masa depan. 
Dengan demikian maka pendidikan karak-
ter semakin sulit untuk diajarkan kepada 
peserta didik.

Substansi buku teks yang demikian itu 
hanya melatih peserta didik untuk mengh-
afal alur cerita peristiwa-peristiwa penting 
dalam buku teks tersebut. Jika demikian 
pengajaran sejarah di tingkat SMA/SMK 
terkesan masih membosankan. Peserta di-
dik seperti mendengarkan dongeng dari 
guru. Mereka jarang untuk bisa mema-
hami apa makna peristiwa dan apa yang 
ada di balik peristiwa masa lalu itu. Di 
sini kemudian peran seorang guru sangat 
dibutuhkan. Setelah menceritakan sejarah 
kepada peserta didik kemudian guru harus 
membantu memahamkan makna peristiwa 
tersebut.

Seorang guru sejarah profesional mem-
punyai peranan penting dalam menum-
buhkan kesadaran historis peserta didik. 
Walaupun hingga saat ini masih banyak 
guru sejarah dadakan karena masih ada 
(mudah-mudahan sudah tidak ada) guru 
sejarah yang berasal dari bidang keilmuan 
bukan sejarah. Akibatnya sejarah pun dia-
jarkan seadanya sesuai target di setiap per-
temuannya. Permasalahan ini menjadi se-
makin kompleks ketika guru tersebut tidak 
memiliki logika berfikir historis dan hanya 
mendongeng saja kepada peserta didik. 
Maka dari itu, perlu kombinasi yang baik 
antara kurikulum, buku teks, dan guru seja-
rah. Hal ini dilakukan agar pengajaran se-
jarah pun tidak sekedar mendongeng, tapi 
juga memahami karakteristik dan melatih 
peserta didik untuk berfikir kritis.

Dengan demikian maka perlu upaya 
revitalisasi terhadap pembelajaran sejar-

ah, terlebih juga para pengajar dan pen-
didik sejarah. Anggapan selama ini yang 
memperlihatkan pelajaran sejarah sebagai 
pembacaan fakta secara kronologis dan 
mendongengkan peristiwa perlu diubah 
menjadi pembelajaran yang mampu mer-
angsang aktivitas berpikir kritis analitis. 
Paradigma ini yang nantinya dapat mem-
perkuat konsep dan logika peristiwa seja-
rah (Widja, 2018:3). Selain itu, tema-te-
ma baru penulisan historiografi juga perlu 
dimunculkan. Sejarah harus beralih dari 
tema politis menuju tema-tema alternatif 
seperti sejarah lingkungan, kearifan lokal, 
sosial-ekonomi, dan sejarah kehidupan 
sehari-hari yang lebih manusiawi. Hal ini 
merupakan upaya agar peserta didik tidak 
menganggap pelajaran sejarah sebagai pe-
lajaran hafalan yang menjenuhkan.

Sejarah Tematik dan Pencarian Format 
Historiografi Penunjang Buku Teks

Berbagai permasalahan dalam pembelajar-
an sejarah yang telah dibahas sebelumnya 
memerlukan penyelesaian. Dalam hal ini 
penulis menawarkan sejarah tematik de-
ngan perspektif ilmu tertentu untuk meng-
kaji peristiwa masa lalu. Sejarah tematik 
berarti menulis historiografi dengan tema 
baru yang mulai beralih dari sudut pan-
dang politik ke sudut pandang lain (seper-
ti ekonomi, kebudayaan, lingkungan, dan 
kehidupan sehari-hari). Selama ini histo-
riografi Indonesia hanya mengkaji peris-
tiwa yang dianggap penting secara sosial. 
Peristiwa yang dianggap tidak penting se-
cara sosial seolah-olah tidak ada muatan 
sejarah di dalamnya (Purwanto, 2006:42). 
Pertanyaan yang muncul kemudian, apa-
kah historiografi hanya berbicara orang-
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orang penting dan peristiwa penting?
Peristiwa di masa lalu sangatlah kom-

pleks. Jika berbicara peristiwa masa lalu 
maka tidak hanya hal yang penting saja 
yang terjadi. Masa lalu itu juga menunjuk-
kan hal yang biasa-biasa saja, bahkan juga 
peristiwa yang tidak penting. Misalnya, 
ketika membahas sejarah Kota Surabaya 
di abad ke-19 sampai 20. Howard Dick 
(2002) memaparkan betapa pentingnya 
kota ini sebagai basis ekonomi bisnis di 
Jawa Timur karena pertumbuhan ekonomi 
perkebunan dan industri gula yang cuk-
up pesat. Pertumbuhan sektor manufaktur 
yang semakin masif menjadikan Surabaya 
sebagai kota tujuan untuk mencari lapan-
gan pekerjaan. 

Jika dilihat dari peristiwa yang bia-
sa-biasa saja penulis mengambil contoh 
tulisannya Purnawan Basundoro (2013) 
Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin 
Kota Surabaya 1900-1960-an. Ketika Sura-
baya berkembang pesat sektor ekonomi 
bisnisnya ternyata berdampak pada ting-
ginya angka urbanisasi. Banyaknya para 
pendatang (yang notabene dari desa) dan 
tidak diimbangi dengan kemampuan kerja 
yang mumpuni menimbulkan permasala-
han baru yaitu munculnya orang miskin 
dan gelandangan. Mereka melakukan per-
lawanan kepada orang-orang kaya pemilik 
tanah dengan membangun rumah-rumah 
semi permanen di tempat pemakaman di 
area Surabaya. Peristiwa ini jika dilihat 
dari kacamata pemerintah adalah peristiwa 
yang biasa-biasa saja. Namun ini termasuk 
peristiwa unik yang menunjukkan kondisi 
sosial-ekonomi masyarakat bawah Suraba-
ya di paruh pertama abad ke-20.

Selanjutnya ada juga peristiwa yang 
memang dianggap tidak penting untuk 

penulisan historiografi Surabaya. Peris-
tiwa tersebut yaitu munculnya profesi tu-
kang cukur rambut di Kota Surabaya awal 
abad ke-20 (lihat gambar 2). Memang sub-
jek ini seperti tidak penting untuk dibahas 
sejarahnya. Namun tidak bisa dipungkiri 
bahwa orang memotong rambut adalah 
kebutuhan. Mereka ingin tampil rapi sep-
erti orang-orang kaya dari Eropa yang ser-
ing merawat rambut, jambang, kumis dan 
jenggotnya (Hanggoro, 2018). 

Tukang cukur Madura di kota Surabaya 1911. 
Sumber: geheugenvannederland.nl

Dua peristiwa yang dijelaskan ter akhir 
di atas masih jarang mendapatkan perha-
tian bagi kalangan sejarawan. Padahal 
kedua peristiwa tersebut menunjukkan re-
alitas sehari-hari manusia di masa lalu. Ma-
salah kemiskinan, gelandangan dan mun-
culnya tukang cukur di Surabaya tersebut 
muncul bersamaan dengan perkembangan 
kota yang begitu pesat. Historiografi sep-
erti yang dipaparkan di atas masih jarang 
ditemukan dan diajarkan di tingkat SMA/
SMK, bahkan mungkin di beberapa per-
guruan tinggi juga (mudah-mudahan an-
ggapan ini salah). Mereka yang kurang 
meng-update pengetahuan dan bacaannya 
tidak akan bisa menjangkau tema-tema 
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unik tersebut. 
Untuk menulis historiografi baru den-

gan tema tertentu sebenarnya cukup mu-
dah dan tidak terlalu banyak menggunakan 
teori. Konsep dan kerangka berpikir se-
jarah tematik tersebut cukup sederhana. 
Masa lalu dihadirkan dengan tidak mem-
buang unsur kronologi dan makna suatu 
peristiwa, tetapi juga harus dihubungkan 
dengan kontinuitasnya di masa kini. Sep-
erti pendapat S. Hamid Hasan (2018:xx), 
belajar sejarah tidak semata-mata untuk 
kepentingan keilmuan sejarah dan pewari-
san kejayaan masa lalu, tetapi juga untuk 
memahami bahwasanya kehidupan masa 
kini itu merupakan keberlanjutan dan pe-
rubahan dari masa lalu itu sendiri. 

Paradigma yang seperti inilah yang ha-
rus dimiliki oleh pengajar atau pendidik se-
jarah. Jika mengerti dan memahami proses 
keberlanjutan dan perubahan maka ketika 
mengajarkan sejarah, khususnya di ting-
kat SMA/SMK, guru tidak sekedar men-
dongengkan suatu peristiwa. Seorang guru 
sudah bisa menekankan keterkaitan, peru-
bahan, kesinambungan, dan pelajaran yang 
dapat diambil dari peristiwa di masa lalu. 
Dengan demikian, meminjam pernyataan I 
Gde Widja, “sejarah dapat menumbuhkan 
pemahaman diri dan kesiapan intelektual 
(nalar) dalam menghadapi tantangan ja-
man yang selalu berubah atau berkembang 
(Widja, 2018:xxx).

Sejarah dengan tema-tema unik seper-
ti yang dibahas di atas sangat relevan un-
tuk menunjang buku teks. Format sejarah 
tematik ini tidak untuk menggantikan buku 
teks sejarah versi pemerintah, melainkan 
hanya menunjang pembelajaran sejarah 
khususnya pembahasan tentang lokalitas 
setiap daerah di Jawa Timur. Oleh sebab 

itu, setiap pengajar atau pendidik sejarah 
harus berperan aktif. Tidak hanya menga-
jarkan sejarah kepada peserta didik, tetapi 
juga harus melakukan penelitian dan penu-
lisan sesuai daerah masing-masing tem-
pat dia mengajar. Penulis optimis, setelah 
kesadaran ini muncul maka pembelajaran 
sejarah akan semakin kritis dan tidak mem-
bosankan. Peserta didik pun tertarik karena 
yang mereka pelajari tidak hanya sejar-
ah nasional, tetapi juga mikro histori dari 
daerah mereka masing-masing.

Menawarkan Historiografi dengan 
Tema Baru dan Unik (Kekinian?)

“History is historiography because 
historiography is, in its essence, the 
making of narratives” (Munslow, 
2003:157).

Kutipan di atas semakin memperjelas 
makna sejarah itu sendiri. Jika sebagian 
sejarawan yang beraliran positivis mau-
pun strukturalis menganggap sejarah itu 
peristiwa yang terjadi di masa lalu, maka 
dalam hal ini penulis lebih setuju jika se-
jarah adalah pembentukan narasi terha-
dap masa lalu. Walaupun narasi masa lalu 
tersebut saat ini sedang dalam transisi ke 
ranah teknologi seperti Aan Ratmanto 
yang membuat historiografi dalam bentuk 
film dokumenter (Ratmanto, 2018:406), 
namun sejarah lagi-lagi tetap tidak lepas 
dari narasi. Teknologi membantu memper-
mudah pencarian sumber dan pembuatan 
media “penampil” masa lalu. Namun yang 
lebih penting menurut Agus Suwignyo 
(2018:401) adalah tantangan baru global-
isasi yang mengharuskan sejarawan mem-
perbarui cara kerjanya agar lebih sesuai 
dengan kemajuan jaman yang kian pesat.
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Penulis tidak akan menguraikan ban-
yak hal terkait media dan teknologi untuk 
pembelajaran sejarah. Dalam paper ini 
yang menjadi fokus pembahasan adalah 
tema baru historiografi yang cocok un-
tuk pembelajaran sejarah di tingkat SMA/
SMK. Perihal teknologi dan bentuk baru 
historiografi tersebut merupakan media 
pengembangan untuk belajar sejarah. Se-
belum membahas medianya, sangat perlu 
untuk menentukan tema-tema penulisan 
disertai pendekatan apa yang digunakan. 
Tentunya, golongan akademisi dan karyan-
ya tentang sejarah di lingkup Jawa Timur 
juga sangat dinantikan. Seperti yang tel-
ah dibahas pada subbab sebelumnya yaitu 
guru sejarah tidak boleh mendongeng saja 
di dalam kelas, tetapi juga melakukan riset 
dan menulis historiografi sesuai daerahnya 
masing-masing.

Beberapa tema yang dapat dijadikan 
pertimbangan untuk historiografi baru yai-
tu sejarah orang miskin, kerajinan rakyat 
(enterpreneurship), kearifan lokal, dan 
(polusi) permasalahan lingkungan. Sebe-
narnya masih banyak lagi tema-tema baru 
lainnya dalam lingkup spasial Jawa Timur. 
Namun penulis memaparkan 4 contoh saja 
yang pada dasarnya berada di sekitar mas-
yarakat tetapi juga mereka banyak yang ti-
dak memperdulikan.

Tema pertama yang dapat ditulis yai-
tu sejarah orang miskin (gelandangan, 
pengemis dan prostitut). Penulis mengam-
bil contoh kajian orang miskin dan ma-
salah sosial di Kota Malang pada paruh 
pertama abad ke-20. Kajian ini seringkali 
diabaikan dalam historiografi Indonesia, 
khususnya di Jawa Timur. Padahal setiap 
perkembangan kota yang cukup pesat sela-
lu dibarengi dengan kemunculan orang mi-

skin, gelandangan, pengemis dan prostitut. 
Mereka ini adalah kaum yang akan terus 
bertahan hidup selama berada di kota yang 
tidak berhenti berkembang. Keberadaan 
orang-orang yang berpenghasilan lebih, 
keramaian di pasar, dan pesatnya perpu-
taran uang di Kota Malang menyebabkan 
mereka enggan untuk meninggalkan ke-
hidupan jalanan dan budaya miskin mere-
ka (Hudiyanto, 2010:140).

Tema kedua yaitu sejarah kerajinan 
rakyat (entrepreneurship). Selama ini seja-
rawan banyak yang memfokuskan kajiann-
ya terhadap ekonomi makro atau perkem-
bangan ekonomi manufaktur di kota-kota 
besar (Dick, 2002; Booth, 1992; Siahaan, 
1996). Sementara kajian ekonomi mikro, 
ekonomi kreatif, kerajinan rakyat atau 
bidang wirausaha pribumi belum banyak 
dibahas. Padahal di berbagai daerah pasti 
mempunyai bidang ekonomi ini. Seperti di 
Blitar ada pengrajin kendang Jimbe yang 
penjualannya sudah sampai Bali, Yogya-
karta, bahkan Cina, Belanda, dan Australia 
(Jatimtimes.com, 2017).

Foto kendang Jimbe yang diproduksi di Desa Tang-
gung, Kota Blitar 2017. Sumber: dokumentasi prib-
adi Blitar Times

Di Surabaya juga ada para penjual 
soto dan tukang asah pisau yang juga ab-
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sen dari perhatian sejarawan. Padahal ke-
giatan entrepreneur tersebut sudah banyak 
dilakukan oleh penduduk pribumi sejak 
dulu, tepatnya muncul berbarengan dengan 
kegiatan ekonomi makro dan munculnya 
kebutuhan sehari-hari masyarakat (lihat 
gambar 4).

Foto penjual soto di Surabaya 1885-1920 (kiri); 
foto tukang asah pisau di Surabaya(kanan). Sum-
ber: geheugenvannederland.nl

Tema ketiga yaitu kearifan lokal 
yang merupakan bagian dari sejarah ke-
budayaan. Salah satu contoh yaitu ke-
budayaan megalitik di Kabupaten Bon-
dowoso. Walaupun objeknya berupa benda 
arkeologis tetapi pada dasarnya sejarah 
juga bisa masuk dalam pembahasannya. 
Kajian yang bisa ditulis adalah kronologi 
kebudayaan megalitiknya, bukan kajian 
bentuk dan fungsinya. Tema ini menarik 
karena kebudayaan megalitik di Bondowo-
so oleh Arkeolog Bagyo Prasetyo (2000) 
tidak digolongkan dalam tinggalan masa 
prasejarah, melainkan masa Majapahit 

akhir (lihat gambar 5). Hal ini lah yang 
kemudian dapat dijadikan historiografi. 
Sejarawan dapat menulis sejarah perubah-
an dan kontinuitas budaya megalitik pada 
masa Majapahit. Hal ini juga mengundang 
riset lanjutan dengan kajian historis, meng-
ingat di daerah Jember juga terdapat situs 
megalitik yang hampir mirip dengan di 
Bondowoso.

Sarkofagus (kiri) dan umpak batu (kanan) di Desa 
Pekauman, Bondowoso. Sumber: dokumentasi 
pribadi, 2018

Tema keempat yaitu polusi. Perma-
salahan polusi termasuk dalam kajian 
sejarah lingkungan. Kajian ini juga ma-
sih absen dalam historiografi Indonesia. 
Sejarah polusi juga masih sangat jarang 
dibahas dalam pelajaran sejarah tingkat 
SMA/SMK. Padahal tersedia banyak sum-
ber untuk menulis sejarah polusi seperti 
koran, majalah dan berita online, terle-
pas dari sumber resmi yang sulit diakses. 
Penulisan sejarah polusi dapat dimulai dari 
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daerah-daerah dengan pusat industrialisasi 
yang masif. Contohnya sejarah polusi dan 
permasalahan lingkungan di Sidoarjo (li-
hat gambar 6). Daerah ini memunculkan 
banyak kasus polusi karena industri man-
ufakturnya yang cukup pesat sejak 1950an 
(Ridho’i, 2017: 205).

Foto Sungai Mas yang airnya berbusa terkena lim-
bah pabrik (kiri); Penduduk mengumpulkan ikan-
ikan korban polusi Sungai Mas (kanan). Sumber: 
Surabaya Post, 19-03-1989; Tempo, 24 September 
1977

Berbagai contoh di atas merupakan 
tema baru historiografi yang dapat di-
garap dalam lingkup spasial Jawa Timur. 
Pertanyaannya, apakah bisa tema tersebut 
diajarkan di tingkat SMA/SMK? Jawaban-
nya adalah bisa. Menurut Hamid Hasan 
(2018:xxiii), Kurikulum 2013 memberi-

kan kebebasan untuk memasukkan tema 
baru historiografi ke dalam Kompeten-
si Dasar dan Kompetensi Inti (KD/KI). 
Guru dapat menggunakan historiografi 
baru tersebut sebagai penunjang pelaja-
ran sejarah, sedangkan peserta didik dapat 
mengkaji peristiwa sejarah di wilayahnya 
pada periode tertentu. Dalam Desain Kuri-
kulum 2013 dikenal adanya KI-4 yang 
dikembangkan menjadi KD-4, yaitu peng-
gunaan pengetahuan yang dipelajari pada 
KI-3/KD-3 pada lingkungan di sekitarnya. 
Pendekatan pembelajaran ini dinamakan 
Pendekatan Sinkronik yang merupakan 
inovasi pembelajaran baru di Indonesia.

Dengan demikian pembelajaran sejar-
ah di tingkat SMA/SMK menjadi menar-
ik dan tidak membosankan. Peserta didik 
diajari membaca peristiwa-peristiwa unik 
di sekitar mereka melalui tema baru histo-
riografi tersebut. Sejarah pun tidak menjadi 
ilmu hafalan atau ilmu mendongeng lagi, 
tetapi sudah bertransformasi menjadi ilmu 
yang logis, progresif, dan kritis. Selain 
itu, pembelajaran sejarah yang demikian 
juga merupakan pendidikan karakter bagi 
siswa. Pendidikan karakter ini dalam seja-
rah dapat dipelajari dari objek atau peris-
tiwa yang dikaji (Albertus, 2017:87). His-
toriografi tematis ini berusaha membentuk 
karakter siswa menjadi lebih baik lagi 
melalui substansi pembelajaran yang telah 
dibahas pada beberapa contoh di atas. 

PENUTUP

Tema baru historiografi dapat menjadi ba-
han ajar pendukung buku teks sejarah di 
tingkat SMA/SMK se-Jawa Timur. Ker-
agaman masa lalu Jawa Timur yang unik 
dan khas merupakan modal utama untuk 
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menghasilkan historiografi tematik sesuai 
dengan daerah masing-masing. Pengajar 
maupun peneliti sejarah harus aktif men-
gangkat peristiwa unik di daerahnya untuk 
menumbuhkan minat peserta didik dalam 
belajar sejarah. Sesuai dengan Kurikulum 
Berbasis Kehidupan dan Penguatan Pen-
didikan Karakter yang banyak dibicarakan 
akhir-akhir ini, maka historiografi tematis 
sangat relevan diajarkan pada peserta di-
dik. Tema baru historiografi ini mengajar-
kan mereka kapabilitas dengan belajar dari 
masa lalu sebagai cerminan untuk memper-
baiki masa kini dan merancang kehidupan 
lebih baik di masa yang akan datang.
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ABSTRAK – Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara kehadiran sekolah swasta 
pada awal abad ke-20 dengan kebutuhan pendidikan dalam masyarakat. Tulisan ini mengacu pada kaidah 
penelitian historis dengan memanfaatkan sumber-sumber arsip pemerintah dan surat kabar lokal Pekalongan 
sebagai konteks tempat penyelenggaraan pendidikan swasta pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-
20 kebijakan pendidikan dari pemerintah kolonial dikemas melalui program politik etis. Tujuan utama 
dari program pendidikan dalam kebijakan politik etis adalah mengatasi permasalahan keterjangkauan 
pendidikan agar dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Disamping untuk memberikan timbal balik (atas 
hutang budi) negeri induk pada negeri jajahan atas tindak kolonialisme. Dalam pelaksanaannya, program 
perluasan pendidikan dari pemerintah Kolonial hanya mampu dijangkau oleh masyarakat yang berasal dari 
kalangan bangsawan atau mempunyai kedudukan dalam pemerintahan. Keterbatasan akses inilah yang 
kemudian mendorong masyarakat secara mandiri mencari jalan alternatif guna memenuhi kebutuhan akan 
pendidikan. Masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan etnis juga semakin memberikan ragam alternatif 
kebutuhan pendidikan yang ditujukan bagi komunitasnya masing-masing. Ragam kebutuhan pendidikan 
dari berbagai komunitas juga mempunyai orientasi sekolah yang disesuaikan pula dengan kebutuhan 
komunitas. Orientasi tersebut cenderung menggambarkan atau paling tidak didasarkan pada karakteristik 
atau identitas komunitas. Namun, usaha mandiri dalam bentuk sekolah swasta ini justru memunculkan 
sentimen dari Pemerintah kolonial dengan memberikan sebutan sebagai ‘sekolah liar’. Meskipun demikian, 
pada kenyataannya keberadaan sekolah swasta justru lebih mampu memenuhi kebutuhan pendidikan 
masyarakat secara luas dibandingkan dengan sekolah yang disediakan dari pemerintah. 

KATA KUNCI – Sekolah Swasta, Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Kebutuhan Pendidikan.
 
ABSTRACT – This paper aims to explore the link between the presence of private schools in the early 
20th century and the educational needs of the community. This paper using historical research by utilizing 
government archival sources and Pekalongan local newspapers as the context of the place for the holding 
of private education in the early 20th century. In the early 20th century educational policies from the 
colonial government were part of ethical politics. The main objective of educational programs was to 
overcome the problem of affordability of education so that it can be accessed by the public at large. It was 
part of reciprocity from colonial rulers to the colony. In fact, education from the colonial government only 
for noble communities. The limited access for ordinary people then encourages them to independently seek 
alternative ways to meet the need for education. Ethnic-based polarized communities also increasingly 
provide an alternative range of educational needs aimed at their respective communities. Various educational 
needs from various communities resulting school orientation tailored to the needs of the community. The 
orientation tends to describe community characteristics or identity. However, this independent business in 

3  Makalah dipresentasikan dalam Seminar Sejarah Nasional: 50 tahun Seminar Sejarah Pertama 1957-2017, pada 
Desember 2017 oleh Duwi Asri Suryaningsih
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PENDAHULUAN 

Kajian Sejarah Pendidikan bukan 
merupakan hal yang baru dalam 
Historiografi Indonesia. Sebagian 

besar penulisan Historiografi pendidikan 
mempunyai dasar pijakan yang sama yaitu 
program perluasan pendidikan pada kebija-
kan politik etis pemerintah kolonial. Tidak 
heran jika pembahasan akan berada dalam 
pusaran produk pendidikan kolonial atau 
sekolah pemerintah. Bagaimanapun juga, 
kebijakan ini bertujuan untuk meningkat-
kan taraf kehidupan rakyat, namun bersifat 
diskriminatif dan hanya menguntungkan 
sebagian pihak. 

Salah satu literatur penting dalam se-
jarah pendidikan adalah karya van Der 
Wall dengan judul aslinya, Het Onderwi-
js-bleid in Netherlands Indie, 1900-1940. 
Buku tersebut merupakan dokumen surat 
menyurat pejabat pemerintah yang meng-
gambarkan proses pengambilan keputusan 
atas kebijakan pendidikan di Hindia Be-
landa, sehingga dapat terlihat bagaimana 
kebijakan pendidikan diperbincangkan, 
diperdebatkan, dan pada akhirnya menca-
pai putusan kebijakan. Literatur lain yang 
menjadi rujukan dalam penulisan sejarah 
pendidikan adalah buku tentang politik ba-
hasa di sekolah pemerintah karya dari Kees 
Groeneboer, dengan judul Jalan ke Barat: 
Bahasa Belanda di Hindia Belanda 1600-
1900. Kedua buku rujukan tersebut menge-
laborasikan strategi kebijakan pendidikan 

pemerintah kolonial dalam memfasilitasi 
kebutuhan pendidikan masyarakat dengan 
menyediakan sekolah bentukan pemerin-
tah, baik dalam hal sasaran murid yang 
mampu mengakses sekolah tersebut mau-
pun strategi penyebaran bahasa Belanda 
pada jenjang sekolah model Barat. 

Karya lain terkait sejarah pendidikan 
adalah karya dari Djumhur (Sejarah Pen-
didikan) dan Nasution (Sejarah Pendidikan 
Indonesia). Keduanya mengangkat topik 
yang sama yaitu kebijakan pendidikan pe-
merintah kolonial atas pendirian sekolah 
model Barat. Dalam penjelasannya, Nasut-
ion memaparkan bahwa pendidikan model 
Barat dari pemerintah kolonial mempunyai 
akses yang sengaja dibatasi untuk tujuan 
yang sejalan dengan kebutuhan pegawai 
pemerintah, namun tidak menyinggung 
kemana arah kebutuhan masyarakat lain 
yang tidak mendapatkan akses pendidikan 
pemerintah. Berbeda halnya dengan Djum-
hur yang juga turut mengkaji tentang pen-
didikan yang diselenggarakan atas usaha 
rakyat secara mandiri, dan membaginya ke 
dalam tipe sekolah swasta berdasarkan ha-
luan politik dan agama.

Kajian sejarah pendidikan juga dapat 
dilihat dari beberapa karya akademik dalam 
ranah universitas sebagai tugas akhir dari 
mahasiswa, diantaranya Witrianto (Dari 
Surau Ke Sekolah: Sejarah Pendidikan 
di Padang Panjang 1904-1942), Sarkawi 
(Perkembangan Pendidikan Kolonial di 

the form of a private school actually gave rise to the sentiment of the colonial government by giving the 
title ‘wild school’. Nevertheless, in reality the existence of private schools is actually more able to meet the 
educational needs of the community at large compared to the schools provided by the government.

KEYWORDS – Private School, Education, Educational Policies, Educational Needs.
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Makassar 1876-194), Anak Agung Gde 
Putra Agung (Dampak Pendidikan terha-
dap Perubahan Sosial di Bali), Yosef Tomi 
Roe, T. Syarwan, Jahdan Ibnu Human 
Saleh, dan Reni Widiastuti. Kajian sejar-
ah pendidikan pada tugas akhir yang telah 
disebutkan diatas lebih menekankan pada 
dampak dari perluasan pendidikan mod-
el Barat yang menjadi pemicu terjadinya 
mobilitas sosial dan lahirnya pergerakan 
nasional. Berbagai literatur dan karya tu-
gas akhir di atas menggambarkan ragam 
penulisan kajian sejarah pendidikan pada 
masa kolonial. Namun, literatur tersebut 
belum ada yang fokus pada penulisan ten-
tang pendidikan swasta yang selama masa 
kolonial termarjinalkan. Sesungguhnya, 
keberadaan sekolah swasta sangat dibutuh-
kan oleh masyarakat yang tidak mendapat 
kesempatan untuk mengakses pendidikan 
dari pemerintah kolonial dalam bentuk se-
kolah model Barat.

Sekolah swasta pada awal abad ke-20 
didirikan atas inisiatif masyarakat. Dalam 
praktiknya, sekolah swasta tidak sepenuhn-
ya mendapat dukungan dan kepercayaan, 
bahkan mendapatkan respon negatif dan 
pembatasan ruang gerak dari pemerintah 
kolonial. Sebutan ‘sekolah liar’ pada tahun 
1920-an bagi pendidikan alternatif mer-
upakan salah satu bentuk sentimen pemer-
intah kolonial terhadap pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pihak swasta. Tulisan 
ini akan menjelaskan lebih jauh tentang 
bagaimana pembentukan pendidikan al-
ternatif bagi masyarakat sekaligus counter 
adanya diskriminasi kebijakan pendidikan 
pemerintah kolonial. Oleh karena itu, tu-
lisan ini dibagi dalam tiga bagian; pertama, 
permasalahan fasilitas pendidikan; kedua, 

pendidikan alternatif yang disesuaikan 
dengan adat dan tradisi; dan, ketiga, orien-
tasi baru pendidikan berkelanjutan. 

PEMBAHASAN 

Fasilitas Pendidikan 

Benturan sosial dalam masyarakat perko-
taan terjadi karena tidak terpenuhinya 
pelayanan sosial. Perkembangan kota 
berlangsung seiring dengan munculnya 
berbagai permasalahan perkotaan. Inter-
aksi penduduk yang menjadi bagian pem-
bangunan kota juga turut memperluas 
bentuk konflik. Diskriminasi ruang kota 
yang dilakukan oleh pemerintah kolonial 
terwujud dalam bentuk segregasi wilayah 
perkampungan yang ditempati berbagai 
kelompok penduduk perkotaan. Disamp-
ing itu juga dapat dilihat dari perjuangan 
penduduk perkotaan untuk mendapatkan 
akses fasilitas perkotaan yang tidak dise-
diakan secara merata. Hal ini memuncul-
kan adanya disintegrasi tata wilayah dan 
budaya dalam kehidupan perkotaan (Wert-
heim, 1999: 139-41). 

Sejak awal abad ke-20, Indonesia telah 
memasuki babak baru dalam dunia pen-
didikan modern. Sekolah-sekolah Barat 
merupakan manifestasi dari adanya pendi-
dikan modern di Indonesia, sekaligus pen-
anda era baru kebijakan politik pemerintah 
kolonial yang dikenal dengan politik etis 
(van Niel, 1984: 54-58). Misi pengadaban 
melalui pendidikan yang diselenggarakan 
bagi kalangan bumiputera melalui kebija-
kan politik etis mempunyai tujuan utama 
yaitu untuk pemenuhan tenaga kerja da-
lam sektor pemerintahan dan memperkuat 
kekuatan ekonomi dan politik kolonial 
(Mestika Zed, 1989: 19-20; Depdikbud, 
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1979: 64; Sartono, 1990: 32). Sistem pen-
didikan model barat bersifat elitis karena 
menargetkan lulusannya menjadi pegawai 
pemerintah atau elite baru. Hal tersebut 
turut menentukan batasan-batasan dari 
masyarakat secara umum untuk mengak-
sesnya. Meskipun tidak dipungkiri bah-
wa dalam perkembangannya, pendidikan 
tidak hanya membawa kesadaran secara 
politis yang tidak terrbatas pada isu mobil-
itas vertikal, akan tetapi pandangan yang 
lebih luas tentang isu mobilitas horizontal 
sebagai bentuk perubahan struktur sosial, 
yang dapat disebut dengan kemunculan 
elite baru (Agus Suwignyo, 2014: 121). 

Pekalongan sebagai wilayah kota pra-
ja dilengkapi dengan berbagai fasilitas 
publik. Fasilitas tersebut tentunya diper-
gunakan untuk kepentingan administrasi 
dan memenuhi kepentingan masyarakat, 
termasuk layanan kesehatan dan pendi-
dikan (Djoko Suryo, 2009; Djoko Suryo, 
dkk, 1996). Namun, fasilitas publik terse-
but tidak dapat diakses secara utuh oleh 
masyarakat umum, karena letaknya dekat 
dengan perkampungan elite Eropa dan 
pribumi. Diskriminasi rasial terkait dengan 
tempat tinggal masyarakat juga turut men-
jadi faktor penting adanya polarisasi dalam 
fasilitas umum.

Pekalongan mengalami perkemban-
gan kerajinan dan usaha yang menunjuk-
kan diferensiasi ekonomi perkotaan (Seng 
Bing Oktober 1939, Desember 1940). Mata 
rantai usaha dan perkembangan Batik di 
wilayah perkotaan membentuk adanya ke-
butuhan untuk menjaga keberlangsungan 
tersebut. Salah satunya yaitu dengan adan-
ya kebutuhan terhadap sumber daya manu-
sia yang berkualitas dan mengalami proses 
pendidikan. 

Pada abad ke-19, politik pengajaran 
kolonial berada dalam tahapan penyeleng-
garaan dan pengawasan pendidikan yang 
masih sangat terbatas untuk anak Belan-
da dan Indonesia yang memeluk agama 
Nasrani. Memasuki abad ke-20, pemerin-
tah kolonial berupaya melakukan perlua-
san dalam hal pendidikan yang bertujuan 
meningkatkan sasaran masyarakat untuk 
mendapatkan pendidikan lebih luas meski-
pun sifatnya terbatas pada kelompok bang-
sawan pribumi. Disamping itu orientasi 
dari pengajaran kolonial juga telah berges-
er yaitu untuk memenuhi kebutuhan pega-
wai pemerintah yang terdidik dari kelom-
pok pribumi. (Djumhur, 1976: 123-34, 
Nasution: 198) 

Sekolah model Barat di Pekalongan 
yang diselenggarakan pemerintah kolonial 
diwujudkan dari adanya sekolah Campu-
ran. Sekolah tersebut memberikan fasilitas 
kepada para muridnya yang telah lulus den-
gan tes masuk kerja untuk direkrut menja-
di pegawai pemerintah (Kolonial Verslaag, 
1903-1910). Keberpihakan fasilitas umum 
pemerintah kolonial pada kalangan elite 
Eropa dan pribumi tentunya merugikan 
masyarakat umum. Dalam pada itu akses 
masyarakat terhadap layanan umum men-
jadi terbatas (Sartono, 1990: 216-217). 
Keterbatasan akses pada sekolah model 
Barat dari pemerintah dikarenakan jum-
lah sekolah yang ditawarkan tidak dapat 
mengimbangi kebutuhan atau keinginan 
masyarakat untuk mengakses fasilitas 
tersebut. Berikut ini fasilitas sekolah yang 
disediakan oleh pemerintah yang dihimpun 
dari laporan dua Residen Pekalongan yaitu 
J.J.M.A Poppelier dan C.O. Matray, 
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Dalam laporan W.L. Homans 
menyebutkan bahwa pemerintah kolonial 
menyediakan layanan pendidikan bagi 
masyarakat pribumi dalam bentuk sekolah 
rendah yang menggunakan bahasa belanda 
(Memorie van Overgave W.L. Homans).6 
Namun, Terbatasnya jumlah sekolah bagi 
masyarakat mengakibatkan sebagian besar 
tidak mampu mengakses HIS Pekalongan. 
Protes mengenai penolakan murid pada 
HIS Pekalongan diutarakan melalui surat 
kabar lokal Pekalongan, 

“Bagaimana rasa sakit hati nak 
dan orang toeanya jang ditolak 
itoe?masgoel, dendam hati. Den-
dam kepada siapa? Tida taoe jang 
didendam. Mengapa Regeering tida 
menambah HIS goena menjoekoepi 
maoenja rajat? Apakah koerang on-
kost? Moestahil..moedah-moedahan 
regeering soedi mengabolkan per-
moehoenan anak Bumipoetra tentang 
tambahnja sekolah rendah sebagi 
HIS.” (Sindoro Bode, 1922)

Masyarakat Kota Pekalongan men-
yampaikan berbagai permasalahan sosial 
terkait dengan keterbatasan akses layanan 
publik melalui surat kabar lokal. Surat ka-
bar lokal merupakan cerminan tingkat pen-
didikan masyarakat dalam suatu wilayah. 
Permasalahan pendidikan sebagaimana 
kutipan di atas menjadi salah satu permas-
alahan sosial yang disoroti oleh publik. Per-
masalahan mengenai keterbatasan jumlah 
sekolah model Barat dari pemerintah baru 
mendapat jawaban pada 1926 melalui J.E. 
Jasper yang kemudian menambah sekolah 
HIS Pekalongan.7 Kelangkaan sekolah dari 

2  Mulo di Pekalongan berdiri pada 1930. (Regeering 
Almanak, 1931: 358). 

3  Sejak 1914, seluruh sekolah kelas I di Hindia 
Belanda diubah menjadi HIS. (Djumhur, 1976: 137).

4  Sekolah Bumiputera Kelas Dua adalah sekolah 
dari pemerintah yang kemudian diubah menjadi vervolg 
school, sekolah ini diperuntukan bagi anak-anak yang 
telah diperkenalkan dengan budaya Barat. (Djumhur, 
1976: 137). 

5  Ambachschool di Pekalongan ada untuk pertama 
kali pada tahun 1927 dengan lama pengajaran selama 
dua tahun. (Koloniaal Verslag, 1928:113). Dalam 
pengajarannya, Ambacht School menggunakan bahasa 
daerah sebagai bahasa pengantar. Cabang di Pekalongan 
merupakan bagian dari cabang Semarang dengan program 
pengajaran kerajinan kayu selama dua tahun pada 1934 
(Indisch Verslag, 1936: 263). Dalam perkembangannya, 
Ambachschool Pekalongan tahun 1941 mengajarakan 
pengajaran kerajnan tembaga dan besi, (Regeering 
Almanak, 1942: 269). 

6 Homans merupakan residen Pekalongan yang 
menjabat pada tahun 1922.

Tabel 1. Sekolah Pemerintah. sumber: Regeering Almanak 1931, 1942, Indisch Verslaag1936, Kolonial 
Verslaag 1928.

No. Nama Resident Tahun Jabatan Sekolah Pemerintah

1. J.J.M.A. Poppelier 1929-1932
Mulo Pekalongan2, ELS, HCS, HIS3, Seko-
lah Bumiputera Kelas 25, Vervolg School, 
Schakel School.

2. C.O. Matray 1932-1936 Mulo, ELS, HCS, HIS, Ambacht School.5

7 Memorie van Overgave J.E. Jasper. Jasper 
merupakan residen pekalongan yang menjabat pada 
tahun 1926.
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pemerintah secara umum juga disebabkan 
oleh faktor lain yaitu lambannya penye-
diaan sekolah dari pihak pemerintah. Se-
bagaimana protes masyakarat Pekalongan 
karena tidak tersedianya jenis sekolah pe-
merintah untuk komunitas Tionghoa yaitu 
HCS8 di pekalongan, sementara di tempat 
lain jenis sekolah tersebut telah tersedia, 

“HCS. Orang bilang artinja H(Hol-
landsch) C(Chineesche) S(School), 
tetapi kaloe boeat orang Pekalongan, 
ada H(ooge) Chineesche School, se-
bab ini matjem sekolahan, disini ada 
begitoe ‘H(ooge) Chineesche School, 
sebab ini matjem sekolahan, disini 
ada begitoe Hooh, alias Tinggi, sampe 
tida ada jang bisa berdeket, apalagi 
masoek itoe sekolah!. He, sebab apa? 
Tida ada jang masoek itoe sekolah? 
Sebab, disini tida ada itoe sekolah-
an!.” (Sindoro Bode, 1922).

Terbatasnya jumlah sekolah model 
barat tidak hanya berakibat pada penolakan 
murid di sekolah tersebut, tetapi juga me-
nimbulkan permasalahan baru yaitu diter-
apkannya persyaratan yang memberatkan 
untuk mengakses sekolah tersebut. Ada-
pun keluhan masyarakat Pekalongan ten-
tang persyaratan mengakses sekolah model 
barat yang dimuat dalam surat kabar, 

”HIS Sedikit, atoeran menerima anak, 
publiek jarang jang mengerti. Maka 
Banjak jang sakit hatinja sebab tida 
diterima, karena H.I.S banjak atoer-
an tentang menerima anak” (Sindoro 
Bode, 1922). 

Persyaratan yang memberatkan un-
tuk memasuki sekolah model Barat yang 

diselenggarakan pemerintah merupakan 
salah satu permasalahan lain untuk men-
gakses pendidikan. Syarat-syarat yang di-
tentukan oleh pemerintah hanya mengun-
tungkan golongan tertentu karena dalam 
peraturan tertulis yang diberlakukan oleh 
pemerintah kolonial lebih mengutamakan 
pendidikan bagi anak-anak golongan Ero-
pa dan elite pribumi yang mempunyai ja-
batan struktural minimal sebagai asisten 
wedana. 

Berbagai protes dan keluhan mas-
yarakat tersebut menjadi sebuah fakta yang 
menunjukkan keterbatasan akses pendi-
dikan di Pekalongan. Permasalahan akses 
pada layanan publik yaitu sekolah model 
Barat yang diselenggarakan pemerintah 
meliputi kelangkaan sekolah, kelambanan 
pengadaan sekolah dan yang paling sig-
nifikan adalah persyaratan untuk menen-
tukan masuk atau tidaknya anak dalam se-
kolah pemerintah. Tiga komponen tersebut 
menjadi fokus perhatian masyarakat untuk 
melakukan protes atas keterbatasan terha-
dap akses pendidikan. Penyampaian protes 
dari masyarakat atas pembatasan akses pen-
didikan menandakan bahwa masyarakat 
telah membutuhkan adanya pendidikan. 
Hal ini telah muncul kesadaran kolektif 
yang memungkinkan untuk mendapatkan 
mobilitas sosial melalui akses pendidikan. 

Inisiatif masyarakat untuk mendapa-
tkan pendidikan yang diusahakan sendiri 
muncul dari berbagai kelompok masyarakat 
pekalongan yang beragam. Pendidikan 
kemudian diusahakan secara mandiri tanpa 
harus mengandalkan sekolah model Barat 
dari pemerintah kolonial. Dalam hal ini, 
sekolah swasta muncul salah satu bentuk 
responsi atas ketidakmampuan masyarakat 
untuk mengakses pendidikan dari pemer-

8 HCS pertama ada pada tahun 1908, memasuki 
tahun 1922 HCS belum kunjung didirikan di Pekalongan. 
HCS di Pekalongan baru didirikan pada 1926.
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intah atau dapat dikatakan sebagai keti-
daksungguhan pemerintah untuk melaku-
kan perluasan pendidikan.

Pendidikan Awal: Mempertahankan 
Adat-Tradisi dan Penguatan Ekonomi

Pada awal abad ke-20 Indonesia memasu-
ki masa perkembangan kesadaran kolek-
tif yang mendukung ke arah solidaritas 
umum. Perkembangan surat kabar seiring 
dengan pergerakan nasional yang tidak 
hanya bersifat politik semata, tetapi juga 
ekonomi, sosial, dan kultural. Pergerakan 
tersebut menuntut masyarakat untuk aktif 
berpartisipasi untuk mengusahakan kema-
juan (Sartono, 1990: 116; Shiraishi, 1997). 
Dengan demikian berkembanglah komuni-
tas atau perkumpulan sebagai media komu-
nikasi yang kemudian turut menyediakan 
layanan publik bagi masyarakat, khususn-
ya dalam bidang pendidikan. 

Diskriminasi rasial sebagaimana yang 
disebutkan sebelumnya membawa polari-
sasi masyarakat. Komunitas dan surat ka-
bar bagaikan dua sisi mata uang yang tidak 
terpisahkan. Keduanya mempunyai peran 
masing-masing untuk turut hadir dalam 
masyarakat. Sebagai alternatif penyedia 
layanan pendidikan, komunitas mempu-
nyai peran sebagai penentu arah orientasi 
pendidikan. jika pendidikan model barat 
dari pemerintah kolonial ditujukan untuk 
menjadi pegawai pemerintah, maka pen-
didikan alternatif dari komunitas pada mu-
lanya mempunyai orientasi yang sederhana 
yaitu mengembangkan nilai-nilai komuni-
tas yang berlaku untuk kemudian diwa-
riskan kepada anak-anak sebagai generasi 
penerus. 

Dalam dekade pertama awal abad ke-
20, Hoedjin Hwee, Komunitas perempuan 
Tionghoa Pekalongan mengupayakan pen-
didikan bagi perempuan Tionghoa. Tentun-
ya, pendidikan yang diberikan berorientasi 
pada pendidikan dasar tentang kesopanan 
serta pengetahuan adat-istiadat perempuan 
Tionghoa. Kemajuan pendidikan juga dili-
hat dari pemahaman mengenai adat istiadat 
yang berlaku, termasuk dalam penguasaan 
bahasa (Tionghoa) yang menggambarkan 
keterikatan dengan daerah asal (Tiongkok). 
Kepentingan komunitas dalam mengarah-
kan pengikutnya tercermin dalam ketentu-
an-ketentuan pengetahuan yang diajarkan, 
sebagaimana yang disosialisasikan Hoed-
jin-Hwee melalui surat kabar lokal Peka-
longan, 

“No.1 di larang berdjoedi, No.2 di 
larang makan sirih, No.3. di larang 
pake sarong kebayak kaloe pigian 
naek treim atau roemah orang man-
toe, dimistiken pake Twa Kie Koen 
dan sepatoe. No.4. di larang pake 
perhiasan mas inten jang berharga 
besar. No.5. di larang bicara Djawa, 
lebih baik bitjara Melajoe dan dari 
sedikit adjar bitjara bahasa Tionghoa. 
No.6. dalem pertemoean satoe sama 
lain Lie Hoedjiin mesti Kiong Tjhioe. 
No.7. di larang potong gigi gadis jang 
hendak dinikahken (pasah). No.8. di 
larang kasih pakean mas inten papa 
anak-anaknja. ”(Perdamaian, 1917)

Pengetahuan kebahasaan dalam suatu 
kelompok masyarakat merupakan faktor 
yang utama. Pada saat itu tolok ukur ke-
majuan sebuah generasi adalah pemaha-
man adat-istiadat. Kurangnya perhatian 
terhadap pengajaran bahasa menunjukkan 
suatu kemunduran. Penguasaan bahasa 
dinilai sebagai manifestasi cinta dan peng-
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hargaan terhadap tanah leluhur. Penyim-
pangan yang terjadi dinilai sebagai kuran-
gnya pemahaman dalam adat istiadat yang 
di dalamnya juga terdapat berbagai aturan 
dan tindakan dalam berinteraksi. Ekspresi 
kecintaan terhadap budaya leluhur menjadi 
bagian penting pengajaran dari komunitas 
Tionghoa sampai pada dekade kedua awal 
abad ke-20,

“Disini tiada perloe boeat saia tjer-
itaken dengen pandjang lebar, apa 
sebabnja tjoema bangsa TH sadja 
jang kebanjakan tida kenal bahasanja 
sendiri, itoe hal tiada bisa disangkal 
lagi ada menoendjoeken kemoendo-
erannja dari bangsa Tionghoa. Tapi 
sebabnja itoe kemoendoeran bisa dit-
erangken sedikit, itoe kamoendoeran 
adalah kesoedahannja dari kita poenja 
leloehoer jang telah tiada perdoeliken 
pendidikan pada anaknja.” (Sindoro 
Bode, 1922)

Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang 
didirikan pada tahun 1900 di Batavia mer-
upakan perwujudan masyarakat Tionghoa 
yang digunakan sebagai media komunikasi 
dan informasi dalam komunitas. Berselang 
setahun setelah pendiriannya, THHK 
mengembangkan sekolah bagi generasi 
muda Tionghoa dengan orientasi awal pen-
didikan untuk memelihara pengetahuan 
adat-istiadat dan mengarah pada kemajuan. 

 Pengajaran pengetahuan mengenai 
adat-istiadat Tionghoa didukung dengan 
penerbitan buku pengetahuan adat Tiong-
hoa. Pewarisan kultural yang ditujukan 
bagi generasi muda diselaraskan dengan 
tujuan pengajaran yang diselenggarakan 
oleh komunitas Tionghoa. Promosi buku 
mengenai pengetahuan adat-istiadat bang-

sa Tionghoa cukup gencar pada surat kabar 
lokal Pekalongan. 

Sumber: Sindoro Bode, 1922 

Pendidikan yang menekankan as-
pek adat-istiadat merupakan ciri khas 
pengembangan orientasi awal dari adan-
ya pendidikan dan sekolah yang digagas 
oleh komunitas. Pengajaran pendidikan 
mengedepankan aspek kultural dan pent-
ingnya solidaritas kelompok. Karakteristik 
pendidikan yang mengarah pada adat-istia-
dat pada dasarnya merupakan usaha dari 
para anggota komunitas untuk mempertah-
ankan karakteristik dari komunitas dengan 
menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang 
berlaku. Pendidikan kultural menjadi buah 
kepanjangan tangan dari setiap generasi 
untuk mewariskan dasar-dasar adat-istiadat 
sebagai perwujudan identitas kelompok. 

Aspek kultural dalam pendidikan di-
tujukan untuk mempertahankan karakter-
istik atau identitas dari komunitas. Seiring 
dengan hal itu, aspek ekonomi menjadi 
tidak kalah penting sebagai pertimbangan 
diwariskan bagi generasi penerus melalui 
persekolahan. Tujuan pendidikan yang 
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berorientasi pada aspek material tentunya 
berbeda dengan pendidikan yang diseleng-
garakan oleh pemerintah berorientasi pada 
pemenuhan tenaga kerja. Semangat swa-
daya dan berdaya dalam bidang ekonomi 
menjadi kunci penting diselenggarakan-
nya pendidikan yang mengedepankan as-
pek material. Kebutuhan pendidikan yang 
mengedepankan aspek material ditujukan 
untuk menghadapi persaingan ekonomi, 

“Toean-toean soedagar!kita misti 
beroesaha mendidik pemoeda-pem-
oeda kita, soepaja dia orang ada itoe 
semangat boeat berdagang. Kita ber-
ikan tjonto pada dia orang, bahwa 
itoe soedagar sedjati, ada itoe mem-
poenjai sifat-sifat jang baik...meno-
endjoekkan hal jang seperti ini, tidak 
memadai dengen moeloet saja, tapi 
perloe misti kita beri tjonto dengen 
perboeatan kita sendiri. Dan kapan 
soedah nanti sebagian besar pem-
oeda-pemoeda bangsa kita jang ada 
itoe peladjaran, soeka mendjadikan 
dirinja djadi orang dagang, disitoelah 
baroe bisa kita perdapat kemadjoean 
dari kita poenja perdagangan.” (Pelita 
Dagang, 1924).

Ketertinggalan dalam hal perekono-
mian dan perdagangan dinilai sebagai efek 
dari tidak adanya kepedulian pada bidang 
pengajaran. Kemajuan ekonomi pedagang 
bumiputera menjadi titik keberhasilan 
pendidikan. Bagi masyarakat Pekalongan, 
pengetahuan dalam berdagang sangatlah 
penting, kurang diperhatikannya pendi-
dikan yang berorientasi pada ekonomi 
dinilai menjadi faktor penting adanya ke-
munduran ekonomi dagang. Pengetahuan 
mengenai perbandingan harga dan ilmu 
hitung dalam perdagangan menjadi bagian 
yang seharusnya tidak dipisahkan dari pen-

gajaran sekolah. Sebagaimana yang dise-
butkan dalam majalah Pelita Dagang, 

“...Economie kita Boemipoetera tidak 
bakal mendapat kemadjoean, kapan 
keadaan kaoem pedagang bangsa kita 
masih begini. Kesalahan ada sama 
difihak kita kaoem soedagar sendiri. 
Sebab kaoem soedagar sendiri lebih 
senang menjekolahkan anaknya ke 
sekolah Docter daripada ke Handel 
School, dan dia lebih soeka melihat 
anaknya makan gadji di Post, daripa-
da meoeroes dia ponja perdagangan 
sendiri.” (Pelita Dagang, 1924).

Pendidikan yang berorientasi aspek 
material merupakan suatu strategi untuk 
menjaga keberlanjutan usaha untuk gen-
erasi penerus. Hal ini dilakukan melalui 
perwujudan sekolah-sekolah yang dikelola 
secara swadaya. Namun, pendidikan aspek 
material yang cenderung diarahkan oleh 
generasi tua ini justru dianggap membatasi 
ruang gerak generasi muda yang mempu-
nyai tujuan berbeda, tidak untuk menekuni 
bidang yang sama dengan generasi sebel-
umnya. Ketidaksepakatan antara genera-
si tua yang menginginkan keberlanjutan 
ekonomi bertentangan dengan pemikiran 
generasi muda yang mempunyai orientasi 
pendidikan diluar aspek material, 

“Saja poen perhatikan, dengan adan-
ja saja maoe katakan adanja penga-
doean jang sampai pada saja, bahwa 
bahasa jang sampai pada anak-anak 
jang bersekolah itoe djadi asing dari 
marika itoe, tidak sebagai jang di-
harapkannja, inilah peperangan jang 
hebat antara kaoem toea dan kaoem 
moeda, ini menoenjoekkan anak jang 
tadinja disekolahkan kemoedian ia ti-
dak mendukung orang toeanja, dapat 
mendoekoeng peroesahaan orang.” 
(Bintang Pekalongan, 1926).
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Kebutuhan pendidikan masyarakat 
yang menekankan aspek kultural dan as-
pek material berorientasi sama yaitu pen-
egasan identitas kelompok atau komunitas. 
Namun, aspek tersebut tidak sepenuhnya 
diterima oleh masyarakat. Pergeseran ori-
entasi pendidikan dalam wujud sekolah 
swasta mengarah pada hal-hal baru, tidak 
lagi hanya menekankan aspek kultural dan 
material, tetapi lebih pada aspek keberlan-
jutan jenjang pendidikan tinggi. 

Orientasi Baru: Pendidikan 
Berkelanjutan 

Pergeseran orientasi pendidikan dalam 
sekolah swasta bukan tanpa perdebatan. 
Generasi tua menginginkan bahwa pendi-
dikan ditekankan pada aspek kultural dan 
material, dan generasi muda yang mengh-
endaki adanya pembaruan pendidikan yang 
tidak hanya menekankan pada kedua aspek 
tersebut. Pemerintah kolonial melalui se-
kolah model Barat yang telah melakukan 
perluasan pendidikan pada jenjang pendi-
dikan tinggi pada tahun 1920-an (Sartono, 
1990). Generasi muda lebih cenderung 
terbuka terhadap perubahan. Mereka lebih 
mampu untuk beradaptasi dan berinterak-
si terhadap nuansa modern. Budaya lama 
yang dipegang oleh generasi sebelumn-
ya tidak menarik lagi bagi generasi muda 
yang telah mempunyai pandangan baru. 
Generasi muda cenderung untuk menerima 
modernitas (Wertheim, 1999: 241-244). 
Generasi muda mengganggap bahwa adat 
yang berlaku bagi generasi sebelumnya su-
dah relevan, pernyataan tersebut tercermin 
dalam kutipan berikut, 

“Ma’loemlah soedah toean-toean! 
Adat jang digoenaken pada waktoe 

sekarang ini berlainan djaoeh den-
gen adat jang dilakoeken sebeloem 
10 tahoen jang telah laloe, Apalagi 
adat jang dilakoekan pada djaman 
100 tahoen jang telah silam poen dja-
man jang beloem lalaoe kita indjak 
setahoen, sepoloeh tahoen jang aken 
datang tentoe berbeda dengan seka-
rang ini” (Perdamaian, 1917).

Orientasi pengajaran lain yang dike-
hendaki oleh generasi muda yaitu tentang 
pengajaran bahasa. Bahasa Belanda diajar-
kan pada beberapa sekolah yang diperun-
tukan bagi golongan Eropa dan elite pribu-
mi. Keberadaan sekolah Tionghoa yang 
diselenggarakan oleh pemerintah (HCS) 
juga mendapatkan respon negatif dari gen-
erasi tua yang tidak menginginkan adanya 
pengajaran bahasa selain bahasa Tionghoa.

“Difihak jang tida moefakat sama 
sekolahan HCS soeda tjelah kalang 
kaboet perboeatannja marika itoe 
jang masoeken anak-anaknja di HCS 
lantaran dianggep soeda blakangken 
sama bahasanja sendiri. Difihak jang 
moefakat soeda trima dengen goem-
bira itoe sekolahan, lantaran marika 
soeka sama peladjaran ollanda bahasa 
mana perloe dianggep djoega boeat 
dikenal oleh pendoedoek di Hindia 
ini, dimana jang memerentah ada 
bangsa ollanda.” (Perdamaian, 1917)

Pergeseran orientasi lainnya juga 
dapat dilihat dari adanya kesadaran pent-
ingnya pengajaran umum. Pengajaran 
yang dimaksudkan tidak hanya terbatas 
pada pengetahuan adat-istiadat, akan teta-
pi juga pengetahuan dari pelajaran umum 
lain. Pengajaran umum yang diberikan ter-
utama pada kaum perempuan diharapkan 
dapat menjadi pengetahuan yang berguna 
di masa mendatang, seperti halnya pada 
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kutipan berikut,
“Inilah satoe hal jang soedah diakoei 
kepentingannja oleh segala bangsa 
toeroenan jang bagoes, sehat, pand-
ai, dan mempoenjai kekerasan hati 
boeat mentjinta bangsa dan tanah aer 
itoelah kita mesti tjari, karana mereka 
itoelah jang bisa mengangkat derajat 
kebangsaan dan tanah aer jang dida-
lam tiada haroes. Bagaimanakah kita 
bisa mendapat toeroenan itoe? tiada 
lain melainken kita bangsa perem-
poean hendaklah berkeras hati ment-
jari pengetahoean jang perloe dengen 
segenap kekoeatan kita dan mem-
pergoenaken dia boeat memboeka 
pikiran kita poenja bangsa teroetama 
anak toeroenan kita dihari kemoedian 
sesoedahnja kita terlepas dari seko-
lah.” (Soeara Hindia, 1925).

Program rasionalisasi bahasa Belan-
da baru diwacanakan pada tahun 1930-an. 
Bahasa Belanda diwacanakan untuk dia-
jarakan sebagai bahasa asing dalam se-
kolah-sekolah (Groeneboer, 267-268). Di 
luar hal itu, Perluasan sekolah model Barat 
juga turut menjadi penentu berkembangnya 
orientasi baru pendidikan yang kemudian 
mengarah pada pendidikan keberlanjutan. 
Perkembangan sekolah model Barat yang 
disubsidi oleh pemerintah seperti HCS 
pada 1917, menyusul kemudian HAS pada 
1930-an di Pekalongan telah membuka 
harapan baru bagi masyarakat untuk men-
capai jenjang pendidikan, tentunya dengan 
jalan penguasaan bahasa Asing lainnya. 
Seperti pernyataan terkait kebutuhan pen-
gajaran bahasa Asing lainnya, 

“Kita maoe bilang kaloe pamarentah 
tjoema maoe boeka HCS dengen pel-
adjaran meloeloe bahasa ollanda saja, 
itoe tida begitoe besar pengaroehnja. 
Tapi kaloe kemoedian pamarentah 

robah atoerannja HCS. Boleh teroes 
berladjar ke sakolahan tinggi dan leb-
ih lagi kalo ditambah peladjaran lain-
lain bahasa seperti frans, Hok Kian, 
Duitsch dan Inggris, apa nanti djadin-
ja sama THHK?” (Perdamaian, 1917)

Pendidikan yang beorientasi pada ke-
berlanjutan jenjang menjadi salah satu 
kebutuhan yang kemudian dituntut oleh 
masyarakat. Faktor tuntutan tersebut se-
bagaimana yang telah disebutkan sebelum-
nya yaitu karena adanya perluasan pendi-
dikan Barat. Masyarakat menuntut adanya 
peran serta pemerintah untuk mencapai hal 
tersebut,

“Perloenja soepaja moerid-moerid 
HK kaloe soeda tamat di sekolahan 
klas 7 lantas bisa trosken di sekolah 
jang tinggi. Begitoe djoega haroes 
kita minta pada pamerentah soepaia 
moerid-moerid ini sekolahan bisa me-
neroesken peladjarannja disekolahan 
HBS atau ELS djadi kita poenja ba-
hasa perloe boeat pokok kebangsaan, 
tapi lain-lain kepandean ambil dari 
lain bangsa.” (Perdamaian, 1917)

Pertentangan antara generasi muda 
dan tua dalam komunitas masyarakat Arab 
Pekalongan juga terjadi karena perbedaan 
pandangan tentang kebutuhan baru pen-
didikan bagi masyarakat. Generasi muda 
cenderung menegaskan diri sebagai opo-
sisi generasi tua. Mereka berpihakan pada 
modernisasi dan mengikuti perubahan 
zaman. 

“Saja moelaiken penoetoeran saja 
semendjak pada tahoen 1924 jang 
laloe!. Pada masa itoe, masing-mas-
ing dari kaoem moeda Al Irsyad dan 
Arrabithah terbit semangat oppositie 
terhadap kaoem toeanja jang senan-
tiasa mendjadi halangan boeat merei-
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ka mentjapai tjita-tjita kemadjoean 
lebih djaoeh, mengikoeti peroebahan 
zaman.”(Aliran Baroe, 1939)

Generasi baru dari komunitas mas-
yarakat Arab juga menghendaki adanya 
orientasi baru untuk pendidikan berkelan-
jutan. Meskipun terdapat pertentangan di-
antara generasi muda dan tua dalam tujuan 
pendidikan, kemunculan HAS di Pekalon-
gan kemudian menjadi faktor penting arah 
perkembangan pendidikan dalam jenjang 
kuliyah Islam. 

“Djadi bagi golongan Arab, tjoema 
moerid keluaran sekolah HAS sadja 
jang boleh diterima memasoeki itoe 
sekolahan. Kami sebetoelnja sangat 
merasa senang dan setoedjoe atas 
pendirian sekolah ‘koeliyyah-Islam’ 
terseboet sebagaimana jang dioesoel-
kan diatas dan kami menoendjang 
serta memperkoeatkan akan adanja 
voorstel itoe.” (Aliran Baroe, 1939)

Perkembangan orientasi kuliyah Is-
lam juga didukung dari adanya lulusan 
guru-guru yang berasal dari Timur-Ten-
gah. Pengaruh pengajaran dari para guru 
tersebut yang kemudian membentuk arah 
baru orientasi pendidikan ke arah kuliyah 
Islam. Dengan demikian, perkembangan 
sistem sekolah yang sangat dinamis, baik 
itu dari pihak pemerintah kolonial maupun 
perkembangan pemikiran dari golongan 
komunitas itu sendiri telah membawa arah 
baru orientasi pendidikan ke arah pendi-
dikan tinggi, pendidikan yang berkelanju-
tan yang sesuai dengan semangat zaman 
kala itu. 

PENUTUP 

Pemerintah kolonial sebagai lembaga yang 
mempunyai otoritas dalam menyelengga-

rakan pendidikan umum bagi masyarakat 
justru tidak mampu memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Keterbatasan akses terhadap 
kebijakan perluasan pendidikan tersebut 
justru mengarahkan masyarakat untuk me-
nempuh jalan swadaya (pembentukan seko-
lah swasta oleh komunitas/perkumpulan). 
Meskipun dalam praktik perluasan seko-
lah dan usaha untuk menyediakan jenjang 
pendidikan melalui sekolah yang berkelan-
jutan telah dilakukan, namun persyaratan 
yang memberatkan justru membatasi ak-
ses masyarakat akan sekolah model Barat. 
Kebutuhan awal pendidikan masyarakat 
Pekalongan berorientasi pada adat dan tr-
adisi. Penyelenggaraan pendidikan dalam 
sekolah swasta berbeda secara substansial 
dan praktik karena masyarakat Kota Pe-
kalongan yang beragam. Sekolah-sekolah 
diharapkan dapat berperan sebagai ‘pen-
jaga’ adat-tradisi sekaligus pewaris pola 
ekonomi generasi sebelumnya. 

Pengajaran pengetahuan umum se-
bagaimana yang diterapkan pada sekolah 
model Barat juga menjadi bagian penting 
tumbuhnya orientasi baru dalam sekolah 
swasta. Dalam proses perubahannya, ori-
entasi baru dalam pendidikan mempunyai 
permasalahan dan mendapatkan pertentan-
gan antara generasi tua dan generasi muda. 
Perubahan orientasi pendidikan menun-
jukkan bahwa proses yang berlangsung 
dalam dunia pendidikan alternatif yaitu 
sekolah swasta sangatlah dinamis. Pendi-
dikan non-pemerintah dalam bentuk seko-
lah swasta tidak hanya mampu memenuhi 
kebutuhan pendidikan masyarakat secara 
luas, akan tetapi juga mampu menunjuk-
kan bahwa pendidikan mampu berjalan di-
luar wewenang pemerintah melalui kebija-
kannya. Pendidikan non-pemerintah dalam 
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bentuk sekolah swasta mampu menggam-
barkan proses sejarah yang memperlihat-
kan perkembangan masyarakat yang ber-
partisipasi aktif dalam penyelenggarannya.
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ABTSRAK – Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) atau dikenal dengan Ahmadiyah Lahore merupakan 
salah satu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia yang sezaman dengan Muhammadiyah dan NU. 
Namun karena sering dipahami sebagai kelompok minoritas yang berbeda mengakibatkan terabaikannya 
aspek-aspek kontributifnya dalam masyarakat, misalnya aspek pendidikannya. Salah satu amal usaha 
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ABSTRACT – Indonesia Ahmadiyah Movement (Gerakan Ahmadiyah Indonesia) or we known as 
Ahmadiyah Lahore is one of modern Islam movement as a same time as Muhammadiyah and NU. GAI as a 
minority or liyan in orthodoxy Islam has implication to erasure social contribution especially in education. 
Actually GAI have education institution who established in 1947 under the name of PIRI (Perguruan 
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context to built private school in Yogyakarta. The other hand this paper also explained the curriculum of 
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PENDAHULUAN

Studi tentang pendidikan di gerakan 
Ahmadiyah ini berangkat dari ke-
cenderungan para peneliti yang lebih 

memperhatikan aspek teologi dan status-
nya sebagai korban kekerasan massa, ter-
utama setelah dikeluarkannya fatwa MUI 
tahun 2005 (Burhani, 2013b, pp. 22–26). 
Burhani mencatat bahwa salah satu ket-
ertarikan mereka adalah keingintahuan 
siapa sebenarnya Ahmadiyah. Setidakn-
ya ada empat kategori referensi mengenai 
Ahmadiyah berdasarkan penekanannya 
yaitu pendekatan (1) historis, (2) pendeka-
tan HAM dan kebebasan beragama, (3) 
pendekatan media dan komunikasi mod-
ern, dan (4) pendekatan religious studies. 
Dari kajian yang sudah ada tersebut, Najib 
Burhani masih menemukan kesenjangan 
beberapa tema antara lain; belum adanya 
kajian mengenai perbandingan antara Ah-
madiyah dengan kelompok minoritas lain 
seperti Lia Eden, Shiah atau bahkan den-
gan kelompok Kristen. Tema lain yang 
belum tergarap adalah sistem filantropi 
gerakan yang mana telah membuat kelom-
pok Ahmadiyah berkembang dan bertahan 
hingga saat ini. 

Tulisan ini mencoba mengisi kekoson-
gan kajian tersebut dengan membahas salah 
satu amal usaha kelompok Ahmadiyah 
Lahore di Indonesia (GAI) melalui pendi-
dikan yaitu Yayasan PIRI atau Perguruan 
Islam Republik Indonesia yang berkantor 
pusat di kompleks PIRI, Jl. Kemuning No. 
14 Baciro, Yogyakarta. Jalur pendidikan 
merupakan salah satu aspek kontributif 
di masyarakat yang kurang diperhatikan 
oleh para peneliti sebelumnya sehingga 
keberadaan gerakan Ahmadiyah terkesan 

sebagai minoritas yang eksklusif, padahal 
tidak. Oleh karena itu, mengapa dan apa 
yang sudah GAI berikan di bidang pen-
didikan khususnya lewat sekolah umum? 
Dan bagaimana strategi mereka dalam 
membangun sarana prasarana serta mema-
jukan ilmu dan pengetahuan? 

Dengan pendekatan historis, penulis 
akan menjelaskan lebih dulu perkemban-
gan awal GAI dan konteks sosial politik 
yang mendorong mereka mendirikan lem-
baga pendidikan dan dinamikanya hingga 
masa setelah Orde Baru, terutama setelah 
dikeluarkannya fatwa MUI tahun 2005. 
Kemudian dengan mengenal dan mema-
hami pemikiran beberapa tokoh GAI, ter-
utama yang terlibat dalam lembaga pendi-
dikan, visi dan misi lembaga pendidikan 
akan lebih tereksplorasi. Apalagi dengan 
memahami posisi, latar belakang dan usaha 
para tokoh tersebut proses perkembangan 
dan dinamika yayasan sekolah akan terli-
hat lebih jelas. Sedangkan untuk meninjau 
kontribusi mereka dalam pengembangan 
ilmu (pemikiran) dan pengetahuan, karya 
– karya tulis para tokoh lokal menjadi 
sumbernya, termasuk di dalamnya rujukan 
– rujukannya pada karya tokoh Ahmadiyah 
di luar negeri. 

Dalam beberapa referensi sejarah 
mengenai Ahmadiyah di Indonesia seper-
ti Blood (Blood, 1974), Zulkarnain (Zu-
lkarnain, 2005a) dan Beck (Beck, 2005), 
pembahasan mengenai latar belakang, ke-
munculan, perkembangan dan pemikiran 
teologis gerakan lebih banyak mendapa-
tkan perhatian. Begitu juga dengan pers-
inggungannya dengan kelompok ortodoksi 
tetap menjadi daya tarik kajian para peneli-
ti, baik Ahmadiyah Lahore maupun Qodi-
an. Kalau pun ada, masih sangat minim 
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dan terbatas pada informasi statistik. 
Sedangkan dalam sejumlah skripsi 

yang menulis tentang Ahmadiyah Lahore 
di Yogyakarta, seperti Fandi Ahmad (Ah-
mad, 2008), Lubis (Lubis, 2006), Shodiq 
(Shodiq, 2004)”uri”:[“http://zotero.org/
users/local/a7GSac04/items/ZJPI62G-
G”],”itemData”:{“id”:250,”type”:”the-
sis”,”title”:”Model Pendekatan Dakwah 
Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI dan 
Mashudi (Mashudi, 2008) juga tidak ban-
yak menaruh perhatian dan penjelasan 
sejarah sekolah dan peran yayasannya. 
Studi mereka lebih fokus pada strategi dak-
wah, relasi sosial dengan masyarakat dan 
perkembangan pasca konflik gerakan. 

Studi yang cukup banyak memba-
has persoalan pendidikan di Ahmadiyah 
Lahore seperti Kisai (Kisai, 2006) dan 
(Thoriquttyas, 2017), juga belum terlalu 
mendalam atau hanya membahas sekilas 
untuk memberi latar belakang berdirinya 
sekolah PIRI. Dua kajian di atas juga lebih 
fokus pada pengajaran keislaman dan per-
an gurunya.

Oleh karena itu, tulisan ini mempo-
sisikan diri untuk mengisi kekosongan 
tentang salah satu kontribusi gerakan Ah-
madiyah (GAI) di bidang pendidikan. 
Tulisan ini akan menjelaskan konteks ke-
lahiran sekolah PIRI, perkembangan dan 
dinamikanya. Begitu juga dengan peran 
para tokohnya yang berada di belakang la-
yar sekolah, serta aspek pendidikan sejarah 
khususnya pengajaran sejarah Islam. 

Dalam artikel ini, penulis menggu-
nakan pendekatan sejarah sosial dalam 
menganalisis gerakan Ahmadiyah Lahore 
atau GAI dengan memberikan penekanan 
pada aspek pendidikannya. Seperti yang 
dijelaskan oleh Kartodirdjo (Kartodirdjo, 

1992, pp. 50–53), sejarah sosial (GAI) juga 
bisa masuk dalam kategori sejarah gerakan 
sosial dimana di dalamnya terdapat proses 
dinamis yang digerakkan oleh sebuah pe-
mahaman atau ideologi. Selain memper-
hatikan aspek prosesual daripada kemun-
culan lembaga pendidikan, juga menyoroti 
aspek struktural pada saat mengalami fase 
kemapanan. 

Sebelum membahas secara khusus 
pada kelompok Gerakan Ahmadiyah Indo-
nesia yang disebut juga sebagai Ahmadi-
yah Lahore, perlu sedikit dijelaskan peta 
hubungan antar kelompok Ahmadiyah dan 
hubungan dengan kelompok mayoritas 
Sunni. Jika berdasarkan beberapa sumber 
(Lathan, 2008; Lavan, 1970; Zulkarnain, 
2005b) gerakan yang dipimpin oleh Mirza 
Ghulam Ahmad merupakan salah satu ger-
akan reformis Islam yang muncul di India 
masa kolonial Inggris. Deklarasi diri se-
bagai Messiah atau Mahdi yang menerima 
wahyu telah membawa gerakan ini ke arah 
teologis. Posisinya menjadi berseberangan 
dengan kelompok orthodox Sunni yang 
meyakini bahwa Muhammad sebagai nabi 
terakhir. 

Kemudian setelah Mirza Ghulam Ah-
mad wafat tahun 1908, beberapa tahun 
kemudian gerakan Ahmadiyah terpecah 
menjadi dua yaitu Jemaat Muslim Ahmadi-
yah (Ahmadiyya Muslim Jamaat) atau Qo-
dian dan Ahmadiyya Anjuman Isha’ati Is-
lam atau Lahore. Di Indonesia, kelompok 
pertama mempunyai nama resmi Jemaat 
Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan kelom-
pok kedua bernama Gerakan Ahmadiyah 
Indonesia (GAI). Tanpa bermaksud untuk 
menyederhanakan perbedaan dua kelom-
pok tersebut setidaknya salah satu faktor 
pemisahannya adalah penafsiran atas po-
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sisi Mirza Ghulam Ahmad dimana kelom-
pok pertama berpendapat bahwa Mirza 
adalah nabi, sedangkan kelompok kedua 
berpendapat bahwa Mirza hanya sebatas 
mujaddid. 

PEMBAHASAN

Penguatan Dakwah dan Perintisan 
Amal Usaha Pendidikan

Awal gerakan Ahmadiyah Lahore di Indo-
nesia ditandai dengan kedatangan dua guru 
dari India yaitu Maulana Ahmad dan Mir-
za Wali Ahmad Baig di Yogyakarta tahun 
1924. Kehadiran mereka cukup mendapat 
sambutan dari kelompok muslim setempat 
khususnya dari pengurus Muhammadiyah. 
Tidak hanya menyambutnya dalam kon-
gres Muhammadiyah 1924 - 1925, namun 
juga mengundangnya dalam berbagai per-
temuan informal warga Muhammadiyah 
(Zulkarnain, 2005a, pp. 180–186). Dalam 
periode tersebut dapat dikatakan bahwa 
metode pembelajaran atau pendidikan 
terhadap pemahaman Ahmadiyah Lahore 
bertumpu pada forum pengajian dan disku-
si langsung kepada Maulana Ahmad dan 
Mirza Wali Ahmad Baiq. Di samping itu, 
sumber informasi juga dapat diperoleh dari 
beberapa majalah dan surat kabar masa itu 
seperti Islamic Review terbitan Singapu-
ra, majalah Het Licht dari organisasi Jong 
Islamieten Bond (JIB), Bintang Islam dan 
Al-Manak Muhammadiyah. Bahkan be-
berapa karya Ahmadiyah diterbitkan oleh 
‘Taman Pustaka’ yang merupakan penerbit 
resmi Muhammadiyah. 

Kemudian yang lebih strategis lagi 
adalah pengiriman pemuda ke Lahore un-
tuk belajar tentang Ahmadiyah. Setidaknya 
tercatat pada tahun 1924 empat orang be-

rangkat melalui Semarang ke Kalkuta yai-
tu (1) Djoendab, (2) Muhammad Sabitoen, 
(3) Maksoem, dan (4) Djoemhan (Irfan 
Dahlan) yang merupakan putra KH. Ah-
mad Dahlan (Zulkarnain, 2005a, p. 187).

Setelah Muhammadiyah memutuskan, 
dalam Kongres ke-18 di Solo tahun 1928, 
bahwa siapa pun yang mempercayai ajaran 
Ahmadiyah tidak boleh bergabung menja-
di anggota Muhammadiyah, maka terjad-
ilah migrasi keluar beberapa tokoh penting 
Muhammadiyah seperti Djojosoegito dan 
Muhammad Husni dengan mendirikan 
organisasi bernama De Indonesische Ah-
madijah-Beweging atau Gerakan Ahmadi-
yah Indonesia (Beck, 2005, pp. 236–239; 
Zulkarnain, 2005a, pp. 231–232)

Mengingat bahwa tokoh – tokoh pendi-
ri GAI kebanyakan adalah kaum terpelajar 
atau guru, maka model penguatan pema-
haman dan keimanan melalui pendidikan 
publik yaitu penerbitan majalah, buku dan 
penerjemahan Tafsir Al-Qur’an. Beberapa 
majalah yang terbit seperti majalah bula-
nan berbahasa Jawa dengan nama Moeslim 
tahun 1929. Setelah tahun 1954 majalah 
ini terbit kembali dengan menggunakan 
Bahasa Indonesia. Kemudian ada majalah 
Risalah Ahmadiyah yang pemimpin redak-
sinya adalah Sudewo. Nama terakhir mer-
upakan tokoh yang sangat produktif dalam 
menulis buku atau penerjemahan, terma-
suk penerjemahan Holy Qur’an: Arabic 
Text, English Translation and Commentary 
karya Maulana Muhammad Ali ke dalam 
Bahasa Belanda pada tahun 1935. Sedang-
kan tokoh lain R. Djojosugito dibantu 
dengan M. Mufti Sharif berhasil mener-
jemahkan tafsir Holy Qur’an ke dalam Ba-
hasa Jawa dengan judul Tafsir Qur’an Sut-
ji Djarwa Djawi yang selesai tahun 1948 
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(Zulkarnain, 2005a, pp. 233–234). Meski-
pun penerjemahan al Qur’an tersebut men-
jadi polemik pro dan kontra tokoh dan ger-
akan Islam saat itu, namun tak dipungkiri 
bahwa terjemah Holy Qur’an banyak ber-
pengaruh pada dinamika pemikiran Islam 
era 1920 (Ichwan, 2001; Ropi, 2010).

Perguruan Islam Republik Indonesia, 
selanjutnya disingkat dengan PIRI, berdi-
ri pada tanggal 1 September 1947 di Yog-
yakarta. Pendirian institusi ini merupakan 
realisasi dari hasil keputusan Muktamar 
Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang 
diselenggarakan di Purwokerto pada bulan 
Mei 1947 (Yayasan PIRI, 1969, p. 3). Pada 
muktamar tersebut terlahir dua keputusan 
penting yaitu pertama, menerima Pancasila 
sebagai Dasar Negara Republik Indone-
sia, dan kedua adalah mendirikan sekolah. 
Menurut Pak Mulyono3, keputusan per-
tama sangat terkait dengan situasi politik 
negara saat itu dimana terdapat tekanan 
dari beberapa kelompok Islam yang ingin 
mendirikan negara Islam dan tekanan dari 
militer Belanda yang membuat ibukota 
dipindah ke Yogyakarta. Keputusan kedua 
merupakan salah satu langkah dalam rang-
ka membentuk kader Ahmadiyah yang 
dilakukan melalui sistem pondok.4 Meski-
pun yang terwujud adalah sekolah-sekolah 
umum seperti SMP, SMA dan STM.

Dalam susunan pengurus yang perta-
ma, PIRI dipimpin oleh Alimurni Partokoe-
soemo dengan anggota antara lain Suprato-
lo, Surono Citrosancoko, dan Ibu Kustirin 
Djojosoegito. Kemudian setelah muktamar 
GAI tahun 1958 diputuskan bahwa PIRI 

3  Sekretaris PB GAI, wawancara tanggal 20 Agustus 
2018.

4  Sistem pondok baru terwujud pada tahun 2014 
dengan nama Pondok Pesantren Minhadjurrahman yang 
berlokasi di kompleks Baciro. 

perlu berdiri sendiri dalam bentuk Yayasan 
terlepas dari struktur GAI. Sebagai ketua 
Yayasan adalah Ibu Kustirin Djojosoegito 
dan Bapak Djojosugito menduduki sebagai 
ketua Badan Pemangku Asas (penasehat) 
(Yayasan PIRI, 1969, pp. 36–37). Yayasan 
ini diperkuat dengan terbitnya AD / ART 
dengan akta notaris pendirian tertanggal 3 
Februari 1959. 

Dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 
4 Anggaran Dasar bahwa maksud dan tu-
juan Yayasan adalah untuk menegakkan 
Kedaulatan Tuhan, agar supaya umat ma-
nusia di Indonesia mencapai keadaan jiwa 
(state of mind) atau kehidupan batin (inner 
life) yang disebut: salam (damai). Kemu-
dian di Pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa 
Yayasan berhak menyelenggarakan usaha 
dan tindakan dalam rangka mencapai tu-
juan dengan mendirikan pondok pesantren, 
sekolah, madrasah, taman pustaka, masjid 
dan sebagainya (Yayasan PIRI, 1969, p. 
33). Meskipun Yayasan PIRI mempunyai 
wewenang yang cukup besar, secara rohani 
tetap dipengaruhi oleh visi Ahmadiyah. 
Hal ini disebabkan oleh keharusan dalam 
Dewan Pemangku Asas terdiri dari anggo-
ta GAI yang sudah lama dan setia, seper-
ti yang tertuang dalam Pasal 10 (Yayasan 
PIRI, 1969, p. 36).

Beberapa Tokoh Penting PIRI 

Terlahir dengan nama Minhad 16 April ta-
hun 1889 (w. 1966), setelah naik haji nama-
mya menjadi Minhadjurrahman Djojosoe-
gito, anak pertama dari empat bersaudara 
dari pasangan putri dari Kyai Hasan Mus-
tarom dengan Kyai Mangunarso, penghulu 
di Sawit Boyolali, Surakarta. Kyai Hasan 
Mustarom yang juga penghulu di Slang-
reng, Magetan bersaudara dengan Kyai 
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Ilyas Sewulan yang merupakan bapak mer-
tua dari Kyai Hasyim As’ary, pendiri NU. 
Dengan kata lain, Bapak Djojosoegito ma-
sih berkerabat dekat, sepupu dengan Kyai 
Wahid Hasyim (Hartatik, 1995, p. 15).

Dengan latar belakang keluarga ulama, 
pendidikan agama yang diperoleh sejak 
kecil lebih dari cukup, apalagi beliau juga 
mendapat bimbingan dari pamannya an-
tara lain; Kyai Djumali, Kyai Na’im, Kyai 
Imam Barmawi, dan Kyai Zaenal Muchtar-
om. Pada tahun 1915, beliau berkesem-
patan belajar pada K.H Ahmad Hisyam 
Zaini di Kauman Surakarta. Secara formal 
Djojosoegito mendapatkan pendidikan di 
H.I.S, kemudian melanjutkan di tingkat 
menengah pada K.E.S (Koningin Emma 
School) dan K.S atau Kweek School (Har-
tatik, 1995, p. 21).

Pada awalnya Djojosoegito terlibat 
aktif di Muhammadiyah, selain sebagai 
guru di sekolah Muhammadiyah, ia juga 
menjabat sebagai sekretaris Muhammadi-
yah tahun 1921. Bahkan setelah terbentuk 
Majelis Pimpinan Pengajaran Muham-
madiyah tahun 1923, ia dipercaya menjadi 
ketuanya. Setelah memilih keluar dari Mu-
hammadiyah beliau mendirikan Muslim 
Broederscap yang kemudian berkembang 
menjadi Indonesische Ahmadiyah Beweg-
ing pada tahun 1928. Oleh karena gerakan 
ini baru mendapatkan ketetapan hukum 
setahun berikutnya, maka tahun 1929 di-
anggap menjadi tahun berdirinya Gerakan 
Ahmadiyah Indonesia (Zulkarnain, 2005a, 
p. 203).

Djojosoegito menjadi ketua umum 
GAI mulai dari berdirinya organisasi hing-
ga tahun 1966. Selama periode tersebut, 
organisasi mengalami perkembangan pe-
sat dari segi kegiatan dan pengelolaannya. 

Pengalaman sebelumnya sebagai pengurus 
Muhammadiyah dan guru partikelir telah 
banyak membantu dalam perkembangan 
arah gerakan. Selain pernah menjabat se-
bagai ketua majelis pengajaran Muham-
madiyah dan asrama siswa Muhammad-
iyah, ia termasuk kepala sekolah pertama 
Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. 
Ia juga pernah mengajar di beberapa tem-
pat seperti HIS Purworejo, HIS Kutoarjo, 
OSVIA Probolinggo, sekolah guru Yogya-
karta, MULO Purwokerto, MULO Malang 
dan MULO Yogyakarta (Hartatik, 1995, 
pp. 51–52).

Sebelum berdirinya PIRI, pengaja-
ran sekaligus pengajian GAI lebih banyak 
dilakukan di rumah anggota atau simpa-
tisan. Daerahnya pun mengikuti di mana 
tokoh GAI bertugas sebagai guru. Namun 
terkadang juga mengikuti undangan penga-
jian di luar kota. Ketika kembali bertugas 
di Yogyakarta pada tahun 1939, sembari 
mengajar di HIK sebagai Haalonderwi-
jzer, ia berkesempatan mengisi pengajian 
di masjid Pakualaman dan sekolah Islami-
yah. Di dalam kesempatan seperti itulah, 
pengajian, awal dari ketertarikan dan pem-
bentukan kader GAI. Selain dari penerbi-
tan tulisan di majalah dan penerbitan buku. 

Begitu juga dengan Ibu Kustirin Djo-
josoegito (1906-1986), istri kedua Bapak 
Djojosoegito yang merupakan seorang 
guru lulusan Normaalschool Yogyakarta 
tahun 1921. Selain mengajar, Ibu Kusti-
rin merupakan ketua Yayasan PIRI perta-
ma sejak berpisah secara administrasi dari 
GAI pada tahun 1959. Selain sebagai ketua 
Yayasan, Ibu Kustirin juga merangkap se-
bagai guru agama di sekolah PIRI hingga 
tahun 1972. Selepas itu, beliau lebih fokus 
pada pembinaan dan pengembangan PIRI 
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hingga menjelang wafatnya di tahun 1986. 
Pembinaan yang dilakukan oleh Ibu Kusti-
rin sebagai ketua Yayasan adalah menye-
lenggarakan pengajian rutin sebulan sekali 
yang bersifat umum dan pengajian khusus. 
Pengajian khusus ini yaitu pertama, penga-
jian kelompok untuk keluarga di tiap seko-
lah, pengajian khusus untuk kepala-kepala 
sekolah dan pengurus seminggu sekali dan 
pengajian khusus untuk guru-guru agama 
seminggu sekali (A. Yasir, 1989, p. 7).

Selain berperan dalam pengelolaan 
Yayasan, Ibu Kustirin juga berperan besar 
dalam menyusun buku – buku pemikiran 
keislaman yang merujuk pada tokoh Ah-
madiyah dan materi pengajaran agama un-
tuk sekolah PIRI. Beberapa judul tulisan 
tersebut antara lain: Sejarah Nabi Muham-
mad saw, jilid 1; Ilmu Aqoid; Fiqh Islam 
dan Mujaddid, Masih dan Mahdi. Bahkan 
gaji sebagai ketua Yayasan tidak pernah 
diambil, justru disumbangkan kembali 
pada Yayasan PIRI yang memang mem-
butuhkan banyak dana. Mengikuti khittah 
perjuangan PIRI yang diwasiatkan oleh 
pendiri PIRI yaitu “kumpulan iki kudu di-
urip-urip, aja kanggo urip” (A. Yasir, 1989, 
p. 7). 

Tokoh penting berikutnya adalah 
ustadz Ali Yasir atau lengkapnya berna-
ma Sami’an Ali Yasir yang lahir di Ngawi 
tanggal 16 Juni 1946 (w. 2017). Ia besar 
dan tumbuh di lingkungan pondok pesant-
ren tempat kelahirannya, Walikukun, Nga-
wi. Kemudian menyelesaikan pendidikan 
dasar tahun 1960, beliau melanjutkan stu-
di formalnya di Pendidikan Guru Agama 
(PGA) 4 Tahun di Madiun (lulus 1963) 
dan kemudian berlanjut ke PGA 6 Tahun 
di Surakarta (lulus 1965). Ia juga sempat 
mencicipi kehidupan pesantren di Pon-

dok Pesantren Salafiyah Al-Huda Oro-oro 
Ombo dan Pesantren Jamsaren di Surakar-
ta (Ali, 2017). 

Sejak bergabung di GAI pada tahun 
1971, ia mendapat kepercayaan dari ket-
ua GAI saat itu H. Muhamad Bachrun un-
tuk menjadi pengajar agama Islam. Tahun 
1975, ia merintis pendidikan khusus kader 
mubaligh Ahmadiyah selama enam bulan 
di Yogyakarta. beberapa lulusan kader ini 
kemudian di sekolahkan lagi ke Lahore, 
Pakistan untuk melanjutkan pendidikan 
mubaligh yang diselenggarakan oleh Ah-
madiyya Anjuman Isha’ati Islam Lahore 
(AAIIL) sekurang-kurangnya tiga tahun. 
Selain itu Ia juga merintis program kur-
sus untuk rekrutmen calon guru-guru ag-
ama di lingkungan sekolah PIRI. Beberapa 
guru yang telah selesai pengkaderan juga 
dikirim ke Lahore, antara lain Yatimin A.S. 
dari Magetan dan S.A. Syurayuda dari Ja-
karta. 

Selain aktif di GAI, Ustad Ali Yasir 
juga terlibat di sejumlah organisasi sep-
erti Lembaga Pengkajian Agama dan Ke-
percayaan (LPAK), Yayasan Bina Ummat 
Muallaf Indonesia (YABUMI), Angkatan 
Muda Islam Indonesia (AMII) cabang Yo-
gyakarta, Biro Pemuda Majelis Dakwah 
Indonesia (MDI) DIY (1995-2000), dan 
Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendeki-
awan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi 
Wilayah DIY (1996-2000).

Salah satu peran penting ustadz Ali Ya-
sir adalah menyusun buku pegangan pen-
gajaran agama Islam (PAI) untuk siswa di 
lingkungan sekolah PIRI, baik SMP, SMA 
dan SMK. Dalam buku pegangan tersebut 
terdapat pengajaran mengenai sejarah Is-
lam di mana Keahmadiyahan atau ke-PI-
RI-an merupakan bagian dari sejarah Is-
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lam Indonesia. Materi tersebut terangkum 
dalam sub bidang At-Tajdid fil-Islam dan 
Mengenal Nabi Muhammad saw melalui 
Nubuat. Selain buku pegangan tersebut, 
setiap guru agama perlu merujuk dan ber-
pegang pada dua sumber penting yaitu 
Qur’an Suci terjemah Bahasa Indonesia 
karya H. M. Bachrun (1977) yang merupa-
kan terjemah langsung dari Holy Qur’an 
karya Maulana Ali dan buku Islamologi 
karya H. M Bachrun dan R. Kaelan (1977). 

Beberapa karya tulis lainnya adalah 
Alquran, Bagaimana Memahaminya? 
(1980), Jihad dan Penerapannya Pada 
Masa Kini (1980), Jihad dan Penerapan-
nya Pada Masa Kini (1982), Salib di Mata 
Alkitab (1985), Alquran yang Sempurna 
dan Menyempurnakan (1991), Injil Dari 
Yesus dan Injil Tentang Yesus (1992), Nu-
zulul Qur’an menurut Injil (1993), Benark-
ah Alkitab Dipalsukan? Oo..benar! (1993), 
Mengungkap Misteri Penyaliban Yesus 
(1994), Kristologi Qurani Dasar I (1994), 
Rahasia Kesempurnaan Bibel dan Alquran 
Diperbandingkan (1995), Kristianologi 
Qur’ani Jilid I (2005), Rumah Laba-laba, 
Tanggapan Atas Fatwa MUI tahun 2005 
tentang Ahmadiyah (2005), Mengungkap 
Misteri Kehamilan Maryam (2008), dan 
Al-Bayyinah, Tanggapan atas 10 Kriteria 
Sesat MUI (2009)
 
Pengembangan Sekolah Sebagai 
Partisipasi Pada Masyarakat

Selain sebagai pembentukan kader, seko-
lah yang didirikan oleh GAI pada tahun 
1947 menjadi sebuah ‘penampungan’ anak 
– anak warga Indonesia yang mengungsi 
ke Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu-
kota negara RI. Namun pasca agresi militer 

Belanda tahun 1948, kondisi sekolah ban-
yak berubah karena siswanya banyak yang 
meninggalkan Yogyakarta dan sebagian 
masih terlibat dalam perjuangan fisik. 

Pada saat penamaan sekolah, sempat 
ada perbedaan pendapat yaitu satu pihak 
ingin mencantumkan nama Ahmadiyah 
menjadi Perguruan Islam Ahmadiyah In-
donesia (PIAI), sedangkan satu pihak lagi 
tidak ingin mencantumkan nama Ahmadi-
yah karena khawatir kalau tidak ada mu-
rid karena masih banyak orang yang tidak 
menyukai Ahmadiyah. Mengingat bahwa 
Ahmadiyah mempunyai tujuan dakwah 
Islam, maka ada kesepakatan untuk meng-
utamakan kata Islam dalam nama sekolah 
yaitu Perguruan Islam Republik Indonesia 
(Hartatik, 1995, p. 74).

Perlu diketahui bahwa sekolah PIRI 
ini dirintis dengan modal niat, karena GAI 
tidak memberikan modal apapun. Panitia 
kemudian menghubungi beberapa kole-
ga personal di luar GAI yang terbuka dan 
mempunyai niat yang sama dalam dakwah 
Islam, seperti: Abbas Sutan Pamuncak 
nan Sati, Arifin Tenyang, Sutan Muham-
mad Said, KRT Tani Prodjo dan M. Mar-
toseno (Warta Keluarga GAI, 1987, pp. 
14–15). Tempat belajar mengajar pun mes-
ti meminjam pada sekolah negeri dan ma-
suk pada sore hari. Kelas pertama adalah 
kelas 1 SMP pada bulan September 1947 
dengan bertempat di gedung SMP 1 Terban 
Taman (sekarang SMPN 5 Kota Yogyakar-
ta). Pada bulan oktober 1947, secara resmi 
dibuka untuk SMA PIRI bagian A dan B, 
kelas 1,2 dan 3 dengan meminjam Gedung 
sekolah SMA negeri 6 di jalan Pakem no 
2 (sekarang Jl C Simanjutak). Kemudian 
mendapat izin resmi dari kepala bagian 
alat-alat pelajaran atau Gedung Kementeri-
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an P.P & K tanggal 26 Mei 1950 No. 8591/
Pts/E/g/1950 (Sutrisno & Djauhar, 1972, 
pp. 11–12).

Bapak Djoyosoegito pun membu-
ka sekolah khusus agama (SGA) dengan 
meminjam tempat di SKP negeri Lempuy-
angan Wangi yang masuk sore hari. Seko-
lah ini dibantu oleh rekan beliau saat se-
kolah di Kweekschool bernama Pinandoyo 
dan menggunakan nama PIAI (Perguruan 
Islam Ahmadiyah Indonesia). Hingga awal 
tahun 1951, terdapat dua kelas untuk SMP, 
sepuluh kelas untuk SMA, satu kelas SGA, 
dua kelas SGB, dengan jumlah total siswa 
700 anak dan guru 60 orang. 

Meskipun beberapa masih meminjam 
Gedung sekolah negeri dan beberapa tel-
ah menyewa Gedung sendiri, tahun 1952 
sekolah PIRI mengalami kemajuan antara 
lain, SGA menjadi enam kelas, SMA men-
jadi 13 kelas, SGB menjadi 11 kelas dan 
SMP menjadi 11 kelas dengan jumlah mu-
rid telah menjadi 1400 siswa. Sedangkan 
untuk pengajarnya, PIRI mendapatkan se-
jumlah guru pemerintah yang diperbantu-
kan di sekolah SGA, SGB dan SMP. Dan 
pada tahun 1959, SGB putri PIRI menja-
di sekolah bersubsidi (swasta) dengan SP 
Kementerian PP & K tanggal 26 Agustus 
1960 no. 72475/B.II, sedangkan SMP PIRI 
berubah menjadi sekolah subsidi pada ta-
hun 1964 (Sutrisno & Djauhar, 1972, p. 
61).

Perkembangan sekolah PIRI mulai di-
buka di beberapa kota di luar Yogyakarta, 
seperti di antaranya: di Purwokerto dibu-
ka SGB pada tahun 1953, SMP pada tahun 
1957, dan SMA tahun 1978, STM produksi 
tahun 1967, STM audio/video dan otomo-
tif di tahun 1996; di Madiun telah dibuka 
SGB pada tahun 1953, SMP tahun 1957 

dan STM tahun 1967; di Margodadi Lam-
pung dibuka SMP dan SMA pada tahun 
1992; dan di Simpang Sumatera Selatan 
dibuka SMEA pada tahun 1996 (Iskandar, 
2008, p. 98).

Selain mendapatkan bantuan dari pe-
merintah, baik berupa peminjaman tempat, 
tenaga pengajar dan subsidi, sekolah PIRI 
juga mendapatkan bantuan dari sumbangan 
para guru dan pegawai sekolah. Setelah 
mendapatkan bentuk legal berupa Yayasan 
PIRI, sekolah menjadi lebih mudah dalam 
menerima sumbangan dari berbagai pihak. 
Seperti misalnya bantuan pada STM / SMK 
PIRI 1, berdiri tahun 1967 dan menjadi se-
kolah subsidi tahun 1970, yang berasal dari 
NOVIB Belanda tahun 1978 berupa ban-
tuan bangunan dan peralatan – peralatan 
mesin konvensional. Kemudian bantuan 
dari Austria berupa mesin CNC (Computer 
Numerically Controlled) yakni mesin-mes-
in yang dioperasionalkan dengan komput-
er pada tahun 1982 (Salman Agustiawan A, 
2015, p. 9).

Menariknya adalah proses pemban-
gunan dan pengembangan sekolah PIRI, 
secara institusional, tetap berjalan ke arah 
positif, meskipun secara ideologis afili-
asinya mendapatkan tekanan pasca fatwa 
MUI tahun 1980. Misalnya STM / SMK 
PIRI 1 yang berlokasi di kompleks Ba-
ciro. Pasca 1980 STM PIRI 1 menambah 
dua jurusan lagi yaitu jurusan otomotif dan 
elektronika, sehingga menjadi empat juru-
san dimana dua jurusan sebelumnya ada-
lah jurusan mesin dan listrik. Pada tahun 
1990 status akreditasi sekolah meningkat 
menjadi disamakan berdasarkan keputusan 
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Nomor. 349/C/
Kep/I/1990 tanggal 27 Desember 1990. 
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Pada tahun 2001 sekolah mendapat bantu-
an dari Direktorat Pendidikan Menengah 
Kejuruan berupa dana untuk pengadaan 
jaringan internet (Salman Agustiawan A, 
2015, pp. 9–10).

Meskipun terlihat kemajuan di bebera-
pa sektor, sejumlah permasalahan pun per-
nah terjadi menimpa PIRI. seperti terjadin-
ya kasus manipulasi keuangan oleh seorang 
pengurus PIRI pada tahun 1954-1956, pe-
mogokan guru SMEP di tahun 1957, protes 
siswa STM PIRI tahun 1997/1998 dan 
gempa Yogyakarta 2006 yang mengakibat-
kan kerusakan parah Gedung sekolah PIRI 
di Nitikan (Iskandar, 2008, p. 100).

Berdasarkan data Zulkarnain (Zulkar-
nain, 2005a, pp. 289–291), pada tahun 
2000 Yayasan PIRI yang berpusat di Yog-
yakarta telah mempunyai tiga cabang, yaitu 
di Purwokerto, Lampung dan Sumatera Se-
latan. Satu buah TK dan sebuah SD hanya 
terdapat di Yogyakarta. Sedangkan SMP, 
selain terdapat di Yogyakarta (7 buah) juga 
terdapat di Purwokerto (1 buah) dan Lam-
pung (1 buah). Untuk SMA terdapat lima 
unit sekolah yang tersebar di Yogyakarta 
(3 buah), Lampung (1) dan Sumatera Sela-
tan (1). Kemudian SMK terdapat tiga buah 
yang tersebar di Yogyakarta (2) dan Pur-
wokerto (1). Dan untuk perguruan tinggi 
baru terdapat satu buah yaitu di Yogyakar-
ta dengan nama Akademi Teknik PIRI atau 
ATEKPI yang mempunyai dua program 
DIII yaitu Teknik Sipil dan Teknik Infor-
matika. Jika dilihat dari jumlah siswa yang 
masuk di sekolah dan akademi PIRI pada 
tahun yang sama sejumlah 8574 siswa den-
gan jumlah pengajar mencapai 455 guru. 
Dari sekian guru tersebut, hanya sejumlah 
116 guru PNS yang diperbantukan pada se-

kolah PIRI. Secara umum, pada 25 tahun 
pertama perkembangan PIRI lebih pada 
upaya pembangunan fisik. Sedangkan pada 
25 tahun berikutnya, hingga sekitar tahun 
1997, PIRI mulai membangun rohani leb-
ih mantap dengan meningkatkan produksi 
buku dan pembagian Qur’an Suci (Holy 
Qur’an) bagi setiap siswa (Iskandar, 2008, 
p. 97).

Seperti yang ditegaskan oleh Sekjen 
PB GAI Bapak Iwan Yusuf Bambang Le-
lana (Mashudi, 2008, p. 60) bahwa PIRI ti-
dak hanya bertujuan untuk berdakwah dan 
pengkaderan, tetapi juga pengembangan 
dunia pendidikan secara umum di Indone-
sia. Sekolah PIRI mengedepankan keter-
bukaan dan kebebasan berkeyakinan seh-
ingga menerima siswa dari berbagai latar 
belakang apapun, baik etnis atau agama. 
Dalam hal pilihan untuk bergabung dan 
berbaiat pada Ahmadiyah mereka merujuk 
pada sabda Nabi; “Tidak ada paksaan da-
lam mengikutiku”. Salah satu bentuk usa-
ha menarik minat calon kader di sekolah 
adalah dengan membagikan setiap siswa 
baru dengan Tafsir Al-Qur’an berbahasa 
Indonesia terjemahan dari karya Maulana 
Muhammad Ali mulai tahun 2007. Model 
pendekatan Ahmadiyah Lahore ini sering 
disebut sebagai gerakan intelektual liber-
al dan berbeda sekali dengan Ahmadiyah 
Qodian yang lebih konservatif dan spiri-
tualis. Perbedaan model dakwah dua faksi 
Ahmadiyah ini lebih jelasnya dapat dibaca 
dalam tulisan Ahmad Najib Burhani (Bur-
hani, 2013a). 

Meskipun secara fisik terdapat perkem-
bangan yang positif pada sekolah-sekolah 
PIRI dengan bertambahnya aset gedung 
dan tanah, tetapi dari segi jumlah siswan-

Jurnal Sejarah



Vol. 03 | No. 1 | Juni 2019

Pendidikan dan Pendidikan Sejarah di Perguruan Islam Republik Indonesia Yogyakarta 1947-2005 | 53

ya justru mengalami pasang surut. Bahkan 
di beberapa tempat yang jumlah siswanya 
berkurang mengakibatkan penutupan se-
kolah. Beberapa kasus penutupan sekolah 
PIRI di luar Yogyakarta adalah SGB, SMP, 
SMA dan STM produksi di Purwokerto. 
Begitu juga dengan SGB, SMP dan STM 
di Madiun. Sedangkan di Yogyakarta seko-
lah yang ditutup antara lain sebuah SMA 
di Dlingo, Bantul, sebuah SD dan SMP di 
Baciro, sebuah SMA di Nitikan dan sebuah 
SMP di Banguntapan (Iskandar, 2008, p. 
100).

Pasca dikeluarkannya fatwa MUI dan 
peristiwa kekerasan di Parung tahun 2005, 
proses belajar di sekolah-sekolah PIRI di 
Yogyakarta tidak terpengaruh banyak. 
Masjid GAI yang berada di kompleks Ba-
ciro pun masih didatangi warga sekitar 
untuk melaksanakan sholat Jum’at. Meski-
pun demikian, tetap muncul kekhawatiran 
pihak sekolah jika terjadi peristiwa seru-
pa di Yogyakarta. Pihak keamanan secara 
rutin berkoordinasi dengan pengurus GAI 
untuk mendapatkan informasi langsung 
mengenai organisasi Ahmadiyah. Selain 
itu, pihak keamanan juga berjaga di sekitar 
kompleks pada waktu rawan tertentu sep-
erti selepas waktu subuh dan sholat Jum’at 
(Mashudi, 2008, p. 77).

Pada tahun ajaran 2005/2006 jumlah 
siswa yang terdaftar di sejumlah sekolah 
PIRI di Yogyakarta mengalami penurunan 
yang tidak terlalu signifikan. Namun 
menurut eksponen Yayasan, penurunan 
tersebut tidak terkait langsung dengan 
peristiwa di Parung, tetapi lebih terkait 
langsung dengan kebijakan kementeri-
an pendidikan mengenai Ujian Nasional 
(Mashudi, 2008, pp. 79–80).

Perihal Pengajaran Sejarah Islam dan 
Islam Indonesia

Seperti kebanyakan lembaga pendidikan 
yang berada di bawah yayasan atau bera-
filiasi kepada kelompok (agama) tertentu, 
pengajaran sejarah tentang organisasi mer-
upakan hal yang penting untuk menum-
buhkan rasa memiliki dan melahirkan 
kader penerus. Begitu juga dengan sekolah 
PIRI yang berafiliasi pada kelompok Ah-
madiyah Lahore. 

Dalam konteks PIRI, pengajaran seja-
rah Islam mencakup sejarah kelahiran dan 
perkembangan gerakan Ahmadiyah yang 
terangkum dalam tulisan Pengantar Pem-
baharuan dalam Islam atau Tajdid Islam 
dan Mengikuti Jejak Orang – Orang Tulus 
yang disusun oleh S. Ali Yasir dengan ar-
ahan langsung dari Ibu Kustirin Djojosu-
gito dan H. M. Bachrun. Materi ini diber-
ikan sebagai bagian dari buku Pendidikan 
Agama Islam (PAI) terbitan Yayasan PIRI 
untuk kelas tiga, baik di SMP atau SMA/
SMK. 

Oleh karena sifatnya yang diperun-
tukkan sebagai pengenalan awal, penjela-
san mengenai sejarah Ahmadiyah disam-
paikan lebih sederhana dan singkat. Mulai 
dari tokoh pembaharu, perpecahannya, 
tokoh di kelompok Lahore, cabangnya di 
belahan dunia dan pembedaannya dengan 
kelompok pecahannya (Qadian) yang tak 
sampai 10 halaman. Kemudian penjelas-
an konsepsi dari beberapa tema yang ber-
sifat teologis di jelaskan dalam 33 hala-
man. Tema tersebut antara lain: muhadats; 
wahyu ilahi; mujadid, masih dan mahdi; 
kenabian Zarathustra, Buddha dan Kong 
Hu Cu; Nasikh mansukh; Nabi Adam; ji-
had; ketidakkekalan neraka; isra’ & mi’raj: 
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Nabi Isa berbapak; wafatnya nabi Isa; dan 
cara menafsirkan Qur’an suci (S. A. Yasir, 
2009, pp. 96–139).

Meskipun dalam pelajaran sejarah Is-
lam, keahmadiyahan diperkenalkan pada 
setiap siswa di sekolah PIRI, pada kenyata-
annya tidak semua alumni sekolah PIRI 
mengikuti atau bergabung dengan Gerakan 
Ahmadiyah Indonesia. Bahkan beberapa di 
antara alumni malah menjadi pengurus di 
organisasi keislaman lain seperti pengurus 
ranting Muhammadiyah, pengurus PCNU 
atau jemaat Majelis Tafsir Al Qur’an 
(Mulyono, 2018). 

Penekanan materi pengajaran sejarah 
Ahmadiyah di sekolah lewat mata pela-
jaran Pendidikan Agama Islam mende-
sak dilakukan karena tidak hanya untuk 
melakukan kederisasi tapi juga karena 
buku – buku sejarah mengenai Islam di 
Indonesia (historiografi) dan atau yang 
ditulis oleh orang Indonesia tidak mema-
sukkan gerakan Ahmadiyah di Indonesia 
sebagai eksponen umat Islam. Sejumlah 
literatur seperti Sejarah Umat Islam (Ham-
ka, 1994), Sejarah Umat Islam Indonesia 
(Abdullah & Hisyam, 2003) dan Api Seja-
rah (Suryanegara, 2016) tampaknya tidak 
menyertakan aktifitas Ahmadiyah sedikit-
pun di dalamnya. 

Begitu juga dengan materi pengajaran 
sejarah Islam di sekolah negeri baik yang 
berada di bawah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. 
Di dalam buku keluaran Kemendikbud 
berjudul “Pendidikan Agama Islam dan 
Budi Pekerti” (2013) yang diperuntukkan 
bagi siswa SMP/MTs baik kelas 7, 8 dan 9, 
sama sekali tidak menyebutkan nama gera-
kan Ahmadiyah. Walaupun di buku kelas 9 
terdapat bab (11 dan 12) yang menjelaskan 

tradisi Islam di Nusantara dan pentingnya 
toleransi dan penghargaan terhadap per-
bedaan. Begitu pula dengan materi untuk 
mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab kelu-
aran Kemenag yang berjudul “Sejarah Ke-
budayaan Islam” (2013). Dalam buku pe-
lajaran kelas 9 terdapat penekanan materi 
tentang Islam di Nusantara mulai dari ker-
ajaan Islam, Walisongo, ulama Nusantara 
(Syaikh Abdur Rauf As Singkili, Syaikh 
Muhammad Arsyad al Banjari, KH. Hasy-
im Asyari dan KH. Ahmad Dahlan) dan 
budaya nusantara yang diwakili oleh Islam 
Jawa, Islam Sunda, Islam Melayu, Islam 
Bugis, Islam Minang dan Islam Madura. 

PENUTUP 

Yayasan PIRI yang menaungi puluhan se-
kolah PIRI di beberapa kota seperti Yogya-
karta, Purwokerto, Lampung dan Sumatera 
Selatan, merupakan lembaga pendidikan 
yang telah cukup lama berdiri, 71 tahun. Di 
Yogyakarta, sekolah PIRI mengalami masa 
keemasan di sekitar tahun 1980 - 2000an 
awal. Bahkan merupakan sekolah swasta 
pilihan sebelum berkembangnya sekolah - 
sekolah swasta di bawah Muhammadiyah. 
Sekolah ini terus bertahan hingga saat ini 
meski mengalami pasang surut akibat per-
saingan antar lembaga pendidikan maupun 
faktor sosial politik karena berafiliasi den-
gan Ahmadiyah Lahore. Walaupun secara 
de jure, Ahmadiyah yang difatwakan oleh 
MUI adalah Ahmadiyah Qadian, sekolah 
PIRI tetap terpengaruh akibat masyarakat 
belum terlalu paham dengan perbedaan 
prinsip diantara keduanya, Lahore dan Qa-
dian. 

Pendidikan sejarah Islam di sekolah 
PIRI merupakan bagian dari penanaman 
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nilai ke Ahmadiyahan, meskipun hal terse-
but tidak dipaksakan untuk menjadi anggo-
ta GAI. Sekolah PIRI memberikan ruang 
kebebasan sebagai bagian dari inklusifit-
as Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Sum-
ber-sumber sejarah dan pemikiran menge-
nai Ahmadiyah Lahore banyak ditulis oleh 
tokoh – tokohnya di Indonesia maupun 
yang merupakan terjemahan dari tulisan 
tokoh Ahmadiyah Lahore yang berada di 
India atau di Inggris.

Di samping itu adalah masih adanya 
ortodoksi dalam materi pengajaran sejarah 
Islam Indonesia di sekolah menengah dan 
atas. Di mana buku-buku pengajaran untuk 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
disusun tanpa mengenalkan keberadaan 
kelompok minoritas di luar mainstream, 
walaupun di dalam kurikulumnya menga-
cu pada penerimaan keragaman. 
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ABSTRAK – Ada sebuah anggapan bahwa pelajaran sejarah adalah hal yang membosankan dan semata 
hafalan tentang tahun dan tokoh. Padahal, mempelajari sejarah jauh dari hafalan karena sejatinya, tujuan 
utama mempelajari sejarah adalah memahami bagaimana sesuatu bisa terjadi. Mengajarkan sejarah ke anak 
SD harus dimulai dengan membangkitkan keingintahuan dan ketertarikannya pada sejarah. Ketertarikan itu 
bisa muncul bila pengenalan sejarah dimulai dari sesuatu yang paling dekat dengan keseharian anak-anak. 
Misalnya saja, memahami pohon keluarga, memahami asal nama desa, atau memahami asal usul permainan. 
Perlahan, anak akan dikenalkan pada peristiwa-peristiwa besar tentang terbentuknya bangsa Indonesia, 
namun semua itu tak bisa dilepaskan dari lingkungannya. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan 
penghargaannya pada perjuangan kemerdekaan, anak akan dikenalkan dengan sumber sejarah yang nyata, 
yang bisa mereka alami langsung dengan bertemu mantan pejuang atau mendatangi gedung bersejarah 
di daerahnya. Mengenalkan sejarah tentang sesuatu yang jauh dari jangkauan anak (abstrak) hanya akan 
menyulitkan imajinasinya. Itulah mengapa pelajaran sejarah menjadi semata hafalan dan menjemukan. 
Karenanya, perlu dilakukan perubahan dalam pengajaran sejarah sejak dini dengan mengajak anak terlibat 
langsung, menjadi sejarawan cilik. Mari menumbuhkan ketertarikan anak-anak pada cerita sejarah dan 
mengajarkan sejarah dengan menyenangkan.

KATA KUNCI – pengajaran, sejarah, anak

ABSTRACT – There is a popular opinion that historical lesson is boring and it just tell about years and 
characters that rely on memory. In fact, studying history is far from memorizing because the main purpose 
is understanding the origin of something or some event. Therefore, teaching history to elementary school 
children must begin with arousing curiosity and interest in past story. That attraction can arise if the 
introduction of history starts from something closest to the daily lives of children. For example, knowing 
the family tree, familiar with the origin of the village name, or understand the origin of the game. Slowly, 
the children will be introduced to major events, such as history of Indonesian nation, yet the subject 
matter cannot be separated from their life hood. To arouse their sense of nationalism and appreciation 
for the struggle for independence, children will be introduced to historical sources, so they can meet 
up ex-combatants or visiting historic buildings in their area. Introducing history about something out of 
reach (abstract) will only complicate their imagination. That is why historical lessons become merely 
memorizing and boring. Therefore, it is necessary to make changes in the way of teaching history in early 
stage, by attract children to be involved directly, becoming child historians. Let’s grow children’s interest 
in historical stories and teach history in a fun way.

KEYWORDS – teaching, history, children
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PENDAHULUAN 

Mengantuk, bosan, jenuh, penuh 
hafalan menjadi hal yang iden-
tik dengan pelajaran sejarah di 

semua tingkat pendidikan. Di tingkat uni-
versitas peminat jurusan sejarah pun rela-
tif sedikit jika dibanding dengan jurusan 
lain, meski jumlah mahasiswanya mening-
kat tiap tahun. Gambaran membosankan 
yang lekat pada materi sejarah tak lepas 
dari jurus hafalan yang selalu digunakan 
tiap kali menjelang ujian. Ketika pelajaran 
berlangsung, materi sejarah belum tentu 
dipahami karena seringnya hanya memb-
acakan ulang isi buku tanpa pemahaman 
riil mengenai manfaat sejarah dan relevan-
sinya pada kehidupan masa kini. Padahal, 
sejarah berguna untuk menumbuhkan pe-
mahaman terstruktur pada siswa sejak dini 
juga punya keterkaitan dengan kehidupan 
riil siswa tentang bagaimana sebuah per-
soalan, dan bagaimana kehidupan mereka 
sekarang ini bisa berjalan. 

Di Sekolah Dasar (SD), sejarah masuk 
dalam mata pelajaran IPS yang punya tiga 
kerangka dasar, seperti sarana pendidikan 
kewarganegaraan, sebagai dasar pengena-
lan ilmu-imu sosial, dan sebagai cara men-
genalkan siswa pada persoalan riil yang 
ada di sekitar kehidupannya. (Wawancara 
Waluyo Albanjary via telepon, 19 Novem-
ber 2018). Ketiga unsur ini memang diba-
wa dalam pengajaran sejarah di sekolah, 
namun yang paling ditekankan adalah pen-
umbuhan semangat kebangsaan. Akhirnya, 
sejarah seringkali terjebak dalam peristiwa 
besar, politik praktis, yang sebenarnya jauh 
dari jangkauan anak SD dan sulit mene-
mukan keterkaitan langsung dengan alam 
pikir sederhana mereka.

Materi sejarah di pelajaran IPS SD 
dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 
(Joko Sayono, 2013: 10) dimulai sejak ke-
las II semester 1. Materi sejarah di dalamn-
ya cukup sederhana dengan memperkenal-
kan life history bertema sejarah keluarga. 
Pada Kelas III semester 2 diisi sejarah 
uang, kelas IV semester 1 menjadi cuk-
up banyak, seperti peninggalan sejarah di 
sekitar kabupaten dan provinsi serta upaya 
pelestariannya. Siswa kelas VI juga ditun-
tut untuk meneladani kepahlawanan dan 
patriotisme tokoh-tokoh di lingkungannya.

Di tingkat selanjutnya, yakni kelas V 
semester 1, materi menjadi lebih luas yak-
ni sejarah Hindu-Budha dan Islam serta 
mengenal tokoh-tokohnya. Pada Kelas V 
semester 2 pelajaran IPS diisi materi se-
jarah dari perjuangan zaman Belanda, ke-
merdekaan, hingga perjuangan memper-
tahankan kemerdekaan.

Sementara berdasar aturan baru, yakni 
Permendikbud No. 24 Tahun 2016, materi 
sejarah SD dimulai sejak kelas IV dengan 
materi awal mengidentifikasi kerajaan Hin-
du-Buddha-Islam di lingkungan daerah se-
tempat serta pengaruhnya pada kehidupan 
masyarakat masa kini. Materi ini cukup 
bagus karena bisa mengenalkan anak den-
gan peninggalan-peninggalan bersejarah di 
tempat tinggal mereka.

Di kelas V anak diminta untuk men-
gidentifikasi faktor-faktor penting penye-
bab penjajahan bangsa Indonesia dan 
upaya bangsa Indonesia dalam memper-
tahankan kedaulatannya. Sementara pada 
kelas VI anak diminta untuk memahami 
makna proklamasi kemerdekaan, upaya 
mempertahankan kemerdekaan, dan upaya 
mengembangkan kehidupan kebangsaan 
yang sejahtera.
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METODE

Ide penulisan esai tentang sejarawan ci-
lik datang dari anggapan umum tentang 
pembelajaran di sekolah padahal sejarah 
tak melulu mempelajari angka dan tahun. 
Lebih jauh sejarah mengajarkan cara ber-
pikir historis, sebab segala hal tak mun-
gkin tiba-tiba muncul. Dari kritik terhadap 
pengajaran sejarah inilah, sumber-sumber 
penulisan esai dikumpulkan lewat telaah 
pustaka juga wawancara narasumber untuk 
mematangkan ide tulisan.

Telaah pustaka dan wawancara nara-
sumber dilakukan secara bersamaan. Lewat 
wawancara dengan Seto Mulyadi, penu-
lis mendapat gambaran tentang tahapan 
tumbuh kembang anak untuk kemudian, 
penelusuran dilanjutkan lewat buku sum-
ber yang direkomendasikan Seto Mulyadi. 
Dari wawacara dengan Waluyo Albanjary 
didapatkan gambaran tentang kurikulum 
dan sistem pengajaran sejarah di sekolah 
dasar. Dari Waluyo pula, Permendikti ten-
tang pembelajaran sejarah di SD penulis 
dapatkan.

PEMBAHASAN

Tahapan Tumbuh Kembang Intelektual 
Anak

Untuk memberi materi sejarah yang rele-
van dan mudah dipahami anak, guru sejar-
ah seyogianya memahami tahapan tumbuh 
kembang anak agar anak tak merasa terbe-
bani dengan materi sejarah yang diberikan.

Seto Mulyadi ketika diwawancara 
penulis menjelaskan tahap perkembangan 
anak oleh Jean Piaget (Psikolog Swiss 
yang fokus pada tumbuh kembang anak). 
Piaget membagi tahapan intelektual anak 

dalam beberapa tahap, yakni:

• Tahap sensori-motor : 0 – 1,5 ta-
hum 

• Tahap pra-operasional : 1,5 – 6 ta-
hun 

• Tahap operasional konkret : 6 – 12 
tahun

• Tahap operasional formal : 12 ta-
hun ke atas

Setiap orang melalui seluruh tahapan 
namun dengan kecepatan yang berbeda, 
bisa lebih lambat atau lebih cepat. Meski 
demikian, urutan perkembangan intelektu-
alnya tetap sama setiap anak. Setiap taha-
pan sebelumnya terintegrasi dan menjadi 
bagian dari tingkat-tingkat berikutnya. 
Dan tahap berikutnya bisa dimasuki ketika 
otak anak sudah cukup matang untuk me-
mungkinkan logika jenis baru.

Pada anak usia SD (7-12 tahun), dalam 
teori Piaget masuk dalam tahapan opera-
sional konkret. Dalam fase ini anak mema-
hami persoalan sebatas yang bisa diamati 
langsung dan dapat direspons oleh si anak. 
Melalui pengalaman, amatan (observasi) 
awal ini dimodifikasi. Setiap pengalaman, 
yang biasanya terjadi melalui interaksi 
langsung dengan lingkungan, mengand-
ung hal unik yang direspons oleh anak dan 
mempengaruhi struktur kognitifnya. Hal 
inilah yang memungkinkan perkembangan 
intelektual terus terjadi.

Pendek kata, anak akan sulit memaha-
mi dan menerima informasi abstrak tanpa 
objek fisik di hadapan mereka. Anak-anak 
pada tahap operasional konkret awal masih 
mengalami kesulitan besar dalam menyele-
saikan tugas-tugas logika sederhana dan 
konkret, misalnya saja penjumlahan dan 
pengurangan tanpa alat bantu karena kon-
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sep jumlah menjadi hal baru dalam dunia 
mereka.

Tahap operasi konkret pada anak bisa 
ditandai dengan pola pemahaman berdasar-
kan apa yang kelihatan (nyata) dan dira-
sakan langsung. Anak masih menerapkan 
logika berpikir pada hal-hal konkret dan 
belum bersifat abstrak-sementara pelajaran 
sejarah adalah hal yang sangat abstrak dan 
mengawang-awang.

Pada tahap ini anak mulai memiliki 
gambaran secara menyeluruh tentang inga-
tan, pengalaman, dan objek yang dialami, 
yang disebut adaptasi dengan gambaran 
menyeluruh. Adaptasi dengan lingkungan 
disatukan dengan gambaran akan lingkun-
gan itu melalui imajinasi anak. Anak mulai 
bisa melihat persoalan dari berbagai segi, 
mulai memahami persoalan dari sudut 
pandang yang lebih luas, bukan semata 
persepsinya saja.

Pada tahap operasional konkret, anak 
belum memiliki pemahaman pada hal-hal 
abstrak. Anak akan kesulitan berpikir tanpa 
pertolongan benda atau peristiwa konkret, 
ia belum mempunyai kemampuan untuk 
berpikir abstrak. Anak-anak juga belum 
mampu memahami bentuk argumen dan 
masih bingung dengan perbedaan argu-
men.

Menumbuhkan Kesadaran Sejarah

Mengingat anak SD dalam masa tumbuh 
kembangnya masuk dalam tahap opera-
sional konkret dan belum bisa memaha-
mi materi yang bersifat abstrak, yang bisa 
dilakukan dalam pemberian materi sejarah 
adalah mengubah temanya menjadi lebih 
ringan, lebih dekat, dan lebih bisa dira-
sakan oleh anak.

Selama ini, materi pelajaran IPS, seper-
ti yang sudah disebutkan dalam awal pem-
bahasan, hanya memberi cerita tentang se-
jarah politik pada anak. Pengajaran sejarah 
memang beririsan dengan peristiwa masa 
lampau, namun tak berarti masa lampaulah 
tujuannya. Tujuan pembelajaran sejarah 
sendiri hadir sebagai sarana untuk meng-
etahui bagaimana sebuah peristiwa atau 
persoalan. Sementara, sejarah yang sering-
kali berisi politk dan perebutan kekuasaan 
praktis yang jauh dari jangkauan anak-
anak mau tak mau mendorong mereka un-
tuk menghafal tanpa pernah si anak tahu 
seluk-beluk sebuah peristiwa sejarah.

Anak tidak memiliki orientasi ruang 
dan waktu hanya dengan mempelajari se-
jarah politik yang tidak ada sangkut-paut-
nya dengan kehidupan mereka. Anak akan 
kesulitan membangun cerita sejarah dan 
membayangkannya karena sejarah ma-
cam ini kurang sesuai sebagai wahana pe-
nalaran. Materi sejarah yang terbatas pada 
pengetahuan fakta-fakta juga membuatnya 
menjadi steril dan kering hingga memati-
kan segala minat dalam sejarah. Ujungnya, 
anak terpaksa menghafal nama, tahun, dan 
tokoh untuk dapat lolos dari ujian kom-
petensi hingga kehilangan cerita menarik 
yang menjelaskan mengapa sebuah peris-
tiwa bisa terjadi dan bagaimana dampakn-
ya. Kurikulum yang hanya mementingkan 
materi pelajaran yang telah ditentukan dari 
pemerintah pusat, tidak memberi kesem-
patan pada anak untuk berinteraksi dnegan 
lingkungan sekitarnya. 

Padahal, menurut sejarawan Sartono 
Kartodirdjo pembelajaran sejarah harus 
menggunakan pendekatan lokosentris, 
yakni pembelajaran sejarah dengan berpi-
jak pada sejarah lokal. Dalam hal ini, guru 

Jurnal Sejarah



Vol. 03 | No. 1 | Juni 2019

Menjadi Sejarawan Cilik: Belajar Sejarah dari Dekat | 61

sebagai pendamping siswa sebaiknya me-
mahami prinsip paralelisme waktu dalam 
menyajikan peristiwa. Selain itu, guru juga 
diharuskan memahami sejarah lokal untuk 
membimbing murid agar lebih memahami 
seluk-beluk daerahnya. Dengan demikian, 
guru akan selalu menghubungkan peris-
tiwa nasional dengan peristiwa di daerah 
tempat dia bertugas.

Pembelajaran sejarah menjadi ber-
makna ketika anak dapat menemukan nilai 
sebuah peristiwa masa lampau yang dapat 
digunakan untuk memahami kondisi masa 
kini. Pasalnya, pada dasarnya memahami 
sejarah yakni belajar tentang kemanusiaan 
dalam segala aspeknya dan bisa melahir-
kan kesadaran tentang hakikat perkem-
bangan budaya dan peradaban manusia. 
Hasil belajar inilah yang kemudian dikenal 
sebagai kesadaran sejarah (historical con-
sciousness). Dan sejatinya tujuan utama 
pembelajaran sejarah adalah melahirkan 
kesadaran sejarah.

“Telah tumbuh benih-benih pengakuan 
bahwa yang benar-benar penting dalam se-
jarah adalah justru hidup sehari-hari, yang 
normal, yang biasa, dan bukan pertama-ta-
ma kehidupan luar buasa dari kaum ek-
stravagan serba mewah tetapi kosong kon-
sumtif. Dengan kata lain, kita mulai belajar 
bahwa tokoh sejarah dan pahlawan sejati 
harus kita temukan kembali di antara kaum 
rakyat biasa yang sehari-hari, yang barang-
kali kecil dalam harta maupun kuasa, na-
mun besar dalam kesehariannya,” seperti 
ditulis YB Mangunwijaya.

Menjadi Sejarawan Cilik yang Tak 
Sekadar Didongengi 

Menciptakan sejarah yang lebih konkret 

pada anak bisa melalui hal yang paling 
dekat dengan dunia mereka. Dalam men-
jalankan proses ini guru sejarah minimal 
memahami metode penelitian sejarah dan 
paham bahwa sejarah bisa punya beragam 
versi sehingga tak melulu menilai pemaha-
man anak dengan benar-salah.

Menjadi sejarawan cilik berarti siswa 
melakukan kegiatan yang menyerupai cara 
sejarawan profesional menggali peristiwa 
sejarah, namun tema yang diangkat lebih 
ringan dan merupakan sejarah lokal. Den-
gan begitu, guru akan membawa siswa pada 
situasi nyata di lingkungannya. Pengajaran 
sejarah lokal menjadi sarana menerobos 
batas antara dunia sekolah dan lingkungan 
sekitar kehidupan anak sehingga anak se-
cara langsung mengenal dan memahami 
lingkungan terdekatnya. Anak menjadi 
lebih mudah memproyeksikan pengalaman 
masa lampau dengan situasi terkini.

Harapannya, anak akan terdorong un-
tuk menjadi lebih peka pada lingkugan 
dan mengembangkan keterampilan khu-
sus, misalnya mengobservasi, bertanya, 
dan menyusun cerita sejarah untuk dirin-
ya sendiri. Hal ini mendorong siswa untuk 
mendapat pengalaman belajar yang bersi-
fat discovery, mereka menemukan ceritan-
ya sendiri.

Pengajaran sejarah lokal ini mengh-
adapkan murid maupun guru pada sum-
ber-sumber sejarah, baik fisik maupun 
cerita dari narasumber untuk mereka 
kumpulkan, amati, dan ceritakan ulang. 
Guru dalam proses ini menjadi rekan, pen-
damping, dan organisator bagi siswa un-
tuk mengamati pengalaman masa lampau 
dari generasi terdahulu, menemukan kon-
sep-konsep atau ide dasar dalam peristiwa 
masa lampau.
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Pengamatan sejarah bagi anak bisa 
dimulai dari rumah sebagai lingkungan ter-
kecil, lalu sekolah, tetangga, dan lingkun-
gan lokal. Beberapa tema yang bisa diga-
li anak untuk mencari sejarahnya sendiri, 
seperti sejarah keluarga, sejarah desanya 
tentang asal usul maupun perkembangan 
desa sesuai periodisasi, atau monumen se-
jarah di daerahnya masing-masing.

Penyampaian sejarah memerlukan ke-
mampuan imajinasi untuk bisa menangkap 
dan menghayati karena pada dasarnya sifat 
sejarah abstrak. Karena itulah mengum-
pulkan jejak-jejak sejarah yang masih bisa 
disaksikan menjadi penting untuk mem-
buat kisah sejarah terasa nyata, meski tidak 
bisa utuh, persis seperti peristiwa terjadi. 
Namun paling tidak, anak merasakannya 
langsung, menemui dan mendapat pen-
galaman sejarahnya.

Dengan begitu, belajar sejarah bisa jadi 
tak melulu hafalan. Ada beragam metode 
yang bisa dipilih untuk membuat anak 
lebih betah dan tertarik dengan pelajaran 
sejarah. Model bercerita yang menarik, 
penggunaan audio-visual, atau kunjungan 
ke situs sejarah juga bisa mempermudah 
anak memahami sejarah tanpa perlu mera-
sa bosan, dan tentu menulis sejarahnya 
sendiri.

Namun, bila materi sejarah yang diber-
ikan tetap berat dipikir untuk dunia anak 
dan lagi-lagi membahas masalah politik, 
agaknya anak perlu dikenalkan dengan 
sejarah yang lebih konkret dan dekat den-
gan mereka, seperti tema-tema yang sudah 
disebut sebelumnya. Bila kemudian anak 
diharuskan memahami peristiwa proklam-
asi, maka guru sebisa mungkin juga men-
jelaskan peristiwa yang terjadi di daer-
ahnya sendiri tepat di momen proklamasi. 

Keterkaitan materi dan pembahasan akan 
melibatkan tidak hanya pikiran tetapi juga 
emosional, sehingga akan melahirkan ke-
sadaran adanya kesinambungan sejarah di 
luar dan di daerahnya sendiri serta antara 
masa lalu dengan apa yang terjadi seka-
rang.

Dengan mengajak anak menjadi seja-
rawan cilik, siswa diajak berkeliling desa 
memahami tempat-tempat bersejarah di 
daerah masing-masing atau mendengar 
cerita dari tetua desa setempat. Lewat 
sini, anak akan diajak menghayati peristi-
wa-perstiwa sejarah, sehingga sejarah bu-
kan semata ilmu kering penuh hafalan.

Pengajaran sejarah bisa dimulai dari 
sejarah keluarga, sejarah desa, atau sejar-
ah produk budaya yang mereka temui se-
hari-hari, seperti cara makan, cara berpa-
kaian, dan makanan yang mereka temui. 
Dengan demikian, pelajaran sejarah hadir 
untuk memberi kesempatan anak mengenal 
perkembangan dunia sekitarnya, memaha-
mi bahwa dunia terus berubah. Dengan be-
gitu, anak bisa belajar tentang kehidupan 
yang ada di sekelilingnya. Bukan dari ke-
hidupan raja-raja dan panglima yang bisa 
jadi tak ada urusan langsung dengan ke-
hidupan keseharian anak SD.

“Kami tidak menganut cara pembe-
lajaran sejarah dengan mengacu pada 
raja-raja, para panglima, dan poli-
tik tinggi, tetapi tentang sejarah ke-
hidupan sehari-hari, bagaimana orang 
makan, berpakaian, membangun ru-
mah, bergaul, bermain, bekerja, dan 
belajar di masa lalu. Juga tentu saja 
tentang penderitaan akibat kerja bak-
tu, perang, penyakit, dan eksploitasi 
oleh kaum yang lebih berkuasa,” (YB 
Mangunwijaya)

Dengan materi yang dekat dengan 
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dunianya, anak jadi bisa lebih bercerita 
dan berimajinasi. Dan bahan cerita sejarah 
yang paling konkret, bisa langsung dira-
sakan dan ditemui, ada di sekeliling mere-
ka, berhamburan, dan belum tersentuh.

PENUTUP

Pembelajaran sejarah yang punya kesan 
membosankan tidak sebatas disiasati den-
gan metode pembelajaran. Materi sejarah 
dalam kurikulum kita perlu ditinjau lagi 
tentang kesesuaian dengan tahapan tum-
buh kembang anak dan relevansinya den-
gan kehidupan mereka. Materi seyogianya 
tidak hanya berkutat pada politik makro 
yang jauh dari jangkauan anak.

Ada baiknya untuk memberi materi 
yang dekat dengan kehidupan sehari-hari 
anak SD. Sebagai contoh sejarah keluar-
ga, desa, dan produk budaya yang biasa 
ditemui, seperti es krim, sendok garpu, dan 
sejarah guling. Dengan begitu, anak bisa 
melakukan penelusuran sejarah versinya 
sendiri. Dengan praktik sederhana untuk 
jadi sejarawan cilik ini, sejarah bukan se-
mata ilmu kering penuh hafalan tapi per-
mainan detektif kenangan yang barangkali 
menyenangkan.
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ABSTRAK – Artikel ini membicarakan tentang beberapa sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial 
Belanda di Situbondo, diantaranya Hollandsh-Inlandsche School (HIS), Europeesche Lagere School (ELS), 
dan Meisjesschool. Selain itu juga membicarakan sekolah partikelir Taman Siswa dan Madrasah Moh Alwi 
sebagai pelopor pendidikan yang tidak hanya mengajarkan santri-santrinya kurikulum keagamaan saja, 
namun juga mengajarkan baca tulis hitung serta bahasa Belanda. Besuki merupakan pusat administrasi 
bagi empat kabupaten yang saat ini berdiri menjadi Kabupaten Situbondo, Bondowoso, Jember dan 
Banyuwangi. Tahun 1892 terdapat aturan kewajiban pendidikan dasar harus ada pada setiap karesidenan, 
Kabupaten, Kawedanan, pusat perdagangan dan beberapa tempat yang dianggap perlu. Selain karena 
aturan politik etis, banyaknya perkebunan tebu dan kopi yang terdapat di wilayah Situbondo mengharuskan 
pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah guna mencetak tenaga kerja dan pegawai yang murah 
untuk dipekerjakan di kantor-kantor perkebunan dan tenaga administrasi pemerintahan. Yang menjadi 
unik pada pendidikan masa kolonial di Situbondo adalah bagaimana keterbukaan masyarakatnya terhadap 
pendidikan ala barat masa waktu itu di tengah religiusitas masyarakatnya yang tinggi, menjadikan wilayah 
Situbondo (eks ibukota Karesidenan Besuki) masa kini dengan mudah mengkolaborasikan pendidikan 
modern dengan pendidikan pesantren. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendidikan formal berbasis 
pesantren yang tinggi serta menjadikan Situbondo basis kota santri dan kota bumi sholawat. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode dan tahapan kerja ilmu sejarah. Mengumpulkan arsip-arsip 
tulisan dan foto-foto yang didapatkan dari arsip daerah dan dari penggiat sejarah Situbondo. Selain itu juga 
dilakukan wawancara terhadap pelaku sejarah (mantan siswa HIS dan Sekolah Rakyat) guna melengkapi 
memori yang seluas-luasnya dalam penggalian perjalanan sejarah pendidikan di Situbondo yang tidak 
terekam dalam dokumen dan foto.

KATA KUNCI – Pendidikan Kolonial, Madrasah, Perkebunan, Situbondo

ABSTRACT – This article discuss about several schools established by the Dutch colonial government 
in Situbondo, including Hollandsh-Inlandsche School (HIS), Europeesche Lagere School (ELS), and 
Meisjesschool. In addition, it also discussed the private school Taman Siswa and Madrasah Moh Alwi 
as a pioneer of education that not only teaches their students with religious curricula, but also teaches 
with literacy and Dutch. Besuki is the administrative center for four districts, which today famous called 
as Situbondo, Bondowoso, Jember and Banyuwangi Regencies. In 1892 there were rules regarding the 
obligation of basic education in every residence, Regency, Kawedanan, trade center and some places 
deemed necessary. In addition to the ethical political rules, the large number of sugar cane and coffee 
plantations in the Situbondo area. The colonial government established schools to produce cheap labors and 
employees to be employed in plantation offices and government administrative personnel. What became 
unique in colonial education in Situbondo was how the openness of the community towards western-style 
education at that time in the high religiosity in this area. Today, its formed the Situbondo region (the 
former capital of the Besuki Residency) have saverals schools that collaborate between modern education 
and pesantren education. This can be seen from the high number of formal pesantren based education and 
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PENDAHULUAN

Situbondo merupakan salah satu ka-
bupaten yang pernah menjadi ibuko-
ta Karesidenan Besuki. Dilihat dari 

pertumbuhan penduduknya, Karesidenan 
Besuki tahun 1890-1930 memiliki laju 
pertumbuhan penduduk yang cenderung 
meningkat. Dalam periode 1890-1900, 
Besuki mengalami besaran pertumbuhan 
tahunan lebih dari 3 persen, jauh lebih 
dibanding Jawa secara keseluruhan (ku-
rang dari 2 persen). Di Banyuwangi bah-
kan dalam periode 1920-1930 mencapai 
hingga 7,5 persen (Horsmann dan Rutz, 
1980:99). Pertumbuhan penduduk Kares-
idenan Besuki selain karena faktor kela-
hiran, juga yang terpenting adalah faktor 
migrasi, yang menurut Boomgard dikenal 
sebagai daerah tujuan migrasi. Wilayah 
ini merupakan salah satu karesidenan 
Jawa dengan penduduk migran tertinggi 
(Boomgard, 1989:177). Migrasi ini dom-
inan dilakukan orang-orang Madura ke 
Jawa yang memang didorong oleh kepent-
ingan ekonomi, dikarenakan lingkungan 
Madura sendiri yang kurang subur sehing-
ga penduduk Madura banyak yang bermi-
grasi untuk menjadi buruh-buruh perke-
bunan dan menetap di wilayah Besuki. 
Situbondo sendiri merupakan daerah sen-
tra dari ibukota Karesidenan Besuki.

Situbondo sentra penghasil gula de-

ngan enam pabrik gula yang beroperasi 
sejak jaman kolonial Belanda. Tidak heran 
jika daerah ini dikenal di negara Belanda 
sana sebagai daerah yang makmur. Po-
tensi dan keistimewaan Situbondo dalam 
menopang perekonomian negara Belanda 
terlihat pada tahun 1927 para pembesar 
Eropa merayakan ulang tahun Ratu Wil-
helmina secara besar-besaran dan meli-
batkan masyarakat untuk memeriahkan 
acara ini. Sebagai wilayah yang memang 
banyak dihuni oleh para pembesar Eropa 
dan pribumi yang tentu berkaitan dengan 
tingginya perekonomian di bidang pertani-
an dan perkebunan. Oleh karena itu sejalan 
dengan modernisasi yang diterima oleh 
wilayah ini, menggugah para pembesar 
pribumi maupun Eropa untuk memperha-
tikan kebutuhan tenaga kerja administratif 
baik di lingkungan pemerintahan maupun 
di lingkungan administrasi kerja. Un-
tuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 
memberikan pendidikan untuk penduduk 
pribumi guna menghasilkan para pekerja 
administratif tanpa harus mendatangkan 
dari negeri Belanda. 

Historiografi Situbondo hingga saat 
ini dominan dihubungkan dengan nara-
si Pelabuhan Panarukan, Pabrik Gula dan 
administrasi Besuki. Sebagai wilayah yang 
banyak ditinggali oleh pembesar Eropa 
tentu saja banyak aspek yang belum terja-

formed Situbondo famous with Kota Santri and Kota Bumi Shalawat Nariyah. This research uses historical 
method that are heuristics, Criticism, Interpretation and historiography. Collect some written archives 
and photos that obtained from Regional Archives (Situbondo) and from historical activists. In addition, 
interviews were conducted with historical actors (ex HIS students and the Sekolah Rakyat) to complete 
the widest possible memory in exploring the history of education in Situbondo which was not recorded in 
documents and photographs.

KEYWORDS – Colonial Education, Madrasah, Plantation, Situbondo
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mah dan belum banyak dieksplorasi oleh 
para peneliti. Salah satunya tentang kebu-
tuhan tenaga kerja dan pendidikan. Tulisan 
ini bertujuan untuk membuka tabir sejarah 
pendidikan di Situbondo dengan cara me-
metakan sekolah-sekolah yang pernah ber-
diri di Situbondo semasa kolonial Belanda 
dan Jepang.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode dan tahapan kerja ilmu 
sejarah. Metode sejarah menurut Louis 
Gottschalk ada empat tahapan yaitu (1) 
pengumpulan sumber yang berasal dari 
zaman itu dan pengumpulan bahan-bahan 
tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi 
relevan (heuristik) dalam hal ini meng-
umpulkan arsip-arsip tulisan, ijazah dan 
foto-foto dari pelaku sejarah dan penggiat 
sejarah. Mengingat foto merupakan media 
yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga 
perlu diperiksa silang melalui metode se-
jarah lisan (oral history). Metode sejarah 
lisan dilakukan terhadap pelaku sejarah 
(mantan siswa HIS dan Sekolah Rakyat) 
guna melengkapi memori yang seluas-lu-
asnya dalam penggalian perjalanan sejarah 
pendidikan di Situbondo yang tidak ter-
ekam dalam tulisan. (2) menyingkirkan ba-
han-bahan yang tidak otentik (kritik sum-
ber), (3) interpretasi, dan (4) historiografi. 
(Louis Gottschalk, 1986:18). 

PEMBAHASAN

Sekolah Kabupaten 

Keresahan sempat melanda para bupati 
atas nasib anak-anak mereka akibat mun-
culnya Peraturan Pemerintah tentang asas 

pewarisan jabatan dalam Regeeringsregle-
ment tahun 1836 yang mengijinkan rakyat 
pribumi tetap berada dibawah pimpinan 
dan kekuasaan langsung dari kepala-kepa-
la mereka sendiri, sejauh keadaan mengi-
jinkan. Ide dalam Regeerinsreglement 
tahun 1854 tetap dipertahankan. Namun 
demikian pada tahun 1870-an ketika im-
plementasi kebijakan modernisasi menca-
pai puncaknya, pengangkatan bupati tidak 
lagi semata-mata berdasarkan keturunan, 
tetapi status dalam standar tertentu diper-
oleh berdasarkan usaha (achieved status) 
yang pada umumnya didasarkan pada pen-
didikan barat (Retno Winarni, 2012 : 28). 

Beberapa kategori harus dimiliki oleh 
para kandidat ambtenaar (calon pegawai) 
yang akan melamar pekerjaan (Overduyn, 
190 : 4-21). Kelima kategori tersebut yai-
tu, pertama lulus diploma Hoofdenschool 
yaitu sekolah khusus untuk calon pejabat 
(Bijblad 4762 tahun 1864). Kedua, diplo-
ma Klein ambtenaarsexamen, adalah uji-
an untuk para pegawai rendahan. Ketiga, 
memiliki sertifikat yang menerangkan bah-
wa seorang calon pejabat telah mengikuti 
kursus Europesche School. (Artikel 6 dari 
Staadsblad van Nederlandsch Indie, no 
194, 1864 dalam Winarni). Khusus jabatan 
menengah dan atas, pelaksanaan peraturan 
itu sudah mulai sejak tahun 1863, dengan 
mewajibkan ujian khusus bagi calon-calon 
pejabat. Ujian ini dinamakan grottambte-
naarsexamen. Ujian itu mula-mula hanya 
ada di negeri Belanda yaitu di Delf dan 
Leiden, tetapi kemudian diadakan juga di 
Batavia, dengan dibukanya bagian B di 
Gymnasium Willem III pada tahun 1867. 
Sementara Kleinambtenaaexamen awaln-
ya yaitu pada tahun 1867 diwajibkan kepa-
da pegawai rendahan dalam birokrasi kolo-
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nial. Para pegawai ini kebanyakan adalah 
golongan Indo. Namun demikian keten-
tuan ini pun akhirnya juga berlaku bagi 
pegawai pemerintahan pribumi (Simbolon, 
1995 : 178). Di Karesidenan Besuki, groot-
tambtenaarsexamen tampaknya belum dit-
erapkan. Belum ditemukan sumber yang 
bisa dijadikan bukti tentang pelaksanaan 
peraturan ini. Malahan di Jawa dan Madura 
pun peraturan ini belum bisa direalisasikan 
(Herlina Lubis, 19998 : 36-37). 

Strategi adaptasi berusaha dilakukan 
oleh para bupati dalam rangka menghadapi 
tuntutan baru dari pemerintah kolonial. Hal 
ini terkait dengan kekhawatiran terhadap 
masa depan anak-anak mereka. Oleh kare-
na itu para bupati menyadari akan penting-
nya pendidikan Barat pada anak-anak mer-
eka. Salah satu upaya yang mereka lakukan 
adalah berusaha memanfaatkan hubungan 
mereka dengan orang-orang Belanda guna 
memperkenalkan anak-anak mereka terha-
dap tradisi dan budaya Barat. Para bupati ti-
dak mengalami kesulitan untuk mendekat-
kan anak-anak mereka dengan keluarga 
Belanda. Sebaliknya, beberapa keluarga 
Belanda juga ingin memberikan teman 
bermain yang serasi bagi anak-anaknya, 
sehingga mereka juga mengundang pemu-
da-pemuda pribumi dari keturunan bang-
sawan untuk dipersilakan tinggal di dalam 
rumahnya. Dari sudut pandang priyayi, hal 
ini merupakan kesempatan yang berguna 
untuk mempelajari cara hidup kasta yang 
berkuasa dan mengadakan kontak-kontak 
yang berharga. Peranan dari patron-pa-
tron seperti itu, yang terdiri dari pejabat 
BB setempat, sangat menentukan dalam 
membentuk karir pribadi pribumi, dan dis-
amping itu dalam memperkuat momentum 
yang menghendaki berlakunya pendidikan 

Barat (Simbolon, 1995 : 226).
Di Karesidenan Besuki pendidikan 

Barat bagi anak bupati sudah dikenalkan 
sejak tahun 1829. Pada tahun tersebut Bu-
pati I Besuki mendirikan Sekolah Kabu-
paten yang tempat belajarnya di rumah bu-
pati. Guru-guru yang mengajar di sekolah 
ini adalah pegawai Belanda, yang digaji 
dengan uang bupati sendiri. Sekolah Kabu-
paten ini tidak hanya menerima murid-mu-
rid anak-anak bupati, dan kerabat dekat 
bupati, tetapi juga terbuka kesempatan 
bersekolah bagi anak-anak dari para pega-
wai di Kabupaten Besuki (Retno Winarni, 
2012:29). Adapun yang bertindak sebagai 
pimpinan sekolah adalah Residen Besu-
ki, B.C Verploegh, yang berperan sebagai 
pelindung dan pimpinan sekolah adalah 
Bupati Besuki sendiri yaitu Raden Adipati 
Ario Prawiro Adiningrat I. Guru-guru dari 
sekolah ini adalah J. Kooij, J.H Dickelman, 
JH. Hagestein, serta seorang sekretaris yai-
tu J.C.G Borwater). Akhir tahun 1854, di 
sekolah ini masih berjalan, dengan jum-
lah murid 24 orang, dan murid-muridnya 
hanya terdiri dari anak-anak bupati dan 
anak-anak para kepala pribumi yang lain. 
Di Banyuwangi sekolah sejenis didirikan 
pada tahun 1852 (Verslag van het beheer 
en den staat (Utrecht : Kemink En Zoom, 
1858 :67 dalam Retno Winarni). 

Sekolah-Sekolah Kolonial Belanda di 
Situbondo

Pasca Sekolah Kabupaten yang ada di 
Situbondo, belum banyak ditelusuri ten-
tang tahun yang tepat untuk pendirian HIS 
yang ada di Kabupaten Situbondo. Pasca 
Sekolah Kabupaten memang terdapat tiga 
lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar 
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(Soewarto 89 tahun, 2018). Sekolah-seko-
lah itu terdiri dari: 

1. Sekolah Dalam Jangka Waktu Tiga 
Tahun 

Masa pendidikan dari sekolah ini mengha-
ruskan selama tiga tahun untuk mendapa-
tkan ijazah. Sekolah tersebut dinamakan 
Volksschool atau Sekolah Desa yang didi-
rikan pada tahun 1907, menurut Brugman 
sekolah ini hanya dikhususkan untuk mas-
yarakat pertanian (J. Brugmans, 1938:289). 
Sekolah ini juga didirikan di Situbondo 
mengingat daerah perkebunan dan pertani-
an. Untuk di Situbondo, dahulu lokasinya 
berada di beberapa kecamatan antara lain 
berlokasi di jalan Sawunggaling, Besuki 
yang kini bernama Sekolah Dasar Besuki 
V dan Besuki VIII. Tujuan awal dari pendi-
dikan ini adalah untuk memenuhi kebutu-
han mandor pabrik gula di Situbondo. Sep-
erti yang kita ketahui bahwa pabrik gula di 
Situbondo terdapat 6 pabrik diantaranya di 
Besuki, Wringin Anom, Olean, Tanjungsa-
ri, Panji, dan Asembagus.

2. Sekolah Dalam Jangka Waktu Lima 
Tahun 

Masa pendidikan lima tahun untuk 
mendapatkan ijazah. Sekolah tersebut dise-
but sebagai Tweede Inlandsche School (Se-
kolah Pribumi Kedua atau Sekolah Ongko 
Loro) dan Vervolgschool (Sekolah Lanju-
tan). Situbondo memiliki 2 buah Sekolah 
lanjutan yang hingga saat ini lokasinya be-
rada di jalan Jaksa Agung Suprapto, yaitu 
di sisi timur dan barat jalan tersebut. Semua 
gurunya adalah warga pribumi (Soewarto 
89 tahun, 2018).

3. Sekolah Dalam Jangka Waktu Tujuh 
Tahun
Sekolah tersebut terdiri dari enam lembaga 
pendidikan yang diantaranya yaitu 

a. ELS 

Europeesche Lagere School (Sekolah 
Dasar Eropa) dahulunya berlokasi di 
Jalan kartini sebelah barat pendopo Ka-
bupaten Situbondo atau saat ini menjadi 
gedung perpustakaan daerah Situbondo. 
Para muridnya hanya berasal dari kalan-
gan anak-anak pembesar Eropa dan Cina, 
khususnya yang orang tuanya bekerja di 
berbagai pabrik gula Situbondo dan Pra-
jekan. Di awal abad 20, Bahasa Belanda 
sudah menjadi primadona dan diajarkan di 
sekolah-sekolah karena bahasa ini menja-
di penting ketika masuk dalam pekerjaan 
bisnis kolonial maupun pelayanan sipil 
(Kees Groeneboer, 1998).

Foto anak-anak Europeesche Lagere School Situ-
bondo. Saat ini menjadi gedung Perpustakaan Daer-
ah Situbondo.Sumber: koleksi pribadi Abdul Halek

b. HIS

Hollandsch Inlandsche School (Sekolah 
Pribumi Belanda) sebenarnya merupakan 
pergantian dari “the First-Class school” 
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di tahun 1914.3 Gedungnya tidak beru-
bah, saat ini menjadi Sekolah Dasar Neg-
eri 3 Patokan, tepat berada di depan Gor 
Baluran Situbondo. Sebagian besar mu-
ridnya terdiri dari anak-anak aembtenaar 
atau pegawai negeri dan ada pula bebera-
pa orang anak dari etnis Cina. Sejak kelas 
satu para murid sudah mulai diperkenalkan 
bahasa Belanda. Khusus untuk murid yang 
duduk di kelas 6 diberi pelajaran tamba-
han bahasa melayu seminggu sekali pada 
sore hari. Selepas dari HIS Situbondo, mu-
rid-muridnya biasanya melanjutkan ke jen-
jang yang lebih tinggi di Jember (termasuk 
bapak Suwarto yang diwawancarai) yaitu 
untuk menempuh sekolah lanjutan MULO 
(Meer Uitgebreid Lager Onderwijs atau 
Sekolah Menengah Pertama) yang saat itu 
hanya berada di kabupaten Jember, Malang 
dan Probolinggo.

Foto diambil dari depan gedung GOR Baluran Situ-
bondo. Saat ini (seberang SDN 3 Patokan yang da-
hulunya merupakan gedung HIS). Sumber: Koleksi 
Foto Pribadi Abdul Halek

3  Director of Education and Religious Affairs 
[DERA] to Gouvernor General [GG], 17 Mar. 1913 and 
20 Nov. 1914, in S.L. van der Wal, Het onderwijsbeleid 
in Nederlands-Indië 1900-1940: Een bronnenpu- blikatie 
(Groningen: J.B. Wolters, 1963), pp. 227 , 286-8; J. Kats, 
Overzicht van het onderwijs Nederlands-Indië (Batavia: 
Landsdrukkerij, 1915), hlm. 19 dalam Agus Suwignyo, 
The Greet Depression and the changing trajectory of 
public education policy in Indonesia 1930-42 in Journal 
of Southeast Asian Studies, vol 44. No 3 (Oktober 2013), 
pp. 465-489. Cambridge University Press on behalf of 
Departemen of History, National University of Singapore.

Siswa-siswi HIS Situbondo di depan gedung seko-
lah. Saat ini menjadi SDN 3 Patokan Situbondo. 
Sumber: Koleksi Foto Pribadi Abdul Halek

Gurunya berjumlah 7 orang yang ter-
diri dari 6 pribumi yang bernama Meneer 
atau tuan guru Gantil, Soetomo, Tayib, 
Soekardi, Soerjosoebroto, dan Moentahar 
serta seorang kepala sekolah orang Belan-
da yang bernama Meneer atau guru A. Twi-
est. Terdapat salah seorang guru HIS yang 
tampak pada foto yang berlokasi di depan 
gedung GOR Baluran saat ini, di pojok 
kanan dan menggunakan jarik (kain pan-
jang) merupakan Meneer Soekardi (wa-
wancara dengan Soewarto 89 tahun, 2018). 
Para guru mengenakan pakaian lengkap 
yaitu menggunakan celana panjang dan 
jas berwarna putih, dasi berwarna hitam, 
dan bersepatu. Satu-satunya guru yang me-
makai blangkon dan kain panjang adalah 
Meneer Suhardi, yaitu guru dari kelas 4. 
Oleh karena pada masa itu belum ada mo-
bil, sepeda motor, dan becak seperti seka-
rang maka para guru menggunakan sepeda. 
Menurut penuturan dan pengalaman masa 
lalu oleh Bapak Soewarto, para orangtua 
dari murid-murid HIS berlangganan dokar 
untuk setiap hari rutin mengantar dan men-
jemput anak-anak mereka. Setiap pagi 
mereka menunggu dipinggir jalan rumah 
masing-masing untuk menunggu jemputan 
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dokar menuju sekolah. Waktu belajarnya 
dari jam 7 pagi hingga jam 1 siang.

c. Meisjesschool

Meisjesschool (Sekolah Perempuan) mer-
upakan bentuk pendidikan Belanda ber-
jangka waktu lima tahun. Bekas gedungn-
ya masih digunakan sebagai Sekolah Dasar 
Patokan V. Sekolah tersebut khusus untuk 
perempuan yang pada umumnya adalah 
anak pegawai negeri atau dari kalangan 
keluarga religius yang menginginkan anak 
perempuannya bersekolah terpisah den-
gan laki-laki. Di sekolah ini anak perem-
puan diajarkan untuk mengikuti kursus dan 
pelatihan pekerjaan yang berkaitan dengan 
keterampilan perempuan dan melatih mer-
eka menjadi ibu rumah tangga yang baik. 
Di masa Pak Soewarto bersekolah di HIS, 
guru dari Meijesschool berjumlah 7 orang 
terdiri dari 6 orang warga pribumi dan seo-
rang kepala Sekolah yang berwarga Belan-
da bernama Banizeth (Soewarto 89 tahun, 
2018).

Foto siswi-siswi Meijesschool Situbondo (Sekolah 
Perempuan). Gedungnya saat ini menjadi lokasi 
SDN 5 Patokan. Sumber: Koleksi Foto Pribadi Ab-
dul Halek

d. Madrasah Mohammad Alwi: Pelopor 
Madrasah Pertama di Situbondo

Menelusuri perjalanannya lembaga pen-
didikan madrasah memang sudah lama 
dikenal di daerah Jawa Timur. Madrasah 
Jawa Timur pertama didirikan oleh Nizam 
El Muluk, yaitu seorang menteri dari dun-
ia Arab ( Sejarah Pendidikan Daerah Jawa 
Timur, hlm. 68). Untuk madrasah pertama 
di Situbondo didirikan oleh Mohammad 
Alwi, merupakan putra dari H. Gamaroes 
Zaman, seorang hakim penghulu pertama 
di Situbondo. Berasal dari status sosial yang 
tinggi, maka Mohammad Alwi memiliki 
kesempatan untuk dapat mengenyam pen-
didikan barat yang tidak semua anak dapat-
kan yaitu dapat menempuh pendidikan for-
mal di HIS Situbondo. Pasca mengenyam 
pendidikan formal di HIS, sebagai putra 
dari hakim penghulu di Situbondo M. Alwi 
juga berkesempatan mengenyam pendi-
dikan pesantren di Termas Ponorogo atas 
perintah ayahnya. Pasca pulang dari pendi-
dikan pesantren di Ponorogo, beliau men-
jadi seorang pegawai pemerintahan daerah 
di Situbondo. Melihat kondisi pendidikan 
yang minim ketika masa itu, tergerak hat-
inya untuk mendirikan sebuah madrasah 
di tahun 1895 yang terletak di kelurahan 
Dawuhan RT 2 RW 1. Madrasah ini ma-
sih menjadi satu-satunya madrasah pribu-
mi mengingat pendidikan bagi masyarakat 
pribumi masih di batasi. Agar para santri 
tidak ketinggalan dan tidak kalah dengan 
murid-murid dari sekolah formal, Moh. 
Alwi yang sebelumnya juga pernah berke-
sempatan mengenyam pendidikan HIS 
pada akhirnya juga mengajari para santri 
untuk juga berhitung dan mengajari baha-
sa belanda. Masa-masa pergerakan nasio-
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nal, Moh. Alwi juga aktif bergabung dalam 
pergerakan Hisbullah Situbondo. Di tahun 
1940 saat situasi politik di Indonesia dan 
juga di Situbondo memanas, oleh karenan-
ya madrasah ini juga menjadi incaran para 
kolonial Belanda. Menurut Isum Al-Faridi 
(60 tahun) yang merupakan cucu dari Moh. 
Alwi mengatakan bahwa di tahun-tahun 
perang kemerdekaan di madrasah terse-
but sudah tidak ada lagi kegiatan belajar 
megajar, namun tempatnya digunakan un-
tuk tempat para pejuang di Situbondo men-
gadakan rapat dan markas dalam menga-
tur strategi perang. Pasca kemerdekaan di 
tahun 1950, gedung ini akhirnya berubah 
fungsi menjadi kantor Masyumi Situbon-
do dan Moh. Alwi sendiri menjadi kepala 
Penerangan di Kabupaten Panarukan (Ab-
dul Halek, 2018). 

Siswa-siswi Madrasah Moh. Alwi. Sumber: Koleksi 
Foto Pribadi Abdul Halek

Bangunan Madrasah Moh. Alwi saat ini menjadi 
rumah salah seorang warga, namun arsitektur ru-
mah di dalam pagar tidak berubah. Sumber: Koleksi 
Foto Siti Hasanah

e. HCS 

Hollandsche Chineesche School (Sekolah 
Cina Belanda) merupakan sekolah yang di-
dirikan oleh pemerintah kolonial Belanda 
di Indonesia khusus untuk anak-anak dari 
etnis Tionghoa. Awalnya sekolah ini didi-
rikan untuk menandingi sekolah-sekolah 
Tiong Hoa Hak Tong, yang merupakan 
sekolah yang didirikan oleh perkumpulan 
Tionghoa yang merasa didiskriminasi oleh 
pemerintah kolonial Belanda. Pertama kali 
sekolah Tiong Hoa Hak Tong dibangun 
di Jakarta tahun 1901, lalu kekhawatiran 
pemerintah kolonial atas banyaknya anak-
anak yang bersekolah di sekolah ini lalu 
menjadi progresif, lalu pemerintah kolo-
nial Belanda mencoba untuk mendirikan 
dan mewadahi anak-anak etnis Tionghoa 
dengan mendirikan Hollands Chineese 
School (HCS). HCS didirikan tahun 1908 
dengan model sekolah gaya Barat namun 
khusus etnis Cina (Ming T.N Govaars-Tjia, 
2005:85). Selanjutnya HCS berkembang di 
berbagai daerah dan di Karesidenan Besu-
ki. Lokasi sekolah HCS masa pemerintah-
an kolonial Belanda di Situbondo, saat itu 
berada di sisi sebelah timur alun-alun Situ-
bondo (utara jalan Diponegoro saat ini). 
Pendirian sekolah HCS mengingat banyak-
nya etnis Tionghoa yang berada di wilayah 
Karesidenan Besuki.

f. Taman Siswa

Taman siswa adalah lembaga pendidikan 
partikelir yang didirikan oleh tokoh pen-
didikan tingkat nasional bernama KH. 
Hajar Dewantara. Pendirian Taman Siswa 
yang awalnya hanya di Yogyakarta hingga 
merambah ke berbagai wilayah dan residen 
merupakan sebuah wujud ketidakpuasan 
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Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan 
pemerintah Belanda yang tidak merata. 
Beberapa alasan sekolah taman siswa didi-
rikan di berbagai daerah diantaranya: Pen-
didikan yang diselenggarakan pemerintah 
kolonial bertujuan hanya terbatas untuk 
memenuhi tuntutan tenaga kerja, pend-
ikan yang diadakan pemerintah kolonial 
hanya sebatas bisa membaca dan menulis, 
bukan tujuan mencerdaskan pribumi, dan, 
pendidikan dari pemerintah kolonial bu-
kan untuk membenahi kedudukan pribumi 
dan tidak untuk memelihara cita-cita ke-
manusiaan, tetapi untuk menjadikan anak 
jajahan yang patuh dan menjadikan anak 
Indonesia sebagai alat pemerintah kolonial 
(Tauchid, 1955 : 101). Oleh karena itu, di 
Situbondo yang notabenenya merupakan 
wilayah yang banyak masyarakat pribumi 
dan menjadi wilayah yang penting bagi 
para buruh perkebunan gula dan kopi, se-
hingga Taman Siswa juga didirikan disini. 
Taman Siswa awal pendiriannya berlokasi 
di sisi utara jalan Basuki Rahmat (Timur 
Simpang Empat saat ini). Tempat bela-
jar mengajarnya merupakan bekas rumah 
Asisten residen yang tidak lagi ditempati. 
Tahun 1938 kepala sekolah Taman Siswa 
di Situbondo bernama Soetjipto (Soewar-
to, 89 tahun, 2018).

Taman Siswa untuk mewujudkan pen-
didikan nasional menggunakan kurikulum 
dengan inti tujuannya antara lain: isi kuri-
kulum bersifat kebudayaan nasional, pela-
jaran yang diberikan harus dapat menum-
buhkan semangat kebangsaan, pelajaran 
harus memuat pendidikan moral, Bahasa 
Melayu digunakan sebagai bahasa pen-
gantar, sementara bahasa daerah diajarkan 
secukupnya di daerah masing-masing ( 
Ahmadi, 1987: 55-56)

Rumah mantan Asisten Residen yang pernah men-
jadi tempat belajar mengajar sekolah Taman Siswa 
Situbondo, saat ini menjadi milik atas nama Polres 
Situbondo. Sumber: Koleksi Siti Hasanah

4. Sekolah Masa Kolonial Jepang di 
Situbondo

Setelah Pemerintahan Kolonial Hindia Be-
landa menyerah kepada Jepang dalam bu-
lan Maret 1942, berdasarkan Undang-un-
dang nomor 12 tentang pembukaan sekolah 
dan aturan tentang sekolah, menetapkan 
bahwa sekolah-sekolah pada masa pemer-
intahan Belanda yang ditutup akibat pera-
lihan kekuasaan antara Belanda ke Jepang 
kembali dibuka pada 29 April 1942. Seko-
lah dasar pada masa pemerintahan Belanda 
seperti Volkschool (Sekolah Desa), Sekolah 
Kelas Dua atau Sekolah Pribumi Lengkap 
(Volledige Tweede Klas School), Hollands 
Inlandsche School (HIS), Schakelschool di 
masa pendudukan Jepang semua berganti 
nama menjadi Sekolah Rakyat (Kan Po, 
2603/1943, hlm.12). Perubahan itu juga 
secepatnya terjadi di Situbondo, sekolah 
yang sebelumnya bernama HIS diganti 
dengan nama menjadi Sekolah Rakyat No 
1 Situbondo dengan kepala sekolah berna-
ma Moentahak, merupakan pribumi yang 
sebelumnya sempat menjadi salah seorang 
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guru HIS. Gedung yang dipakai oleh Seko-
lah Rakyat Situbondo tetap menggunakan 
gedung sekolah HIS. Pada Sekolah Rakyat 
mata pelajaran ada 16 jenis terdiri dari:

a.  Syamsin (Latihan Cohaui)
b.  Nippon go (Bahasa Nippon)
c.  Malai go (Bahasa Melayu)
d.  Jihon go (Bahasa Daerah)
e.  Rekisi (Sejarah)
f.  Jiri (Ilmu Bumi)
g.  Sansua (Ilmu Berhitung)
h.  Rika (Ilmu Alam)
i.  Tairen  (Latihan Jasmani)
j.  Ongaku (Seni Suara)
k.  Syuazi (Latihan Menulis)
l.  Koosaku (Latihan Kerajinan)
m.  Yugo (Latihan Menggambar)
n.  Gyan (Latihan Bekerja)
o.  Zitugyoa (Perusahaan)
p.  Kosai  (Urusan Rumah Tangga)

Untuk menanamkan rasa hormat dan 
kagum terhadap Jepang, oleh karena itu 
pelajaran bahasa dan kebudayaan Jepang 
diajarkan di semua sekolah (Sumarwo-
to, 2004 : 72 dan 77). Anak-anak Sekolah 
Rakyat di Situbondo juga sebelum memu-
lai pelajaran dan memasuki kelas terlebih 
dahulu wajib mengikuti seremonial acara 
di halaman sekolah mengikuti aba-aba dari 
pimpinan upacara untuk menghadap ke 
arah Tokyo, untuk memberi hormat kepa-
da Raja Jepang bernama Tenno Heika dan 
bernyanyi lagu kebangsaan Kimigayo.

Menelusuri perjalanan salah satu nara-
sumber sekaligus pelaku sejarah yang 
mengalami masa sekolah di HIS dan Se-
kolah Rakyat, Soewarto (89 tahun). Beliau 
merupakan lulusan pertama dari Sekolah 
Rakyat dengan ijasah kelulusan tertanggal 

24 Maret 1943 dengan ijazah bertuliskan 
huruf Jepang. Sedangkan lulusan kedua 
terjadi pada tanggal 24 Maret 1944 yang 
memperoleh ijazah sama dengan tahun se-
belumnya. Soewarto merupakan salah satu 
dari tiga orang murid yang memiliki nilai 
tertinggi di Sekolah Rakyat, sehingga be-
liau diberi surat penghargaan khusus yang 
juga bertuliskan huruf Jepang. Pada tahun 
1944 Soewarto melanjutkan sekolahnya di 
Jember. Hanya terdapat 6 (Enam) orang 
yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang 
lebih tinggi, yang mana terdiri dari 4 (Em-
pat) orang ke sekolah menengah pertama 
(Gyakko) di Jember dan 2 (Dua) orang ke 
Sekolah Pertanian (No Gyakko) di Bon-
dowoso. 

Hasil nilai raport Bapak Soewarto 89 Tahun, Siswa 
Sekolah Rakyat Situbondo. Sumber: Dokumen 
Pribadi Bapak Soewarto
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Pasca peralihan kekuasaan Belanda ke Jepang, akh-
irnya Bapak Soewarto dialihkan ke Sekolah Rakyat 
(gedung sekolahnya tetap berada di gedung sekolah 
HIS yaitu sekolah Soewarto sebelumnya) dan di ta-
hun 1944 lulus dari SD Istimewa. Sumber: Doku-
men Pribadi Bapak Soewarto

Surat Keterangan Sekolah Menengah milik bapak 
Soewarto (89 tahun) yang di keluarkan di Djember 
23 Agustus 1948. Sumber: Dokumen Pribadi Bapak 
Soewarto

PENUTUP

Kesadaran akan pentingnya pendidikan di 
wilayah Karesidenan Besuki khususnya 
Situbondo memang sudah sejak awal abad 
ke 19 tepatnya tahun 1829 Bupati Besuki 
sendiri yaitu Raden Adipati Ario Prawiro 
Adiningrat I membuka Sekolah Kabu-
paten. Guru-guru dari sekolah ini adalah 
J. Kooij, J.H Dickelman, JH. Hagestein, 
serta seorang sekretaris yaitu J.C.G Bor-
water). Perkembangan pendidikan lebih 
digencarkan lagi atas prakarsa Politik Etis 
disamping terkait dengan mencetak para 
pegawai murah tanpa harus mendatangkan 
dari negeri Belanda. Hal ini erat berkaitan 
dengan wilayah Situbondo yang potensial 
dalam perkebunan dan pabrik gula sehing-
ga membutuhkan tenaga administrasi dan 
pegawai yang lebih banyak. Oleh karena 
itu, di Situbondo sendiri sudah mulai di-
dirikan beberapa sekolah pendidikan barat 
atas prakarsa Pemerintah Kolonial Belan-
da, meskipun kebanyakan adalah sekolah 
rendah yang kebutuhan pemerintah kolo-
nial hanya terbatas pada pemenuhan tenaga 
kerja administratif. Selain sekolah-sekolah 
yang diprakarsai oleh pemerintah kolonial 
Belanda, terdapat sekolah partikelir (swas-
ta) yang ada di Situbondo diantaranya Ta-
man Siswa dan Sekolah Madrasah Moh. 
Alwi, yang pada akhirnya menjadi pelopor 
sekolah madrasah pertama di Situbondo 
yang kurikulum didalamnya tidak hanya 
pendidikan agama namun juga pendidikan 
formal seperti baca tulis huruf latin dan 
mempelajari bahasa Belanda. Sentuhan 
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pendidikan kolonial barat yang pada akh-
irnya juga merambah pada banyak pesant-
ren yang berusaha memasukkan pengaja-
ran umum dan secara tidak langsung juga 
menjadi satu celah masuknya modernisasi 
di kalangan pesantren. Ini yang memben-
tuk wajah pendidikan di Situbondo saat 
ini, yakni pendidikan formal berbasis pe-
santren lebih banyak ditemui di daerah ini. 
Sejarah panjang inilah yang juga memben-
tuk Situbondo menjadi kota santri dan kota 
bumi shalawat nariyah. 

Kajian tentang sejarah pendidikan di 
Situbondo seolah menjadi alternatif baru 
dalam historiografi di Situbondo di tengah 
historiografi Situbondo yang lebih banyak 
pada sejarah perkebunan dan kemariti-
man. Melalui berbagai sumber yang dapat 
ditelusuri dari koleksi foto Moh. Halek dan 
beberapa memori masa lalu dari pelaku 
sejarah, historiografi pendidikan di Situ-
bondo mulai memiliki harapan untuk ter-
us ditelusuri. Heuristik dalam artikel ini 
tentu sangat terbatas dengan waktu, oleh 
karenanya artikel ini perlu banyak masu-
kan dan kritikan guna terus memperbaiki 
historiografi pendidikan di Situbondo dan 
penelitian-penelitian lanjutan terkait pen-
didikan di Situbondo juga masih menjadi 
lahan basah untuk terus ditelusuri.
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ABSTRAK – Artikel ini bertujuan membahas salah satu episode dalam sejarah pendidikan sejarah 
di Indonesia, yaitu Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB), khususnya pada periode awal 
penerapannya, yakni pada tahun ajaran 1984/1985. Sumber utama dalam penulisan artikel ini adalah surat 
kabar yang merekam dinamika PSPB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mata pelajaran PSPB 
dirancang untuk diterapkan di setiap lapisan pendidikan formal di Indonesia, mulai dari Taman Kanak-
kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), 
hingga Perguruan Tinggi (PT). Sejak awal keberadaannya, PSPB menarik perhatian para peneliti dan 
pemerhati sejarah serta khalayak luas. Pada lapisan atas, antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
(Depdikbud) serta banyak ahli sejarah, PSPB menuai kritik tajam. Pada lapisan bawah, pro-kontra para 
guru yang harus mengimplementasikan kebijakan ini turut berpengaruh dalam dinamika PSPB. PSPB 
yang pada dasarnya menekankan nilai afektif dalam pendidikan sejarah juga mempengaruhi perkembangan 
historiografi Indonesia pada masa itu. Oleh sebab itu, PSPB merupakan bagian tak terpisahkan untuk melihat 
salah satu episode dalam sejarah pendidikan sejarah sekaligus sejarah penulisan sejarah di Indonesia.

KATA KUNCI – PSPB, kebijakan pendidikan, nilai afektif, pro-kontra, dan historiografi.

ABSTRACT – This article aims to discuss one of the episodes in the history of historical education in 
Indonesia, namely Historical Education of the Nation’s Struggle (PSPB), especially in the initial period of 
its application, i.e. in the academic year 1984/1985. The main source in writing this article is a newspaper 
that records the dynamics of PSPB. The result of this study shows that PSPB subject is designed to be 
applied at every level of formal education in Indonesia, ranging from kindergarten (TK), elementary 
school (SD), junior high school (SMP), high school (SMA), to college (PT). Since its inception, PSPB 
has attracted the attention of researchers and observers of history and the wider audience. At the top, 
between the Ministry of Education and Culture (Depdikbud) and many historians, PSPB has received 
sharp criticism. At the lower levels, the pros and cons of the teachers who have to implement this policy 
also influenced the dynamics of PSPB. PSPB which basically emphasizes affective value in historical 
education also influences the development of Indonesian historiography at that time. Therefore, PSPB is an 
integral part of seeing one episode in the history of historical education as well as the history of historical 
writing in Indonesia.

KEYWORDS – PSPB, education policy, affective value, pros and cons, and historiography.
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PENDAHULUAN

Mengulas sejarah penulisan se-
jarah (historiografi) Indonesia 
tidak akan habis-habisnya den-

gan persinggungan tiga hal utama, sesuai 
dengan apa yang disampaikan oleh H.A.J. 
Klooster, yaitu sejarah populer (de popu-
laire geschiedschrijving), sejarah ilmiah 
(de wetenschappelijke geschiedschrijving), 
dan sejarah dalam ranah pendidikan (het 
geschiedenisonderwijs) (Klooster, 1985: 
1). Pengklasifikasian ini tidak jauh berbeda 
dengan apa yang disampaikan Taufik Ab-
dullah dan Abdurrachman Surjomihardjo. 
Menurutnya, genre penulisan sejarah In-
donesia ada tiga, yaitu sejarah ideologis, 
sejarah pewarisan, dan sejarah akademis 
(Abdullah dan Surjomihardjo, 2016: 29-
30). Semua jenis historiografi tersebut 
bukanlah sekadar merupakan kegiatan 
intelektual, tetapi juga kegiatan dengan 
makna sosial-politis (Nordholt, Purwanto, 
dan Hapsari (eds.), 2013: vii). Hal ini tidak 
terlepas dari tiga fungsi historiografi untuk 
mengungkapkan sesuatu yang telah terjadi 
(genetis), memperkuat kontinuitas tradisi 
dengan membuat banyak pelajaran dan 
suri teladan (didaktis), serta melegitima-
sikan sesuatu kekuasaan, atau dalam kon-
teks yang lebih luas, kesatuan politik yang 
lebih jauh disebut sebagai bangsa (pragma-
tis) (Kartodirdjo, 2017: 271-272).

Merupakan hal yang menarik ketika 
kita menengok historiografi Indonesia un-
tuk kepentingan pendidikan. Namun, sebe-
lum melangkah lebih lanjut, terdapat be-
berapa masalah, yang mungkin dianggap 
sepele tetapi memiliki konsekuensi logis, 
dalam memahami historiografi Indonesia 
pada ranah pendidikan. Terminologi pen-

didikan dan pengajaran sejarah, yang ser-
ing digunakan untuk membahas tema ini, 
memiliki perbedaan yang cukup berarti. 
Taufik Abdullah menyatakan bahwa antara 
pengajaran atau onderwijs dengan pendi-
dikan atau opvoeding memiliki perbedaan 
konseptual yang sebenarnya sudah dile-
bur (Abdullah dalam Depdikbud, 1998: 
43). Akan tetapi, Culemborg, sebagaima-
na dikutip oleh Sarita Pawiloy, menya-
takan bahwa pengajaran diartikan sebagai 
perkembangan akal, sedangkan pendidikan 
tertuju pada pembinaan watak (Pawiloy 
dalam Depdikbud, 1991: 124). Perbedaan 
konseptual di antara keduanya perlu dipa-
hami, sekalipun dalam banyak hal keduan-
ya disamakan pengertiannya.

Mengingat tujuan dan fungsi histo-
riografi Indonesia sebagai cara untuk mem-
bentuk kesadaran nasional dan identitas 
bangsa, maka tidak dapat dipungkiri jika 
pendidikan adalah salah satu alat utaman-
ya. Sartono Kartodirdjo menyadari bahwa 
pelajaran sejarah merupakan salah satu alat 
pendidikan civics (kewarganegaraan) yang 
penting. Unsur integrasi yang terkandung 
dalam narasi sejarah Indonesia dinilai 
mampu menghidupkan kepribadian bang-
sa Indonesia (Kartodirdjo, 2014: 324-345). 
Tanpa pelajaran sejarah yang menumbuh-
kembangkan kesadaran sejarah, kesadaran 
nasional serta identitas nasional tidak dapat 
berkembang (Kartodirdjo, 2017: 275). Se-
lain itu, menurut Moh. Ali, pelajaran seja-
rah memang tidak hanya memperkenalkan 
riwayat manusia pada masa lalu, tetapi 
juga menanamkan nilai-nilai perjuangan di 
dalamnya. Penitikberatan peran manusia di 
dalamnya menjadi penting (Ali, 2005: 359-
364). Di sisi lain, W.J. Van Der Meulen SJ 
menyatakan bahwa pendidikan sejarah 
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menjadi penting karena tidak semata-mata 
menghadirkan sejumlah fakta historis, teta-
pi juga menjelaskan proses-proses peruba-
han yang berkesinambungan tentang pas-
ang surutnya kehidupan kemasyarakatan 
dalam lingkungan bangsanya sendiri dan 
umat manusia. Ia bahkan secara luas meli-
hat bahwa ilmu sejarah bisa disifatkan se-
bagai cinta bangsa dan manusia yang men-
cari pengertian. Kecintaan terhadap bangsa 
dan manusia harus diperdalam dengan pen-
gertiannya terhadap masa lalunya (Meulen, 
1987: 83-84). Gagasan-gagasan tersebut 
terangkum dalam pernyataan I Gde Widja 
bahwa sejarah diajarkan sebagai sarana 
pewarisan budaya (cultural transmission) 
dalam rangka proses sosialisasi dan enkul-
turasi untuk mewujudkan penumbuhan jati 
diri generasi baru (generasi penerus) atau 
sumber nilai yang memberikan moral pre-
cepts sehingga integrasi kelompok (dalam 
hal ini bangsa) dapat terjamin (Widja da-
lam Depdikbud, 1997: 174).

Setelah melihat beberapa sisi konsep-
tual sejarah (atau ilmu sejarah) dan pendi-
dikan sejarah, kini sejarah harus dilihat da-
lam ranah praktisnya. Sejarah dalam dunia 
pendidikan menjadi salah satu hal penting 
yang dibahas dalam Seminar Sejarah Na-
sional I pada 14-18 Desember 1957 di Yo-
gyakarta. Hal ini terlihat tiga dari enam 
tema yang diangkat di dalamnya, yaitu (1) 
Syarat-syarat Mengarang Kitab Sejarah In-
donesia yang Bercorak Nasional; (2) Pela-
jaran Sejarah Nasional di Sekolah-sekolah; 
dan (3) Pendidikan Ahli Sejarah (Panitia 
Seminar Sejarah Tahun 1957, 2017). Jika 
ditarik ke belakang, persoalan pendidikan 
sejarah sudah timbul bahkan sebelum In-
donesia merdeka. Usaha penyeragaman 
pendidikan sejarah sudah terlihat sejak 

akhir masa pemerintah kolonial Belan-
da hingga pendudukan Jepang. Moh. Ali 
menyatakan bahwa kekacauan yang terjadi 
pada periode sebelum Indonesia merdeka 
menjadi salah satu dasar bagaimana pe-
merintah menyusun perangkat pendidikan 
sejarah yang seragam. Bahkan, salah satu 
dasar pelaksanaan Seminar Sejarah Na-
sional pertama tersebut adalah mengkaji 
berbagai macam metode pengajaran sejar-
ah yang memenuhi persyaratan ilmiah (Ali 
dalam Soedjatmoko, Ali, Resink, dan Ka-
hin (eds.), 1995: 1-2).

Dengan demikian, fokus dalam tulisan 
ini menyoroti dua tema pertama yang sebe-
narnya berkaitan erat, yaitu (1) proses pen-
didikan sejarah, sebagai bentuk tarik ulur 
antara pemerintah sebagai pengambil kebi-
jakan maupun lembaga pendidikan formal 
sebagai pelaksana kebijakan, yang kemu-
dian terwujud dalam (2) buku teks sebagai 
panduan/pedoman proses pembelajaran 
dan pendidikan sejarah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian awal 
dalam mendalami dinamika PSPB dalam 
dunia pendidikan sejarah secara khusus, 
maupun dunia pendidikan Indonesia secara 
umum. Sumber-sumber untuk mengungkap 
fakta substantif dalam artikel ini adalah su-
rat kabar yang sezaman dengan penerapan 
awal PSPB, yakni surat kabar berangka 
tahun 1985. Untuk menunjang fakta sub-
stantif tersebut, kerangka konseptual yang 
menaunginya merupakan gagasan-gagasan 
para peneliti dan pemerhati sejarah terha-
dap pendidikan sejarah di Indonesia yang 
tercantum dalam referensi yang digunakan. 
Metode interpretasi yang digunakan adalah 
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analisis sekaligus sintesis, sebagai bagian 
tak terpisahkan dari fakta substantif dan 
kerangka konseptual dalam artikel ini.

PEMBAHASAN

Sistem pendidikan nasional Indonesia ti-
dak pernah terlepas dari masalah kuriku-
lum. Sejak Indonesia merdeka, penyusu-
nan kurikulum selalu berkaitan dengan 
kekuatan politik yang berpengaruh dalam 
menentukan visi pendidikan. Said Hamid 
Hasan mengungkapkan bahwa sejak pem-
bahasan undang-undang pendidikan tahun 
1949, status pendidikan agama, bahasa In-
donesia, sejarah, dan pendidikan jasmani 
diperdebatkan. Suasana politik pada waktu 
itu yang masih kental dengan perjuangan 
menegakkan kehidupan berbangsa dan 
bernegara menjadikan pendidikan sejarah 
mendapat tempat cukup istimewa. Hal ini 
kemudian bertransformasi pada masa pe-
merintahan Orde Lama yang memberlaku-
kan Manipol Usdek. Dunia pendidikan di 
Indonesia diperkenalkan dengan satu mata 
pelajaran baru, yaitu Civics (pendidikan 
kewarganegaraan) guna membentuk ma-
nusia Indonesia baru. Oleh sebab itu, pen-
didikan sejarah tetap memiliki kedudukan 
yang penting dan dipertahankan. Pergan-
tian kekuasaan ke tangan Soeharto mengu-
bah arah kebijakan politik nasional. Pen-
didikan Pancasila diperkenalkan sebagai 
upaya menangkal ajaran komunisme yang 
mulai dilarang pada waktu itu. Sejak 1978, 
Pendidikan Pancasila ditetapkan dan lima 
tahun kemudian diintegrasikan dengan 
P-4. Pada tahun yang sama, Menteri Pen-
didikan dan Kebudayaan waktu itu, Nugro-
ho Notosusanto mengeluarkan keputusan 
yang menetapkan adanya mata pelajaran 

Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa 
(PSPB) sebagai mata pelajaran wajib da-
lam kurikulum. Tidak hanya dalam bentuk 
keputusan menteri, pemberlakuan PSPB 
diperkuat dengan Tap MPR Nomor II/
MPR/1983. PSPB termasuk dalam bagian 
integral Pendidikan Pancasila bersama P-4 
dan Pendidikan Moral Pancasila (PMP). 
PSPB diterapkan secara resmi pada kuri-
kulum 1984 pada tahun ajaran 1984/1985 
(Hasan dalam Basis, 2010: 4-5).

PSPB lahir dengan latar belakang 
bahwa pelajaran sejarah tidak sekadar 
mengajarkan pengetahuan sejarah bela-
ka, melainkan juga menanamkan nilai-
nilai perjuangan bangsa dalam hati siswa. 
Presiden Soeharto mencanangkan hal ini 
setelah ia mengetahui dari Jenderal M. Yu-
suf bahwa calon taruna Akabri memiliki 
pengetahuan yang dangkal tentang sejarah 
perjuangan bangsa. Urusan internal ABRI 
diangkat menjadi urusan nasional yang 
mendikte kepentingan masyarakat secara 
keseluruhan. Nugroho Notosusanto mer-
upakan tokoh sentral kebijakan ini. Seka-
lipun PSPB diterapkan secara nyata pada 
masa jabatannya, ia telah lama mengusul-
kan hal ini dan baru akhirnya terwujud keti-
ka ia menjadi Menteri Pendidikan dan Ke-
budayaan (Mendikbud). Landasan hukum 
penerapan PSPB adalah TAP MPR No. II/
MPR/1982 tentang Garis-garis Besar Ha-
luan Negara (GBHN) yang menyebutkan 
adanya kewajiban pemberian pendidikan 
sejarah perjuangan bangsa kepada genera-
si muda di sekolah negeri maupun swasta 
untuk meneruskan dan mengembangkan 
jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 (Pur-
wanto dan Adam, 2017: 72-73).

Sebelum PSPB, pelajaran sejarah su-
dah ada pada jenjang pendidikan formal. 
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Namun, penerapan PSPB yang terpisah 
dengan pelajaran sejarah lebih menekank-
an pada aspek afektif, yaitu penghayatan 
nilai-nilai, seperti penderitaan rakyat In-
donesia akibat penjajahan Belanda, kebe-
naran perjuangan para pahlawan, persatuan 
dan kesatuan dalam melawan politik dev-
ide et impera, penyimpangan UUD 1945 
akibat tidak adanya persatuan, pemaksaan 
kehendak oleh aksi-aksi sepihak PKI, ke-
beranian melawan PKI, dan keyakinan 
bahwa Orde Baru mengutamakan kepent-
ingan negara dan masyarakat. Nilai-nilai 
tersebut jelas bermuatan politis. Sepuluh 
tahun kemudian, PSPB tidak diajarkan 
lagi. Dengan demikian, aspek sejarah tetap 
dimasukkan dalam mata pelajaran sejarah, 
sedangkan aspek moral/nilai dimasukkan 
dalam mata pelajaran Pendidikan Kewar-
ganegaraan (PKn). Semata-mata PSPB 
dihentikan karena tujuan penanaman nilai-
nilai tersebut tidak tercapai di lapangan 
(Purwanto dan Adam, 2017: 73-74).

Rekam jejak Nugroho Notosusanto 
dalam historiografi Indonesia sangat kuat, 
terutama dalam menempatkan militer se-
bagai salah satu tokoh kunci dan sentral. 
Sejarawan yang berlatar belakang militer 
ini bahkan disebut melakukan rekayasa se-
jarah, terutama dalam bidang pendidikan. 
Rekayasa ini telah dilakukan dalam buku 
SNI (Sejarah Nasional Indonesia) terutama 
jilid 6. Setelah SNI, Nugroho Notosusanto 
mengeluarkan kebijakan untuk menerap-
kan PSPB sebagai mata pelajaran wajib 
(Adam dalam Frederick dan Soeroto (eds.), 
2005: xx-xxi).

Pada awal penerapannya, PSPB su-
dah menuai banyak kritik. Hal ini terekam 
dalam harian Kompas paling tidak dalam 
edisi September-Oktober 1985. Penulisan 

sejarah dinilai kontroversial dan harus 
diperbarui. Hal ini menimbulkan banyak 
masalah di lapangan, terutama berkaitan 
dengan pengajaran sejarah yang menjadi 
tumpang-tindih dan tidak efektif. Kritik 
ini mulai menyeruak ke permukaan setelah 
wafatnya Mendikbud Nugroho Notosusan-
to yang menjadi pelaksana ide PSPB seka-
ligus arsitek utamanya pada 1985.

Salah seorang sejarawan yang mel-
ancarkan kritiknya terhadap PSPB adalah 
Abdurrachman Surjomihardjo. Dalam tu-
lisannya, ia sejak awal menyatakan bahwa 
PSPB dilancarkan dengan tergesa-gesa. 
Hal ini dapat dilihat dari buku pelajaran 
dan pengajarnya yang belum siap (Sur-
jomihardjo dalam Sejarah, 1996: 25). Mes-
ki kritik ini tidak dilancarkan pada masa 
pemberlakuan PSPB, tetapi tulisan-tulisan 
yang sezaman dengannya dapat menjabar-
kan kritik Abdurrachman Surjomihardjo 
berikutnya.

Kompas edisi 12 September 1985 
menampilkan salah satu berita yang men-
yoroti PSPB. Buku pegangan PSPB di-
anggap justru menghitamkan sejarah dan 
mendiskreditkan tokoh-tokoh nasional. Di 
bawah judul “PSPB Harus Dijauhkan dari 
Tulisan Emosional”, Krissantono men-
yatakan bahwa PSPB yang menekankan 
aspek afektif-edukatif harus memberikan 
rangsangan agar anak-anak bangga men-
jadi anak Indonesia dan bangga memili-
ki tokoh-tokoh nasional yang besar. Oleh 
sebab itu, tulisan-tulisan emosional harus 
dihindarkan dan pengungkapan masa lalu 
harus dilakukan secara jujur (Kompas, 12 
September 1985: 1, 12).

Dua hari kemudian, Kompas juga 
kembali menyoroti PSPB dengan judul 
yang cukup menarik, yaitu “Buku PSPB 
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Mulai Diperbaiki, Mendikbud: Membo-
hongi Anak Itu Dosa”. Pernyataan Men-
dikbud Fuad Hassan menjadi semacam 
konklusi tegas bahwa PSPB sudah meny-
impang dari tujuan awalnya. Depdikbud 
(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) 
yang dipimpinnya mulai berusaha mem-
benahi buku pegangan PSPB yang dahulu 
mengandung alinea kontroversial seputar 
Sukarno seperti pernyataan bahwa Sukar-
no pernah menerima komisi berupa uang 
jutaan dolar dari perusahaan-perusahaan 
asing yang melakukan impor ke Indonesia. 
(Kompas, 14 September 1985: 1, 12).

Sementara itu, pada Kompas edisi 17 
September 1985, Ibrahim Alfian, Guru 
Besar Ilmu Sejarah UGM yang menjadi 
Dekan Fakultas Sastra UGM waktu itu, 
menyatakan bahwa penyegaran kemba-
li atas penulisan sejarah (historiografi) 
bangsa bukan sesuatu yang tabu. Gagasan 
ini beliau lontarkan terkait dengan usulan 
Fuad Hassan untuk memperbarui buku 
PSPB yang dinilai kontroversial. Perkem-
bangan-perkembangan baru dinilai Ibrahim 
Alfian sebagai dasar atau syarat penyega-
ran buku Sejarah Nasional Indonesia dan 
PSPB. Ibrahim Alfian menegaskan bahwa 
setiap penulisan sejarah tentu ada hal yang 
ingin ditulis dan dihilangkan, yang sangat 
dipengaruhi oleh interestingness (Kompas, 
17 September 1985: 1, 12). Hal senada juga 
disampaikan kemudian oleh Bambang Pur-
wanto dalam kata pengantar “Ketika Seja-
rah Berseragam” bahwa setiap tindakan 
sejarawan tidak akan pernah terlepas dari 
prinsip eksklusi dan inklusi dalam mengh-
adirkan kembali masa lalu sebagai sejarah 
(Purwanto dalam McGregor, 2008: xxi).

Masih pada edisi yang sama, Harsya 
W. Bachtiar selaku Kepala Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Kalitbang Dikbud) menilai penu-
lisan sejarah nasional masa itu belum pro-
porsional, keliru, dan pincang. Alasannya 
adalah sejarah nasional lebih banyak meng-
hadirkan kekurangan dan kelemahan tokoh 
yang kurang tepat dalam dunia pendidikan 
serta dominasi atas daerah dan golongan 
tertentu, terutama politik dan militer. Tu-
juan sejarah nasional yang berusaha mem-
bangun citra tokoh untuk meningkatkan 
rasa kebangsaan menurut Bachtiar masih 
kurang. Bachtiar juga mengkritik PSPB 
karena terpisah (berdiri sendiri) dari mata 
pelajaran sejarah (terutama sejarah nasion-
al), padahal substansi di antara keduanya 
tidak jauh berbeda, juga sama-sama kon-
troversial dan membosankan. Ia menduga 
terjadi salah tafsir atas GBHN tahun 1982 
yang mewajibkan PSPB berdiri sendiri. 
Berkaitan dengan substansinya yang kon-
troversial, ia menegaskan bahwa buku 
pegangan PSPB tidak perlu ditarik. Just-
ru, hal yang diperlukan adalah buku-buku 
lain sebagai pembanding. Walau demiki-
an, akhirnya Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan (Depdikbud) menarik buku 
tersebut untuk dibenahi (Kompas, 17 Sep-
tember 1985: 12).

Kritik pada masa itu sesungguhnya 
ditujukan pada penulisan sejarah nasional 
secara luas, yang kebetulan PSPB terkait 
di dalamnya. Misalnya, Tajuk Rencana 
Kompas edisi 17 September 1985 berjud-
ul “Penulisan Sejarah Indonesia”. Dengan 
terus terang, menyatakan bahwa kritik yang 
dilancarkan pada buku PSPB berbuat jasa 
dalam perkembangan penulisan sejarah 
nasional, karena mampu menyoroti adan-
ya narasi yang menyimpang terhadap to-
koh besar, misalnya Soekarno yang diang-
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gap keterlaluan dan tidak pada tempatnya 
(proporsional). Penulisan sejarah demikian 
dianggap sesat serta sarat akan subjektivi-
tas penguasa. Kompas bahkan menuliskan 
istilah subyektivitas (sic) yang obyektif 
(sic) sebagai bukti bahwa sekalipun seja-
rah sangat dipengaruhi oleh subjektivitas 
penulisnya, sejarah mampu menghadirkan 
fakta-fakta, terlepas dari orang atau sia-
pa yang ditulisnya. Sikap kritis demikian 
yang menurut Kompas seharusnya tumbuh 
(Kompas, 17 September 1985: 4).

Hal ini bertolak belakang dengan situ-
asi waktu itu yang dinilai merupakan peri-
ode yang cukup stabil, sehingga seharusn-
ya para sejarawan mampu berpikir jernih 
dan tidak penuh dengan emosi dalam 
mengkaji serta merekonstruksi ulang masa 
lalu. Hal senada juga diungkap oleh Taufik 
Abdullah. Ia menilai bahwa masa-masa itu 
(Orde Baru) merupakan masa ilmu sejar-
ah dapat tumbuh dan berkembang dengan 
cukup baik, terlepas dari segala macam 
ironi dan dominasinya terhadap pengua-
saan ingatan kolektif bangsa dan peng-
etahuan sejarah di tanah air. Tulisannya 
yang berjudul “Pengalaman yang Berlaku, 
Tantangan yang Mendatang: Ilmu Sejarah 
di Tahun 1970-an dan 1980-an” menya-
takan bahwa perkembangan ilmu sejarah 
didukung oleh para sejarawan yang telah 
memperoleh gelar master dan doktor, baik 
di dalam maupun di luar negeri, serta peng-
gunaan pendekatan multidimensional yang 
diperkenalkan oleh Sartono Kartodirdjo. 
Selain itu, perbaikan dan perkembangan 
masyarakat sejarawan juga berpengaruh 
di dalamnya. (Abdullah dalam Depdikbud, 
1991: 43-73).

Kompas edisi 20 September 1985 
menyajikan sebuah berita berjudul “De-

pdikbud Kumpulkan Ahli Sejarah Berb-
agai Kalangan”. Dalam berita tersebut, 
Depdikbud bermaksud menyelenggarakan 
pertemuan dengan para ahli sejarah untuk 
membahas kembali buku pegangan PSPB 
yang kontroversial. Bahkan, Mendikbud 
Fuad Hassan menyatakan dengan lugas 
bahwa terjadi tumpang-tindih antara P-4, 
PSPB, PMP, dan Sejarah Nasional. Ia men-
jelaskan bahwa tumpang-tindih yang terja-
di paling tidak ada dua, yaitu tumpang-tin-
dih horizontal dan tumpang-tindih vertikal. 
Tumpang-tindih horizontal berarti pembe-
rian materi pelajaran yang sama pada satu 
jenjang pendidikan dan tumpang-tindih 
vertikal berarti pemberian materi pelajaran 
yang sama pada jenjang pendidikan yang 
tidak sama. Pengulangan demi pengu-
langan materi dinilai tidak sesuai dengan 
pendekatan historis-didaktik yang menja-
di nilai integral dalam PSPB (Kompas, 20 
September 1985: 1, 8).

Persoalan lain yang timbul tidak sep-
utar buku PSPB, melainkan penerapannya 
dalam sistem pendidikan dan pengajaran. 
St. Sularto/S.E. Darsono melabeli PSPB 
sebagai contoh improvisasi pendidikan. 
Label ini diberikan karena PSPB menu-
ai banyak masalah, apalagi di dalam tu-
buh Depdikbud sendiri. Pada para pejabat 
sendiri terjadi saling silang pendapat se-
hingga berdampak pada guru-guru yang 
dibebankan tugas mengajar mata pelaja-
ran PSPB. Kesemrawutan ini diperparah 
dengan buku PSPB yang selama ini tidak 
melibatkan para sejarawan dalam peny-
usunannya. Orientasi pengajaran PSPB 
juga simpang siur, mengingat substansinya 
yang tidak jauh berbeda dengan mata pe-
lajaran sejarah dan pendidikan Pancasila. 
Melihat situasi demikian, Nugroho No-
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tosusanto pun mengambil alih wewenang 
untuk mengurus hal ini dengan menarik 
buku PSPB dari peredaran. Sebagai peng-
gantinya, buku 30 Tahun Indonesia Merde-
ka dan Sejarah Nasional Indonesia digu-
nakan sebagai pegangan. Walau demikian, 
kritik juga menghujani kedua buku ini, 
terutama Sejarah Nasional Indonesia yang 
mengandung alinea menghebohkan. Keju-
juran ilmiah penulis dipertanyakan dalam 
buku tersebut. Ketika Fuad Hassan meng-
gantikan Nugroho Notosusanto, ia menya-
takan akan mengkaji ulang keberadaan P-4 
(Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila), PSPB, Pendidikan Moral Pan-
casila (PMP), dan Sejarah yang dinilain-
ya tumpang-tindih, karena berbagai ma-
teri berulang-ulang disajikan di dalamnya 
(Kompas, 30 September 1985: 4-5).

Persoalan yang diangkat seputar PSPB 
oleh St. Sularto/S.E. Darsono antara lain 
seputar periodisasi PSPB. Paling tidak, 
ada beberapa opsi yang muncul, yaitu se-
jak masa prasejarah, sejak Proklamasi 17 
Agustus 1945, serta sejak zaman Kerajaan 
Sriwijaya dan Majapahit. Nugroho Noto-
susanto dalam instruksinya menyatakan 
bahwa periodisasi PSPB dimulai sejak 
Proklamasi 17 Agustus 1945. Ketika ia 
meninggal, kebijakan ini terkesan men-
gambang. Setelah digantikan oleh J.B. Su-
marlin dan Fuad Hassan, PSPB dinyatakan 
tetap dilanjutkan. Hal ini menuai persoalan 
di masyarakat. Guru-guru sebagai pelaksa-
na utama di lapangan merasa kebingungan, 
bahkan jenuh dan kesal dengan silih-ber-
gantinya kebijakan PSPB. Persoalan ini 
juga merembet ke buku pegangan PSPB 
yang tidak dibedakan dengan buku pegan-
gan pelajaran sejarah nasional, sehingga 
menjadi tumpang tindih.

Melihat situasi yang kacau ini, St. 
Sularto/S.E. Darsono mengajukan tiga al-
ternatif sebagai berikut. Pertama, PSPB 
merupakan salah satu unsur dalam Pen-
didikan Pancasila bersama-sama dengan 
P-4 dan PMP, sehingga tidak terjadi tump-
ang-tindih dan dinilai efektif dari segi buku 
pegangan dan penatarannya. Kedua, Pen-
didikan Pancasila merupakan gabungan 
dari keempat mata pelajaran yang saling 
tumpang-tindih, yakni PSPB, P-4, PMP, 
dan sejarah nasional Indonesia, hampir 
serupa dengan alternatif pertama. Ketiga, 
PSPB digabungkan dengan mata pelajaran 
sejarah, yang terdiri dari sejarah nasional 
Indonesia dan sejarah dunia. Berkaca dari 
negara lain yang tidak mengkhususkan 
adanya pendidikan moral, nilai-nilai PSPB 
dapat dimasukkan ke dalam mata pelajaran 
sejarah. Agar tidak tumpang-tindih, di sisi 
lain, unsur sejarah dalam PMP harus dihi-
langkan atau dikurangi. Ketiga alternatif 
ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh 
Depdikbud waktu itu, sehingga kebijakan 
PSPB jauh lebih matang dan tidak tump-
ang-tindih. Selain itu, mengikutsertakan 
para sejarawan dan ahli pendidikan dalam 
pengkajian PSPB juga diharapkan mampu 
menyelesaikan kemelut ini (Kompas, 30 
September 1985: 4-5).

Titik terang mulai ditemukan pada 1 
Oktober 1985. Kompas edisi tersebut men-
yajikan sebuah berita berjudul “Para Se-
jarawan Bersepakat Perbaiki Pengajaran 
Sejarah”. Satu keputusan penting dari hasil 
pertemuan para sejarawan dengan Dep-
dikbud pada waktu itu adalah penggabun-
gan PSPB dengan Sejarah Nasional. Salah 
satu dasarnya adalah pengajaran sejarah 
diibaratkan seperti dua sisi mata uang, yaitu 
aspek kognitif dan afektif, yang tidak dapat 



84 | Joshua Jolly Sucanta Cakranegara

dipisahkan dan berkaitan erat satu sama 
lain. Dengan pernyataan ini, setidaknya 
para guru yang merupakan pelaksana ke-
bijakan di lapangan tidak merasa bingung 
dengan ketumpangtindihan materi yang 
sebenarnya berakar dari Sejarah Nasion-
al. Harsya W. Bachtiar dalam komentarn-
ya menyatakan bahwa penyusunan buku 
pegangan akan segera dilakukan. Tidak 
hanya satu, ia berharap minimal tiga buku 
dapat disusun agar sekolah dapat memilih 
di antaranya. Bahan-bahan buku pegangan 
pada masa sebelumnya dikaji ulang untuk 
penyusunan buku pegangan yang lebih 
baik (Kompas, 1 Oktober 1985: 1, 12).

Sepuluh hari kemudian, Kompas 
memuat pendapat A.A. Padi yang merupa-
kan staf pengajar IKIP Sanata Dharma Ju-
rusan Pendidikan Sejarah. Ia menyatakan 
bahwa kehadiran PSPB dapat dinilai posi-
tif sekaligus negatif. Positif karena men-
gangkat citra jurusan sejarah yang menja-
di ngetop pada waktu itu. Negatif karena 
pendidikan sejarah selama ini dinilai gagal 
menanamkan nilai-nilai nasionalisme, seh-
ingga diperlukan mata pelajaran lain, yai-
tu PSPB, untuk mengemban misi tersebut 
(Kompas, 10 Oktober 1985: 4).

A.A. Padi berusaha menyoroti beber-
apa hal yang menjadi akar permasalahan 
PSPB, antara lain sebagai berikut. Per-
tama, tujuan pengajaran sejarah, yakni 
menanamkan nilai nasionalisme dan inte-
grasi nasional. Sejarah nasional seharusn-
ya mampu membangun misi pembentukan 
identitas nasional atas masyarakat kepu-
lauan Nusantara yang berbeda-beda. Ke-
gagalan sejarah dalam menghadirkan juga 
menanamkan hal-hal tersebut membuat 
PSPB dianggap diperlukan. Namun, ia tel-
ah mengkhawatirkan akan terjadinya over-

lapping (tumpang tindih) di antara keduan-
ya. Ketika Mendikbud Fuad Hassan akan 
menggabungkan Sejarah Nasional dengan 
PSPB, hal ini disambut gembira. Menurut 
A.A. Padi, persoalan tidak selesai sampai 
di situ saja. Pengajaran sejarah—persoalan 
yang lebih mendasar—perlu dibenahi un-
tuk mengatasi kegagalan yang ada.

A.A. Padi menawarkan beberapa lang-
kah untuk mengatasi kekurangan (bahkan 
kegagalan) pengajaran sejarah. Tahap per-
tama adalah pengenalan peristiwa sejarah 
(domain kognitif rendah). Tahap kedua 
adalah menganalisis, membandingkan, dan 
mencari relevansi peristiwa sejarah den-
gan kehidupan masa kini (domain kognitif 
lebih tinggi). Tahap ketiga adalah menilai 
pentingnya suatu peristiwa juga nilai-nilai 
moral (domain afektif). Tahap keempat 
adalah penerapan nilai-nilai peristiwa se-
jarah, misalnya dalam sikap hormat keti-
ka upacara, dramatisasi peristiwa sejarah, 
serta renungan dalam peringatan peristiwa 
sejarah (domain psikomotoris). Tiga tahap 
awal jika dijalankan dengan baik akan 
cukup bagi pendidikan sejarah yang tidak 
sekadar memaparkan fakta, tetapi juga 
menanamkan nilai. Tahap demikian me-
mang memerlukan kompetensi guru yang 
berpengalaman. Selain itu, keaktifan siswa 
dalam pelajaran juga dibutuhkan.

Kedua, materi sejarah. Berkaca dari 
kurikulum sebelum PSPB diterapkan, yai-
tu Kurikulum 1975, pengalokasian materi 
sejarah sangat padat dengan waktu yang 
terbatas. Selain itu, kedudukan Indonesia 
dalam materi sejarah masih belum men-
dominasi. Oleh sebab itu, perlu ada penga-
turan ulang antara materi sejarah dan PSPB. 
Ketiga, alokasi waktu, yang terkait dengan 
persoalan kedua. Materi sejarah yang be-
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gitu padat harus dibarengi dengan alokasi 
waktu yang memadai, terlebih lagi beban 
sejarah untuk menanamkan nilai afektif 
juga besar. Oleh sebab itu, A.A. Padi me-
nilai penggabungan sejarah dengan PSPB 
mampu meningkatkan jam pertemuan di 
kelas. Keempat, sistem ujian. Jika menga-
cu pada Kurikulum 1975, mata pelajaran 
sejarah tidak diujikan. Hal ini dikhawatir-
kan dapat mengurangi sikap pentingnya 
pelajaran sejarah bagi anak didik.

Dalam penutupnya, A.A. Padi berkes-
impulan bahwa jika keempat persoalan ini 
mampu dibenahi, keberadaan PSPB dinilai 
tidak diperlukan sebab misi tersebut sudah 
tercapai dalam pengajaran sejarah. Peng-
gabungan PSPB dengan sejarah menimbul-
kan konsekuensi besar dalam pembenahan 
pengajaran sejarah. Persoalan lain yang 
tidak kalah pentingnya, yakni penulisan 
sejarah, menurutnya, juga harus dibenahi 
(Kompas, 10 Oktober 1985: 4-5). Hal ini 
selaras dengan kebijakan Depdikbud yang 
menggabungkan mata pelajaran PSPB dan 
Sejarah Nasional.

Dalam satu periode singkat sejak 
September-Oktober 1985, perkembangan 
PSPB menarik untuk dikaji. Tulisan-tu-
lisan pada periode kemudian juga meng-
gambarkan bagaimana melihat PSPB dari 
perspektif yang beragam. Salah satu tu-
lisan yang lugas dalam menyimpulkan di-
namika PSPB adalah tulisan Said Hamid 
Hasan berjudul “25 Tahun Pendidikan Se-
jarah”. Ia menyatakan bahwa PSPB bukan 
sejarah karena mata pelajaran tersebut ha-
nya berfungsi sebagai media pendidikan 
untuk membentuk semangat kebangsaan 
(Hasan dalam Depdikbud, 1990: 70). Se-
lain itu, ketika banyak pihak menyatakan 
kontra terhadap PSPB, tidak sedikit pihak 

pula yang menyatakan bahwa PSPB memi-
liki kegunaan yang berarti. Beberapa tu-
lisan, terutama dari pakar pendidikan atau 
orang yang berlatar belakang ilmu pendi-
dikan, menyatakan hal tersebut. H. Soedi-
jarto menyatakan bahwa PSPB merupakan 
penunjang pendidikan nilai yang memang 
merupakan tuntutan pada masa itu. Selain 
itu, PSPB dinilai merupakan wahana in-
ternalisasi nilai-nilai perjuangan bangsa 
(Soedijarto dalam Depdikbud, 1998: 29). 
Sebuah penelitian yang dikaji oleh E.J. 
Manuhutu juga menyatakan bahwa PSPB 
yang diterapkan telah diterima baik oleh 
generasi muda, bahkan siswa-siswi SMA 
Negeri di Kotamadya Manado bersikap 
sangat positif menerima bidang studi 
PSPB (Manuhutu dalam Depdikbud, 1991: 
196-197). Di sisi lain, I Putu Gede Suwitha 
menulis sebuah refleksi berjudul “Pendi-
dikan Sejarah Perjuangan Bangsa: Sebuah 
Pengalaman Mengajar”. Dalam kesim-
pulannya, ia menyatakan bahwa memas-
yarakatkan PSPB memang tidak gampang. 
Maju-mundurnya sebuah bangsa berada di 
pundak para sejarawan dan pengajar sejar-
ah (Suwitha dalam Depdikbud, 1990: 120).

Berbagai persoalan terkait PSPB sebe-
narnya berputar pada beberapa hal kunci. 
Sultan Kasim menyatakan bahwa masalah 
ini merupakan masalah mendasar dalam 
pengajaran sejarah, yaitu kurikulum, isi 
buku teks, dan kualitas pengajar. Tiga hal 
ini merupakan kesimpulan sekaligus sa-
ran yang disampaikannya sebagai langkah 
yang harus segera dilakukan atau bersifat 
mendesak (Kasim dalam Sejarah, 1992: 
63). Selain persoalan teknis seputar kuri-
kulum, buku teks, dan pengajar, PSPB 
merupakan salah satu bukti bagaimana 
sejarah yang dihadirkan seringkali men-
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gandung kontroversi. Kontroversi sejarah 
secara metodologis, menurut Tsabit Azinar 
Ahmad, merupakan persoalan yang lum-
rah dalam proses penyusunan historiografi, 
apalagi historiografi dengan tujuan praktis 
(dalam ranah pendidikan) (Ahmad, 2016: 
8). Hal ini tidak dapat dipungkiri, mengin-
gat hal ini merupakan hal problematik ke-
tika tuntutan untuk selalu menegakkan se-
jarah yang “lurus” sampai pada praktik di 
lapangan atau masyarakat, secara khusus 
dalam dunia pendidikan (Widja, 2002: 2).

PENUTUP

Historiografi Indonesia tidak akan pernah 
terlepas dari aspek normatif dan ideolo-
gis. Sejarah dibutuhkan guna membangun 
identitas kebangsaan yang mempersatukan 
(integratif) di tengah keberagaman ma-
syarakat Indonesia. Sadar akan pentingnya 
sejarah, maka penulisan dan pendidikan se-
jarah mengemban dua misi sekaligus, yaitu 
memaparkan fakta sekaligus menanamkan 
nilai. Ketika misi kedua tersebut dinilai 
gagal, dicetuskan ide PSPB. Kemunculan 
ide ini menuai kritik, meski sesungguhnya 
penulisan sejarah Indonesia yang dinilai 
sudah menyimpang merupakan dasar kritik 
tersebut. Jika ditarik ke belakang, gagasan 
menghadirkan PSPB tidak dapat dilepas-
kan dari kebijakan politik penguasa yang 
sejak masa pemerintah kolonial hingga 
kemerdekaan telah ditanamkan. PSPB se-
bagai salah satu kebijakan pendidikan tidak 
terlepas dari produk politik. Kepen tingan 
tersebut berbenturan dengan kata “sejarah” 
yang disandangnya sebagai ilmu yang be-
rusaha seobjektif mungkin mengha dirkan 
masa lalu.

Kesadaran akan penyimpangan ini ter-

jadi sudah lama, jauh sebelum PSPB diter-
apkan dan wafatnya Nugroho Notosusanto 
sebagai arsitek utama kebijakan ini. Jika 
ditarik ke belakang, perkembangan histo-
riografi Indonesia mencapai satu momen-
tum yang sebenarnya cukup membangga-
kan, yaitu dikeluarkannya Sejarah Nasional 
Indonesia sebagai buku pegangan. Kritik 
sudah mulai dilancarkan pasca-peluncu-
rannya. Apalagi dengan munculnya PSPB 
yang dinilai tumpang-tindih dan semrawut, 
serta wafatnya Nugroho Notosusanto, kri-
tik yang semakin pedas terus terjadi. Pro 
dan kontra mewarnai PSPB, baik dari ting-
kat atas selaku pengambil kebijakan hingga 
tingkat bawah selaku pelaksana kebijakan.

Persoalan PSPB membuktikan bah-
wa persoalan historiografi Indonesia ti-
dak hanya bersifat filosofis dan substantif, 
tetapi juga afektif dan ideologis. Kedua 
aspek ini memiliki kedudukan yang sa-
ma-sama kuat, walau pada akhirnya aspek 
kedua jauh lebih mendominasi kemudi-
an. Setidak nya, persoalan PSPB mampu 
mengangkat kembali wacana penyegaran 
kembali historiografi Indonesia. Terlepas 
dari misi penanaman nilai, kebenaran fak-
ta di dalamnya harus dikaji ulang sesuai 
dengan perkembangan zaman. Kejujuran 
ilmiah para sejarawan terutama sangat di-
harapkan, apalagi di tengah situasi waktu 
itu yang sesungguhnya “kondusif” dalam 
perwujudan wacana tersebut.

Ketika historiografi Indonesia sudah 
masuk ke ranah edukatif, ia harus dihad-
irkan seutuhnya, tanpa mengurangi atau 
melebih-lebihkan aspek tertentu. Penana-
man nilai dalam pengajaran sejarah dinilai 
wajar, tetapi jangan sampai “kebablasan”, 
atau bahkan tidak ada sama sekali. Jika 
kemudian dicetuskan kebijakan PSPB, se-
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harusnya hal ini menjadi otokritik atas pen-
gajaran sejarah selama ini. Dengan demiki-
an, dapat disimpulkan bahwa historiografi 
Indonesia yang mengemban dua misi seka-
ligus ini berusaha dihadirkan secara luas, 
baik pada masyarakat umum, kalangan 
akademisi, juga dunia pendidikan, dengan 
lebih seimbang, tidak berat sebelah, tidak 
“over-subjektif”, bahkan tidak sekadar 
menjadi alat penguasa untuk melegitimasi 
kekuasaannya.

Saran

Sebagai penelitian awal, artikel ini berusa-
ha menjadi pemantik bagi para peneliti dan 
pemerhati sejarah, khususnya dalam sejar-
ah pendidikan, untuk mendalami bagaima-
na sejarah berada dalam dunia pendidikan, 
terutama pendidikan formal sejak usia dini 
hingga dewasa. Selain itu, artikel ini ber-
maksud sebagai refleksi atas pendidikan 
sejarah yang telah terjadi di masa lalu untuk 
menyusun atau memformulasikan ulang 
sistem pendidikan sejarah yang di satu sisi 
mutakhir dalam substantif serta mutakhir 
dalam metodologinya, tanpa menomordu-
akan nilai pedagogik pendidikan itu sendi-
ri. Diharapkan, para pengambil, pelaksana, 
dan pemerhati kebijakan pendidikan secara 
umum, maupun pendidikan sejarah secara 
khusus, memperhatikan dan mendalami ar-
tikel ini sebagai refleksi yang dapat ditin-
daklanjuti di kemudian hari.
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ABSTRAK – Artikel ini membahas gagasan Mohammad Hatta mengenai sejarah, terutama kritik 
terhadap pendidikan sejarah masa kolonial dan peran pendidikan sejarah dalam membentuk manusia 
ideal. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan 
historiografi. Sejarah dalam pandangan Mohammad Hatta bukanlah ilmu yang sekedar membahas cerita 
masa lalu. Sejarah secara mendasar memberikan pengertian dari peristiwa masa lalu. Penyampaian sejarah 
yang tidak sesuai memberikan pengaruh negatif terhadap rakyat, sebagaimana pendidikan sejarah masa 
kolonial. Ketidaksesuaian perspektif dan penyampaian materi menjadi salah satu pokok kritik Mohammad 
Hatta terhadap pendidikan sejarah yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial. Sejarah juga menjadi 
unsur penting dalam pergerakan kemerdekaan dengan memasukkan sejarah sebagai media pendidikan 
kader Pendidikan Nasional Indonesia, dan juga dalam pendidikan Islam yang dapat memperluas pandangan 
agama. Sebagaimana sejarah sebagai ilmu, pendidikan yang mengandung muatan sejarah sudah seharusnya 
memberikan dampak signifikan kepada rakyat. Tanpa ragu, Mohammad Hatta memasukkan sejarah 
sebagai salah satu unsur dalam pendidikan guna membentuk manusia ideal. Perhatian terhadap sejarah dan 
pendidikan sejarah, tidak kalah serius dengan disiplin ilmu ekonomi yang melekat dalam diri Mohammad 
Hatta.
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ABSTRACT – This article discusses Mohammad Hatta’s ideas on history. Focusing on his criticism 
towards History Education in colonial era and the roles of history education in building ideal human 
being. This study conducted by using historical methods; heuristic, verification, interpretation, and 
historiography. History according to Mohammad Hatta is not a science that merely addresses past stories 
but more on the understanding the values of past events. Inappropriate historical learning in colonial time 
has negative impact to the people. Perspectives incompatibility on its learning delivery was the main 
points of Mohammad Hatta’s criticism of historical education organized by the colonial government. 
History plays an important role in the independence movement as well as media of education for young 
generations. Historical learning should have positive impact to the citizens. Undoubteltly, Mohammad 
Hatta included history as one of the important elements in education to shape ideal human being. 

KEYWORDS – Education Criticism, Mohammad Hatta, History Education.
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PENDAHULUAN

Sejarah dalam perjalanan bangsa In-
donesia memiliki peran yang sig-
nifikan. Pengaruh sejarah hampir 

selalu terlihat pada setiap masa yang dig-
erakkan oleh berbagai tokoh, termasuk to-
koh-tokoh nasionalis Indonesia. Sukarno 
dan Yamin menjadi sedikit contoh akan 
perhatiannya yang diberikan kepada seja-
rah. Perhatian mereka terhadap sejarah di-
representasikan ke dalam beberapa bentuk, 
baik secara lisan maupun tulisan. Namun, 
tetap menempatkan sejarah sebagai faktor 
penting, terutama guna membangun se-
buah bangsa. Pada hakikatnya, dalam pem-
bentukan suatu bangsa ada faktor-faktor 
historis yang banyak dan kompleks sifat-
nya (Kartodirdjo, 2014: 326). Penempatan 
sejarah semacam ini sesuai dengan latar 
belakang mereka sebagai tokoh nasionalis. 

Perhatian Sukarno terhadap sejarah 
dapat dilihat melalui pidato yang disam-
paikan. Pidato pada 17 Agustus 1966 di ha-
dapan MPRS menjadi sebuah pidato mon-
umental, di mana Sukarno menyampaikan, 
“Jangan sekali-sekali melupakan sejarah”. 
Dari kalimat tersebut, kemudian lahir isti-
lah “Jas Merah”. Jas merah, menurut A.H. 
Nasution merupakan akronim yang dibuat 
oleh Kesatuan Aksi, sedangkan judul pida-
to ditulis oleh Sukarno sendiri, yakni ”Kar-
no Mempertahankan Garis Politiknya yang 
Berlaku, Jangan Sekali-kali Meninggal-
kan Sejarah” (Mahfud, 2015: Sindonews.
com). Melalui pidato tersebut, menunjuk-
kan adanya atensi Sukarno terhadap sejar-
ah sekaligus menempatkan sejarah sebagai 
salah satu unsur penting dalam kehidupan.

Tokoh nasionalis lain, yakni M. Yamin, 
juga memberikan perhatian kepada sejar-

ah, khususnya sejarah nasional. M. Yamin 
menghasilkan karangan-karangan sejarah 
yang jelas sekali mencerminkan nasional-
ismenya, antara lain tentang Gadjah Mada 
dan Diponegoro (Kartodirdjo, 2014: 31). 
M. Yamin memang bukan seorang sejar-
awan akdemik, melainkan seorang politi-
kus. Namun, memiliki kegemaran terhadap 
sejarah dan diejawantahkan melalui karan-
gan-karangannya tentang sejarah. 

Dengan melihat Sukarno dan M. Yam-
in, terdapat hal unik di mana tokoh-tokoh 
nasionalis atau politikus pada masa perge-
rakan hingga akhir masa pemerintahan 
Sukarno memberikan perhatian terhadap 
sejarah, baik sejarah sebagai peristiwa, 
maupun sejarah sebagai ilmu. Di sisi lain, 
Mohammad Hatta sebagai tokoh perger-
akan sekaligus tokoh nasionalis turut 
memberikan perhatian terhadap sejarah. 
Hatta merupakan seorang pemikir yang 
kompleks. Selain dikenal sebagai pemikir 
ekonomi dan politik, Hatta tercatat pernah 
menuliskan pandangannya tentang sejarah 
dalam bentuk gagasan maupun kritik yang 
berkaitan dengan sejarah. Pandangan Hat-
ta terhadap sejarah menjadi sesuatu yang 
menarik untuk dikaji, mengingat seringkali 
diidentikan dengan pemikiran ekonomi dan 
politik. Bentuk pandangan yang dikemu-
kakan Hatta tentang sejarah tersebut yang 
membedakan posisi Hatta dengan tokoh 
nasionalis lainnya.

Hatta sebagai tokoh yang dipandang 
memiliki integritas dan intelektualitas 
mumpuni memiliki kesadaran tinggi akan 
pentingnya ilmu. Sejarah sebagai ilmu 
yang mengkaji peristiwa masa lalu juga ti-
dak lepas dari perhatian Hatta. Dari masa 
pergerakan nasional, pandangan tentang 
sejarah sudah dikemukakan oleh Hatta, 
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hingga memasuki masa kemerdekaan per-
hatian terhadap sejarah tidak pernah dile-
paskan begitu saja. Bentuk perhatian Hat-
ta terhadap sejarah cukup kompleks jika 
dibandingkan dengan tokoh nasionalis lain 
pada zamannya. Kompleksitas ini yang 
juga merepresentasikan pandangan Hatta 
mengenai sejarah yang meliputi berbagai 
aspek, seperti pengertian, kritik, dan guna 
sejarah, khususnya sebagai pendidikan se-
jak masa kolonial hingga kemerdekaan. 
Aspek-aspek tersebut menjadi fokus pem-
bahasan dalam makalah ini. 

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejar-
ah yang terdiri dari heuristik, verifikasi, in-
terpretasi, dan historiografi. Sesuai dengan 
topik yang diteliti, yaitu Mohammad Hatta 
dan sejarah sebagai pendidikan, digunakan 
sumber-sumber primer relevan. Sumber 
primer menjadi penting karena sumber 
inilah yang paling valid dan reliabel (Dali-
man, 2012: 55). Karya Mohammad Hatta 
seperti buku, pidato, dan artikel dalam ma-
jalah digunakan sebagai referensi dalam 
penelitian ini. 

Sumber-sumber lain dalam bentuk 
buku dan artikel yang berkaitan dengan 
topik artikel ini juga digunakan sebagai 
penunjang penelitian. Buku yang berkaitan 
dengan konsep pendidikan dan sejarah juga 
digunakan sebagai bagian dari metodologi 
sejarah. Melalui sumber-sumber tersebut, 
kemudian dilakukan verifikasi, dan kemu-
dian ke tahap interpretasi serta historiogra-
fi sebagai langkah akhir dari penelitian ini, 
yang tentunya berdasar pada sumber-sum-
ber yang telah diperoleh.

PEMBAHASAN

Pengertian Sejarah

Di kalangan masyarakat, Mohammad 
Hatta lebih dikenal sebagai Wakil Presi-
den Republik Indonesia, Proklamator Ke-
merdekaan, dan Bapak Koperasi. Di balik 
pemahaman mainstream masyarakat ten-
tang sosok Hatta, terdapat sisi lain yang 
belum banyak diketahui, bahwa Hatta 
memberikan perhatian yang besar terha-
dap sejarah. Terkait dengan sejarah, Hatta 
memberikan pandangannya tentang pen-
gertian sejarah, metode dalam sejarah, dan 
kegunaan sejarah bagi manusia.

Sejarah sebagai ilmu memiliki karakter 
tersendiri yang membedakan dengan imu-
ilmu lain. Menurut Kuntowijoyo (2013: 
10), sebagai ilmu, sejarah terikat pada 
prosedur penelitian ilmiah. Metode dan 
metodologi menjadi unsur penting dalam 
penelitian sejarah kritis. Namun terdapat 
pula perdebatan argumentatif oleh para 
ahli mengenai sejarah sebagai ilmu yang 
sudah terjadi sejak lama. Di Indonesia, 
terdapat pandangan mengenai hal tersebut 
yang dikemukakan oleh Mohammad Hat-
ta. Mengenai sejarah sebagai ilmu, den-
gan tegas Hatta meyakini bahwa sejarah 
merupakan ilmu dan dapat disebut sebagai 
ilmu. Keputusan tersebut bukan tanpa ala-
san. Jika kita perhatikan apa yang disebut 
ilmu dan metode yang dipakainya, nyata-
lah bahwa tidak ada alasan untuk menia-
dakan sifat keilmuan pada sejarah (Hatta, 
1960: 54).

Ilmu memang lekat dengan metode 
atau prosedur penelitian. Dalam sejarah, 
menurut Hatta dikenal metode histori-
ka. Lebih lanjut lagi, metode historika 
digunakan untuk menerangkan keadaan-
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keadaan yang terjadi sekali lalu, yang ti-
dak berulang kembali, dan kejadian-keja-
dian yang berlalu itu, yang terjadi sekali 
saja ialah sejarah (Hatta, 1960: 36). Hat-
ta dalam metode historika, tidak disebut-
kan tahapan-tahapan seperti yang dikenal 
dalam studi sejarah, yaitu heuristik, veri-
fikasi, interpretasi, dan historiografi. Na-
mun, dijelaskan Hatta mengenai metode 
historika, bahwa hasil penelitian menggu-
nakan metode historika dapat dikatakan 
mengupas yang terjadi sekali lalu dan 
menyusun keadaan yang diterangkan itu 
menurut tempat dan waktu (Hatta, 1960: 
36). Pandangan tersebut sudah dapat me-
wakili apa yang disebut metode sejarah 
yang terdiri dari empat tahap, meskipun 
masih dalam konteks yang sederhana. Ber-
kaitan dengan sejarah sebagai ilmu, Hatta 
(1960:54) menuliskan sebagai berikut.

“Tidak benar, kalau dikatakan bah-
wa sedjarah hanja mentjeritakan apa 
jang sudah terdjadi. Sedjarah me-
mang bersangkut dengan kedjadian 
dimasa jang lalu, tetapi kedjadian itu 
dikupasnja dengan menerangkan per-
hubungan sebab dan akibat, hingga 
orang akan mengerti akan kedudukan 
hal itu. Kedjadian itu dipandangnja 
sebagai satu masalah! Sebab itu sed-
jarah adalah ilmu”.

Dari pandangan tersebut, terlihat aspek 
kausalitas dalam sejarah juga diperhatikan 
oleh Hatta. Kausalitas dalam arti sederha-
na merupakan sebab-akibat. Menunjuk-
kan kausalitas sesungguhnya merupakan 
inti dari penjelasan sejarah, yang dihara-
pkan dari penjelasan itu tidak lain adalah 
jawaban terhadap pertanyaan (Kartodirdjo, 
2014: 110). Kausalitas menjadi aspek pent-
ing dalam merekonstruksi sejarah, teruta-
ma bagi sejarawan akademisi. Meski han-

ya disinggung, di sini terlihat kecermatan 
Hatta dalam memandang sejarah, khususn-
ya sebagai ilmu.

Pengertian menjadi sesuatu yang men-
dasar dalam sebuah ilmu karena berkaitan 
dengan hakikat. Jika melihat pengertian 
sejarah, maka hal yang seringkali muncul 
adalah mengenai peristiwa masa lampau. 
Namun, terdapat hal menarik dari penger-
tian sejarah oleh Mohammad Hatta, bahwa 
sejarah bukan sekedar masa lalu. Sejarah 
wujudnya memberikan pengertian dari 
pada masa lalu (Hatta, 1960: 54). Selama 
sejarawan hanya menceritakan peristiwa 
maka belum dianggap menulis sejarah. 
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa 
sejarah memerlukan interpretasi, di mana 
seorang sejarawan melakukan penafsiran 
yang berpegang pada filsafat sejarah atau 
frame of reference. Filsafat sejarah bertu-
juan untuk memberikan arti atau makna 
kepada seluruh sejarah kegiatan manusia, 
kepada pola keseragaman dan keragaman 
dari gerak-gerak kegiatan manusia pada 
masa lampau (Sjamsuddin, 2012: 124). 
Lebih sederhananya memberikan penjela-
san atau pengertian mengenai sebab terjad-
inya suatu peristiwa, serta seberapa pent-
ingnya peristiwa tersebut bagi kehidupan 
manusia.

Meski sejarah disusun berdasarkan 
sumber-sumber dan menggunakan metode 
serta metodologi, tetapi mustahil untuk 
menyajikan karya sejarah yang melu-
kiskan peristiwa secara utuh. Ini disadari 
oleh Hatta, melalui pandangannya bahwa 
sejarah bukan melahirkan lukisan yang 
lengkap dari masa lalu, karena itu tidak 
dapat dilakukan, sehingga mustahil dapat 
disusun semua rangkaian peristiwa ke da-
lam otak kita (Hatta, 1960: 54). Sejarah 
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memang sulit untuk direkonstruksi secara 
utuh, terlebih sumber sejarah sulit untuk 
ditemukan. Oleh karena itu, seringkali 
merekonstruksi sejarah diartikan sama hal-
nya dengan menyusun kembali gelas kaca 
yang pecah.

Di balik kemustahilan merekonstruksi 
peristiwa sejarah secara utuh, terdapat ke-
wajiban bagi sejarawan untuk menunjuk-
kan nilai-nilai yang terkandung dari masa 
lampau. Sejarah mengemukakan mana 
yang dipandangnya berharga bagi perad-
aban (Hatta, 1960: 56). Hatta sangat me-
nekankan pada nilai. Sejarah dianggapnya 
memiliki kegunaan yang signifikan bagi 
kehidupan manusia. Sejarah mengajarkan 
manusia melihat sesuatu yang relatif, yang 
sementara dalam segala kejadian di dunia 
ini (Hatta, 1960: 68). Sebuah guna sejarah 
yang mengajarkan manusia untuk selalu 
bergerak maju karena sifat manusia yang 
dinamis dan relatif, sebagaimana sejarah.

Kritik Terhadap Pendidikan Sejarah 
Masa Kolonial

Permasalahan perspektif dalam penulisan 
sejarah Indonesia menjadi topik menarik 
pada penyelenggaraan Seminar Nasion-
al Indonesia I di Yogyakarta tahun 1957. 
Terjadi perdebatan argumentatif menarik 
antara M. Yamin dan Soedjatmoko menge-
nai perspektif penulisan sejarah. M. Yamin 
melihat bahwa penelitian keilmuan selay-
aknya mengarah pada penafsiran tentang 
nasionalisme yang digunakan untuk men-
guatkan kesadaran nasional, akan tetapi 
Soedjatmoko memiliki pandangan berbeda 
dan lebih melakukan kritik terhadap “uto-
pia masa lalu” (Ahmad, 2016: 24). Jika dit-
injau lebih jauh, baik pendapat M. Yamin 

maupun Soedjatmoko kelak berimbas terh-
adap penyelenggaraan pendidikan. Sejarah 
yang dimasukkan sebagai mata pelajaran 
dari jenjang sekolah dasar hingga menen-
gah atas akan mengekor pada hasil peneli-
tian yang dilakukan oleh sejarawan profe-
sional. Ketika sejarah tidak didasarkan atas 
perspektif dari dalam (history from within), 
maka akan berakibat pada pembelajaran 
sejarah ditingkat sekolah.

Pada dasarnya penggunaan perspektif 
“luar” dalam pendidikan di sekolah sudah 
dimulai sejak masa Hindia Belanda. Seko-
lah-sekolah yang didirikan oleh Pemerintah 
Hindia Belanda menggunakan perspektif 
Barat dalam menyampaikan materi pem-
belajaran. Meskipun siswa di dalam ke-
las tidak hanya kaum Belanda, melainkan 
juga kaum bumiputra. Atas dasar tersebut, 
Mohammad Hatta menyampaikan ketidak-
sepakatan dengan materi pendidikan pada 
masa Hindia Belanda, khususnya menge-
nai mata pelajaran sejarah. 

Ketidaksepakatan Hatta dikemuka-
kan melalui pleidoi Indonesie Vrij ketika 
melakukan pembelaan atas penangkapan 
aktivis Perhimpunan Indonesia (PI) di 
Belanda pada tahun 1928. Dengan tegas 
Hatta mengkritik praktik pendidikan oleh 
Pemerintah Hindia Belanda, terutama 
mengenai pelajaran sejarah. Menurutnya, 
sudah sejak di Sekolah-sekolah Rendah 
Belanda, anak-anak Indonesia dicekokkan 
untuk mencintai dan mengagumi pahla-
wan-pahlawan kemerdekaan Eropa seperti 
Wilhelm Tell, Mazzini, Garibaldi, Willem 
van Oranye, dan banyak lagi (Hatta, 2005: 
7). Di sisi lain, para pejuang bumiputra 
direpresentasikan sebagai pemberontak 
dan pengacau. Diponegoro, Imam Bonjol, 
Teuku Umar dan pejuang lain digambar-
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kan sebagai orang yang tidak mencermink-
an jiwa kepahlawanan, sedangkan kepada 
para pahlawan kemerdekaan Eropa kita 
berutang budi (Hatta, 2005: 8). Kesadaran 
akan perspektif dari dalam mengenai pen-
didikan pada masa kolonial sudah ada pada 
diri Hatta.

Kritik terhadap hasil dari apa yang 
dipraktikan oleh pemerintah pada masa 
itu mengenai hasil dari pendidikan juga 
dikemukakan Hatta. Setelah lebih dari 
tiga abad, apa yang disebut sebagai “kaum 
pembawa peradaban” tidak dapat men-
jadikan lebih dari 7% penduduk menjadi 
melek huruf (Hatta, 2005: 51). Pendidikan 
yang diselenggarakan pada masa kolonial 
belum mampu meningkatkan kemampuan 
bumiputra secara menyeluruh. Gambaran 
tersebut menunjukkan bahwa bumiputra 
masih jauh dari apa yang dinamakan se-
bagai kemerdekaan yang seharusnya bisa 
dicapai melalui pendidikan. Sebagaimana 
pandangan Ki Hadjar Dewantara (2013: 3), 
bahwa pengaruh pengajaran itu umumnya 
memerdekakan manusia atas hidupnya la-
hir, sedang merdekanya hidup batin itu ter-
dapat dari pendidikan.

Menurut Taufik Abdullah (2016: 2), 
esensi utama dari pidato pembelaan Hat-
ta, sebagai seorang pemimpin pergerakan 
nasional, tidak terlupakan, tetapi protes 
dan keluhannya tentang pengajaran seja-
rah terlewatkan begitu saja, bahkan juga 
ketika perkembangan historiografi Indo-
nesia sedang dibicarakan. Pandangan yang 
dikemukakan Hatta ini memang dilakukan 
pada tahun 1928, di mana pembicaraan 
tentang sejarah Indonesiasentris belum 
sepopuler masa sekarang dalam berbagai 
forum. Perspektif dalam pendidikan me-
megang peran penting dalam membangun 

bangsa. Sejarah tetap memiliki nilai guna 
dalam pendidikan dan perlu adanya per-
spektif yang tepat untuk mendidik anak-
anak ditingkat sekolah dasar sampai me-
nengah, seperti apa yang disampaikan oleh 
Hatta melalui pleidoi. 

Sejarah dalam Pergerakan PNI Baru

Pergumulan Mohammad Hatta dalam 
pergerakan kemerdekaan telah membuka 
pintu cakrawala bagi perkembangan pe-
mikirannya. Menjalani hidup sebagai ang-
gota dan kemudian terpilih menjadi ketua 
Perhimpunan Indonesia di Belanda mem-
berikan pemahaman bahwa ia merupakan 
seorang nasionalis sekaligus intelektual. 
Dari sini perlawanan terhadap kolonial-
isme yang mencakup rasialisme serta pen-
indasan semakin terlihat mencolok. Perger-
akan yang berlangsung di Eropa kemudian 
sampailah di Hindia Belanda melalui PNI 
Baru yang didirikan pada akhir tahun 1931 
di Yogyakarta.

Pada 1932, Hatta kembali ke Hindia 
Belanda. Bersama Sjahrir, Hatta melaku-
kan pergerakan kemerdekaan melalui PNI 
Baru. Terdapat hal menarik mengenai PNI 
Baru di mana pendidikan digunakan se-
bagai dasar pergerakan. Sifat PNI Baru 
adalah pendidikan, karena memang ber-
maksud untuk mendidik diri kita (Hat-
ta, 1978: 259). Dasar pendidikan tidak 
jauh dari nama organisasi PNI Baru yang 
merupakan kependekan dari Pendidikan 
Nasional Indonesia. Sebagai dasar pela-
jarannya, Hatta memusatkan pada perso-
alan internasional dan sejarah Indonesia, 
mengajarkan faktor-faktor yang menopang 
imperialisme, serta menunjukkan sifat ek-
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sploitif dari sistem kolonial (Rose, 1991: 
109). Melalui pendidikan diharapkan 
mampu menumbuhkan kesadaran rakyat 
akan kemampuan diri dan tanggung jawab 
untuk merdeka.

Hatta sebagai pendiri sekaligus ket-
ua berperan banyak dalam menghidupkan 
pergerakan PNI Baru. Beberapa gagasann-
ya yang dapat dilihat dari pergerakan se-
belumnya jika dikaji dengan seksama 
akan terlihat dalam pergerakan PNI Baru. 
Melahirkan kader yang kuat dan memiliki 
pandangan luas menjadi salah satu tujuan 
Hatta. Dalam memoarnya, Hatta menjelas-
kan tentang sistem penerimaan kader PNI 
Baru. Calon kader harus terlebih dahulu 
mengikuti ujian agar dapat diterima. Ter-
dapat materi pokok yang diujikan, yaitu 
sejarah umum Indonesia dalam garis be-
sarnya, terutama sejarah pergerakan sejak 
timbulnya Budi Utomo dengan menge-
tahui perbedaan antara politik kooperasi 
dan non-kooperasi; imperialisme dan per-
tumbuhannya; kapitalisme dalam perkem-
bangannya; kolonialisme; dan kedaulatan 
rakyat (Hatta, 1978: 261). 

Melalui materi pokok ujian tersebut, 
terlihat bahwa sejarah menjadi poin pent-
ing yang harus dikuasai oleh calon anggota 
PNI Baru. Hatta memang memberikan per-
hatian terhadap sejarah dalam pergerakan 
sejak ia bergabung dalam PI (Perhimpunan 
Indonesia). Sejarah telah dimasukkan ke 
dalam ranah pergerakan sebagai suatu pen-
gajaran bagi kaum pergerakan. Suatu hal 
menarik, mengingat pergerakan sering di-
identikan dengan agitasi, aksi massa, dan 
politik, bukan bersifat didaktik. 

Setelah calon kader diterima, aspek 
sejarah masih tetap lekat dengan mere-
ka. Hatta yang dikenal sebagai kutu buku 

memang memiliki referensi bacaan yang 
sangat luas. Begitu pula dalam pergerakan 
PNI Baru, diterapkan buku yang harus di-
baca oleh para kader. Beberapa buku terse-
but merupakan buku sejarah, seperti De 
Geschiedenis der Nationalistische beweg-
ing in Ned-Indie karya P. Blumberger, dan 
buku tentang riwayat pergerakan berjud-
ul Ierland en het Iersche volk karya Pater 
Callewaert (Daulat Ra’jat, 10 Maret 1932: 
7). Selain dua buku tersebut, terdapat lagi 
bacaan mengenai sejarah yang ditujukan 
bagi para kader PNI Baru seperti Schets 
eener economische geschiedenis van Ned-
erlandsch Indie dan Geschiedenis van den 
proletarischen klassenstrid, sesuai dengan 
anjuran yang tercantum dalam majalah 
Daulat Ra’jat. 

Tidak hanya materi ujian masuk dan 
bahan bacaan, sejarah dalam hal ini juga 
dimasukkan Hatta ke dalam materi-materi 
tulisannya yang diterbitkan oleh majalah 
PNI Baru, yakni Daulat Ra’jat. Pada be-
berapa tulisannya, Hatta memberikan con-
toh tentang peristiwa sejarah, sebagaimana 
dalam tulisan berjudul Soal Kemerdekaan 
Filipina, terbit tahun 1932. Hatta men-
jelaskan mengenai sejarah penjajahan 
di Filipina dengan menarik pembahasan 
dari keyakinan pada abad 17 hingga awal 
mula terjadinya penjajahan di Filipina oleh 
Amerika Serikat pada akhir abad 19. Men-
genai awal mula terjadinya kolonialisme 
oleh Inggris juga diterangkan Hatta, bahwa 
seratus lima puluh orang darmawan dan 
setiawan yang setia kepada kepercayaan-
nya bertolak pada tahun 1620 dari tanah 
Inggris, pergi menyeberangi lautan meng-
gunakan kapal kecil yang bernama May-
flower dengan maksud mencari tanah suci, 
dan sampailah mereka di tanah Amerika, 
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di sana didirikan oleh mereka suatu koloni 
(Daulat Ra’jat, 10 Juni 1932: 3). Melalui 
tulisan tersebut, menunjukkan adanya kau-
salitas dalam menjelaskan suatu masalah, 
bahwa dimensi waktu dalam suatu peristi-
wa memiliki pengaruh. 

Sejarah menjadi hal penting yang dia-
jarkan pada masa pergerakan oleh Hatta 
melalui PNI Baru. Berbeda dengan perger-
akan pada umumnya, seperti apa yang 
dilakukan oleh kelompok-kelompok lain 
dengan melakukan massa aksi. Pendidikan 
benar-benar diimplementasikan dalam 
mendidik kader pergerakan, dan mema-
sukkan sejarah sebagai unsur pendidikan 
yang penting. Dengan diajarkannya seja-
rah atau riwayat suatu peristiwa, seorang 
dalam pergerakan akan dihadapkan pada 
pengetahuan akan gejala pergerakan nasi-
onal yang mengalami perkembangan dan 
bahkan perubahan, sehingga untuk menuju 
kemerdekaan tidak cukup dengan meng-
gerakan massa, akan tetapi juga diperlukan 
pendidikan, dan sejarah termasuk di da-
lamnya.

Sejarah Sebagai Unsur Penting dalam 
Pendidikan Islam

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pen-
didikan pada masa kolonial hanya dapat 
dinikmati oleh sebagian kecil bumiputra. 
Tercatat, bahwa dari 3.242 mahasiswa 
yang ada antara tahun 1920 sampai 1941, 
hanya 1.409 mahasiswa yang berkebang-
saan Indonesia atau bumiputra (Supardi 
dkk, 1995: 17). Gejala tersebut tidak ter-
lepas dari penguasaan lembaga-lembaga 
pendidikan oleh pemerintah kolonial Be-
landa. Penyelenggaraan pendidikan oleh 
pemerintah kolonial Belanda juga dipenuhi 

oleh kepentingan-kepentingan mereka di 
tanah jajahan.

Masuknya gerakan pembaharu dan 
lahirnya organisasi-organisasi Islam yang 
menaruh perhatian terhadap pendidikan, 
menjadi awal lahirnya Perguruan Tinggi 
pertama yang didirikan oleh bumiputra 
yang bercorak nasionalis sekaligus Islam. 
Pengaruh nasionalis dalam mendirikan 
Perguruan Tinggi dipengaruhi oleh jiwa 
zaman yang diselimuti oleh perjuangan un-
tuk meraih kemerdekaan, sedangkan Islam 
dikarenakan gagasan mendirikan Perguru-
an Tinggi dipelopori oleh organisasi-organ-
isasi Islam pada saat itu. Gagasan mendiri-
kan Perguruan Tinggi mendapat perhatian 
serius pada bulan April 1945, ketika di-
gelar pertemuan di Jakarta. Kemudian la-
hir Panitia Perencana Sekolah Tinggi Islam 
(STI) yang diketuai oleh Mohammad Hat-
ta. Panitia menetapkan langkah-langkah 
untuk menyusun peraturan umum, meny-
usun peraturan rumah tangga, menetapkan 
susunan badan wakaf, menetapkan badan 
penyelenggara dan badan pengawas, dan 
menetapkan senat (Supardi dkk, 1995: 22). 
Mohammad Hatta berperan penting dalam 
mendirikan STI sebagai ketua Panitia Per-
encana STI (Supardi dkk, 1995: 22).

Setelah tugas Panitia Perencana STI 
selesai, peran Hatta tidak seketika ikut 
selesai dalam mendirikan STI. Ia menja-
di ketua dewan pengurus atau kurator STI 
setelah menyelesaikan tugasnya sebagai 
ketua Panitia Perencana STI. Pada tanggal 
8 Juli 1945 STI resmi berdiri sebagai Per-
guruan Tinggi pertama yang didirikan oleh 
bumiputra, sekaligus bercorak nasionalis 
dan Islam. Mengenai pandangan pendi-
dikan yang dijalankan oleh STI, dapat dili-
hat dari pidato Mohammad Hatta berjudul 
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Sifat Sekolah Tinggi Islam pada pembu-
kaan STI setelah dipindahkan dari Jakarta 
ke Yogyakarta pada tahun 1946 (Supardi 
dkk, 1995: 33).

Mohammad Hatta memberikan kritik 
dan juga mengemukakan gagasan pendi-
dikan Islam yang ideal bagi masyarakat 
muslim di Indonesia. Ia melihat pendidikan 
tradisional Islam yang ia sebut “pendidikan 
langgar”, sebagai sarana “satu hadap saja, 
semata-mata agama” (Noer, 2015: 71). 
Pendidikan seperti itu belum mampu mela-
hirkan pemimpin muslim yang ideal, seh-
ingga dibutuhkan pendidikan yang kom-
prehensif, tidak hanya sekedar menghafal. 
Hatta menjawab kekurangan pendidikan 
tradisional Islam melalui gagasannya yang 
juga direpresentasikan oleh STI.

Mungkin lulusan pendidikan tradision-
al Islam bisa menjadi ulama besar, tetapi 
untuk memimpin masyarakat diperlukan 
hubungan dengan tiga bidang lain, yak-
ni agama dan filsafat, agama dan sejarah, 
serta agama dan sosiologi (Noer, 2015; 
71). Unsur modern dimasukkan ke dalam 
pendidikan Islam, karena kompleksitas ke-
hidupan masyarakat yang dinamis. Diper-
lukan berbagai ilmu untuk menjawab per-
masalahan sosial, karena seorang ulama 
tidak hanya berkutat dengan agama. Ag-
ama mempunyai medan sendiri, terpisah 
dari medan ilmu, agama adalah datum bagi 
ilmu (Hatta, 1983: 53). Di sini perlu adan-
ya kolaborasi antara Islam dan ilmu untuk 
saling mengisi.

Gagasan Hatta menempatkan ilmu se-
bagai salah satu unsur penting dalam pen-
didikan Islam. Bagi sebagian orang, Islam 
dianggap tidak hanya sekedar agama, me-
lainkan juga sebagai paradigma, dan par-
adigma selalu dihadapkan dengan realitas 

zaman. Paradigma yang lahir di masa lam-
pau terus dihadapkan pada perkembangan 
zaman yang semakin modern. Di dalam 
posisi seperti ini, agama sebagai paradig-
ma perlu dikolaborasikan dengan ilmu 
yang bersifat kekinian. Pribadi Hatta yang 
agamis sekaligus modern tidak mengher-
ankan jika kemudian mengemukakan ga-
gasan semacam itu.

Di sisi lain terdapat hal menarik dari 
gagasan Hatta. Selain agama dan filsafat, 
serta agama dan sosiologi, Hatta menem-
patkan agama dan sejarah sebagai unsur 
penting dalam pendidikan Islam. Sejarah 
ditempatkan Hatta sebagai pendidikan, 
khususnya dalam pendidikan Islam. Sudah 
pasti, Hatta memiliki alasan atas gagasann-
ya menempatkan sejarah sebagai unsur 
penting dalam pendidikan Islam. Agama 
dan sejarah dalam pandangan Hatta dapat 
memperluas pandangan agama, membawa 
orang ke arah mengerti tentang lahir dan 
berkembangnya agama di berbagai tempat 
dan berbagai masa di dunia ini, dan men-
gajar mengerti tentang pendirian agama 
lain (Supardi, 1995: 36). Sejarah memang 
berkaitan dengan peristiwa masa lalu, tidak 
hanya sekedar bercerita, tetapi juga mem-
beri arti pada peristiwa masa lalu. Oleh 
karenanya sejarah memiliki nilai edukasi 
dan tentunya sebagai pendidikan.

Hubungan agama dan sejarah dapat 
dikatakan berkelindan. Agama Islam 
memiliki kedekatan dengan sejarah, di 
mana dalam mengambil suatu keputu-
san bersumber pada Al-quran dan hadits. 
Kedua sumber tersebut banyak memuat 
kehidupan Nabi Muhammad dan para sa-
habat di masa lampau, sehingga mema-
hami masa lampau sangat penting. Se-
lain itu, perhubungan agama dan sejarah 
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memberi persiapan pikiran kepada orang 
untuk mendapat pandangan tepat tentang 
kedudukan agama dalam masyarakat pada 
tiap-tiap waktu (Supardi dkk, 1995: 36). 

Gagasan Hatta mengenai perhubun-
gan agama dan sejarah sebenarnya ber-
kaitan dengan apa yang disebut Kuntowi-
joyo sebagai kesadaran sejarah. Pengertian 
kesadaran sejarah ialah kesadaran bahwa 
umat sebagai kolektivitas adalah unit se-
jarah yang mau-tidak mau terlibat dalam 
arus perkembangan sejarah (Kuntowijoyo, 
2007: 42). Islam selalu berkembang dan 
memiliki sejarahnya sendiri. Melalui seja-
rah, umat Islam dapat memahami perkem-
bangan Islam dalam setiap masa dan kemu-
dian membentuk sejarahnya sendiri, tidak 
dikendalikan oleh sejarah. Jika umat Islam 
dapat memahami keududukan masyarakat 
di masa lalu, sudah selayaknya dapat mem-
posisikan diri sebagai mestinya di masa 
kini yang berperan sebagai subjek. 

Hatta merupakan seorang terpelajar 
dengan pendidikan Barat. Namun, ia juga 
tumbuh sebagai sosok religius, dan menurut 
Nurcholis Madjid, Hatta berkembang men-
jadi sebuah pribadi yang sepenuh-penuhn-
ya modern sekaligus pekat dengan perilaku 
agama yang saleh (Tim Tempo, 2017: 18). 
Pengaruh modern dan religiusitas Hat-
ta tersebut yang membentuk gagasannya 
mengenai perhubungan agama dengan 
ilmu lain, khususnya agama dan sejarah. 
Sejarah dapat memberikan pengaruh edu-
katif bagi pembelajaran agama, sehingga 
dapat melahirkan pemimpin muslim ideal.

PENUTUP

Apa yang digagas dan menjadi pandangan 
Hatta tentang sejarah merupakan bagian 

dari sejarah modern. Unsur–unsur ilmiah 
tidak luput dari penjelasan Hatta, terutama 
sejarah sebagai ilmu dan metode historika. 
Meski tidak melakukan pembahasan se-
cara mendalam, tetapi sudah dapat merep-
resentasikan bahwa sejarah bukan hanya 
milik sejarawan (mahasiswa sejarah atau 
lulusan jurusan sejarah). Dalam hal ini, 
Hatta–meskipun bukan lulusan jurusan se-
jarah–mampu menjelaskan mengenai apa 
itu sejarah dengan cukup kompleks. Hatta 
menunjukkan kelasnya sebagai seorang in-
telektual serba bisa yang memberikan per-
hatian terhadap beragam ilmu, termasuk 
ilmu sejarah. Selain itu, masalah perspektif 
dalam pelajaran sejarah menjadi perhatian 
Hatta pada masa pergerakan. 

Ketidaktepatan perspektif dalam seja-
rah akan menimbulkan kekeliruan dalam 
memahami identitas bangsa. Cara pandang 
dari dalam sangat penting dalam pendi-
dikan sejarah di sekolah. Namun, meski 
pendidikan masa kolonial menggunakan 
perspektif Barat, golongan nasionalis 
tumbuh subur dari rahim kolonial. Gejala 
tersebut tidak terlepas dari diskriminasi 
dan rasialisme yang dilakukan oleh Pe-
merintah Kolonial Belanda. Seperti halnya 
Hatta yang sedari kecil menyaksikan dan 
merasakan hal tersebut. 

Kedudukan penting sejarah sebagai 
pendidikan terus dibawa Hatta hingga ke 
dalam ranah pergerakan kemerdekaan 
melalui eksistensi PNI Baru. Sejarah di-
harapkan mampu memberikan pencerahan 
mengenai riwayat pergerakan yang dapat 
dipelajari oleh para kader. Penggunaan 
pendidikan sebagai dasar pergerakan dan 
memasukkan sejarah sebagai bagian dari 
pendidikan memberikan pola baru dalam 
pergerakan kemerdekaan yang identik den-
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gan agitasi.
Gagasan Hatta tentang sejarah terus 

memanjang dalam waktu. Hatta menem-
patkan sejarah dalam pendidikan Islam, 
dengan menarik perhubungan agama den-
gan Islam. Dalam sejarah sebagai pen-
didikan, terbentuknya kesadaran sejarah 
menjadi nilai penting dalam membentuk 
seorang pemimpin muslim ideal, tidak 
hanya mengerti ilmu agama, akan tetapi 
juga memahami ilmu-ilmu kekinian. Ga-
gasan-gagasan Hatta mengenai sejarah 
melalui pembahasan di atas telah mempo-
sisikan sejarah sebagai faktor penting da-
lam pendidikan dalam arti seluas-luasnya 
dan tidak terbatas pada waktu. Apa yang 
digagas Hatta mengenai sejarah sebagai 
pendidikan masih relevan hingga saat ini, 
dan perlu untuk di implementasikan serta 
dikembangkan.
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ABSTRAK – MOSVIA di Magelang merupakan sekolah yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda 
untuk mencetak pangreh praja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) latar belakang berdirinya 
MOSVIA sebagai sekolah pendidikan menengah pangreh praja, (2) perkembangan MOSVIA di Magelang 
tahun 1927-1942, (3) akhir dari pendidikan MOSVIA di Magelang. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian sejarah oleh Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahap. Hasil penelitian ini adalah: (1) Sekolah 
Raja didirikan pada tahun 1878 mengalami reorganisasi pada tahun 1900 sehingga berubah menjadi OSVIA. 
Tahun 1927 OSVIA direorganisasi menjadi MOSVIA. (2) Perkembangan MOSVIA di Magelang meliputi 
landasan hukum dengan berlakunya Peraturan Gubernur Jenderal 13 Januari 1928 No. 23 disesuaikan 
Peraturan Gubernur Jenderal 10 Januari 1931 No. 17. Pendidikan di MOSVIA berlangsung selama 3 tahun 
dengan menerapkan sistem asrama. (3) Tahun 1942 MOSVIA di Magelang ditutup oleh Jepang. MOSVIA 
Magelang melahirkan lulusan-lulusan yang sebagian besar bekerja di birokrasi pemerintahan Indonesia 
pada masa awal kemerdekaan sebagai Gubernur, Residen, Bupati, dan Wedana.

KATA KUNCI – MOSVIA, Pangreh Praja, MAGELANG, 1927-1942.

ABSTRACT – MOSVIA in Magelang was a school established by the government of East Dutch Indies to 
prepare civil service personnel. This study aimed to investigate: (1) the background of the establishment of 
MOSVIA as a school for civil service secondary education, (2) the development of MOSVIA in Magelang 
in 1927-1942, (3) the end of education in MOSVIA in Magelang. The study employed Kuntowijoyo’s 
historical research method consisting of 5 stages. The results of the study were as follows. (1) Sekolah 
Raja was founded in 1878 underwent a reorganization in 1900 that turned into OSVIA. In 1927 OSVIA 
reorganized into MOSVIA. (2) The development of MOSVIA in Magelang comprised the enforcement of 
Governor General’s Regulation Dated 13 January 1928 No. 23, which was adjusted to Governor General’s 
Regulation Dated 10 January 1931 No. 17. Education at MOSVIA lasted for three years by applying the 
boarding system. (3) In 1942 MOSVIA in Magelang was closed by Japan. MOSVIA in Magelang produced 
graduates most of whom worked in Indonesian government’s bureaucracy as Governor, Resident, Regent, 
and Regent Assistant in the early era of independence. 

KEYWORDS – MOSVIA, Civil Service, MAGELANG, 1927-1942.
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PENDAHULUAN

Pendidikan pada awal masa Pemerin-
tahan Hindia Belanda (Nederland-In-
die) melahirkan prinsip-prinsip baru 

ditandai dengan berakhirnya kekuasaan 
VOC. “VOC mengalami kemunduran pada 
akhir abad XVIII sehingga tidak dapat 
menjalankan fungsinya sebagai pengatur 
pemerintahan didalam masyarakat jajah-
an (Ary, 1986: 11).” Kondisi yang dialami 
VOC berdampak pada pemerintahan yang 
diserahkan kepada Pemerintah Kerajaan 
Belanda, sehingga Pemerintah Kerajaan 
Belanda memiliki kekuasaan penuh atas 
Hindia Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda sebagai 
pemerintahan tertinggi memiliki ke-
wenangan penuh atas penyelenggaraan 
pendidikan di Hindia Belanda. Usaha un-
tuk menyelenggarakan pendidikan sudah 
mulai sejak pemerintahan dibawah Dean-
dels. Prinsip-prinsip pendidikan Pemer-
intah Hindia Belanda adalah pendidikan 
untuk menciptakan tenaga kerja, pendi-
dikan tidak diberikan secara menyeluruh, 
dan dasar pendidikan disamakan dengan 
pendidikan yang ada di Negeri Belanda. 
Prinsip-prinsip pendidikan yang diterap-
kan Pemerintah Hindia Belanda tersebut 
memberikan kesempatan bagi kaum pribu-
mi untuk mendapatkan pendidikan.

Kesempatan mendapatkan pendidikan 
diutamakan kepada anak-anak bangsawan 
pribumi, tokoh-tokoh terkemuka, dan 
pegawai kolonial (Ary, 1986: 12). Pendi-
dikan tidak diberikan kepada semua kalan-
gan. Pendidikan hanya diberikan kepada 
kalangan tertentu karena Pemerintah Hin-
dia Belanda meyakini bahwa merekalah 
yang nantinya akan melanjutkan kekuasaan 

yang diturunkan oleh para orang tua mer-
eka, sehingga sejak kecil sudah mendapat 
pendidikan Belanda ketika besar dapat di-
jadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan 
Pemerintah Hindia Belanda.

Surat keputusan Raja Belanda tertang-
gal 30 September 1848 Nomor 95 mem-
berikan wewenang kepada Gubernur Jen-
deral van den Bosch untuk menyediakan 
biaya f. 25.000,- setahun bagi pendirian 
sekolah-sekolah pribumi di Pulau Jawa. 
Keputusan Raja Belanda ini menunjukkan 
keseriusan Pemerintah Hindia Belanda se-
bagai usaha penyelenggaraan pendidikan. 

Pegawai rendahan murah yang beras-
al dari pribumi dianggap perlu diberikan 
pendidikan. Tahun 1848 untuk pertama 
kalinya dalam sejarah kolonial diberikan 
anggaran untuk pendirian sekolah pribumi. 
Keputusan ini dianggap penting karena ini 
pertama kali uang pemerintah dipakai un-
tuk pendidikan anak-anak bukan beragama 
Kristen. Pendirian sekolah pribumi bertu-
juan untuk mendidik calon-calon pegawai 
negeri yang disiapkan untuk bekerja di Pe-
merintahan Hindia Belanda.

Keseriusan Pemerintah Hindia Belan-
da untuk menyelenggarakan pendidikan 
di Hindia Belanda juga dikarenakan ke-
butuhan pegawai yang meningkat seiring 
dengan meningkatnya usaha-usaha pere-
konomian yang ada (I. Djumhur dan Da-
nasuparta, 1959: 128-129). Perekonomi-
an di Hindia Belanda menjadi kekuasaan 
penuh dari pemerintah Hindia Belanda. 
Undang-Undang Agraria memberikan ke-
bebasan bagi pengusaha-pengusaha per-
tanian swasta, sehingga berdampak pada 
usaha-usaha perekonomian yang semakin 
pesat. Kondisi ini mengakibatkan timbuln-
ya perubahan di bidang ekonomi yang ber-
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pengaruh pada pendidikan. Kondisi politik 
dan ekonomi yang terjadi menjadi faktor 
pendorong Pemerintah Hindia Belanda 
menyelenggarakan pendidikan bagi pribu-
mi sesuai dengan kebutuhan.

Raja Belanda mengeluarkan keputu-
san tanggal 28 September 1892, dalam 
Lembaran Negara (Staatsblad) nomor 125 
tahun 1893, terjadi reorganisasi pada kebi-
jakan pendidikan dasar. Sekolah pribumi 
dibedakan menjadi Sekolah Dasar Kelas 
Satu (De Eerste Klasse School) dan Seko-
lah Kelas Dua (De Tweede Klasse School) 
(Ary: 1986: 14-15). Sekolah Dasar Kelas 
Satu dan Dua menjadi sekolah untuk pribu-
mi yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Hindia Belanda, sebagai upaya untuk pe-
menuhan tenaga kerja yang dibutuhkan 
oleh Pemerintah Hindia Belanda.

HISTORIOGRAFI YANG 
RELEVAN

Bahan pembanding dalam penulisan seja-
rah diperlukan guna mengetahui dan me-
nelaah tulisan-tulisan sejarah yang sebel-
umnya telah ada, maka dalam artikel ini 
menggunakan historiografi yang relevan 
sebagai berikut:

Artikel karya Maria M. Hardilitawati 
Lito P. mahasiswa jurusan sejarah angka-
tan 2011 Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Malang, dengan judul Perkem-
bangan Lembaga Pencetak Pangreh Pra-
ja OSVIA-MOSVIA di Jawa pada Tahun 
1900-1942. Maria M. Hardilitawati Lito 
P. Ini mengkaji perkembangan pendidikan 
di OSVIA-MOSVIA di Jawa pada tahun 
1900-1942 dan peranan dari lulusan OS-
VIA-MOSVIA dalam dinamika politik In-
donesia.

Perbedaan dengan historiografi yang 
akan ditulis ini ialah batasan waktu yang 
digunakan serta fokus masanya. Skrip-
si Maria M. Hardilitawati Lito P. fokus 
membahas OSVIA dan MOSVIA di Jawa 
sedangkan pada skripsi ini fokus memba-
has perkembangan MOSVIA yang ada di 
Magelang. Batasan waktu yang digunakan 
pun memiliki perbedaan Skripsi Maria M. 
Hardilitawati Lito P. mengambil batasan 
waktu mulai 1900 sedangkan skripsi ini 
mengambil batasan waktu 1927 ketika 
terjadi reorganisasi dari OSVIA menjadi 
MOSVIA.

METODE

Metode penelitian yang digunakan da-
lam penelitian ini adalah metode pene-
litian menurut Kuntowijoyo yang terdiri 
dari lima tahapan yaitu pemilihan topik, 
pengumpulan sumber/heuristic, verifika-
si, interpretasi dan penulisan/historiografi 
(Kuntowijoyo, 2005: 90). 

Pada tahapan pengumpulan sumber/
heuristic ini merupakan tahap pengumpu-
lan sumber, data, dan informasi yang rele-
van. Sumber dapat dicari melalui berbagai 
buku, dokumen atau arsip, artikel, bah-
an-bahan arkeologis dan bahan lain yang 
dapat dijadikan sumber penelitian. Heu-
ristik dibagi menjadi 2 yaitu primer dan 
sekunder. 

Sumber Primer adalah sumber yang 
benar-benar asli, tanpa perantara baik lisan 
maupun tulisan. Sumber primer yang di-
pakai merupakan sumber asli yaitu buk-
ti sejaman dengan peristiwa yang terjadi. 
Sumber yang digunakan adalah kumpulan 
artikel yang berjudul Gedenkboek: MOS-
VIA 1879-1929 yang disusun oleh A.C. 
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Deenik, G. H. H. Zandvoort, dan R. Sa-
dikin diterbitkan oleh N. V. Mij Vorkink 
Bandung tahun 1929. Selain itu, meng-
gunakan sumber berupa Peraturan Umum 
Pendidikan Hindia Belanda tahun 1910 
sampai dengan tahun 1937 yang diterbit-
kan oleh Departemen Pendidikan dan Ag-
ama Hindia Belanda. 

Sumber Sekunder merupakan sumber 
yang diperoleh dari orang yang tidak terli-
bat langsung dalam sebuah peristiwa. Sum-
ber-sumber sekunder yang peneliti gunakan 
antara lain sebagai berikut: Akira Nagazu-
mi. (1989). Bangkitnya Nasionalisme In-
donesia: Budi Utomo 1908-1918. Jakarta: 
Pustaka. Parakitri T. Simbolon. (2006). 
Menjadi Indonesia.Jakarta: Kompas. Rick-
lefs, M.C. (2005). Sejarah Indonesia Mod-
ern. Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press. Savitri Prastiti Scherer. (1985). Ke-
selarasan dan Kejanggalan Pemikiran-Pe-
mikiran Priyayi Nasionalis Jawa awal 
Abad XX. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. 
S. Nasution. (2011). Sejarah Pendidikan 
Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Suther-
land, Heater. (1983). Terbentuknya Sebuah 
Elite Birokrasi. Jakarta: Sinar Harapan. 
Van Niel, Robert., The Emergence of The 
Modern Indonesian Elite. Terj. Zahara De-
liar Noer. (2009). Munculnya Elit Modern 
Indonesia, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya. 
Tjuk dan Indijati Sukiadi. (1996). Alumni 
OS-MOS: Tonggak-Tonggak Pengabdian 
dan Perjuangan. Surabaya: Dharma Pad-
manaba.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Berdirinya MOSVIA 
Sebagai Sekolah Pendidikan Menengah 
Pangreh Praja

1. Berdirinya Sekolah Raja

Pemerintah Hindia Belanda di awal kekua-
saan tidak memperhatikan pendididikan 
secara serius, mereka lebih banyak fokus 
pada usaha mempertahankan kekuasaan 
dan eksploitasi yang menguntungkan di 
bidang ekonomi. Pendidikan bagi pribumi 
dirasa tidak perlu diberikan karena tidak 
memberikan keuntungan terhadap Pemer-
intah Hindia Belanda.

Raja Belanda meninggalkan prin-
sip-prinsip liberal setelah mengalami 
kondisi yang kacau akibat perang. Van den 
Bosch menganjurkan rencana-rencana ke-
pada Raja Belanda sebagai usaha untuk 
memperbaiki kondisi keuangan Pemer-
intah Hindia Belanda. Rencana van den 
Bosch yang diterima oleh Raja Belanda 
ini dinamakan Tanam Paksa. “Tanam Pak-
sa ditujukan untuk mendapatkan keuntun-
gan dari produksi pertanian melalui suatu 
sistem penanaman dan penyetoran wajib 
dengan harga yang ditetapkan, yaitu un-
tuk hasil-hasil pertanian seperti nila, gula, 
kapas, tembakau, dan kopi (Akira, 1989: 
13). Hasil dari tanam paksa diharapkan 
mampu memberikan keuntungan besar di 
pasar Eropa apalagi dengan biaya produksi 
yang rendah di Hindia Belanda.

Tanam Paksa mendorong Pemerintah 
Hindia Belanda untuk memperkerjakan 
pribumi. Pendidikan bagi pribumi ini se-
mata-mata karena kepentingan Pemerintah 
Belanda agar mendapatkan tenaga kerja 
yang mumpuni dan digaji rendah. Sekolah 
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yang ada bertujuan mempersiapkan pega-
wai-pegawai untuk bekerja sebagai penga-
was tanam paksa dan administrasi pemer-
intahan.

Tahun 1865-1872 Pemerintah Hindia 
Belanda mendirikan Sekolah Raja sebagai 
percobaan di Tondano, Sulawesi Utara dan 
akhirnya dibuka resmi di Jawa. Sekolah 
Raja didirikan di tiga tempat, di Jawa ba-
gian barat yaitu di Bandung, Jawa bagian 
tengah di Magelang dan Jawa bagian timur 
di Probolinggo (Arwoko, 1996: 1).

Sekolah Raja didirikan dengan tu-
juan untuk memenuhi tenaga administrasi 
Pemerintah Hindia Belanda. Pemusatan 
pendidikan Sekolah Raja yang dilakukan 
sebagai bentuk usaha untuk memenuhi 
tenaga kerja administrasi secara merata 
di seluruh Jawa. Sekolah Raja tidak untuk 
seluruh golongan pribumi, melainkan se-
kolah ini hanya menerima dari anak golon-
gan priyayi, sehingga sekolah ini hanya 
untuk kalangan atas saja.

2. Reorganisasi Sekolah Raja menjadi 
OSVIA

Tahun 1899 Van Deventer menerbitkan se-
buah artikel berjudul Een eerschuld (Suatu 
Hutang Kehormatan). Van Deventer me-
ngungkapkan Pemerintah Hindia Belan-
da seharusnya memberikan prioritas bagi 
rakyat Hindia Belanda melalui Politik Etis 
(Ricklefs, 2005: 228). Politik Etis sesung-
guhnya menjadi rumusan yang sangat ber-
pihak pada rakyat Hindia Belanda. Pemer-
intah Hindia Belanda menyebutkan tiga 
prinsip yang dianggap merupakan dasar 
kebijakan baru tersebut: educatie, emi-
gratie, irrigatie (pendidikan, perpindahan 
penduduk, pengairan).

Sekolah-sekolah yang dibentuk Pemer-
intah Hindia Belanda mengalami perubah-
an. Sekolah Raja yang telah ada mendapat-
kan dampak dari Politik Etis, Sekolah Raja 
mengalami perubahan tujuan dan sasaran 
disesuaikan dengan pendekatan yang dit-
erapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. 
Tahun 1900 tiga Sekolah Raja di Bandung, 
Magelang, dan Probolinggo disusun kem-
bali menjadi sekolah yang direncanakan 
untuk menghasilkan pegawai-pegawai pe-
merintahan.

Sekolah Raja berubah namanya men-
jadi OSVIA (Ricklefs, 2005: 236-237). 
Perkembangan OSVIA menjadi sangat 
pesat, keinginan para priyayi untuk mema-
sukkan anak-anak mereka ke OSVIA se-
makin besar. Kondisi ini mendapat respon 
dari Pemerintah Hindia Belanda. Pemer-
intah Hindia Belanda menambah jumlah 
OSVIA yang ada di Hindia Belanda. Pe-
merintah Hindia Belanda mendirikan OS-
VIA tahun 1910 di Serang, Madiun, dan 
Blitar. OSVIA pada tahun yang sama juga 
didirikan di tiga daerah luar Jawa yaitu di 
Bukittinggi, Tondano, dan Makasar. OS-
VIA yang didirikan di berbagai daerah di 
Hindia Belanda akibat penambahan para 
priyayi yang menginginkan untuk menem-
puh pendidikan di OSVIA.

Pendidikan di OSVIA mempersiapkan 
para siswanya untuk benar-benar paham 
administrasi Hindia Belanda dan sebagai 
generasi yang disiapkan untuk melanjut-
kan para orang tuanya. Pendidikan di OS-
VIA mengalami beberapa perubahan dari 
lama belajarnya dan mata pelajaran yang 
diberikan. Lama pendidikan di OSVIA 
mengalami beberapa kali perubahan, yang 
pada awalnya lama pendidikan tujuh tahun 
kemudian dijadikan lima tahun.
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Mata pelajaran yang diberikan di OS-
VIA tentu memberikan pelajaran bahasa 
Belanda, Melayu dan Jawa sebagai pola 
komunikasi kepada Pemerintah Hindia Be-
landa dan juga masyarakat Hindia Belanda 
secara luas. Peraturan umum pendidikan di 
Hindia Belanda tahun 1910 menyebutkan 
peleburan beberapa jurusan di OSVIA: (1) 
prinsip dan kaidah hukum, (2) administrasi 
negara Hindia Belanda, (3) kependudukan, 
(4) bidang pertahanan dan perairan, dan (5) 
bidang pemetaan (Departement van On-
derwijs en Eeredienst, 1911: 118).

OSVIA melahirkan lulusan-lulusan 
yang kelak menjadi tulang punggung pan-
greh praja dan dipandang sebagai bentuk 
kepegawaian sipil modern di masa depan 
(Sutherland, 1983: 225). Siswa-siswa OS-
VIA benar-benar menjadi harapan dalam 
melanjutkan pemerintahan baik oleh para 
orang tua maupun oleh Pemerintah Hindia 
Belanda sendiri. Pemerintah Hindia Be-
landa mempersiapkan siswa-siswa OSVIA 
dengan pendidikan di OSVIA yang sangat 
disesuaikan dengan kebutuhan administra-
si Pemerintahan Belanda.

3. Reorganisasi OSVIA menjadi MOSVIA

Politik Etis yang diterapkan di Hindia Be-
landa memberikan dampak kepada para 
siswa yang berasal dari pribumi dan golon-
gan priyayi dalam membuka pengetahuan 
mereka. Kondisi masyarakat di Hindia Be-
landa mengakibatkan para siswa di seko-
lah Hindia Belanda membuka mata mere-
ka dan melahirkan gerakan-gerakan kearah 
perbaikan nasib masyarakat Hindia Belan-
da.

Munculnya gerakan-gerakan dari 
kaum intelektual Hindia Belanda tidak 

hanya disebabkan oleh keadaan di dalam 
negeri melainkan kondisi di luar negeri 
yang memberikan dampak bagi terciptanya 
perhatian terhadap memperjuangkan nasib 
masyarakat Hindia Belanda. Kondisi yang 
terjadi di dunia internasional mendorong 
semangat kebangsaan muncul. Kesadaran 
akan nasionalisme yang berasal dari kaum 
intelektual diprakarsai oleh sekolah-seko-
lah yang didirikan oleh Pemerintah Hindia 
Belanda. Salah satu yang memprakarsai 
kesadaran akan semangat nasionalisme 
adalah siswa-siswa lulusan OSVIA.

Siswa-siswa lulusan dari OSVIA yang 
telah mendapatkan jabatan-jabatan di Pe-
merintah Hindia Belanda justru banyak 
yang terlibat dalam gerakan-gerakan poli-
tik di Indonesia bahkan mereka sebagai to-
koh yang memiliki pengaruh besar. Kaum 
nasionalis semakin gencar melakukan per-
lawanan terhadap politik kolonial. Organi-
sasi selain Budi Utomo dan Sarekat Islam 
bermunculan lahir sebagai bentuk menuju 
persatuan kebangsaan. Organisasi yang 
lahir menggunakan arah pergerakan yang 
tidak lagi kooperatif terhadap Pemerintah 
Hindia Belanda, sehingga pergerakan or-
ganisasi cenderung radikal.

Semangat kaum nasionalis diirin-
gi dengan pemberontakan yang terjadi 
pada tahun 1926-1927 di Sumatra dan 
Jawa. Tuntutan-tuntutan dari buruh dalam 
sarekat pekerja dan juga petani mengger-
akkan pemberontakan yang terjadi (Rut-
gers, 2012: 35-38). Perlawanan-perlawan 
di daerah tidak menimbulkan gerakan-ger-
akan yang memiliki hasil terlebih tidak 
adanya tuntutan-tuntutan agraris yang 
jelas.

Pemerintah Hindia Belanda menilai 
akibat dari perhatian terhadap pendidikan 
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yang telah dilakukan berdampak pada 
kondisi politik Hindia Belanda. Pemberon-
takan yang terjadi tidak mengakibatkan 
dampak pada penerapan politik di Hindia 
Belanda. Kondisi yang kacau mengakibat-
kan perubahan kebijakan di bidang pendi-
dikan. Situasi dan kondisi Hindia Belanda 
sesudah Perang dunia II membawa dampak 
kemunduran ekonomi. Keterpurukan 
ekonomi memasuki tahun 1930 berdampak 
pada ditutupnya sekolah-sekolah terma-
suk OSVIA (Lohanda, 2012: 50). Situasi 
ekonomi yang dialami Pemerintah Hindia 
Belanda mengakibatkan pengurangan bi-
aya pendidikan. Keterpurukan ekonomi 
yang dialami Pemerintah Hindia Belanda 
berdampak pada anggaran dana untuk se-
kolah-sekolah sehingga sekolah-sekolah-
pun lambat laun mengalami penutupan.

Perkembangan Mosvia di Magelang 
Tahun 1927-1942

1. Sistem Pendidikan

Pendidikan di MOSVIA dipusatkan di 
Magelang, sehingga MOSVIA di Magelang 
menjadi satu-satunya sekolah untuk pan-
greh praja yang dipertahankan Pemerin-
tah Hindia Belanda di Indonesia. Heather 
Sutherland menegaskan “In 1927 the basic 
schools, the six OSVIA, had been reduced 
to four higher level instutions called MOS-
VIA…(Sutherland, 1973: 436)” Tiga se-
kolah OSVIA yang lain mengalami penu-
tupan setelah tahun 1927 “closing that at 
Madiun in 1931, at Probolinggo in 1932 
and at Bandung in 1934 so that all MOS-
VIA education was concentrated in the 
Magelang school.”

Sekolah pendidikan menengah pangreh 
praja di Magelang memiliki tujuan yang 

ditegaskan dalam Peraturan Umum Pendi-
dikan di Hindia Belanda tahun 1929/1930 
“overal werden de leerlingen opgewekt tot 
self government” (Siswa dibesarkan atau 
dididik dipersiapkan untuk mengurusi pe-
merintahan di daerahnya masing-masing) 
(Departmen van Onderwijs en Eeredienst, 
tt: 117). Pendidikan MOSVIA yang di-
pusatkan di Magelang merupakan pendi-
dikan bagi calon pangreh praja yang kelak 
bekerja di Pemerintahan Hindia Belanda 
berdasarkan asal daerah masing-masing 
siswa. Siswa-siswa MOSVIA Magelang 
nantinya setelah lulus kembali ke daerah 
masing-masing.

Secara lebih umum pendidikan yang 
disiapkan untuk membentuk pangreh pra-
ja lebih ditingkatkan sistem pendidikann-
ya dibandingkan dengan Sekolah Raja dan 
OSVIA.“The government tries to increase 
knowledge, to widen understanding, to give 
directions on hygiene, agriculture, irriga-
tion, cattle rearing, industry, fishing, trade, 
credit systems, co-operation, social evils, 
and so on (Angelino, 1931: 285).” Pemer-
intah Hindia Belanda mencoba memberi-
kan bekal kepada para siswa di MOSVIA 
Magelang dengan mengatur sistem pen-
didikan meliputi segala aspek kehidupan. 
Hal ini dilakukan karena para pangreh pra-
ja nantinya agar dapat dimaksimalkan oleh 
Pemerintah Hindia Belanda dalam menjal-
ani tugas sebagai pangreh praja.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum di MOSVIA Magelang 
meliputi reorganisasi sekolah untuk pan-
greh praja yang tercantum Peraturan 
Umum Pendidikan Hindia Belanda Tahun 
1931, sebagai berikut:
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Bij. G. B. van 10 Januari 1931 Nr. 17 
(Bijbl. 12464) kwam een nieuw regle-
ment op de OSVIA’s tot stand ter ver-
vangingvan het reglement van 13 Jan-
uari 1928 Nr.23 (Bijbl. 11559). Bij het 
nieuwe reglement werd de benaming 
OSVIA veranderd in MOSVIA.

Peraturan tanggal 13 Januari 1928 
menjadi peraturan awal yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk 
mereorganisasi OSVIA dengan berganti 
nama menjadi MOSVIA. Peraturan 10 Jan-
uari 1931 menyusul dikeluarkan Pemerin-
tah Hindia Belanda untuk mengatur sistem 
pendidikan MOSVIA setelah penutupan 
OSVIA di Madiun kemudian menyusul 
OSVIA Probolinggo. Peraturan tersebut 
mengatur perubahan sistem pendidikan 
dari OSVIA menjadi MOSVIA.

Perubahan utama dalam peraturan 
tanggal 10 Januari 1931 adalah dihapuskan 
sementara penunjukan pegawai Pemerin-
tahan Hindia Belanda. Munculnya peratur-
an tersebut mengatur agar seorang pegawai 
pemerintahan dari pribumi wajib memili-
ki syarat lulus dari MOSVIA. Peraturan 
ini ditujukan agar seorang pangreh praja 

benar-benar telah menempuh pendidikan 
MOSVIA dengan demikian tidak semua 
orang bisa menjadi pangreh praja.

3. Siswa

Siswa-siswa MOSVIA Magelang memiliki 
syarat khusus untuk bisa mengikuti pen-
didikan. Calon siswa yang menginginkan 
untuk masuk MOSVIA Magelang mereka 
harus memenuhi syarat untuk lulus terlebih 
dahulu dari MULO (Departement van On-
derwijs Eeredienst, 1930: 70). Syarat yang 
ditetapkan untuk menjaring anak-anak 
yang memang sudah memiliki kecakapan 
karena pendidikan di MULO merupakan 
pendidikan yang sistemnya disesuaikan 
dengan sekolah yang ada di Negeri Belan-
da.

Penerimaan siswa di MOSVIA 
Magelang sangat memperhatikan asal usul 
atau keturunan, sama halnya dengan Se-
kolah Raja dan OSVIA. Keturunan tetap 
dipandang menjadi faktor penting untuk 
siswa-siswa di MOSVIA Magelang. Beri-
kut persentase pekerjaan orang tua siswa di 
MOSVIA:

Jaar
Regenten

en hoogere
hoofden

Inl. Ambtn.
Met niet

minderen
rang dan

Ass.-E-dono

Inl. Ambtn.
m/e

bezoldiging
beneden f 100

Gegoede
particulieren Minderen Totaal

1927 17 (5,9%) 120 (41,5%) 81 (28,0%) 40 (13,8%) 31 (10,7%) 289

1928 15 (6,5%) 91 (39,6%) 74 (32,2%) 26 (11,3%) 24 (10,4%) 230

Tabel 1. Pekerjaan Orang Tua Siswa MOSVIA 
Sumber: Departement van Onderwijs en Eeredienst. Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch 
Indie over 1928. Hlm.114.
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Berdasarkan dari tabel tersebut 
menunjukkan orang tua siswa yang beker-
ja sebagai Regenten en hooger hofden (Pe-
jabat tinggi) memiliki persentase paling 
kecil dari dua tahun yaitu sebesar 5,9% 
pada 1927 dan 6,5% pada 1928. Persentase 
siswa yang paling besar adalah mereka 
yang berasal dari Inlandsch Ambtenaren 
Met niet minderen rang dan Ass. (pejabat 
tingkat menengah, setingkat Wedana mau-
pun Asisten Wedana). Siswa siswa yang 
berasal dari Inl. Ambtn. m/e bezoldiging 
beneden f 100 (Pegawai Negeri yang gajin-
ya di bawah 100 f), Gegoede particulieren 
(orang kaya), Minderen (orang yang ku-
rang mampu) merupakan pekerjaan orang 
tua siswa-siswa MOSVIA Magelang.

Persentase siswa berdasarkan peker-
jaan orang tua dari tahun 1927 sampai 
dengan tahun 1928 mengalami penurunan. 
Persentase mengalami penurunan karena 
jumlah siswa mengalami penurunan. Per-
ingkat persentase dari 1927 sampai dengan 

1928 tidak memilki perbedaan. Para peja-
bat menengah berada dengan persentase 
tertinggi karena jumlah pejabat menengah 
lebih banyak daripada pejabat tinggi.

MOSVIA di Magelang didomina-
si oleh siswa-siswa yang berasal dari ka-
langan pegawai pemerintahan. MOSVIA 
Magelang tidak hanya menerima siswa-
siswa yang berasal dari pegawai pemer-
intahan saja. Persentase menunjukkan 
terdapat beberapa siswa yang berasal dari 
Inl. Ambtn. m/e bezoldiging beneden f 100 
(Pegawai Negeri yang gajinya di bawah 
100 f), Gegoede particulieren (orang 
kaya), dan Minderen (orang yang kurang 
mampu).

Jumlah siswa-siswa yang ada di MOS-
VIA Magelang dari tahun ke tahun menun-
jukkan jumlah yang tidak tetap, terlebih 
ketika masa-masa reorganisasi dan penu-
tupan OSVIA Bandung dan Probolinggo. 
Berikut jumlah siswa di MOSVIA sebelum 
1930:

Lokasi dan Jenis 
Sekolah 1900-1904 1910 1915 1920 1925

OSVIA Bandung 115 110 141 111 76
OSVIA Magelang 111 136 140 116 77
OSVIA Probolinggo 92 103 132 116 79
OSVIA Serang - - 129 98 48
OSVIA Madiun - - 139 110 78
OSVIA Blitar - - 135 101 67
Bestuurschool
Batavia - - 23 22 26

Total 318 349 839 674 451

Tabel 2. Jumlah Siswa di MOSVIA sebelum 1930
Sumber: Heather Sutherland. Pangreh Praja: Java’s Indigenous Administrative Corps and Its Role in The 
Last Decades of Dutch Colonial Rule. hlm. 580.
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Jumlah siswa-siswa di OSVIA kurun 
waktu 1900 sampai dengan 1925 menun-
jukkan peningkatan pada tahun tahun 1915 
dan 1920. Tahun 1925 sampai 1920 menja-
di angka jumlah tertinggi siswa yang ada di 
OSVIA. Kondisi ini terjadi karena jumlah 
OSVIA terdapat di enam tempat, dimana 

masing-masing tempat menunjukkan jum-
lah siswa yang tinggi. Tahun 1920 sampai 
dengan 1925 terjadi penurunan jumlah 
siswa OSVIA sampai dengan memasuki 
reorganisasi OSVIA. Jumlah siswa ini ter-
us mengalami penurunan sampai akhirnya 
menjadi MOSVIA Magelang.

Lokasi dan Jenis 
Sekolah 1930 1932-1933 1934-1935 1936-1937 1938-1939

MOSVIA Bandung 68 - - -
MOSVIA Magelang 71 222 115 97 153
MOSVIA Probolinggo 58 - - - -
Bestuurschool 26 38 - - -
Bestuursacademie - - - - 15

Total 223 260 115 97 168

Tabel 3. Jumlah Siswa di MOSVIA setelah 1930
Sumber: Heather Sutherland. Pangreh Praja: Java’s Indigenous Administrative Corps and Its Role in The 
Last Decades of Dutch Colonial Rule. hlm. 580.

Jumlah siswa MOSVIA di Bandung, 
Magelang dan Probolinggo relatif memi-
liki jumlah yang hampir sama. Memasuki 
tahun 1932 dengan ditutupnya MOSVIA 
di Probolinggo dan Bandung maka siswa-
siswa yang di Probolinggo dan Bandung 
dipindahkan ke MOSVIA Magelang. Siswa 
MOSVIA Magelang tahun 1934 sampai 
dengan 1937 mengalami penurunan jum-
lah siswa, sedangkan tahun 1936 sampai 
dengan 1939 menunjukkan kenaikan jum-
lah siswa.

Jumlah siswa semenjak dari OSVIA 
Magelang dari tahun 1900 sampai dengan 
1930 menunjukkan angka tertinggi diband-
ingkan dengan OSVIA yang lain. Jumlah 
siswa di OSVIA Magelang sampai terjad-
inya reorganisasi dapat dikatakan konsis-

ten, hal ini merupakan faktor MOSVIA 
Magelang menjadi satu-satunya pendi-
dikan untuk pangreh praja yang dipertah-
ankan. Pemerintah Hindia Belanda men-
ganggap MOSVIA di Magelang akan tetap 
bisa berlangsung pendidikannya setelah 
mengalami reorganisasi. Dilihat dari data 
yang ada bahwa pada setiap tahunnya jum-
lah siswa di MOSVIA Magelang lebih 
tinggi dibandingkan dengan jumlah siswa 
di Bandung maupun Probolinggo.

Jumlah siswa yang mengalami 
penurunan ini tidak dapat dilepaskan kare-
na berkurangnya jumlah pengajar di MOS-
VIA. Penurunan jumlah siswa MOSVIA 
dari tahun ke tahun disebabkan oleh berku-
rangnya staf-staf pengajar yang ada di se-
kolah menengah (Departement van Onder-
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wijs Eeredienst, 1935: 112). Berkurangnya 
jumlah pengajar di MOSVIA Magelang 
sangat berpengaruh, karena guru di MOS-
VIA Magelang memiliki peran yang sangat 
besar dalam kegiatan sehari-hari siswa.

4. Guru

Guru adalah ujung tombak pendidikan. 
Perannya di sekolah sangat menentukan 
karena kedudukannya sebagai pengajar, 
pendidik dan pegawai. Kedudukannya 
yang paling penting adalah sebagai penga-
jar dan pendidik yakni sebagai guru (S. Na-
sution, 1999: 91). Guru merupakan tenaga 
pengajar yang penting didalam menjalank-
an pendidikan di sekolah. Peran guru di 
MOSVIA Magelang sangatlah penting. 
Seorang guru harus memenuhi syarat-
syarat untuk dapat mengajar di MOSVIA 
Magelang. Ada bebeberapa ketentuan yang 
harus dipenuhi seorang guru untuk dapat 
mengajar di MOSVIA Magelang.

“…18 slechts over een akte L.O. 
besechikten. Twalf van deze laatsten 
waren Inlanders. Het total aantal In-
dlandsche leerkrachten bedroeg 15, 
dat der vrouwelijke 4. (18 orang yang 
memilki sertifikat mengajar. Dua be-
las orang merupakan orang pribumi. 
Jumlah guru asli ada 15, 4 diantaran-
ya wanita) (Departement van Onder-
wijs Eeredienst, 1928: 114)”

Seorang guru yang mengajar di MOS-
VIA Magelang harus memenuhi syarat 
dengan dibuktikan memiliki sertifikat men-
gajar sekolah di Hindia Belanda. Sertifikat 
mengajar dikeluarkan oleh Pemerintah 
Hindia Belanda, yang untuk mendapatkan-
nya harus lulus dari pendidikan guru ter-
lebih dahulu. Guru di MOSVIA Magelang 
sama-sama diisi oleh guru Belanda dan 

dari pribumi sendiri. Formasi ini sama hal-
nya dengan guru yang ada di Sekolah Raja 
dan di OSVIA.

Beberapa guru di MOSVIA Magelang 
tidak hanya berprofesi menjadi guru me-
lainkan mereka seorang pengacara. “15 
guru kebanyakan memiliki profesi sebagai 
pengacara; 11 diantaranya memilki serti-
fikat mengajar sekolah menengah; 4 yang 
lain lengkap; 7 memiliki sertifikat men-
gajar (Departement van Onderwijs Eere-
dienst, 1930: 115)” Kondisi ini dapat di-
maklumi karena memang kebutuhan untuk 
mengajar hukum di MOSVIA Magelang 
sangat tinggi. Mata pelajaran hukum san-
gat penting untuk diajarkan kepada siswa 
di MOSVIA Magelang.

Guru-guru di MOSVIA Magelang 
bertempat tinggal di lingkungan sekolah 
(Departement van Onderwijs Eeredienst, 
1930: 115). Mereka menempati rumah-ru-
mah guru yang telah disiapkan oleh pen-
gelola sekolah. Guru-guru di MOSVIA 
Magelang harus tetap berada di MOS-
VIA Magelang karena memang kegiatan 
di MOSVIA Magelang tidak hanya untuk 
belajar mengajar saja, melainkan banyak 
kegiatan yang dilakukan setelah selesai 
pembelajaran.

5. Kurikulum

Kurikulum merupakan suatu rencana yang 
disusun untuk melancarkan proses belajar 
mengajar dibawah bimbingan dan tang-
gung jawab sekolah atau lembaga pendi-
dikan (S. Nasution, 1999: 91). MOSVIA 
di Magelang memiliki kurikulum yang dis-
usun agar tujuan pendidikan di MOSVIA 
Magelang tercapai. Terjadinya reorgani-
sasi tahun 1927 tentu mengakibatkan pe-
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rubahan kurikulum yang ada di MOSVIA 
Magelang. Kurikulum yang diterapkan 
berpedoman pada Peraturan Gubernur Jen-
deral tanggal 13 Januari 1928.

Waktu menempuh pendidikan di 
MOSVIA Magelang mengalami perubah-
an. “Lama menempuh pendidikan di MOS-
VIA Magelang adalah tiga tahun (Depar-
tement van Onderwijs Eeredienst, 1928: 
70).” Awalnya pendidikan di OSVIA ma-
sih lima tahun sehingga waktu menempuh 
pendidikan dikurangi 2 tahun untuk efek-

tifitas pendidikan.
Kurikulum di MOSVIA Magelang se-

lain menentukan lamanya pendidikan yang 
harus ditempuh. “Pendidikan di MOSVIA 
mengalami berberapa perubahan, perubah-
an yang mencolok yaitu dengan penamba-
han jam pada mata pelajaran pertanian, se-
jarah, dan bahasa inggris di tiap-tiap kelas 
(Departement van Onderwijs Eeredienst, 
1928: 113).” Mata pelajaran diatur di mas-
ing-masing kelas dan disesuaikan waktu 
pembelajaran selama satu minggu.

Leerplan
Werkuren

1e kl. 2e kl. 3e kl.

Nederlandsch 8 6 5
Maleisch 2 2 2
Soendaasch 3 2 2
Javaansch 1 1 1
Engelsch 2 2 1
Rechtswetenschappen 4 4 4
Staats- en Admin. Recht 5 5 4
Economie 3 3 2
Vergelijkende Volkenkunde 4 3 2
Economische Aardrijkskunde 1 2 2
Geschiedenis 3 3 2
Landbouwkunde - 2 2
Comptabele Administratie - 1 1

Hygiene en Verbandleer 1 1 1

Bestuurspractijk - - 6

Lichamelijke Opvoeding 2 2 2

Total 39 uur 39 uur 39 uur

Tabel 4. Perubahan Kurikulum MOSVIA 
Sumber: A. C. Deenik, “In Vogelvlucht”. Dalam A. C Deenik, G. H. H. Zandvoort, R. Sadikin (Ed). 
Gedenkboek: MOSVIA 1879-1929. hlm.12.
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Mata pelajaran dalam kurikulum pen-
didikan MOSVIA Magelang diatur sangat 
rinci berdasarkan masing-masing kelas 
mulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jam 
belajar siswa-siswa MOSVIA Magelang 
dari masing-masing kelas memiliki jumlah 
yang sama yaitu 39 jam per minggu. Mata 
pelajaran yang diberikan di MOSVIA 
Magelang disesuaikan di masing-masing 
kelas, tidak semua mata pelajaran diber-
ikan di seluruh kelas. Ilmu Pertanian dan 
Akuntansi hanya diberikan di kelas 2 dan 
3, sedangkan Praktek Administrasi han-
ya diberikan di kelas 3 dengan jam paling 
banyak yaitu 6 jam setiap minggunya. 

Pemerintah Hindia Belanda memper-
siapkan pendidikan di MOSVIA dengan 
sangat cermat. Mata pelajaran yang diberi-
kan pun mata pelajaran yang hampir sama 
dengan mata pelajaran yang diberikan di 
pendidikan OSVIA. Perbedaan yang ada 
hanya beberapa sebagai mata pelajaran 
penguatan dan tambahan di MOSVIA yang 
wajib diikuti seluruh siswa di MOSVIA. 
Mata pelajaran yang diberikan kepada 
siswa-siswa di MOSVIA sebagai berikut:

“Hukum, Hukum Administrasi Neg-
ara, Ekonomi, Kebudayaan, Sejarah, 
Geografi, Agronomi, Akuntansi, Seja-
rah, Kesehatan, Praktik Administrasi, 
Pendidikan Jasmani dan Bahasa Be-
landa, Inggris,Daerah, dan Melayu.
(Arwoko, 1996: 3)”

Mata pelajaran tersebut diberikan di 
MOSVIA Magelang dari kelas 1 sampai 
dengan kelas 3. Mata pelajaran yang diber-
ikan di MOSVIA tidak memiliki perbe-
daan dengan pendidikan pangreh praja se-
belumnya yaitu Sekolah Raja dan OSVIA. 
Semua mata pelajaran telah disusun sesuai 
dengan kurikulum yang diterapkan sehing-

ga seluruh siswa di MOSVIA Magelang 
wajib mengikuti seluruh mata pelajaran 
yang telah ditentukan.

Mata pelajaran yang diberikan di 
MOSVIA Magelang semua sangat pent-
ing bagi calon pangreh praja, Arwoko 
mengungkapkan ada mata pelajaran yang 
sangat wajib dan ditekankan di MOSVIA 
Magelang yaitu “Hukum Pemerintahan, 
Ekonomi, Kebudayaan, dan Hukum Pi-
dana.” Keempat mata pelajaran tersebut 
selalu ada di Sekolah Raja dan OSVIA. Di-
lihat di kurikulum memang keempat mata 
pelajaran ini memiliki jam yang banyak di 
masing-masing kelas.

Hukum Pemerintahan misalnya diber-
ikan di kelas 1 sebanyak 5 jam, kelas 2 se-
banyak 5 jam, dan kelas 3 sebanyak 4 jam. 
Seorang pangreh praja harus bisa menga-
tasi permasalahan di masyarakat tempat 
tinggalnya. Inilah mengapa keempat pela-
jaran diberikan dalam durasi yang banyak 
agar para siswa benar-benar memahami 
Hukum Pemerintahan, Hukum Pidana, 
Kebudayaan, dan Ekonomi. Jelasnya mata 
pelajaran ini sangat penting sebagai bekal 
menjadi pegawai Pemerintahan Hindia Be-
landa.

Kegiatan belajar mengajar di MOS-
VIA Magelang dilaksanakan di mas-
ing-masing ruang kelas yang ada. Proses 
belajar mengajar yang berlangsung tentu 
dipandu oleh guru sebagai pengajar dan 
semua siswa-siswa di MOSVIA Magelang 
akan memperhatikan dengan baik. Mata 
pelajaran-mata pelajaran tertentu tidak 
berlangsung di dalam kelas saja akan teta-
pi kegiatan belajar mengajar dilaksanakan 
di luar kelas seperti Pendidikan Jasmani, 
Kesehatan, Kebudayaan, dan Praktik Ad-
ministrasi.
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Guru yang mengajar di masing-masing 
kelas kebanyakan guru-guru orang Belan-
da. Guru-guru pribumi mengajar mata pe-
lajaran Bahasa Melayu, Sunda, dan Jawa. 
Guru-guru Belanda tidak cukup baik untuk 
mengajar mata pelajaran bahasa sehingga 
guru-guru dari pribumi diharuskan menga-
jar siswa-siswa di MOSVIA Magelang.

Bahasa Belanda digunakan sebagai 
bahasa pengantar yang digunakan ketika 
proses pembelajaran dilakukan, kecuali 
pada mata pelajaran bahasa seperti Bahasa 
Inggris, Melayu, Sunda, dan Jawa. Peng-
gunaan Bahasa Belanda sebagai pengantar 
tentu karena ketika siswa-siswa ini sudah 
menjadi seorang pangreh praja maka me-
reka akan banyak menggunakan komuni-
kasi dengan Bahasa Belanda. Penggunaan 
Bahasa Belanda dilakukan sebagai penye-
suaian dan latihan untuk calon pangreh 
praja.

Siswa-siswa kelas 3 di MOSVIA 
Magelang sebelum mereka mengikuti uji-
an kelulusan ada mata pelajaran yang wa-
jib mereka tempuh. Mata pelajaran ini ma-
suk pada kurikulum sekolah sebagai bekal 
untuk menyiapkan diri menjadi pegawai 
pemerintah secara langsung. Mata pelaja-
ran Praktik Administrasi wajib ditempuh 
siswa 6 jam per minggu, sebagai bagian 
dari Praktik Administrasi mereka harus 
mengikuti kegiatan di luar sekolah. Siswa-
siswa kelas 3 mengunjungi daerah Sema-
rang, Jepara, Kudus, Demak, Jogjakarta, 
dan Surakarta. Kunjungan ini dilakukan 
di dalam Pemerintahan di masing-masing 
daerah tersebut, sehingga siswa-siswa ini 
belajar secara langsung bagaimana men-
jadi pegawai pemerintah. Pembelajaran 
dengan mengunjungi pemerintahan dan 
belajar langsung ini merupakan mata pela-

jaran yang penting karena siswa MOSVIA 
Magelang dituntut sudah benar-benar men-
genali lingkungan kerja nantinya sebagai 
pangreh praja.

Pendidikan di MOSVIA Magelang 
tidak hanya berlangsung di dalam kelas 
dan melalui mata pelajaran saja. Ada ke-
giatan yang menjadi fasilitas untuk para 
siswa-siswa mengembangkan kemampuan 
yang dimilikinya. Seperti yang dijelaskan 
oleh Mohammad Noer sebagai berikut: Di 
MOSVIA, Mohammad Noer mendapatkan 
pelajaran dan latihan dasar-dasar kepemi-
mpinan yang kelak dapat menjadi bekal 
memimpin masyarakat, untuk kemudi-
an dikembangkan sendiri oleh para siswa 
sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 
Walaupun di sekolah tersebut tidak ter-
dapat organisasi yang bersifat politik, di 
sana dibentuk suatu organisasi siswa-siswa 
MOSVIA yang dinamakan Perkumpulan 
Pandrija Tama. Maksud dan tujuan organi-
sasi tersebut menumbuhkan solidaritas an-
tar mereka (Mien dan Nurinwa, 1996: 82).

Siswa-siswa yang ada di MOSVIA 
Magelang banyak menghabiskan waktu 
setelah selesai kegiatan belajar mengajar 
dengan mengembangkan kemampuan yang 
dimiliki melalui Perkumpulan Pandrija 
Tama. Siswa-siswa MOSVIA Magelang 
mengikuti pendidikan yang dipersiapkan 
untuk menjadi pegawai pemerintah, 
lingkungan yang ada di sekolah diciptakan 
untuk memupuk solidaritas antara mereka. 
Pemerintah Hindia Belanda berharap nan-
tinya para pangreh praja ini akan memili-
ki solidaritas yang kuat antar pegawainya. 
Pemerintah Hindia Belanda menganggap 
siswa-siswa di MOSVIA Magelang ber-
sungguh-sungguh dalam mengikuti pendi-
dikan. Kondisi ini relevan dengan hasil uji-
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an dari siswa-siswa MOSVIA Magelang.
In 1929 werden van 235 leerlingen 
225 of 96% naar een hoogere klasse 
bevorderd; in 1930 werden van de 
203 leerlingen der 1e en 2e klasse 196 
of 97% verhoogd. Aan het eerste ein-
dexamen volgens de nieuwe regeling 
in 1930 namen 119 candidaten deel, 
waarvan er 115 of 117% slaagden. 
Deze resultaten zijn zeer goed te noe-
men (Tahun 1929 dari 235 murid 225 
atau 96% naik kelas. Pada tahun 1930 
keluar masuk siswa dari kelas 1 dan 2 
lulus 196 atau 97%. Meluluskan per-
tama kali setelah menjadi MOSVIA 
tahun 1930 terdiri dari 119 siswa dan 
115 berhasil dengan baik. Ini hasil 
yang sangat baik) (Departement van 
Onderwijs en Eeredienst, 1930: 117).

Berdasarkan data tersebut disimpul-
kan bahwa pada lulusan tahun 1930 den-
gan nama MOSVIA Magelang siswa-siswa 
yang mendapat nilai baik berjumlah 115 
atau 96% dari 119. Prestasi siswa-siswa 
MOSVIA Magelang tentu sangat mengem-
birakan bagi Pemerintah Hindia Belanda, 
karena mereka menganggap pendidikan 
yang mereka terapkan berhasil diukur den-
gan hasil ujian. Menjadi keuntungan bagi 
Pemerintah Hindia Belanda jika hasil lu-
lusan MOSVIA Magelang ini baik, karena 
siswa-siswa ini nantinya akan bekerja di 
Pemerintahan Hindia Belanda.

Sarana prasarana adalah sesuatu yang 
digunakan pendidik dalam usahanya un-
tuk mencapai tujuan pendidikan. Proses 
belajar mengajar yang ada di MOSVIA 
Magelang dapat terlaksana dengan baik 
dengan dukungan sarana prasarana yang 
memadai. Sarana prasarana berupa gedung 
sekolah, alat-alat pendukung pembelaja-
ran, dan komponen-komponen yang dibu-

tuhkan sekolah untuk mencapai tujuannya.
MOSVIA di Magelang dilengkapi 

dengan gedung asrama (Departement van 
Onderwijs Eeredienst, 1928: 115). Gedung 
MOSVIA Magelang terletak persis di utara 
alun-alun Magelang. Gedung MOSVIA 
berdiri di atas lahan yang luas terdiri dari 
ruang kelas, asrama, dan rumah-rumah 
yang ditempati oleh guru-guru di MOS-
VIA Magelang. Asrama menjadi bangu-
nan yang sangat penting bagi para siswa-
siswa MOSVIA Magelang, kerana mereka 
melakukan segala aktivitasnya sehari-hari 
di sekolah termasuk makan dan tidur.

Gedung-gedung di MOSVIA Magelang 
dilengkapi dengan ruangan-ruangan untuk 
memenuhi kebutuhan para siswa dan guru 
sebagai pendukung pembelajaran. Ruang 
perawatan digunakan untuk pemeriksaan 
rutin siswa-siswa, apalagi jika terdapat 
siswa yang sedang sakit maka ruangan ini 
sangat dibutuhkan untuk istirahat dan mer-
awat siswa tersebut. Perpustakaan tentu ti-
dak dapat dipisahkan dari sekolah karena 
perpustakaan menjadi pusat untuk mencari 
tambahan materi pembelajaran yang ada di 
ruang kelas. Guru dan siswa di MOSVIA 
Magelang memanfaatkan perpustakaan un-
tuk menunjang kegiatan pembelajaran.

Sistem pendidikan di MOSVIA 
Magelang yang memang telah disusun den-
gan menerapkan sistem asrama membutuh-
kan banyak fasilitas pendukung yang harus 
memadai. Pembelajaran dilakukan sesuai 
dengan kurikulum yang telah ditetapkan. 
Siswa-siswa MOSVIA Magelang melaku-
kan segala aktivitasnya di sekolah juga. 
Mandi, makan, dan tidur sudah menjadi 
rutinas harian yang dilakukan siswa-siswa 
MOSVIA Magelang. Ketersediaan asrama, 
ruang perawatan, ruang makan, dan ru-
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angan lainnya tersedia untuk mendukung 
pendidikan dengan sistem asrama di MOS-
VIA Magelang ini.

Akhir Pendidikan Mosvia di Magelang

1. Latar Belakang Ditutupnya MOSVIA

Jepang yang menduduki Indonesia men-
gakibatkan perubahan diberbagai aspek 
sesuai dengan kepentingan Jepang. Pendi-
dikan tidak dapat terhindarkan dari kondisi 
ini. Pendidikan mendapat pengaruh dengan 
kedudukan Jepang di Indonesia. Jepang 
meyakini bahwa pendidikan merupakan 
aspek yang sangat penting untuk memper-
tahankan posisi Jepang di Indonesia.

Prinsip-prinsip pokok kebijakan Je-
pang di Indonesia membuka kesempatan 
bagi semua golongan masyarakat Indone-
sia untuk memperoleh pendidikan. Sistem 
pendidikan Jepang berdampak pada terha-
pusnya sistem penggolongan, baik menurut 
golongan bangsa maupun menurut status 
sosial. Sistem pendidikan yang diseder-
hanakan ini, menyebabkan kesempatan 
belajar terbuka lebar bagi semua golongan 
penduduk di Indonesia, semua mendapat 
kesempatan yang sama.

Tujuan pendidikan Jepang di Indonesia 
tidak dapat dipungkiri untuk menyediakan 
tenaga kerja cuma-cuma yang disebut Ro-
musha dan tenaga prajurit untuk memban-
tu peperangan demi kepentingan Jepang, 
karena itu para pelajar diharuskan mengi-
kuti latihan fisik dan kemiliteran.

Kondisi pendidikan di Indonesia 
mendapatkan dampak dari kebijakan yang 
dilakukan Jepang. MOSVIA Magelang 

pada pertengahan Maret 1942 mendapa-
tkan dampak akibat masuknya Jepang ke 
Kota Magelang. Siswa-siswa MOSVIA 
Magelang dilibatkan dalam kegiatan mi-
liter untuk menjaga keamanan di sekitar 
wilayah dari MOSVIA Magelang ber-
dampak pada pendidikan di MOSVIA 
Magelang yang tidak kondusif. “Situasi 
yang tidak kondusif itulah akhirnya men-
gakibatkan MOSVIA Magelang ditutup 
pada 1942 (Soebagio, 1996: 129).”

Penutupan MOSVIA Magelang yang 
satu-satunya dipertahankan oleh Pemerin-
tah Belanda ini selain karena situasi perang 
disebabkan juga karena fungsi pangreh 
praja di pemerintah Jepang yang mulai di-
hapuskan. Pemerintahan Jepang mengha-
puskan dualisme pemerintahan serta fung-
si ganda pangreh praja. Berbeda dengan 
pemerintahan Belanda yang menempatkan 
pangreh praja pada konstitusi pemerin-
tahan Belanda, Jepang benar-benar ingin 
menghapuskan pengaruh Belanda yang 
melekat pada pangreh praja.

Jepang memandang pangreh praja 
mendapat pengaruh kebudayaan Belan-
da mulai dari cara berfikir, pola tingkah 
laku, dan gaya hidup. Sehingga, pangreh 
praja dianggap sebagai orang-orang yang 
terpengaruh Belanda. Pangreh praja tidak 
mendapat kepercayaan di mata Jepang. 
Kondisi demikianlah yang menyebabkan 
kedudukan pangreh praja di pemerintah-
an Belanda dihapuskan oleh pemerintah 
Jepang. Kedudukan pangreh praja ber-
dampak pada sekolah calon pangreh praja 
yang ada di Magelang sehingga MOSVIA 
ditutup.
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2. Kiprah Lulusan MOSVIA Magelang 
bagi Masyarakat

Para lulusan dari MOSVIA ini ketika Be-
landa masih menguasai Indonesia para 
pangreh praja ini banyak yang bekerja 
sebagai Bupati, Patih, Wedana, Asisten 
Wedana. “Pejabat-pejabat pribumi dari 
Bupati ke bawah merupakan Korps Pemer-
intah Pribumi (Inlandsche-Bestuurcorps) 
atau Inlandsche Binenland Bestuur (Dali-
man, 2012: 98).” Belanda memang mem-
berikan fungsi ganda pada pangreh praja 
dalam sistem Pemerintahan Belanda, para 
pengreh praja diposisikan sebagai kepala 
tradisional rakyat dan pegawai negeri yang 
mendapat upah.

Awal masa Jepang menduduki Indo-
nesia dan mengambil alih kekuasaan dari 
Belanda, peran dari pangreh praja mulai 
dihapuskan. Hal ini terjadi karena Jepang 
menganggap pangreh praja mendapat pen-
garuh kuat dari Belanda, sehingga lulusan 
dari MOSVIA sangat sedikit yang masuk 
dalam pemerintahan Jepang. Akhir kekua-
saan Jepang di Indonesia barulah peran 
dari pangreh praja ini mulai dikembalikan 
lagi. “Pemerintah Jepang mulai meman-
faatkan pangreh praja sebagai jembatan 
antara rakyat dan pemerintah setelah mere-
ka menyadari bahwa pangreh praja terlatih 
baik dan terbiasa dengan prosedur birokra-
tis (Aiko, 1993: 394-395)”.

Kekosongan pemerintahan begitu tera-
sa ketika Jepang menyerah kepada Sekutu. 
Pangreh praja dapat dikatakan mengalami 
kebingungan dengan kondisi ini, karena 
pada saat bersamaan Belanda mulai datang 
kembali untuk membangun kekuasaan di 
Indonesia. Pangreh praja berada dalam 
dua pilihan mengikuti Belanda lagi atau 

pemerintahan Indonesia, dimana keduan-
ya sama-sama menuntut kesetiaan pangreh 
praja.

Pangreh praja identik dengan pegawai 
di bawah pemerintahan Belanda dan Je-
pang, kondisi demikian menimbulkan reak-
si-reaksi yang menganggap pangreh praja 
masih terdapat pengaruh dari Belanda dan 
Jepang. Sebutan pangreh praja akhirnya 
diganti menjadi pamong praja. “Pamong 
praja merupakan pejabat pemerintah yang 
bertindak sebagai alat untuk memperlancar 
jalannya pemerintahan.” Tugas pamong 
praja jelas mereka sebagai individu yang 
memimpin rakyat. Seorang pamong praja 
wajib memiliki komitmen untuk bertugas 
demi kepentingan rakyat.

Kekosongan pemerintahan dan sering 
bergantinya pemerintahan mengakibatkan 
terjadinya perekrutan pamong praja da-
lam tubuh pemerintahan Indonesia. Para 
lulusan MOSVIA ini banyak yang masuk 
dalam jajaran pemerintahan ada yang men-
jadi Gubernur, Residen, Wakil Residen, 
dan Bupati. Banyak juga lulusan MOSVIA 
yang memiliki peran dalam dunia militer, 
bekerja di Departemen Dalam Negeri, De-
partemen Agama, Polisi, Departemen Luar 
Negeri, Jaksa, menjadi duta besar bagi In-
donesia di beberapa negara, mengabdikan 
diri dalam pendidikan di Indonesia, dan 
ada beberapa lulusan MOSVIA Magelang 
yang justru memiliki profesi di luar sistem 
pemerintahan.

Pendidikan di MOSVIA Magelang se-
bagai sekolah pendidikan menengah pan-
greh praja ini tentu memberikan bekal bagi 
karier mereka sebagai seorang pamong 
praja. Keragaman karier para lulusan 
MOSVIA ini menunjukkan eksistensi dari 
para lulusan MOSVIA untuk memberikan 
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sumbangsih bagi negara dan masyarakat 
Indonesia. Peran serta para lulusan MOS-
VIA begitu terasa ketika awal-awal In-
donesia merdeka karena merekalah yang 
menempati posisi-posisi seperti Gubernur, 
Residen, Wakil Residen, dan Bupati di 
masing-masing daerah.

PENUTUP

Latar belakang berdirinya MOSVIA se-
bagai sekolah pendidikan menengah pan-
greh praja, pertama karena adanya kebu-
tuhan pegawai rendah yang dapat digaji 
murah ketika diterapkannya Tanam Paksa 
di Hindia Belanda. Kedua, Undang-Un-
dang Agraria tahun 1870 mengakibatkan 
kebutuhan tenaga kerja berpendidikan se-
hingga Pemerintah Hindia Belanda mendi-
rikan Sekolah Dasar Kelas Satu, Sekolah 
Dasar Kelas Dua, dan Sekolah Raja yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
pegawai di Hindia Belanda. Ketiga, ta-
hun 1900 dengan adanya Politik Etis Se-
kolah Raja direorganisasi dengan berubah 
namanya menjadi OSVIA. Terjadinya 
situasi politik di Hindia Belanda yang ti-
dak kondusif menyebabkan krisis ekonomi 
yang dialami Pemerintah Hindia Belanda. 
Kondisi demikian menyebabkan OSVIA 
mengalami reorganisasi menjadi MOSVIA 
akibat dana pendidikan yang dikurangi. 
Hal ini berdampak pada penutupan MOS-
VIA di Madiun, Probolinggo, dan Band-
ung. MOSVIA Magelang yang tetap diper-
tahankan.

Perkembangan MOSVIA di Magelang 
pada tahun 1927-1942 terdiri dari sistem 
pendidikan, kurikulum, dan sarana prasa-
rana. Akhir pendidikan MOSVIA di 
Magelang, latar belakang ditutupnya 

MOSVIA Magelang karena Jepang men-
guasai Indonesia. Pemerintah Jepang me-
nutup MOSVIA di Magelang karena ori-
entasi pendidikan ketika pada masa Jepang 
pada kekuatan militer.

Kiprah lulusan MOSVIA Magelang 
bagi masyarakat, banyak dari lulusan 
MOSVIA Magelang bekerja menjadi pega-
wai di pemerintahan Indonesia. Banyak 
lulusan MOSVIA Magelang yang bekerja 
sebagai Polisi, Duta Besar, Guru/Dosen, 
Pengacara, Jaksa, dan ada pula yang beker-
ja di swasta. Kemampuan lulusan MOS-
VIA Magelang yang dapat berprofesi di 
berbagai bidang selain pemerintahan dise-
babkan karena sistem pendidikan dan mata 
pelajaran yang diberikan sehingga para lu-
lusan MOSVIA dapat mengabdikan diri di 
berbagai bidang.
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ABSTRAK – Persoalan meningkatkan kompetensi guru masih menjadi wacana terkini pendidikan 
di Indonesia. Pada saat kompetensi guru terus direformasi, di sisi lain arus teknologi pun kian cepat 
bertransformasi. Urgensinya, teknologi informasi dalam bentuk virtual pun akan segera berlangsung. Hal 
itu akan berdampak pada penyesuaian kinerja budaya mendidik mahasiswa, calon guru sejarah dalam pola 
digitalisasi. Mengapa upaya mereformasi potensi sumberdaya manusia Indonesia mendesak dilaksanakan? 
Bagaimana program studi pendidikan sejarah sebagai ujung tombak Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan (LPTK) merespon transisi budaya? Artikel ini mendeskripsikan pembelajaran formal dan 
informal mahasiswa pendidikan sejarah yang terkoneksi dengan perubahan sektor teknologi informatika. 
Program apa saja yang dipersiapkan program studi dalam rangka mempertajam tekstur kompetensi calon 
guru sejarah. Produk-produk pembelajaran sejarah apa saja yang telah dirancang dan diberdayakan agar 
turut mengkonstruksi kompetensi mahasiswa pendidikan sejarah. Tulisan ini merupakan hasil observasi 
dan analisa program optimalisasi laboratorium lapangan dan strategi gerakan residensial mahasiswa 
program studi pendidikan sejarah. Kedua program tersebut merupakan salah satu solusi mengadaptasi 
transformasi teknologi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memunculkan sikap mental mahasiswa calon 
guru sejarah, karena sikap mental berbasis budaya masih relevan untuk merespon hadirnya kelas virtual.

KATA KUNCI – pendidikan kesejarahan, transisi, budaya

ABSTRACT – Developing teachers’ competences still become discourse in Indonesian education 
nowadays. Teachers’ competences reformed vis a vis with the advanced of technology development. Virtual 
information needs to be implemented immediately. This will have an impact on adjusting the cultural 
performance of educating students and history teachers in digitalization pattern. Why is the reform of 
Indonesia’s human resource urgently needed? How is the history education study program as the spearhead 
of the Institute of Education responding to cultural transitions? This article describes formal and informal 
learning history education students who are facing the transformation of information technology sector. 
What programs are prepared in order to improve the competency of history teachers candidate. History 
learning products have been designed and empowered to help construct the competence of history education 
students. This paper is the result of observing and analyzing the laboratory optimization program in the 
field of history and the residential movement strategy of the history education students. Both programs are 
one of the solutions to adapt technology transformation. The activity was carried out to bring up the mental 
attitude of prospective history teacher students, because a culture-based mental attitude is still relevant to 
respond to the presence of a virtual class.

KEYWORDS – historical education, transition, culture
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PENDAHULUAN

Persoalan peningkatan kompetensi 
guru masih menjadi diskursus da-
lam bidang pendidikan nasional di 

Indonesia saat ini. Pada tahun 2018, Ke-
menterian Pendidikan dan Kebudayaan 
mulai mempersiapkan cetak biru pening-
katan kompetensi guru. Direktur Jenderal 
Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Supriano menyatakan bahwa kompeten-
si merupakan landasan segala kebijakan. 
Sedangkan M. Ramli Rahim berpendapat 
bahwa guru sejati akan berusaha mening-
katkan kompetensinya. 

Dewan Pembina Pusat Studi Pendi-
dikan dan Kebijakan (PSPK), Najelaa 
Shihab berpandangan, maraknya lembaga 
pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) 
yang kurang berkualitas, perekrutan guru 
yang tidak memfokuskan kualitas guru, 
banyaknya aspek politik praktis dalam 
rekruitmen, rotasi dan promosi guru hing-
ga banyaknya tekanan administratif men-
gakibatkan guru tidak dapat berfokus pada 
pengembangan kompetensi diri.(Kompas, 
25 September 2018)

Berangkat dari observasi serta hasil 
kajian beberapa tokoh tersebut, dapat di-
argumentasikan bahwa pendidikan nasion-
al di Indonesia belum menempati standar 
kebutuhan yang visioner. Di satu sisi, pen-
ingkatan kompetensi guru adalah sebuah 
impian, di sisi lain, realitas menyajikan 
fakta tentang teknologi informasi yang 
justru kian cepat bergerak. Faktor urgensi 
di sektor teknologi informasi itu memak-
sakan keberlangsungan transformasi sosial 
serta budaya, contohnya pada sistem, pola, 
maupun metode pengajaran. 

Barangkali saat ini para penggerak 
maupun pemerhati pendidikan sudah mulai 
mengantisipasi, jika suatu hari pembelaja-
ran dengan konsep “kelas” yaitu tatap muka 
di sebuah ruang belajar akan berlangsung 
tanpa kehadiran guru secara fisik. Bahkan 
yang lebih kompleks lagi, siswa di masa de-
pan cukup mengandalkan jaringan internet 
dan papan ketik (keyboard). Institusi sep-
erti Lembaga Penghasil Tenaga Kependi-
dikan (LPTK) mulai merespon transforma-
si teknologi bahkan merintis pembelajaran 
bertajuk e-learning atau blended learning. 
Alih-alih mengejar kemajuan teknologi, 
kesadaran mentransformasi budaya be-
lajar dan mengajar seringkali dipertajam 
oleh fenomena gagap budaya yang dialami 
para pendidik. Mengapa upaya mereforma-
si potensi sumberdaya manusia Indonesia 
kian mendesak dilaksanakan? Keluaran 
apa yang sedang dan akan dipersiapkan 
oleh lembaga keguruan dalam hal ini pro-
gram studi pendidikan sejarah? Ke mana 
arah pendidikan kesejarahan di Indonesia, 
akan memproduksi calon guru sejarah atau 
pekerja? 

PEMBAHASAN

Transformasi Teknologi dan 
Dampaknya Bagi Pendidikan Guru

Diskursus bertema kompetensi guru di 
Indonesia sebagaimana dipaparkan pada 
awal tulisan ini sangat relevan dengan pe-
mikiran Marc Bousquet (2008). Dia mem-
fokuskan artikelnya tentang transformasi 
teknologi informasi, pergeseran fungsi 
universitas sebagai produsen pengetahuan, 
terminologi “fakultas sayonara”, perubah-
an pengajaran di era informasi, eliminasi 
guru yang mengajar dalam kelas virtual 
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hingga migrasi guru yang mumpuni ke area 
industri. Beberapa elemen tematis yang di-
maksud Bousquet barangkali akan/dan se-
dang terjadi di dalam lingkup pendidikan 
Indonesia. Karakteristik bangsa Indonesia 
yang multikultur dan secara geografis be-
rada pada limitasi kepulauan secara tidak 
langsung mempengaruhi kemampuan me-
monitor berlangsungnya sistem pendidikan 
nasional yang diidealkan. Berbagai kenda-
la serta kurang meratanya akses pelayanan 
publik dapat dimaklumi. Fobia kehadiran 
kelas virtual di era teknologi informasi tak 
perlu dirisaukan, namun yang paling uta-
ma adalah menyiapkan mental dan strate-
gi yang jitu untuk memperhatikan layanan 
pendidikan Indonesia yang berkualitas.

Marc Bousquet cukup intens mengkaji 
implikasi transformasi teknologi informasi 
dalam rangka mengatasi kerisauan seka-
ligus menemukan solusinya. Pada bagian 
akhir narasi bukunya yang berjudul “The 
informal economy of the information uni-
versity” (bab kedua), Bosquet memperke-
nalkan pemikiran Samuel Bowles dan Her-
bert Gintis yaitu dikotomi “siswa (student)” 
atau “pekerja (worker)”. Kedua terminolo-
gi itu memiliki makna yang luas karena 
Bowles mengamati lebih dari sekedar kon-
teks luaran (output) pendidikan dalam ku-
run waktu tertentu. Dia sangat visioner se-
bagaimana pemikirannya dilukiskan oleh 
Marc Bosquet dalam bukunya. Bowles dan 
Gintis memposisikan universitas sebagai 
wahana memproduksi pengetahuan, bukan 
memproduksi orang.(Marc Bosquet, 2008: 
87) Teknologi informasi oleh Bousquet 
disebut dengan istilah “maha kuasa” kare-
na mampu menggerakkan arus informasi 
di ranah institusi pendidikan tinggi. Bah-
kan, dia mengawali deskripsinya tentang 

dikotomi konsep siswa dan pekerja melalui 
kepercayaan bahwa teknologi informasi 
menjadi “bahan bakar” perubahan.(Marc 
Bousquet, 2008: 56) Komodifikasi pendi-
dikan tidak hanya cukup diukur berdasar-
kan luaran, apakah hasilnya “lebih baik” 
atau “lebih buruk” dibandingkan pendi-
dikan non komoditi. Lebih lanjut yang 
patut dicermati adalah komodifikasi in-
formasi mewakili peningkatan eksploitasi 
tenaga kerja. Pengajaran oleh guru di era 
informasi sekarang ini penuh dialektika 
dan kemudian melahirkan implikasi untuk 
mereformasi proses pembelajaran di kelas.
(Marc Bousquet, 2008: 85)

Persoalan yang hingga kini belum tun-
tas adalah reaksi LPTK menjawab tantan-
gan transformasi budaya tersebut. Dalam 
tulisan Agus Suwignyo (Kompas, 25 No-
vember 2009) digambarkan tentang trans-
formasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendi-
dikan (IKIP) menjadi universitas mampu 
melahirkan ilmuwan berjiwa guru. Trans-
formasi tersebut dimaksud mempertegas 
syarat bahwa guru pertama-tama adalah 
ilmuwan. Sebagaimana terbersit keraguan 
melalui tulisan itu, bahwa setelah 20 tahun 
negara mengidealkan peningkatan kompe-
tensi guru, hasilnya masih jauh dari hara-
pan. Kadar keilmuan calon guru yang la-
hir melalui IKIP dan Sekolah Pendidikan 
Guru (SPG) justru mampu menunjukkan 
kompetensi keguruan secara relatif purna.

Produk-produk pembelajaran apa saja 
yang telah dirancang dan diberdayakan 
agar turut mengkonstruksi dunia kerja 
yang diperlukan mahasiswa FKIP? Berag-
am aktivitas berbasis penguatan budaya 
belajar diasumsikan berkontribusi mem-
bentuk konsep pekerjaan yang akan dige-
luti mahasiswa calon guru. Fakultas dan 
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administrasi berupaya keras menyebarkan 
visi tentang masa depan yang diciptakan 
melalui teknologi. Proses pendidikan tanpa 
kehadiran guru serta kesempatan memin-
dai sumber data sebanyak dan seluasnya 
mengubah gaya hidup maupun budaya ak-
ademis. 

Gerakan mentransformasi pendidikan 
dan pengajaran di Indonesia perlu dilak-
sanakan secara serempak. Kesenjangan 
serta diskriminasi yang masih terjadi dalam 
ranah pedagogis perlu dituntaskan secara 
sistematis, didukung sinergitas seluruh 
komponen. Pendidikan transformatif san-
gat dinantikan masyarakat Indonesia. Ab-
dul Halim Fathani, sebagai salah satu ele-
men masyarakat, menggantungkan harapan 
terjadinya perubahan di bidang pendidikan. 
Elemen pendidikan diharapkan mampu 
menjadi media solutif menurunkan angka 
pengangguran yang masih tergolong ting-
gi yang ditengarai terjadi karena ketidak-
sesuaian antara permintaan dan kebutuhan 
pasar kerja. Kompas edisi Agustus 2017 
menayangkan data angka pengangguran 
milenial sebesar 8,9 persen dan total ang-
ka pengangguran secara keseluruhan 5,5 
persen. Keluhan Fathani disampaikan da-
lam rubrik “surat kepada redaksi” Kompas, 
26 Oktober 2018. Idealisme pendidikan In-
donesia perlu diakomodasikan untuk men-
jawab kebutuhan pekerjaan generasi masa 
kini dan mendatang. Dia melontarkan ga-
gasannya itu setelah merujuk data statistik 
Indonesia 2018 yang memuat data jumlah 
penduduk usia produktif sejumlah 55 pers-
en dari total penduduk Indonesia. 

Tuntutan Fathani, agar generasi berdi-
namika secara intelektual di era global se-
karang ini mendapat kesempatan berkreati-
vitas tinggi mengembangkan keunikan dan 

berinovasi memproduksi proyek bersama. 
Dalam hal ini, maka jalinan kreatifitas in-
telektual itu memerlukan konsep sinergitas 
antara birokrat, masyarakat, serta seluruh 
komponen terkait. Idealisme mengkon-
struksi pendidikan masa kini – yang sering 
disebutkan dengan istilah milenial - ma-
sih membutuhkan fondasi budaya yang 
tangguh dalam meletakkan konsep gen-
erasi milenial dalam cara pandang “Indo-
nesia”. Djoko Suryo pun mengingatkan 
masyarakat Indonesia pada sebuah pepatah 
lama yaitu man behind the Gun.(Kompas, 
2018: 7) Menurut Djoko Suryo, teknologi 
informasi didefinisikan sebagai alat, senja-
ta, budaya materi yang harus dikendalikan 
manusia. Maka, dia berprinsip bahwa es-
ensi peran manusia dalam konteks trans-
formasi budaya, sangat perlu diapresiasi 
dan direpresentasikan. Pada tataran ini, 
euforia menyikapi hadirnya teknologi ber-
basis komputasi yang “menyilaukan mata” 
generasi milenial masih dalam ambang re-
sponsif yang belum stabil. Literasi mem-
baca, menulis, berargumentasi, beropini, 
serta mempresentasikan ide, sedang berada 
dalam posisi persiapan dan proses. Pada-
hal, kehadiran teknologi informatika yang 
begitu cepat perlu respons yang seimbang. 
Lalu, bagaimana langkah pragmatis mer-
espons gegap gempitanya serbuan pen-
garuh teknologi terhadap pendidikan dan 
pengajaran di Indonesia? Beberapa waktu 
lalu, Persatuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI) berkolaborasi dengan harian Kom-
pas merumuskan solusi untuk guru dalam 
menghadapi persoalan, beradaptasi den-
gan kebiasaan murid menerima bahan ajar.
(Kompas, 6 Maret 2018) Suatu realitas so-
sial yang sulit dibendung, era digital seka-
rang ini membuka ruang yang sangat lebar 
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bagi siapa pun mengakses beragam fasilitas 
yang disajikan dalam ranah teknologi in-
formatika. Kesepakatan kerjasama itu ten-
tunya diasumsikan menghasilkan dampak 
luas meningkatkan kompetensi guru. Ket-
ua Umum PGRI, Rosyidi, mengatakan saat 
ini para guru senantiasa berjuang mene-
mukan format agar dapat memberikan ba-
han ajar yang cocok bagi siswa di kelas. 
Bahan ajar multimedia menjadi salah satu 
pilihannya. Konten Kompas.id dapat mem-
bantu para guru menjelaskan suatu perma-
salahan ilmiah kepada siswa dengan lebih 
mudah karena dikemas secara visual dan 
interaktif. Sementara, Pemimpin Redaksi 
Harian Kompas Budiman Tanuredjo me-
nuturkan bahwa Kompas.id ditawarkan se-
bagai bahan ajar karena berbasis data dan 
fakta di lapangan. Ia mencontohkan, sajian 
infografis tentang benteng-benteng pening-
galan kolonial di Nusantara dapat memu-
dahkan siswa mempelajari sejarah.(Kom-
pas, 2018) Kemudahan itu oleh Faruk 
Tripoli diasumsikan sebagai kontribusi 
teknologi elektronik mengubah kenyata-
an material menjadi satuan-satuan, digital 
menjadi citra. Artinya mengubah realitas 
menjadi satuan digital. Dalam konteks itu, 
maka bahasa turut membangun solidari-
tas, konteks, atau peristiwa yang bersifat 
kolektif. (Faruk, 2018)

Pendidikan Calon Guru Sejarah dan 
Pilihan Profesi

Lembaga penghasil calon guru (LPTK), 
beberapa waktu terakhir ini menjadi so-
rotan publik. Media massa seperti koran 
nasionalpun mengangkat judul-judul ber-
itanya tentang bagaimana kinerja LPTK 
memproduksi calon guru. Salah satu infor-

masi yang ditulis sebagai salah satu berita 
di harian Kompas 20 Februari 2018, dinya-
takan bahwa pemahaman pendidikan di ka-
langan guru masih dianggap minim karena 
ketidakseriusan semasa terselenggaranya 
pendidikan calon guru. Pelaksanaan pen-
didikan untuk calon guru yang diseleng-
garakan LPTK, hingga tahun 2018 masih 
dinilai belum berdampak secara maksimal. 
Kegiatan pembelajaran dinyatakan belum 
seimbang antara teori dan praktik. Proses 
pembentukan ruh seorang pendidik, se-
bagaimana dikemukakan Totok Bintoro, 
perlu disiapkan sejak proses seleksi, proses 
pendidikan di LPTK, hingga pembinaan 
ketika telah bekerja sebagai guru. Pernyata-
an Bintoro selaku ketua Lembaga Penja-
minan Mutu Universitas Negeri Jakarta 
tersebut dilatarbelakangi oleh gagasannya 
tentang pentingnya pengalaman langsung 
yaitu Pengenalan Lapangan Persekolahan 
(PLP).

Apabila di era sekarang ini kinerja 
LPTK masih dianggap belum menuntaskan 
tanggungjawab memproduksi guru yang 
berkualitas tinggi, bagaimana peran insti-
tusionalnya menghadapi tantangan trans-
formasi teknologi? Roberto Bala pernah 
berargumentasi bahwa di era yang sering 
disebut “milenial” ini, guru harus melek 
teknologi. Oleh karena itu, guru dipacu 
untuk mampu menerjemahkan teknologi 
secara tepat dan proposional sehingga ber-
manfaat untuk menjalankan proses pem-
belajaran.(Kompas, 8 September 2018) 
Menyikapi hal tersebut, jika LPTK bertu-
juan menghasilkan guru maka kemampuan 
pemikiran kritis harus diproduksi untuk 
menghasilkan karya kreatif. Kegiatan pem-
belajaran untuk calon guru didesain secara 
holistik, baik dalam konteks formal, non 
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formal atau informal. Program studi pen-
didikan sejarah adalah salah satu unit atau 
departemen yang kompeten memproduksi 
pengetahuan kesejarahan.

Artikel ini memanfaatkan aktivitas 
pembelajaran sejarah berbasis lapangan 
untuk calon guru sejarah, sebagai amunisi 
mempertajam karakter pedagogis. Bebera-
pa komponen materi kajian diperoleh dari 
hasil observasi kegiatan civitas akademika 
Program Studi Pendidikan Sejarah Uni-
versitas Kristen Satya Wacana (UKSW), 
Salatiga. Sumber data berupa aktivitas 
pembelajaran untuk calon guru sejarah 
adalah dokumentasi yang terekam di lab-
oratorium lapangan kawasan Candi Cetho 
Kabupaten Karanganyar. Laboratorium 
lapangan ini diselenggarakan berkat ker-
jasama staf pengajar di Program Studi den-
gan masyarakat Dusun Cetho sejak tahun 
2012 hingga sekarang. Dasar pemikiran 
dan tujuan penyelenggaraan laboratorium 
tersebut adalah menyediakan ruang bela-
jar dan berpraktik bagi calon guru sejarah 
mengenal secara langsung bagaimana mas-
yarakat menorehkan sejarah hidupnya.

Pendidikan kesejarahan tidak hanya 
berlangsung di sektor formal berbentuk 
kuliah tatap muka. Laboratorium lapangan 
yang disiapkan oleh program studi pendi-
dikan sejarah idealnya dapat dioptimalkan 
sebagai salah satu solusi mengadaptasi 
persoalan transformasi teknologi saat ini. 
Kehidupan keseharian masyarakat dapat 
dimanfaatkan sebagai materi mengem-
bangkan kreativitas calon guru sejarah un-
tuk berinovasi. Contohnya, bagi yang ber-
minat pada sejarah dan literasi historiografi 
akan menemukan ide orisinil yang nantin-
ya dapat digunakan untuk mempertajam 
intuisi ketika mengajar. 

Persiapan mentransformasi kultur 
“guru yang mengajar” ke “guru intelektu-
al” bahkan “guru non ilmuwan alias peker-
ja/labor” merupakan fakta yang mendesak 
untuk diadaptasi dan dipersiapkan solusin-
ya. Jika Marc Bousquet mencermati trans-
formasi teknologi dari perspektif budaya 
Eropa, maka program studi pendidikan 
sejarah di Indonesia layak menggunakan 
perspektif dan metodologi ala Indonesia. 
Maka, gagasan Djoko Suryo relevan den-
gan idealisme menanamkan atau menguat-
kan budaya asli Indonesia. Asumsinya, bu-
daya yang dimaksud bersifat custom, unik, 
secara kolektif lahir secara alami (natural) 
dari si pelaku sesuai bakat dan keahliann-
ya. Kemampuan menciptakan karya kreatif 
inovatif masyarakat Indonesia dilahirkan 
dalam ruang produksi yang dipenuhi ruh 
atau etos imajinasi masing-masing etnis. 
Sifat eksklusifitas produksi budaya lokal 
itu perlu diapresiasi dan direpresentasikan 
menjadi kekuatan menciptakan ide baru. 
Dalam konteks inilah, pembelajaran seja-
rah memiliki kedigdayaannya mengisi ru-
ang imajinasi, interpretasi, hingga melaku-
kan penjelasan sejarah.(Kuntowijoyo, 
2008: 147-148) Calon guru sejarah ditun-
tut kemampuannya mengorganisasikan 
fakta-fakta dan menghubungkan peristiwa 
sejarah satu dengan lainnya. Mentalitas ke-
jujuran, kedisiplinan, kemampuan menga-
nalisa, berlogika serta merumuskan keba-
ruan ide akan efektif memperkuat elemen 
penguat karakter pedagogis mahasiswa 
pendidikan sejarah.

Calon guru sejarah diidentifikasi meng-
gunakan kemampuannya mengamati peris-
tiwa langsung secara kasat mata. Dengan 
demikian, elemen budaya menjadi sangat 
dekat dengannya. Inti dari kegiatan ini ada-
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lah agar calon guru sejarah itu pun mampu 
menangkal bias dalam sejarah. Oleh kare-
na itu, sangat diperlukan pemikiran yang 
jernih sebagai fondasi menginterpretasi 
dan melakukan eksplanasi sejarah.(C. Be-
han McCullagh, 2000: 44) Mengapa hal ini 
penting? Peristiwa sejarah yang disajikan 
melalui buku teks sejarah untuk siswa um-
umnya ditulis dalam konteks formal dan 
terbatas. Calon guru sejarah membutuhkan 
ruang untuk melakukan interaksi budaya 
terhadap masyarakat. Hal ini akan menja-
di salah satu solusi terhadap bias sejarah 
sebagaimana dijumpai dalam narasi buku 
teks.

Kreatifitas Merespons Transformasi 
Teknologi

Dalam rangka memasuki era milenial, 
kegiatan penelitian dan pengabdian yang 
dilaksanakan oleh dosen sebagai pendidik 
calon guru sejarah diprediksi semakin inter-
aktif. Berbagai aktivitas memberdayakan 
kawasan benda cagar budaya, kehidupan 
sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat 
memberikan dampak yang signifikan. Da-
lam konteks pedagogis, infrastruktur dan 
nilai kehidupan masyarakat mencitrakan 
karya sejarah bangsa. Esensi historis dan 
pedagogis itu turut berkontribusi memba-
ngun kerangka pikir memanfaatkan ka-
wasan Dusun Cetho sebagai laboratorium 
lapangan bagi para calon guru sejarah. 

Salah satu upaya merealisasikan ideal-
isme profesionalitas mahasiswa, Program 
Studi Pendidikan Sejarah FKIP UKSW 
menyajikan mata kuliah Sejarah Kebu-
dayaan (Kode JS021), yang diselengga-
rakan dalam bentuk formal tatap muka 
di ruang kuliah maupun kajian berbasis 

dokumentasi lapangan. Sebagaimana ter-
cantum dalam dokumen Rencana Pembe-
lajaran Semester (RPS) kurikulum, dosen 
mata kuliah Sejarah Kebudayaan mem-
bekali calon lulusan pendidikan sejarah 
agar mampu menginterpretasi peristiwa 
dan melakukan penjelasan atau ekspla-
nasi sejarah. Berdasarkan dokumen RPS 
tersebut, maka ditempuh upaya eksplorat-
if merekam jejak sejarah lisan pada mas-
yarakat kawasan Candi Cetho kemudian 
ditranskripsikan menjadi dokumen tertulis. 
Kawasan candi Cetho berfungsi sebagai 
lumbung data bagi calon guru sejarah un-
tuk mengenal kajian historis merti desa, 
etika bergotong royong, tradisi arisan, laku 
hidup umat Hindu Kejawen, dan lainnya. 
Secara substantif, dokumen RPS tersebut 
dilaksanakan berdasarkan aturan Kerang-
ka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 
Dijelaskan dalam aturan tersebut, bahwa 
standar kerangka penjenjangan kualifika-
si kompetensi mahasiswa diukur dengan 
cara menyandingkan, menyetarakan, dan 
mengintegrasikan antara bidang pendi-
dikan dan bidang pelatihan kerja serta 
pengalaman kerja. Hal itu ditujukan untuk 
memberikan pengakuan terhadap kompe-
tensi kerja.(Standar Nasional Perguruan 
Tinggi No. 44 Tahun 2015) 

Dalam rangka melengkapi kompetensi 
calon guru, idealnya juga disediakan do-
kumen RPS yang memuat desain hidden 
curriculum. Dokumen itu perlu disediakan 
dan dirancang oleh dosen pengampu atau 
kepala laboratorium. Alangkah lebih sem-
purna jika kerangka kerja dalam konsep 
global dapat dirancang hingga tahapan 
monitoring dan evaluasinya. Hal ini pent-
ing dilakukan agar program studi mudah 
untuk memantau kinerja lulusan guru seja-
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rah dalam mempraktikkan ilmunya. 
Program studi pendidikan sejarah di 

Indonesia perlu segera menyikapi arus 
transformasi teknologi digital. Kiner-
ja yang difokuskan untuk menghasilkan 
guru sejarah yang kreatif dan inovatif ti-
dak lagi sekedar tantangan, namun strategi 
dan gerakan yang sangat aktual untuk di-
representasikan. Keputusan menghasilkan 
calon guru sejarah atau guru yang notabene 
bekerja untuk industri adalah pilihan. Akan 
tetapi, idealisme untuk memproduksi guru 
sejarah yang profesional adalah pilihan 
utama.

Strategi mempersiapkan mahasiswa 
calon guru sejarah melalui kurikulum 
formal maupun yang tersembunyi (Hid-
den curriculum) adalah representasi sikap 
membentuk profesionalisme guru sejarah. 
Pada elemen pragmatis, hidden curriculum 
juga dapat diterapkan secara dinamis pada 
program magang mahasiswa, optimalisasi 
pemanfaatan fungsi laboratorium, Program 
Profesi Guru (PPG) yang dilengkapi fasil-
itas asrama, sekaligus memberdayakan 
esensi konsep asrama mahasiswa sesuai 
petunjuk teknis dan paradigmanya. Jika 
semua program itu dilaksanakan sesuai 
kompetensi, manfaat dan luarannya akan 
relevan dengan visi misi yang diidealkan 
secara institusional. Sebaliknya, terdapat 
mahasiswa pendidikan sejarah yang lemah 
ide dan intuisi ketika bekerja di laborato-
rium lapangan, maka resikonya juga akan 
berdampak pada lemahnya sikap mental 
pedagogis yang diperlukannya. Kondisi 
itulah yang akan membentuk kerawanan 
moral dan karakter seseorang. Sehing-
ga, ketika fenomena sosial berupa alih 
teknologi didefinisikan sebagai revolusi 
kolosal menuju digitalisasi secara intensif 

mulai diterapkan, bisa saja seseorang akan 
meraih predikat tertinggi hanya sebagai 
pekerja. Lebih parah lagi, kemungkinan 
terburuknya dia akan kehilangan peker-
jaannya.

Wacana tentang terminologi “peker-
ja” tidak akan lepas dari diskursus filsafat 
para ahli pragmatik klasik dari John Dew-
ey yang memaknai pekerja dalam konteks 
ukuran kebijakan institusional, sedangkan 
aliran neoklasik menganggap pekerja se-
bagai komoditi sebuah aktivitas ekonomi. 
(David C. Jacobs dan Joel Samuel Yud-
ken, 2003) Pada kamus Bahasa Indonesia 
(https://kbbi.web.id.), kata pekerja artinya 
orang yang bekerja, menerima upah atau 
hasil kerjanya. Pekerja disebut juga buruh 
atau karyawan. Di Indonesia, buruh mer-
upakan terminologi orang yang bekerja 
pada suatu perusahaan namun posisinya 
dalam konteks kultural hierarkinya rendah, 
sedangkan pekerja atau karyawan dimak-
nai buruh namun menempati hierarki yang 
lebih tinggi dibandingkan buruh.

Pada era teknologi dalam konsep vir-
tual sekarang ini, budaya merupakan ilmu 
yang kontekstual. Ketika Marc Bousquet 
mengargumentasikan bahwa ke depan, gu-
ru-guru profesional berpeluang digantikan 
oleh teknologi virtual, maka tidak akan ada 
lagi guru yang mengajar dan kelas secara 
faktual akan punah. Dalam kelas virtual, 
guru tidak mentransfer ilmu alias tidak 
mengajar siswa. Di kelas virtual guru dipo-
sisikan sebagai mediator antara siswa dan 
materi ajar yang diunduh secara leluasa se-
cara daring. Kondisi itu membuka peluang 
bagi siswa menemukan sendiri konteks 
pedagogis melalui ketersediaan data yang 
berlimpah dari media internet. Bagaimana 
mengadaptasi realitas sosial tersebut?
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Perhatian pemimpin industri, akade-
misi, dan pembuat kebijakan pemerintah 
tertuju pada strategi produksi inovatif. 
Contohnya pada perusahaan di Jepang sep-
erti Toyota dan produsen otomotif Jepang 
lainnya menyiapkan konsep lean produc-
tion atau flexible production. Lean produc-
tion merujuk pada kombinasi antara teknik 
manajemen, praktik di bengkel kerja, dan 
proses produksi secara teknis. Konsep lean 
production secara tidak langsung merupa-
kan reaksi faktual terhadap konsep produk-
si masal. Tujuan lean production adalah 
untuk menghasilkan sistem yang secara 
fleksibel dan maksimal.(David C. Jacobs 
dan Joel Samuel Yudken, 2003: 63)

Gagasan John F. Krafcik, seorang pa-
kar MIT, yang dirujuk oleh David dan 
Joel (2003) menyebutkan bahwa untuk 
mewujudkan konsep lean production se-
cara maksimal membutuhkan sikap men-
tal para pekerja yang profesional. Sikap 
mental menjadi syarat bagi pekerja untuk 
mengeksplorasi sensitifitas perasaan hu-
manis seperti kemampuan berorganisasi, 
bekerjasama, dan kemampuan menghasil-
kan kebaruan ide. Jepang termasuk negara 
yang siap menghadapi tantangan era virtu-
al sekarang ini. Bagaimana dengan Indo-
nesia?

Kalangan akademisi, pimpinan per-
guruan tinggi, serta seluruh elemen mas-
yarakat perlu bekerja dan bersinergi 
mengemas pendidikan nasional berbasis 
teknologi virtual. Program studi pendi-
dikan sejarah di Indonesia perlu menyikapi 
program kebijakan Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sep-
erti gerakan residensial (tinggal bersama 
masyarakat atau disebut juga dengan isti-

lah live in). Kekuatan budaya (the power 
of culture) yang tumbuh dalam kehidupan 
masyarakat lokal merupakan elemen pent-
ing sebagai filosofi menumbuhkan atau 
mempertajam kemampuan berpikir kritis, 
berlogika, berorganisasi, serta bekerjasa-
ma. Kegiatan optimalisasi laboratorium 
lapangan dalam bentuk tinggal bersama 
masyarakat (live in) sebaiknya diseleng-
garakan secara profesional agar keberman-
faatannya berdampak hingga para calon 
guru sejarah tersebut menghadapi dunia 
kerja. Cetak biru kegiatan lapangan ber-
bentuk live in belum sepenuhnya diopti-
malkan dalam wadah hidden curriculum 
di program studi pendidikan sejarah. Sila-
bus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP), petunjuk teknis, nota kerjasama 
(Memory of Understanding) antar institusi, 
kerjasama kegiatan (link) dengan instansi 
terkait, serta kerjasama antara tim pelak-
sana dengan masyarakat setempat, semua 
agenda tersebut idealnya direncanakan dan 
didokumentasikan sebagai produk yang 
tersistem baik dalam konteks teori mau-
pun praksis. Apa dampaknya jika program 
dan infrastrukturnya tidak tersistem secara 
sempurna? Jika tidak didesain baik maka 
resiko tingkat terendahnya adalah sikap 
mental mahasiswa calon guru sejarah tidak 
terpenuhi alias hanya sekedar kamuflase 
projektif saja. Sedangkan, dampak lebih 
luasnya akan lebih berbahaya. Pembentu-
kan kemampuan mencipta ide baru berba-
sis realitas sosial di masyarakat dalam kon-
teks lokal atau nasional tidak akan bertahan 
menghadapi tantangan transnasional atau 
global. Hal itu dikhawatirkan membuka 
kerawanan terjadinya disintegrasi bangsa. 
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PENUTUP

Konsep teknologi sebagai “bahan bakar” 
perubahan yang dikaji oleh Marc Bosquet 
bisa memicu kegelisahan dan kerisauan in-
san pendidikan. Namun, sisi positif dinami-
ka di ranah teknologi informasi diharapkan 
tidak melahirkan dampak buruk peningka-
tan kualitas dan kompetensi memproduksi 
guru sejarah yang kompeten dalam menga-
jar dan kreatif. Kehadiran budaya menga-
jar dalam atmosfer kelas virtual bisa saja 
direspons sebagai media dan model penga-
jaran baru. Kehadirannya layak diapresiasi 
dengan tetap mengutamakan kinerja guru 
yang mengajar, dalam terminologi yang 
didefinisikan sesuai dengan sikap mental 
yang humanis, etos pelayanannya diwar-
nai ruh pedagogis dan kinerjanya kreatif 
inovatif. Solusi terbaik hanya bertumpu 
pada sang guru dalam konteks personal, 
apakah dirinya siap mengeksplorasi kom-
petensinya, menumbuhkan daya kreativi-
tas serta intuisi intelektualnya. Jika tetap 
di zona nyaman, maka idealisme sebagai 
guru sejarah yang mengajar dalam konteks 
teknologi informasi segera terlibas oleh 
pesatnya transformasi budaya. Muaranya, 
guru sejarah akan terpuruk sebagai pekerja 
administratif tanpa aktualisasi diri dalam 
kompetensinya.
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